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SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat 
dan hidayah-Nya. Selawat dan salam kepada Rasulullah saw., 
keluarga dan sahabat beliau. Tidak lupa hormat kami kepada 
para ulama dan guru-guru kami yang mencurahkan segenap 
sumber daya demi pengembangan ilmu syariah dan hukum.

Seiring perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi 
UIN,1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam juga berubah menjadi 
Fakultas Syari’ah dan Hukum.2 Perubahan ini menyiratkan bah-
wa akan terjadi perubahan orientasi keilmuan, dari basis keil-
muan sosial kepada basis keilmuan hukum. Perubahan tersebut 
juga menuntut penyesuaian kurikulum yang berorientasi pada 
pengintegrasian ilmu syariah dan hukum. Disadari ini bukan 
perkara mudah, maka sejak saat itu telah dilaksanakan seminar, 
workshop dan pertemuan-pertemuan terbatas untuk merumus-
kan model dan pola integrasi syariah dan hukum dari hulu ke 
hilir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Buku Logika Penalaran Hukum Karya Dr. Jabbar Sabil 
merupakan salah satu wujud integrasi dimaksud. Dalam kon-
teks ini, Dr. Jabbar Sabil merupakan salah satu dosen yang me-
miliki perhatian khusus terhadap pengembangan keilmuan di 
Fakultas Syariah dan Hukum. Dr. Jabbar Sabil telah menulis 
berbagai karya mengenai topik-topik inti dalam studi Hukum 
Islam. Kepiawaiannya dalam menguasai khazanah pemikiran 
hukum Islam dan keterbukaannya terhadap berbagai aliran 
pemikiran dalam filsafat, telah menjadikan Dr. Jabbar sebagai 
an author with depth thinking. Dalam karya ini, penulis me-
lakukan proses integrasi pola penalaran yang berkembang di 
kalangan ahli hukum Islam dan hukum umum. Satu hal yang 

1 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 
tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 1 Oktober 2013.

2 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh, tanggal 18 Juni 2014.
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menarik adalah integrasi pola penalaran deduktif dan induktif 
dalam metode yang disebut al-istiqrā’ al-ma‘nawī. Hal ini belum 
banyak dielaborasi dalam konteks penalaran hukum kekinian. 
Sehingga kami memandang, kontribusi Dr. Jabbar dalam topik 
ini mampu memberikan wacana baru dalam kajian hukum 
Islam, tidak hanya di Aceh, tetapi juga pada level nasional.

Lebih jauh buku ini mengeksplor penerapan integrasi 
tersebut pada metode instinbat yang disebut qiyās maṣlaḥat 
kulliyyah. Metode ini cukup potensial untuk dikembangkan 
menjadi satu alternatif metodologi pada Fakutas Syari’ah dan 
Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Oleh 
karena itu, sajian dalam buku ini patut dipuji, dan yang lebih 
penting agar diuji oleh para ahli di bidang terkait. Salah satu 
kepiawaian penulis buku ini adalah berhasil menarik berbagai 
isi dan isu dari sumber-sumber yang sangat otoritatif. Sehingga 
temuan dan perenungan Dr. Jabbar dapat dirasakan, ketika kita 
membaca buku ini secara mendalam.

Kami selaku Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Ar-Raniry Banda Aceh mengucapkan terima kasih atas upaya 
yang dilakukan Dr. Jabbar Sabil. Harapan kami semoga karya 
ini menginspirasi teman sejawat untuk partisipasi mengkritisi 
karya ini menjadi lebih baik. Akhirnya kepada mahasiswa dan 
segenap pembaca kami persembahkan karya ini agar dapat 
dipetik hikmah dan manfaat darinya.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Darussalam, 30 Maret 2023
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kamaruzzaman



BEBERAPA CATATAN TENTANG KELAHIRAN, 
PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN FIQIH 

Oleh: Al Yasa` Abubakar, Dr. 

Penulis buku ini, Jabbar Sabil meminta saya memberikan 
sambutan/pengantar untuk buku mengenai penalaran hukum 
yang beliau tulis. Saya gembira atas penerbitan ini dan dengan 
senang hati memberikan kata sambutan/pengantar seperti be-
liau harapkan, yang insya Allah akan saya isi dengan beberapa 
catatan tentang kelahiran dan perkembangan ilmu-ilmu agama 
di dalam Islam, khususnya fiqih, hubungannya dengan logika 
Yunani (mantiq) dan upaya pembaharuan (tajdid) yang seka-
rang ini sedang dilakukan. 

Umat Islam sepakat bahwa sumber ajaran Islam adalah 
Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Al-Qur’an merupakan wahyu 
yang terjamin kebenarannya dan terjaga keasliannya. Al-Qur’an 
turun kepada Rasulullah, yang lantas beliau suruh tulis pada se-
tiap kali turun dan juga beliau minta untuk dihafal oleh para 
Sahabatnya. Dengan demikian ketika Rasulullah wafat semua 
ayat Al-qur’an sudah tertulis dan banyak Sahabat yang mengha-
falnya secara lengkap. 

Tuntunan Al-qur’an, oleh Rasulullah langsung diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari dan beliau ajarkan kepada para 
Sahabat. Tuntunan dan pengajaran ini meliputi semua aspek ke-
hidupan, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, 
sampai kepada kehidupan bermasyarakat dalam arti yang luas. 
Sebagian pengajaran di atas dijelaskan secara lisan melalui in-
struksi, ceramah, atau dialog, sedang sebagian lagi melalui per-
buatan langsung, dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran dan 
bimbingan ini ada yang beliau berikan untuk keperluan orang 
perorangan dan ada yang untuk keperluan masyarakat, seba-
gaimana ada yang merupakan kebijakan untuk kepentingan 
jangka panjang, dan ada juga yang merupakan keputusan untuk 
keperluan nyata yang konkret.

Pengajaran dan praktek yang dijalankan Rasulullah sela-
ma beliau hidup sebagai Rasul di atas, oleh para ulama disebut 
Sunnah Rasulullah, sering disingkat Sunnah. Sunnah (penga-
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jaran dan bimbingan) Rasulullah di atas oleh para Sahabat di-
wariskan kepada generasi berikutnya dengan dua cara. Pertama 
dengan mempraktikkannya secara langsung (mencontohkann-
ya) dalam kehidupan sehari-hari untuk ditiru oleh orang lain, 
dan kedua dengan cara menceritakannya melalui penuturan 
(kata-kata) lisan atau tulisan. Pewarisan melalui praktik dilaku-
kan oleh penduduk kota Madinah secara turun temurun (sam-
pai masa penulisan Hadis), yang oleh para ulama disebut amal 
ahl-ul Madinah atau al-sunnah al-mutadawilah (praktek yang 
hidup di tengah masyarakat). Sedangkan pewarisan melalui 
laporan (lisan atau tulisan) dilakukan oleh para Sahabat, baik 
yang tinggal di Madinah ataupun di tempat lain, kepada sesama 
Sahabat lain atau kepada generasi sesudahnya (tabi`in). Sunnah 
dalam bentuk laporan ini disebut hadis. 

Berbeda dengan Al-qur’an, hadis (Sunnah) bukanlah 
teks formal yang didiktekan Rasul, tetapi laporan, catatan atau 
bahkan tangkapan para Sahabat atas tuntunan dan bimbingan 
Rasul. Hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasul, bahkan 
ada riwayat pernah dilarang oleh Rasul. Penulisan hadis boleh 
dikatakan baru dimulai setelah Rasulullah wafat dan itupun un-
tuk kepentingan terbatas (pribadi). Sedangkan penulisan hadis 
untuk tujuan pendokumentasian secara menyeluruh dan siste-
matis, menggunakan metode-metode tertentu, baru dilakukan 
pada abad ketiga hijriah oleh beberapa orang ulama atas inisiatif 
sendiri. Secara umum dokumentasi yang dilakukan para ulama 
inilah yang kita sebut sebagai himpunan resmi hadis-hadis Nabi. 
Koleksi ini biasa disebut dengan nama para penghimpunnya, de-
lapan yang utama adalah, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan 
Abu Daud, Sunan al-Nasa’i, Sunan al-Turmuzi, Sunan Ibnu Majah, 
Musnad Imam Ahmad, dan Al-Muwaththa’ Imam Malik.

Adapun Sahabat, secara sederhana didefinisikan dengan 
orang-orang yang setelah memeluk Islam pernah hidup bersama 
dan berinteraksi dengan Rasulullah untuk beberapa lama.1 Dalam 

1 Di kalangan ulama ada dua definisi mengenai Sahabat. Pertama definisi yang 
digunakan ulama fiqih, bahwa Sahabat merupakan orang-orang yang pernah hidup 
bersama Nabi untuk beberapa lama, sehingga mengetahui latar belakang, alasan, 
semangat dan tujuan Nabi ketika melakukan sebuah pekerjaan, memberikan sebuah 
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memahami dan mengamalkan ajaran Islam, mereka selalu beru-
saha untuk patuh dan mengikuti bimbingan dan pengajaran (Sun-
nah) Rasulullah, baik yang dia peroleh berdasarkan pengalaman 
langsungnya ataupun yang dia peroleh dari penjelasan Sahabat 
lain. Kalau kepada seorang Sahabat diceritakan sebuah sunnah 
Rasul yang tidak dia ketahui, maka biasanya dia akan berkata, iku-
ti riwayat polan itu, karena dia mempunyai pengalaman bersama 
Rasulullah. Kalau sebelum itu dia mempunyai pendapat berbeda 
berdasarkan pemahaman sendiri, maka dia akan meninggalkan 
pemahamannya dan mengikuti praktik (Sunnah) yang diriwayat-
kan dari Nabi tersebut. 

Dalam memahami dan mengamalkan Sunnah Rasulul-
lah, para Sahabat terbagi kepada dua kelompok besar. Pertama 
kelompok yang cenderung memahami dan mengamalkan Sun-
nah Nabi berdasar pemahaman harfiah (tekstual). Mereka akan 
mengikuti praktik Rasulullah menurut apa adanya, tanpa mem-
pertimbangkan keadaan dan situasi yang mengitarinya, yang 
antara lain diisi oleh Abdullah Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy‘ari 
dan Bilal bin Rabah. Kedua kelompok yang cenderung mema-
hami dan mengamalkan Sunnah Nabi secara ta‘liliah  maqasi-
diah (kontekstual). Mereka akan memahami ayat atau Sunnah 
berdasarkan tujuan, nilai  atau semangat yang mereka tangkap 

perintah atau larangan, membuat keputusan dan sebagainya. Setelah Nabi wafat mereka 
inilah yang memberikan pendapat (fatwa) tentang berbagai hal, ada yang banyak dan 
ada yang sedikit. Menurut Ibnu Hazm tidak lebih dari 150 orang. Sahabat yang relatif 
banyak memberikan fatwa (pendapat), sehingga masing-masingnya dapat ditulis menjadi 
buku yang relatif tebal, hanya tujuh orang saja yaitu `Aisyah binti Abu Bakr, `Umar bin al-
Khaththab, `Abdullah bin `Umar, `Ali bin Abi Thalib, `Abdullah bin `Abbas, `Abdullah bin 
Mas`ud, dan Zaid bin Tsabit, (hlm. 869). Sedang Sahabat yang memberikan fatwa dalam 
jumlah sedang (dapat dikumpulkan dalam sebuah buku kecil, atau beberapa lembar kertas 
saja, belasan sampai puluhan buah), hanya dua puluh orang saja. Kebanyakan Sahabat 
menurut beliau, hanya memberikan beberapa buah fatwa (pendapat), bahkan ada yang 
hanya satu buah saja. Jumlah mereka antara serratus sampai seratus dua puluh orang saja. 
Ibnu Hazm menyebutkan nama semua mereka, dan bagi yang berminat dapat merujuk ke 
buku beliau. Ibnu Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,  (hlm 869)

Kedua, Sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi 
walaupun sesaat. Mereka ini ada yang wafat pasa masa Nabi dan ada yang masih hidup 
setelah Nabi wafat. Definisi ini lebih luas dari yang pertama dan digunakan oleh ulama 
hadis. Jumlah mereka lebih dari 120.000 orang, Sebagain besar mereka merupakan 
orang-orang yang ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi dan mendengar khutbah 
beliau ketika di Arafah. 
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dari pengalaman hidup mereka bersama Rasulullah. Hal ini bia-
sanya terlihat ketika mereka menganggap keadaan sudah tidak 
sama persis lagi dengan keadaan di zaman Nabi. Dalam keadaan 
ini mereka tidak keberatan untuk mengubah cara melakukan 
perbuatan tersebut, mengubah definisi atau mengubah hukum 
perbuatan, sehingga secara harfiah tidak sama lagi dengan apa 
yang dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw. Namun dari segi 
tujuan atau nilai masih tetap sama, bahkan dianggap lebih kuat. 
Kelompok ini diisi antara lain oleh Umar bin al-Khatthab, Ibnu 
Mas`ud, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas.2 

Untuk keadaan di atas ada dua catatan yang perlu di-
perhatikan. Pertama, ketika ada riwayat yang saling berbeda 
tentang pengajaran atau praktik Nabi mengenai hukum atau 
cara mengerjakan sebuah perbuatan, maka para Sahabat saling 
mencari informasi dan mengoreksi apakah perbedaan tersebut 
merupakan keragaman yang sengaja diberikan Nabi untuk ke-
mudahan dan kelapangan, atau karena ada sebab dan alasan 
khusus (sehingga Sunnah tersebut akan dianggap sebagai ke-
tentuan khusus, merupakan pengecualian), atau merupakan 
perubahan karena ada wahyu yang mengoreksinya, sehingga 
pengajaran yang pertama dianggap tidak berlaku lagi (man-
sukh). Kedua, apabila perbedaan tersebut dipahami untuk 
memberikan kelapangan dan kemudahan (al-tanawwu‘), maka 
mereka akan memberi kebebasan untuk memilih dan saling 
menghormati ketika mereka mengikuti tuntunan dan praktik 
Nabi yang saling berbeda tersebut.

2 Contoh untuk pemahaman harfiah, Ibnu Umar pernah mengerjakan shalat 
sunat pada sebuah tempat karena Nabi pernah mengerjakan shalat sunat di tempat itu. 
Ibnu Abbas yang juga ikut bersama Ibnu Umar dalam peristiwa tersebut berkata, bahwa 
Nabi mengerjakan shalat dahulu pada waktu Dhuha (sehingga ada dugaan shalat yang 
dikerjakan Nabi adalah Shalat Dhuha), sedang Ibnu Umar mengerjakan shalat di tempat 
tersebut setelah waktu Zuhur masuk. Contoh untuk pemahaman ta`liliah maqasidiah, 
beberapa orang yang pernah menerima bagian dari zakat pada masa Rasulullah 
(mu’allaf) datang kepada Khalifah Abu Bakar meminta hak seperi pada masa Rasulullah. 
Abu Bakar meminta pendapat Umar mengenai hal tersebut. Umar menjawab lebih 
kurang, kalian tidak berhak lagi menerimanya pada masa sekarang. Dahulu Rasulullah 
memberikannya karena umat Islam masih lemah sehingga memerlukan bantuan kalian. 
Sekarang keperluan itu sudah tidak ada lagi. Dari pemahaman Umar ini ada ulama yang 
memahami bahwa mu`allaf yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang 
diperlukan keislamannya, bukan sekedar orang yang baru memeluk Islam. 
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Apabila seorang Sahabat menghadapai sebuah masalah 
yang tidak dia ketahui apakah ada Sunnah Nabi atau tidak men-
genai masalah tersebut, maka secara umum mereka akan me-
lakukan salah satu atau gabungan langkah-langkah berikut. (a) 
Mereka akan saling bertanya dan saling memberi informasi apa-
kah ada pengajaran, petunjuk atau putusan dari Rasulullah ten-
tang kasus yang dihadapi tersebut. Kalau ada maka mereka akan 
mengikuti petunjuk atau praktek Rasulullah tersebut. Kalau tidak 
ada maka mereka (b) akan mencari apakah ada ayat Al-Qur’an 
atau hadis yang berdekatan makna, yang dapat dijadikan seba-
gai sandaran untuk menyelesaikan masalah baru tersebut. Kalau 
ayat Al-Qur’an atau hadis yang berdekatan makna tetap tidak di-
temukan, maka (c) mereka akan berdiskusi dan bermusyawarah 
sekiranya ada kelapangan dan kesempatan untuk itu. Kalau me-
reka sampai pada sebuah kesepakatan maka (d) kesepakatan itu 
yang akan dijalankan, yang pada masa belakangan disebut ijma‘. 
Sebaliknya apabila mereka tidak bersepakat, maka masing-ma-
sing mereka akan memegang pendapat yang dia anggap paling 
kuat atau paling maslahat, dan mereka akan saling menghorma-
ti, karena ada keyakinan semua mereka memberikan pendapat 
berdasarkan kecintaan dan keinginan mengikuti Nabi. 

Di pihak lain, apabila mereka terpaksa mendalami dan 
mendiskusikan makna dari sebuah kata (lafaz, konsep) maka 
mereka biasanya akan mendasarkannya kepada makna yang 
diberikan Rasulullah sekiranya ada. Kalau makna ini tidak ada, 
maka mereka kadang-kadang mendasarkannya kepada makna 
menurut adat Arab, dan kadang-kadang mendasarkannya ke-
pada makna menurut bahasa.

Menurut para ulama, tidak ada metode khusus yang di-
gunakan para Sahabat dalam memahami petunjuk praktis 
Nabi ataupun maksud dan bimbingan ayat Al-Qur’an, selain 
dari penggunaan pikiran jernih, kata hati dan kecintaan, ber-
dasarkan pengalaman hidup bersama beliau. Dengan kalimat 
lain mereka akan selalu berupaya untuk memahami, mengik-
tui dan mematuhi bimbingan Rasulullah sepenuh hati karena 
kecintaan dan kesetiaan. Pemahaman ini cenderung bersifat 
sederhana, parsial dan ad hoc, dalam arti belum menggunakan 
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istilah-istilah baku, belum sistematis, dan belum menyeluruh. 
Pemahaman ini sering disebut sebagai model salafiah lugha-
wiah. Namun dari segi lain, dengan meminjam istilah dalam 
psikologi dan sosiologi, pemahaman yang dilakukan Sahabat 
ini, paling kurang untuk sementara penulis sebut sebagai mo-
del pemahaman internalisasi sosialisasi. 

Sekiranya diperhatikan, fiqih yang dihasilkan para Saha-
bat paling kurang mempunyai tiga ciri, (a) bersifat waqi‘iyyah 
dalam arti menyelesaikan masalah setelah terjadi, sehingga 
sedikit sekali bahkan cenderung tidak bersedia merumuskan 
hukum guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi 
di masa depan. (b) Bersifat juz’iyyah dalam arti setiap kasus 
diperlakukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, yang ter-
lepas satu sama lain, sehingga ada kemungkinan sebuah kepu-
tusan (ketentuan) hukum yang diambil akan dianggap berbe-
da bahkan bertolak belakang dengan keputusan yang hampir 
sama yang sebelumnya sudah pernah diambil. (c) tidak mem-
punyai metode tertentu yang mesti diikuti selain dari seman-
gat dan keinginan untuk mematuhi dan mengikuti Rasulullah 
dengan penuh ketulusan dan kecintaan. Karena diperoleh dari 
pengalaman hidup bersama Rasulullah, maka model ini hanya 
dapat dilakukan oleh para Sahabat, karena hanya merekalah 
satu-satunya generasi yang hidup bersama Rasulullah. Adapun 
generasi lain sesudah Sahabat tentu tidak akan dapat melaku-
kannya karena mereka tidak hidup bersama Rasulullah. 

Kewafatan Nabi (11 H) boleh dikatakan tidak memba-
wa guncangan politik yang besar kepada masyarakat muslim 
karena peralihan kekuasaan berjalan relatif damai, dan umat 
Islam dapat memilih kepala pemerintahan melalui musyawa-
rah yang berlangsung secara damai tiga kali berturut-turut. Na-
mun di ujung masa pemerintahan khalifah yang ketiga, Utsman 
bin Affan (memerintah 23-35/644-656) terjadi kemelut politik 
dan pemberontakan yang menyebabkan pembunuhan Khalifah 
oleh para pemberontak (35 H). Setelah ini para tokoh di Madi-
nah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman, 
namun tidak diterima oleh sebagian tokoh yang berada di luar 
kota Madinah. Muawiyah gubernur di Damaskus melakukan 
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pemberontakan dan Aisyah bersama Thalhah bin Ubaidillah 
dan Zubair bin Awwam yang kebetulan sedang berada di Mek-
kah pun melakukan pemberontakan. 

Ali sebagai khalifah yang sah tidak berhasil mema-
damkan pemberontakan, sehingga terjadi dua pusat pemerin-
tahan, Mu`awiyah di Damaskus dan Ali di Kufah (beliau me-
milih kota ini sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan 
setelah kemelut di atas). Perang saudara di atas menyebabkan 
umat Islam terpecah kepada tiga kelompok besar, para pengi-
kut Ali yang menamakan diri Syi`ah Ali, para pemberontak yang 
diberi nama khawarij dan mayoritas umat yang cenderung ti-
dak peduli pada perebutan kekuasaan (yang secara diam-diam 
dianggap sebagai pengikut Muawiyah), diberi nama ahlu-ssun-
nah wa-l jama`ah. Perpecahan politik ini dalam waktu singkat 
bergeser ke diskusi dan pengelompokan di bidang akidah, ke-
lompok mana yang dianggap tetap muslim dan kelompok mana 
yang dianggap telah sesat bahkan kafir. 

Mengenai wilayah, ketika Rasulullah wafat seluruh seme-
nanjung Arabia telah menjadi wilayah Islam, walaupun tentu be-
lum semua penduduknya memeluk Islam, dan yang sudah muslim 
pun kuat dugaan belum seluruhnya memahami dan mengamal-
kan ajaran Islam secara baik (sempurna). Selanjutnya dalam 50 
tahun setelah Nabi wafat, wilayah Islam telah meluas sampai 
ke wilayah Syam (Libanon dan Suriah sekarang) dan Kurdistan 
di utara, Irak dan sebagian wilayah Iran di timur, Mesir, Sudan 
sampai Marokko di barat, sedangkan di selatan sejak masa Nabi 
sudah meliputi Yaman dan Oman. Pada masa ini tentara Islam 
sudah mencoba untuk menyeberang ke Spanyol dan juga sudah 
mencoba untuk mengepung Konstatinopel ibukota Romawi Ti-
mur dari arah laut, tetapi kedua-duanya tidak berhasil. 

Pemahaman Sahabat di samping dimaknai sebagai model 
berpikir juga dimaknai sebagai periode sejarah. Sebagai periode 
sejarah, masa ini tidak dapat ditentukan secara tegas, karena me-
rupakan sebuah generasi, yang tentu akan tumpang tindih den-
gan generasi di bawahnya. Orang-orang sebagai anggota periode 
Sahabat tentu bertemu dengan orang-orang dari periode tabi`in 
sebagai generasi kedua dan bahkan tabi` tabi`in sebagai genera-



xvi Logika Penalaran Hukum

si ketiga setelah Rasulullah. Dengan demikian periode Sahabat 
dapat dianggap berlangsung sekitar seratus tahun, yang penulis 
bagi menjadi dua periode utama. Pertama masa Sahabat besar 
yang berlangsung sejak Rasulullah wafat sampai akhir masa Khu-
lafaur Rasyidun, antara tahun 10 sampai 40 H (bercampur den-
gan masa awal tabi`in besar). Kedua masa Sahabat Kecil mulai 
dari awal pemerintahan Muawiyah (40 H) sampai Sahabat yang 
terakhir meninggal dunia, sekitar tahun 100 H. Masa ini berlang-
sung sekitar 60 tahun, bersamaan dengan masa tabi`in kecil dan 
tabi` tabi`in besar. Untuk memudahkan periode Sahabat sering 
diperpanjang sampai Dinasti Bani Umayyah berakhir tahun 132 
H/750 M. Sebagian buku menyebut masa ini sekaligus sebagai 
masa Sahabat, tabi`in dan tabi` tabi`in.

Perpecahan politik yang bergeser menjadi perpecahan di 
bidang kalam (akidah) seperti disebutkan di atas menjadi sema-
kin rumit karena umat Islam dalam wilayah yang sudah sangat 
luas di atas, bertemu dan mendapat tantangan dari para pendeta 
dan tokoh berbagai agama, para tokoh filsafat dan pengetahuan. 
Mereka juga menemukan adat istiadat dari berbagai budaya, 
yang sebagiannya sangat berbeda dengan ajaran Islam yang me-
reka praktikkan. Para ulama dihadapkan kepada berbagai per-
tanyaan krusial, tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kekuasa-
an dan keadilan Allah, kekekalan surga dan neraka. Diskusi juga 
terjadi tentang keberadaan dan keutamaan Rasul dibandingkan 
dengan failasuf, tentang kebebasan dan tanggung jawab manu-
sia, tentang anak-anak yang mati sebelum dewasa, apakah ma-
suk surga atau tidak. Diskusi juga terjadi di bidang fiqih, seperti 
tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, 
tentang budak, kedudukan dan hak perempuan di ruang publik, 
dan sebagainya. Sebagian tokoh, setelah memeluk Islam (secara 
sadar atau tidak) berusaha menafsirkan ajaran Islam agar sejalan 
dengan agama dan filsafat yang sebelumnya mereka ikuti, atau 
menyusupkan praktik yang ada dalam adat dan budaya mereka 
agar dapat diterima sebagai bagian dari ajaran (ibadah) Islami.

Keadaan ini menjadi semakin runyam karena sebagian 
mereka, untuk membela kepentingan politik berani membuat 
dan menyebarkan hadis palsu. Begitu juga ada di antara me-
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reka yang membuat hadis palsu untuk menyusupkan ajaran 
agama yang sebelumnya dia anut atau adat dan kebiasaan lo-
kal mereka menjadi bagian dari ajaran Islam. Dengan demikian 
kerja keras yang mesti dilakukan ulama bukan sekadar menja-
wab ajaran dan pendapat asing yang ingin disusupkan ke da-
lam Islam, tetapi bertambah dengan tugas mesti memilah hadis 
untuk mengetahui yang asli dari yang palsu. 

Di pihak lain pertemuan dengan berbagai ajaran filsafat, 
agama dan budaya dalam wilayah yang luas di atas, kelihatan-
nya mendorong para ulama untuk berusaha menjelaskan aja-
ran Islam secara lebih argumentatif dan sistematis, menggu-
nakan istilah-istilah teknis yang relatif baku. Mereka berusaha 
agar berbagai ibadat yang diajarkan Rasul tidak lagi dijelaskan 
hanya dengan cara memberikan contoh, tetapi dapat juga di-
lakukan dengan menggunakan peristilahan teknis, seperti me-
milah perbuatan menjadi rukun dan syarat, menjadi wajib dan 
sunat, haram dan makruh dan sebagainya. Mereka juga mulai 
berusaha menyusun definisi dan pengertian berbagai perbua-
tan (termasuk ibadah), kapan sebuah perbuatan dianggap sah 
sehingga menimbulkan akibat hukum dan tidak perlu diulangi. 
Sebaliknya kapan dianggap tidak sah sehingga perlu diulangi 
atau tidak menimbulkan akibat hukum. 

Menghadapi tantangan berat di atas, untuk menjaga agar 
ajaran Islam tidak disusupi oleh unsur negatif dari luar, para ula-
ma generasi tabi`in dan generasi tabi` tabi`in, dalam bidang fiqih 
secara umum membatasi diri untuk hanya mengikuti pendapat 
dan cara ijtihad yang diberikan oleh Sahabat. Mereka memilih 
pendapat Sahabat yang dia anggap paling baik, dalam arti paling 
memenuhi syarat ketika dikembalikan kepada Al-Qur’an dan ha-
dis, paling lapang ketika diamalkan atau paling memuaskan dari 
segi logika. Para ulama dua generasi ini secara umum tidak berani 
keluar dari pendapat Sahabat, karena pendapat Sahabat diyakini 
sebagai yang terbaik. Para Sahabat dianggap sebagai orang-orang  
yang paling memahami maksud dan keinginan Rasulullah dan le-
bih dari itu ada hadis yang dipahami menunjukkan adanya keu-
tamaan dan kelebihan Sahabat atas semua generasi lain. Secara 
umum, mereka baru akan membuat pendapat baru apabila para 
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Sahabat tidak mempunyai pendapat tentang masalah tersebut. 
Dalam melakukan kegiatan di atas para ulama generasi tabi`in 
cenderung mengikuti cara yang dilakukan Sahabat yaitu men-
gikuti kata hati dan pikiran jernih. Tetapi karena mereka tidak 
bertemu dengan Rasulullah maka mereka tidak dapat melaku-
kannya secara sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan para Sa-
habat. Mereka secaras perlahan-lahan, mau tidak mau terpaksa 
menggunakan alasan dan pertimbangan bahasa, pertimbangan 
`illat (rasio legis), pertimbangan kemaslahatan, bahkan kadang-
kadang memasukkan pertimbangan kebiasaan (uruf) lokal.

Kegiatan yang terjadi pada abad kedua dan abad ketiga 
hijriah ini melahirkan model yang secara umum penulis sebut 
model mazhabiah lugawiah, namun dari segi lain, dengan me-
minjam istilah logika, paling kurang untuk sementara penulis 
menyebutnya sebagai model pemahaman deduktif sistema-
tis tertutup. Para ulama yang peduli di dalam bidang akidah, 
berusaha mengatasi keadaan di atas dengan cara menyusun 
ulang pemikiran dan pendapat yang berkembang di tengah 
masyarakat dengan cara mengembalikannya kepada Al-Qur’an 
secara lebih logis dan sistematis melalui pendapat Sahabat. 
Penjelasan dan pendapat ini mereka susun secara logis untuk 
menjawab berbagai tantangan yang muncul karena pertemuan 
dengan berbagai agama, pengetahuan (filsafat) dan budaya 
ditambah dengan adanya kemelut politik di atas. Kuat dugaan 
mereka tertantang melakukan hal di atas, karena masalah aki-
dah spekulatif tidak menjadi bahan diskusi di kalangan Saha-
bat. Para ulama generasi tabi`in dan tabi` tabi`in, untuk menje-
laskan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka seperti 
disebutkan di atas, mau tidak mau mesti menggunakan pikiran 
jernih, hati nurani dan akal sehat mereka, di bawah kecintaan 
dan kesetiaan untuk mengikuti dan membela ajaran Al-Qur’an. 
Mungkin bermanfaat untuk ditambahkan, aliran atau mazhab 
dalam bidang kalam (akidah) biasa disebut firqah sedang ali-
ran dalam bidang fiqih (syariah) biasa disebut mazhab. 

Aliran (firqah) kalam sistematis pertama muncul tahun 107 
H/725 M, ketika Washil bin Atha` (wafat 131 H/748 M) mengu-
mumkan beberapa pendapat baru di bidang kalam, yang berbeda 
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dengan pendapat umum pada masa tersebut, yang di kalangan ula-
ma dikenal dengan nama aliran Muktazilah. Beliau mengemuka-
kan pendapat dengan argumen baru yang relatif berbeda dengan 
paham yang diikuti jumhur pada masa itu (diwakili oleh gurun-
ya Jafar al-Shadiq). Dalam perjalanan waktu aliran ini mendapat 
penolakan dari banyak ulama karena dianggap terlalu rasional, 
dianggap terlalu mengagungkan kebebasan kehendak manusia 
dan melemahkan kekuasaan mutlak Allah Swt. Para ulama yang 
tidak mau menerima pendapat aliran muktazilah, pada waktu itu 
secara umum diidentifikasi sebagai pengikut kelompok ahl-ul ha-
dits (belakangan menjadi salafiah). Sedang sebetulnya selain me-
reka masih ada beberapa aliran lain seperti murji’ah, qadariah dan 
jabbariah, yang mempunyai pendapat saling berbeda dalam bebe-
rapa masalah di bidang akidah (kalam)Hanya saja aliran-aliran ini 
belum menjadi aliran kalam yang sistematis.3 

Sedangkan di bidang fiqih para ulama yang peduli, beru-
saha mengatasi keadaan dengan cara melakukan seleksi atas 
berbagai pendapat yang simpang siur yang beredar di tengah 
masyarakat dengan metode tertentu dan setelah itu menyusun-
nya dengan sistematika tertentu pula. Mereka juga melakukan 
seleksi terhadap hadis-hadis sehingga muncullah beberapa 
istilah dan kriteria tentang hadis (yang dianggap memenuhi 
syarat dan tidak memenuhi syarat) yang pada masa belakan-
gan menjadi cikal bakal ulum al-hadits. Pendapat ulama (guru) 
yang menggunakan metode tertentu ini, dikembangkan dan di-
sempurnakan oleh para murid dan pengikut yang datang bela-
kangan dan inilah yang disebut sebagai sebuah mazhab.

Ulama paling awal yang dicatat sebagai pendiri mazhab 
fiqih adalah Jabir bin Zaid, Abu al-Sya`tsa’ al-Tabi`i (wafat tahun 
93/711), yang dianggap sebagai pendiri mazhab Ibadhiah, yang 
secara akidah merupakan pengikut khawarij. Pada masa sekarang 
mazhab ini masih tetap berkembang dan menjadi mazhab resmi 

3 Aliran ini pada awal kelahirannya dapat dianggap mendapat dukungan dari 
pemerintah dan karena itu berkembang secara relatif cepat. Tetapi dalam perjalan waktu 
mereka menggunakan kekuasaan untuk memaksakan pendapat ini kepada khalayak sampai 
ke tingkat menghukum ulama yang tidak bersedia menerimanya. Mungkin karena sikap 
yang tidak toleran ini penolakan kepada aliran muktazilah cenderung semakin meluas, 
sehingga pada akhirnya aliran ini punah, tidak mempunyai pengikut lagi. 
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Kerajaan Oman. Setelah ini dalam abad kedua dan ketiga hijriah 
muncul belasan mazhab lain, yang empat daripadanya merupa-
kan pengikut akidah ahlussunnah wa-l jamaah (diikuti oleh ma-
yoritas kaum muslimin Sunni sampai sekarang), yaitu Hanafiah 
(dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, wafat 150 H/767 M), 
Malikiah (dinisbahkan kepada Imam Malik, wafat 179 H/ 795 M), 
Syafi`iah (dinisbahkan kepada Imam al-Syafi`i, wafat 204 H/820 
M) dan Hanabilah (dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Han-
bal, wafat 241 H/855 M). Dua lainnya merupakan pengikut aki-
dah Syiah (sampai sekarang masih diikuti oleh mayoritas kaum 
muslimin Syi`ah) yaitu Zaidiah (dinisbahkan kepada Zaid bin Ali 
Zain al ̀ Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Tahlib, wafat  122 H/740 
M) dan Ja`fariah (Itsna Asy`ariah, dinisbahkan kepada Imam Ja`far 
bin Muhammad al-Baqir al-Shadiq, wafat 148 H/765 M). 

Model mazhabiah di bidang fiqih ini secara umum mem-
punyai lima ciri yaitu, (a) berupaya menata hubungan Al-Qur’an 
dan hadis dengan cara tertentu; (b) berupaya memahami Al-
Qur’an dan hadis dengan metode tertentu, yang secara umum 
bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan; (c) menguatkan pen-
dapat yang dihasilkan melalui metode di atas dengan pendapat 
para Sahabat, atau dengan kalimat lain, para mujtahid ini cen-
derung memilih satu dari berbagai pendapat Sahabat yang ada, 
yang dia anggap paling sesuai dengan metode yang dia pilih, dan 
mengabaikan yang selebihnya. Pendapat Sahabat yang sudah di-
pilih oleh imam mujtahid tersebut (d) disusun dengan peristila-
han dan sistematika tertentu, sehingga lahirlah kitab fiqih yang 
dianggap sistematis. Sekiranya bahan dari pendapat Sahabat 
dianggap tidak cukup, maka para imam mujtahid  (e) berusaha 
melengkapkannya dengan pendapat hasil ijtihad mereka sendiri. 
Dengan demikian hanya dalam keadaan yang terakhir inilah para 
imam mujtahid betul-betul mengeluarkan pendapat sendiri, se-
dang pada yang lainnya mereka hanyalah memilih salah satu dari 
berbagai pendapat para Sahabat. Jadi model mazhabiah dapat 
dikatakan pada dasarnya merupakan seleksi dan sistematisasi 
atas pendapat-pendapat Sahabat dengan metode tertentu. 

Metode tertentu yang disusun oleh para ulama tersebut, pa-
ling kurang mengenai empat hal, yaitu metode untuk menjelaskan 
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hubungan Al-Qur’an dengan hadis sebagai dalil, metode mengenai 
kritik sanad dan matan atas hadis, metode-metode untuk mema-
hami nash (Al-Qur’an dan hadis) dan metode untuk menemukan 
hukum ketika tidak dapat dikembalikan kepada Al-Qur’an dan ha-
dis. Perbedaan dalam empat hal inilah yang menjadi ciri masing-
masing mazhab, yang menyebabkannya berbeda satu sama lain. 

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hubungan Al-
Qur’an dengan hadis, cenderung menganggap kedudukan hadis 
lebih rendah dari Al-Qur’an, dalam arti hukum yang ditetapkan 
oleh hadis lebih rendah kedudukannya dari hukum yang dite-
tapkan oleh Al-Qur’an. Beliau relatif sedikit menggunakan hadis 
karena jumlah hadis (sahih) yang beredar di Irak pada masa itu 
relatif sangat sedikit dibandingkan dengan hadis yang beredar 
di Madinah (Hijaz), dan hadis-hadis ini pun masih bercampur 
dengan hadis-hadis palsu sehingga perlu diteliti dengan hati-
hati. Mungkin karena sukar menentukan kualitas hadis berdasar 
sanad (mata rantai periwayatan hadis) karena belum ada stan-
darnya pada waktu itu, maka beliau melakukan kritik matan. 
Apabila matan (isi) sebuah hadis dianggap bertentangan dengan 
pikiran jernih atau tidak diamalkan oleh Sahabat yang menutur-
kannya maka hadis tersebut tidak beliau terima. Selanjutnya da-
lam memilih berbagai pendapat yang ada, yang dianggap tidak 
berdasar Al-Qur’an, hadis atau qawl Shahabi, Imam Abu Hanifah 
mempertimbangkan prinsip istihsan, yaitu kemaslahatan berda-
sar kecondongan hati (pilihan hati nurani) dan kecondongan pe-
mikiran jernih yang cenderung tidak terjelaskan secara rasional. 

Imam Malik sama seperti Imam Abu Hanifah, cenderung 
menganggap kedudukan hadis lebih rendah dari Al-Qur’an, da-
lam arti hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis lebih ren-
dah kedudukannya dari hukum yang ditetapkan berdasarkan 
Al-Qur’an. Sedang mengenai pengamalan hadis, beliau cende-
rung mempertimbangkan amal masyarakat di Madinah seba-
gai tolok ukur. Apabila isi sebuah hadis tidak diamalkan oleh 
penduduk Madinah, maka menurut Imam Malik hadis tersebut 
mesti dianggap berlaku khusus. Kalau hadis tersebut ditujukan 
Rasulullah untuk semua orang tentu beliau akan mengajarkan-
nya (mengumumkannya) di Madinah agar diketahui oleh se-
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mua kaum muslimin. Sedang dalam memilih berbagai pendapat 
yang ada, atau masalah yang tidak dapat dikembalian kepada 
Al-Qur’an, hadis atau qawl Shahabi, beliau mempertimbangkan 
prinsip kemaslahatan, mengutamakan apa yang dianggap lebih 
lapang, lebih mudah dan lebih bermanfaat.4 

Imam al-Syafi`i dalam menetapkan hubungan Al-Qur’an 
dengan hadis, menganggap kedudukan hadis relatif sedera-
jat dengan Al-Qur’an, dalam arti hukum yang ditetapkan oleh 
hadis dianggap sama kekuatannya dengan hukum yang dite-
tapkan oleh Al-Qur’an. Lebih dari itu menurut beliau, hadis 
yang diucapkan Nabi (terjadi) sebelum sebuah ayat turun tetap 
dianggap berlaku, tidak boleh dianggap dibatalkan (mansukh) 
oleh ayat Al-Qur’an yang turun lebih belakangan, walaupun 
isinya kelihatan tidak sejalan (bertentangan). Sebuah hadis 
baru boleh dianggap batal apabila ada hadis baru yang secara 
langsung atau tidak mengatakan bahwa hadis lama sudah diba-
talkan oleh ayat yang turun lebih belakangan. Mengenai penga-
malan hadis, beliau cenderung menolak kritik matan. Menurut 
beliau selama sebuah hadis dapat dibuktikan berasal dari Ra-
sulullah maka isinya mesti diamalkan, tidak boleh diabaikan. 
Dalam memilih pendapat yang dianggap tidak berdasar Al-
Qur’an, hadis atau qawl Shahabi, Imam al-Syafi`i menggunakan 
prinsip ihtiyath, yaitu pertimbangan kehati-hatian, mana yang 
dianggap paling aman dan paling menenteramkan hati. 

Sedang Imam Ahmad dalam menetapkan hubungan Al-
Qur’an dengan hadis, cenderung mengikuti pendapat Imam 
Syafi`i bahwa kedudukan hadis dianggap sama kuat dengan 
Al-Qur`an dan semua hadis apabila terbukti berasal dari Rasu-
lullah mesti diamalkan. Sedang dalam memilih pendapat yang 
tidak berdasar Al-Qur’an atau hadis, beliau sama dengan Imam 
Malik cenderung mempertimbangkan kemaslahatan. 

Mengenai kritik sanad dan matan, perlu disebutkan ke-
tika para ulama di atas menyusun mazhabnya, `ulum al-hadits 

4 Mazhab lain yang cenderung mempertimbangkan praktik yang hidup di 
tengah masyarakat sebagai tanda mengenai adanya sunnah Rasulullah adalah mazhab 
al-Awza`i yag pernah menjadi mazhab mayoritas penduduk di Damaskus pada masa 
Bani Umayyah dan setelah itu di Andalusia yang juga diperintah oleh Bani Umayyah. 
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masih merupakan embrio bahkan dapat dianggap belum lahir. 
Kuat dugaan pendapat Imam al-Syafi`i yang menganggap cu-
kup dengan kritik sanad dan mengabaikan kritik matan inilah 
yang mempengaruhi bahkan mendorong para ulama peneliti 
dan pengumpul hadis (yang relatif semuanya berkiprah setelah 
Imam al-Syafi`i), untuk menetapkan kriteria kesahihah hadis 
hanya berdasar kritik (kualitas) sanad dan cenderung menga-
baikan kritik matan. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah 
dan Imam Malik yang merasa perlu melakukan kritik matan 
relatif hanya mempunyai sedikit pengikut sehingga tidak ber-
kembang, tidak menjadi arus utama dalam kajian hadis.

Umum pendapat, ulama pertama yang menuliskan meto-
denya secara relatif jelas, di samping penulisan fiqihnya sendi-
ri adalah Imam al-Syafi`i. Buku yang beliau tulis tentang hal ini 
yaitu Al-Risalah dianggap sebagai buku pertama (embrio) ilmu 
ushul fiqih. Tulisan beliau inilah yang mendorong para ulama 
penerus tiga mazhab lainnya merumuskan juga usul fiqh un-
tuk menjelaskan pendapat para imam mazhab mereka. Adapun 
para ulama pendiri mazhab lainnya relatif menyampaikan me-
tode yang mereka gunakan hanyalah secara lisan saja. 

Untuk ushul fiqih dan fiqih model mazhabiah ini ada de-
lapan catatan yang ingin penulis sampaikan. 

Pertama, metode sistematis ini (kaidah-kaidah ushul 
fiqh) dapat dianggap diperkenalkan dan dilahirkan oleh para 
ulama pendiri mazhab, tetapi dilengkapi dan disempurnakan 
secara perlahan-lahan oleh para ulama pengikutnya. Metode ini 
kuat dugaan mereka lahirkan untuk menyeleksi pendapat-pen-
dapat yang ada di tengah masyarakat—yang seperti dikatakan 
di atas, relatif sudah berkembang tanpa kendali. Pemilihan ini 
mereka lakukan dengan cara mengembalikan pendapat yang 
beredar tersebut kepada Al-Qur’an dan hadis melalui penda-
pat para Sahabat. Biasanya mereka memilih satu pendapat saja 
yang mereka anggap paling memenuhi syarat dan mengabai-
kan yang selebihnya. Fiqih yang dihasilkan dengan cara inilah 
yang disebut mazhab. Kalau pendapat ini dikembangkan oleh 
para murid secara berkelanjutan maka mazhab tersebut akan 
tetap hidup, sebaliknya kalau tidak ada lagi murid yang men-
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gembangkannya maka mazhab tersebut akan mati. 
Kedua, pengembalian kepada Al-Qur’an dan hadis di atas 

mereka lakukan dengan cara memilih pendapat Sahabat yang 
mereka anggap paling kuat dari segi dalil atau paling maslahat 
(lapang atau aman) dari segi pengamalannya, sesuai dengan me-
tode yang mereka susun. Para imam mazhab secara umum men-
yatakan tidak berani keluar dari pendapat Sahabat karena mere-
ka dianggap merupakan orang (generasi) yang paling memahami 
maksud dan tujuan pengajaran Rasulullah. Dengan demikian 
secara sederhana model mazhabiah ini merupakan seleksi dan 
sistematisasi atas pendapat-pendapat Sahabat, atau dengan ka-
limat lain merupakan sistematisasi dan rasionalisasi atas penda-
pat-pendapat Sahabat yang mereka lahirkan melalui metode in-
ternalisasi-sosialisasi. Dengan demikian fiqih model mazhabiah 
dapat danggap sebagai kelanjutan dari fiqih model intenaisasi 
sosialisasi, bukan model baru yang berbeda secara mendasar. 

Ketiga, karena imam mazhab cenderung hanya mengam-
bil satu dari banyak pendapat yang sudah dihasilkan oleh para 
Sahabat, maka ada bahkan banyak pendapat Sahabat yang tidak 
dikutip oleh imam mazhab dan karena itu, tidak tertampung ke 
dalam mazhab. Dengan demikian fiqih model mazhabiah rela-
tif lebih sempit dari fiqih model internalisasi-sosialisasi. Dalam 
perjalanan waktu pendapat-pendapat Sahabat yang tidak di-
tampung oleh mazhab cenderung hilang dari perbincangan il-
miah, dengan akibat lebih lanjutnya dianggap asing dan bahkan 
tidak layak untuk dikutip dan digunakan. 

Keempat, kaidah-kaidah di atas oleh para imam mazhab 
secara umum disusun dan ditumpukan pada kaidah-kaidah ke-
bahasaan Bahasa Arab, pikiran jernih, semangat kepatuhan dan 
ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, yang secara umum mereka 
dasarkan juga kepada pengetahuan dan adat (budaya) yang ber-
kembang pada masa itu. Seperti akan diuraikan di bawah logika 
deduktif Aristoteles (mantiq) belum digunakan oleh para imam 
pendiri mazhab. Tetapi secara umum diterima dan digunakan pada 
masa belakangan oleh para murid yang mengembangkan mazhab. 

Kelima, kelahiran ushul fiqih memunculkan upaya untuk 
melakukan pembakuan dan penyeragaman peristilahan yang 



xxvKata Pengantar

digunakan di dalam fiqih ushul fiqih. Upaya ini dari satu segi 
memudahkan komunikasi ilmiah di antara para pihak, namun 
dari segi lain menyebabkan banyak pendapat yang hilang dari 
peredaran karena tidak tertampung ke dalam kerangka siste-
matika dan peristilahan yang disusun dan dipersiapkan oleh 
ulama tersebut, seperti telah disinggung di atas.  

Keenam, seperti telah disebutkan, fiqih (pendapat) para Sa-
habat dihasilkan melalui metode intenalisasi dan sosialisasi, maka 
wajar sekali apabila ada pendapat Sahabat yang tidak dapat diseja-
lankan dengan kaidah-kaidah ushul fiqih yang disusun oleh imam 
mazhab. Dalam keadaan ini para imam mazhab tidak berusaha me-
luruskan (mengubah) pendapat Sahabat untuk disesuaikan dengan 
kaidah yang mereka susun. Malah sebaliknya mereka menerima 
dan menganggap pendapat Sahabat tersebut sebagai perkecualian, 
karena seperti telah disinggung di atas kuat sekali anggapan bahwa 
pendapat Sahabat merupakan pendapat yang terbaik yang dapat 
dihasilkan oleh ulama. Menurut mereka Sahabat pasti mempun-
yai dalil dan alasan ketika memberikan pendapat, tidak mungkin 
tanpa dalil dan alasan. Alasan tersebut mungkin saja merupakan 
hadis yang mereka terima atau ketahui dari Nabi tetapi tidak sam-
pai kepada para imam mazhab, atau ada pertimbangan tertentu, 
seperti kemaslahatan dan kelapangan, yang itu pun diduga kuat 
pasti mereka dasarkan kepada pengalaman hidup mereka bersama 
Nabi. Kelihatannya tidak ada ulama yang berpendapat bahwa ada 
Sahabat yang mengeluarkan pendapat hanya berdasarkan pikiran 
pribadi tanpa mereka sandarkan kepada apa yang mereka serap 
dari teladan dan petunjuk Rasulullah. Kalau para Sahabat berbeda 
pendapat tentang suatu masalah, maka para ulama akan memilih 
salah satu daripadanya. Kalau hanya ada satu pendapat (dinama-
kan ijma`) maka semua mereka akan mengikutinya. 

Ketujuh, keyakinan bahwa pendapt Sahabat merupakan 
yang terbaik, sampai ke tingkat tidak boleh dilanggar dan ke-
lahiran konsep ijma`, disadari atau tidak telah membawa umat 
untuk berorientasi ke masa lalu. Maksudnya para ulama yang 
datang belakangan tidak berani keluar dari pendapat para 
Sahabat dan setelah itu dari ijma` para ulama, dengan alasan 
apapun. Pendapat yang dianggap telah mencapai tingkat ijma` 
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mempunyai kekuatan yang relatif sama dengan teks Al-qur’an 
dan karena itu tidak boleh diubah. Dalam perkembangannya 
para ulama yang datang belakangan bukan hanya mengikatkan 
diri kepada pendapat Sahabat dan ijma`, tetapi mereka juga 
mengikatkan diri kepada pendapat para imam bahkan ulama 
dalam mazhab yang mereka ikuti (pilih). Dengan demikian 
ruang ijtihad semakin lama semakin sempit karena kebanya-
kan masalah sudah pernah didiskusikan dan sudah ada hukum-
nya, sampai ke tingkat tidak ada lagi ruang untuk ijtihad dan 
akhirnya pintu ijtihad dianggap tertutup. 

Kedelapan, fiqih model mazhabiah dilahirkan menggu-
nakan metode yang disebut ushul fiqih. Dengan demikian me-
stinya semua pendapt fiqih sejalan dengan kaidah ushul fiqih 
yang melahirkannya. Tetapi di dalam kenyataan ada ketentuan 
fiqih yang danggap sebagai pengecualian dari kaidah ushul fi-
iqh. Hal ini terjadi antara lain karena ushul fiqih lahir bersa-
maan dengan pendapat fiqih, dan kedua-duanya baru menjadi 
sempurna di tangan para ulama pengikut mazhab, sehingga 
dapat dimaklumi sekiranya pada masa belakangan ditemukan 
pendapat imam amzhab yang tidak sejalan dengfan kaidah 
ushul fiqih. Maksudnya setelah kaidah ushul fiqih tersusun 
dengan baik, maka terlihat ada pendapat imam mazhab yang 
tidak sejalan dengan kaidah tersebut. Dalam keadaan ini para 
ulama pengikut mazhab cenderung membela pendapat imam 
mazhab, bukan mengkritik apalagi mengubahnya. Sebagian 
mereka membelokkan kaidah dengan cara membuat kaidah 
perkecualian, sedang sebagian lagi memberikan pembelaan 
(dengan argumen dan penjelasan yang relatif berbelit-belit) 
sehingga pendapat tersebut dianggap sejalan dengan kaidah 
ushul fiqih. Cara yang pertama banyak dilakukan oleh ulama 
pengikut mazhab hanafiah, sedang cara yang kedua dilakukan 
oleh ulama pengikut tiga mazhab lainnya. Dengan demikian 
kaidah-kaidah ushul fiqih yang disusun pada masa belakagan 
untuk menyempurnakan apa yang disusun oleh imam mazhab, 
di dalam praktik tidak digunakan untuk mengkritisi dan me-
luruskan pendapat imam (yang tidak sesuai dengan kaidah), 
tetapi digunakan untuk membela pendapat imam. 
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Di atas sudah disebutkan bahwa masyarakat muslim 
bertemu dan berinteraksi dengan berbagai budaya dan penge-
tahuan yang mereka temui dalam perjalanan mengembangkan 
Islam di berbagai belahan dunia. Para ulama sepakat bahwa ali-
ran kalam lahir karena ada tantangan dan pengaruh luar yang 
dianggap destruktif yang perlu dilawan, salah satu daripadanya 
adalah filsafat yang berasal dari Yunani. Tetapi untuk fiqih tan-
tangan dan intervensi pengetahuan yang berasal dari budaya 
asing cenderung dianggap tidak ada. Fiqih dianggap berkem-
bang karena keperluan internal umat Islam sendiri. Dalam bu-
daya Yunani pengetahuan tentang hukum tidak berkembang 
sekuat seperti filsafat. Boleh dikatakan pada masa tersebut, 
tidak ada kitab (pengetahuan) hukum dari budaya asing yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para peneliti cenderung 
berpendapat tidak ada pengetahuan tentang hukum yang bera-
sal dari dunia luar, yang dapat dianggap menantang fiqih secara 
signifikan. Memang ada pendapat pada masa tersebut, penge-
tahuan tetang hukum sudah berkembang dengan baik di Kekai-
saran Romawi. Para peneliti cenderung sepakat bahwa, bahwa 
hukum ini tidak sampai ke dunia Islam karena hanya berkem-
bang di beberapa tempat di wilayah Romawi yang relatif tidak 
bersentuhan dengan dunia Islam. Tidak ada catatan bahwa 
kitab-kitab hukum Romwai pernah diterjemahkan ke bahasa 
Arab atau ada ahli hukum Romawi yang berkiprah di dunia 
Islam, atau ada ulama yang mempelajari hukum Romawi. 

Pengetahuan tentang hukum pada masa tersebut tidak 
ada yang telah mapan yang dianggap dapat mempengaruhi per-
kembangan fiqih. Tantangan fiqih adalah menyelesaikan masalah 
yang muncul, karena adanya keperluan nyata dan praktis dalam 
berbagai bidang kehidupan. Misalnya saja tantangan untuk men-
jalankan kegiatan perdagangan, perkawinan, penguasaan dan 
pengelolaan tanah pertanian, penjagaan keamanan di dalam ne-
geri dan perlindungan masyrakat dari serangan pihak luar. Salah 
satu tantangan yang penting adalah cara menjalankan pemerinta-
han, termasuk tertib peradilan dan perlindungan penduduk dari 
kesewenang-wenangan pejabat, dan juga perlindungan mereka 
dari kejahatan/pelanggaran para anggota masyarakt itu sendiri.
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Di atas sudah disebutkan bahwa di antara penyebab ke-
lahiran aliran kalam adalah persentuhan dengan pengetahuan 
asing, utamanya filsafat dan logika Aristoteles (mantiq). Untuk ini 
tidak ada catatan jelas tentang kapan mantiq mulai berpengaruh 
di dunia Islam. Tetapi sejarah mencatat pada tahun 326 H, seo-
rang menteri (gubernur) Abbasiyah sudah memfasilitasi diskusi 
(perdebatan) antara seorang ahli fiqih dan juga ahli tata bahasa 
Arab, Abu Sa`id al-Sirafi (wafat 368 H) dan ahli mantiq Abu Bisyr 
Matta al-Qana`i (wafat 328 H). Tidak ada catatan apakah para 
imam mazhab sudah mengetahui mantiq dan menggunakannya 
dalam ijtihad mereka. Namun para peneliti sepakat mantiq mulai 
mempengaruhi fiqih dan ushul fiqih secara signifikan ketika para 
ulama memasukkannya secara resmi ke dalam ushul fiqih. Dua 
ulama pertama yang melakukan hal tersebut adalah Ibn Hazm 
(wafat 456/1064) dan al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M). 

Ibnu Hazm mengarang sebuah buku tentang mantiq den-
gan contoh-contoh fiqih diberi judul Al-Taqrib li Hadd al-Manthiq 
wa al-Madkhal ilayh, bi al-Alfazh al-`Ammiyyah wa al-Amtsilah 
al-Fiqhiyyah. Secara umum beliau menerima kaidah-kaidah 
berpikir yang ada di dalam mantiq menganggapnya perlu dipe-
domani agar pemikiran seseorang tidak tersesat, namun beliau 
menolak penggunaan qiyas, tepatnya upaya mencari `illat dari 
setiap perintah atau larangan yang ada di dalam Al-Qur’an dan 
hadis. Menurut beliau dosa pertama yang dilakukan Adam As 
sebagai leluhur manusia adalah menerima ucapan iblis menge-
nai `illat larangan Allah memakan buah ‘khuldi’. Namun karena 
menolak penggunaan qiyas (`illat) dalam merumuskan fiqih 
maka pikiran-pikiran Ibn Hazm cenderung ditolak oleh jumhur 
ulama. Buku-buku beliau cenderung tidak dibaca, sehingga an-
juran beliau untuk menggunakan mantiq boleh dianggap tidak 
berpengaruh kepada jumhur ulama. 

Sedangkan al-Ghazali menulis buku tentang mantiq den-
gan judul Mi`yar al-`Ilm yang pernah diterbitkan sebagai pengan-
tar untuk buku ushul fiqih yang beliau karang, Al-Mustashfa. Kuat 
dugaan penguasaan al-Ghazali terhadap mantiqlah yang menye-
babkan kitab Al-Mustashfa, dapat merumuskan garis-garis besar 
kandungan ushul fiqih secara relatif menyeluruh, yang secara 
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umum terus diikuti oleh para penulis masa belakangan (mazhab 
fuqaha’). Karena keadaan di atas, rasanya tidak terlalu berlebihan 
sekiranya buku Al-Mustashfa dianggap sebagai tanda tentang ke-
matangan ushul fiiqh sebagai sebuah disiplin pengetahuan. 

Kehadiran ushul fiqih yang sudah dipengaruhi mantiq, 
yang dianggap lebih sistematis dan lebih komprehensif, dalam 
kenyataannya tidak berpengaruh banyak kepada pendapat-pen-
dapat fiqih yang sudah ada. Pendapat-pendapat fiqih yang sudah 
ada, terutama yang berasal dari Sahabat dan imam mazhab re-
latif tidak ada yang diubah secara siginifikan (mendasar), wa-
laupun diketahui tidak sejalan dengan kaidah ushul yang sudah 
disempurnakan dengan mantiq. Dengan demikian fiqih setelah 
penggunaan mantiq tetap merupakan sistematisasi atas fiqih 
yang disusun para Sahabat yang berdasarkan metode interna-
slisasi sosialisai. Kehadiran mantiq kelihatannya lebih banyak 
digunakan untuk membela pendapat-pendapat yang sudah ada 
walaupun tidak sejalan dengan kaidah ushul fiqih. Pendapat Sa-
habat dan imam mazhab yang tidak sejalan dengan kaidah man-
tiq oleh para murid tetap dibela seperti telah diuraikan di atas. 

Selanjutnya walaupun al-Ghazali memperkenalkan mantiq 
dan meminta para ulama untuk menggunakannya sebagai uku-
ran untuk kelurusan berpikir, beliau menolak filsafat (Yunani) 
dengan sangat keras. Beliau menuduh para failasuf telah menja-
di kafir karena meyakini tiga hal, alam ini kekal (penciptaannya 
hanyalah merupakan perubahan bentuk, ma`dum), kebangkitan 
di akhirat nanti tidak dengan tubuh fisik di dunia, dan Allah ti-
dak mengetahui secara terperinci apa yang terjadi di atas alam, 
karena Allah mengaturnya melalui hukum-hukum. Pengaruh al-
Ghazali yang menerima mantiq namun menolak filsafat sangat 
kuat di kalangan ulama, sehingga serangan beliau ini dianggap 
mematikan kajian filsafat di kalangan ulama (sunni). Sebetuln-
ya setelah beliau ada beberapa ulama yang berupaya membela 
filsafat seperti Ibnu Rusyd, tetapi upaya ini tidak memberikan 
hasil yang signifikan. Dari bacaan yang ada, penulis mencoba 
untuk berhipotesis, mungkin sekali penerimaan terhadap man-
tiq dan penolakan tehadap filsafat menjadikan para ulama me-
nerima berbagai postulat dan teori pengetahuan yang ada pada 
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masa tersebut sebagai keniscayaan, dan tidak terpikir lagi untuk 
melakukan kritik yang mendasar. Dengan kalimat lain mereka 
terdorong untuk menafsirkan ajaran Islam (Al-Qur’an dan ha-
dis)  mengikuti postulat dan teori (kerangka filsafat) yang sudah 
ada pada masa tersebut tanpa sikap kritis. Karena keadaan ini, 
para ulama pada akhirnya cenderung menggunakan mantiq un-
tuk membela pendapat fiqih yang sudah ada, bukan untuk mem-
perbaiki dan menyempurnakannya secara kritis. 

Perlu disebutkan walaupun secara umum para ulama 
menerima dan menggunakan mantiq sebagai ukuran kebena-
ran berfikir, dan ushul fiqih tidak dapat lagi dilepaskan dari 
mantiq, dalam perjalanan sejarah, tetap ada beberapa ulama 
yang menolak bahkan melarang penggunaan mantiq, sama se-
perti penolakan mereka terhadap filsafat. 

Sekitar tiga abad setelah al-Ghazali menulis buku tentang 
mantiq dan menjadikannya sebagai bagian ushul fiqih, Imam 
al-Zarkasyi (wafat 794/1392) menyatakan, pada masanya su-
dah berkembang pendapat bahwa pengetahuan agama berda-
sar pertumbuhan dan perkembangannya terbagi menjadi tiga 
kelompok. Pertama, pengetahuan yang telah matang dan telah 
hangus (nadhija wa ihtaraqa), yaitu fiqih dan hadits. Kedua, 
pengetahuan yang telah matang (nadhija) tetapi belum hangus 
(ihtaraqa, gosong), yaitu ilmu ushul dan nahwu. Ketiga, penge-
tahuan yang belum matang dan belum hangus yaitu ilmu bayan 
dan ilmu tafsir.5 Dapat ditambahkan al-Zarkasyi hidup sezaman 
dengan dua ulama penulis kitab orisinal (bukan mukhtashar, 
syarah atau hasyiah) terakhir, yang dianggap sebagai tanda un-
tuk akhir masa pengembangan mazhab dan awal masa kemun-
duran (taqlid). Dua ulama ini adalah Abu Ishaq al-Syathibi (790 
H/1388 M), pengarang kitab Al-Muwafaqat dan Ibnu Khaldun 
(808 H/1406 M) pengarang kitab Al-Muqaddimah. 

Masa kemunduran dianggap mulai ketika pendapat bah-
wa fiqih sudah merupakan pengetahuan yang matang bahkan 
gosong, relatif luas bahkan merata, sehingga menjadi semangat 
zaman. Para ulama cenderung merasa puas dan bangga dengan 

5 Al-Zarkasyi, Al-Mantsur fi al-Qawa`id, Wizarah al-Awqaf, Kuwait, cet. 1, 1982, 
hlm. 71. 
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pendapat yang ada dalam mazhabnya, berusaha membelanya, 
dan menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan mazhab 
lain yang cenderung direndahkan dan bahkan kadang-kadang 
disalahkan. Buku-buku yang ditulis pada masa ini cenderung 
hanya merupakan ringkasan atau komentar atas isi sebuah buku. 
Buku sebagai bahan ajar pun dibatasi pada beberapa buku ter-
tentu saja. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sudah 
jadi, yang perlu dihafal, dipahami dan dibela, tanpa sikap kritis 
dan tanpa upaya untuk mengembangkannya. Pengetahuan kei-
slaman yang sebelumnya relatif sangat luas, dipersempit hanya 
meliputi pengetahuan keagamaan dan bahasa saja. Ushul fiqih, 
sama seperti mantiq, yang sebetulnya merupakan metode untuk 
berpikir, cenderung digunakan untuk membela dan menunjuk-
kan keunggulan apa yang sudah ada dan bukan untuk mengkriti-
si apalagi untuk mengembangkan (baca: mengubah)-nya.  

Kemandegan berpikir dan semangat untuk mengagungkan 
hasil pemikiran ulama masa lalu dan karena itu puas dengan 
mengulang-ulang apa yang telah ada, bersamaan waktunya den-
gan kedatangan penjajah Barat ke dunia Timur (penemuan jalan 
laut ke Asia oleh orang Eropa, mulai abad kesembilan hijriah, 15 
miladiah). Zaman ini terus belanjut sampai abad kesembilan be-
las miladiah ketika para penjelajah dan penguasa Barat berhasil 
mengalahkan dan menjajah hampir semua wilayah umat Islam. 
Penjajah yang datang dengan budaya berbeda, teknologi dan pen-
getahuan ilmiah yang relatif lebih unggul dari apa yang dimiliki 
umat Islam sangat mengejutkan para ulama dan penguasa. Un-
tuk menghadapi tantangan di atas, pada abad kesembilan belas 
miladiah Sultan (Khalifah) Turki Usmani, atas tekanan keadaan 
(terus menerus kalah berperang dengan negara Eropa), menge-
luarkan dekrit, pertama sekali Khathth-i syarif Gulhane (Piagam 
Gulhane, Tanzimat) pada 1839, dan setelah itu dekrit Khathth-i 
Humayun (Piagam Humayun, Islahat) pada 1856 untuk merefor-
masi beberapa hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan, 
termasuk mengubah hukum dan sistem peradilan yang berlaku. 

Di bawah rencana reformasi Tanzimat, Turki Usmani 
memperkenalkan model hukum dan peradilan mengikuti per-
kembangan di Barat, membentuk badan peradilan campuran un-
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tuk warga muslim dan non muslim, sebagai ganti dari peradilan 
syariat (1847), memberikan penguatan hak individu atas tanah, 
pengenalan dan pemberlakuan hukum dagang yang sebagiannya 
merupakan terjemahan hukum Perancis, termasuk izin pember-
lakuan dan penggunaan bunga pada bank (1850). Pengambila-
lihan hukum pidana Perancis, termasuk penghapusan hudud, 
kecuali hukuman mati bagi orang murtad pada 1858 (ada yang 
mengatakan 1840); pengundangan hukum acara dagang (1861) 
dan hukum niaga laut (1863), yang keduanya pada hakikatnya 
adalah undang-undang hukum Perancis. Pemberian izin kepa-
da orang asing untuk memiliki tanah di Kekhalifahan (kerajaan) 
Usmani (1867) dan pendirian Mahkamah Agung (1867). Dalam 
hubungan dengan fiqih, Pemerintah Turki Usmani menyusun ko-
difikasi fiqih berdasar mazhab Hanafiah, mengikuti model Barat 
dalam bidang perikatan yang diberi nama Majallah al-Ahkam al-
`Adliyyat (1869-1876) untuk pegangan para hakim di pengadilan 
campuran (sekuler) yang sebelumnya sudah dibentuk.6 

Kebijakan Pemerintah Turki Usmani di atas secara kebe-
tulan relatif bersamaan waktunya dengan pembaharuan yang 
dilakukan penguasa muslim di Tunisia dan Mesir. Sedang di 
berbagai wilayah lain, seperti Aljazair, Suriah, India, dan In-
donesia pemberlakuan hukum Barat terjadi karena pemaksa-
an langsung oleh penjajah. Menghadapi keadaan di atas, para 
ulama dan cendekiawan memberikan tanggapan yang bera-
gam. Sebagian sarjana mendukung upaya meniru Barat secara 
relatif penuh dan tidak ragu-ragu meninggalkan ajaran Islam 
sekiranya perlu (pembaharuan sekuler). Sebagian daripadan-
ya ingin mengambil beberapa bahan dari pengetahuan ilmiah 
yag berkembang di Barat, dan menggunakannya sebagai meto-
de untuk memperbaharui ajaran Islam (tajdid). Sebagian lagi 
menolak kehadiran pengetahuan ilmiah Barat, menganggapnya 
tidak perlu, karena kemunduran umat Islam terjadi akibat keli-
ru memahami ajaran agama dan tidak sungguh-sungguh dalam 
mengamalkannya (melakukan banyak bid`ah).  Mereka mengu-

6 Mohamad Shaukhi Mohd Radzi, Proses Pembaratan dalam Daulah 
Uthmaniyyah 1789-1876, Universiti Malaysia Sabah, Kinabalu, cet. 1, 2012, 
hlm. 103 dst. 
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sulkan untuk kembali mengikuti pemahaman dan pengamalan 
agama model salafiah (internalisasi sosialisasi)

Tonggak yang biasa digunakan sebagai tanda untuk ke-
lahiran zaman pembaharuan atau kebangkitan kembali pemi-
kiran Islam di bidang fiqih adalah kehadiran Majallatul Ahkam 
al-`Adliyyah yang di atas sudah disebut. Kitab ini merupakan 
kodifikasi fiqih dalam bidang perikatan, berdasar mazhab Ha-
nafiah (mazhab resmi Turki Usmani). Pengundangan kodifikasi 
ini merupakan tonggak bahwa syariat (fiqh) di Turki Usmani 
tidak lagi dijalankan oleh badan peradilan mengikuti sistem da-
lam tradisi Islam, tetapi oleh badan peradilan mengikuti sistem 
sekuler yang berasal dari tradisi Eropa. Sedang tonggak untuk 
pembaharuan ushul fiqih dapat disebut penerbitan kembali 
kitab Al-Muwafaqat karangan al-Syathibi yang di atas sudah 
disebut, dan penerbitan buku ushul fiqih dalam bentuk baru, 
menggunakan bahasa dan susunan kalimat yang lebih sederha-
na karangan Syeikh al-Khudhari Beik.7   

Model pemikiran fiqih di masa kebangkitan kembali ini 
paling kurang untuk sementara penulis beri nama model tajdi-
diah-maqashidiah, yang dari perspektif lain, penulis sebut juga 
sebagai model pemahaman reflektif transformatif. Model ini 
muncul karena adanya kemajuan pengetahuan ilmiah dan tekno-
logi modern, sebagai akibat dari perubahan paradigma, yang telah 
mengubah berbagai keadaan di tengah masyarakat secara relatif 
mendasar. Pengetahaun ilmiah dan teknologi modern telah me-
lahirkan antara lain negara bangsa dengan berbagai bentuk dan 
sistem pemeritahannya, dan berbagai macam lembaga keuangan 
yang beroperasi lintas negara serta berbagai transaksi perdagan-
gan dan kegiatan ekonomi yang mengiringinya. Pengetahuan dan 

7 Buku ini diterbitkan oleh pemerintah Tunisia tahun 1884 M/1302 H, 
disunting oleh Shalih al-Qa`iji,`Ali asy-Syanufi dan Ahmad al-Wartatani. Sedang di 
Kairo untuk pertama sekali diterbitkan tahun 1923, disunting oleh Muhammad al-
Khidr al-Husein, Rektor (Syeikh) Universitas Al-Azhar dan Hasanain al-`Adawi Menteri 
Wakaf  pada waktu itu. Adapun Syeikh al-Khudhari Beik (wafat 1927), merupakan 
dosen fiqih pada Akademi Hakim (Madrasah al-Qadha’ al-Syar`i) dan profesor sejarah 
Islam di Universitas Kairo (waktu itu Universitas Mesir). Beliau merupakan penulis 
buku ushul fiqih pertama dengan sistematika dan metode baru dan juga bahasa yang 
disederhanakan. Beliau juga menulis sejarah fiqih pertama yang mengikuti penulisan 
sejarah model Barat. 
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teknologi modern juga telah memperkenalkan berbagai alat tran-
sportasi dan alat komunikasi yang sebelumnya sama sekali tidak 
diketahui, dan juga telah menghasilkan berbagai penemuan di bi-
dang kesehatan dan pengobatan seperti transfusi darah dan pen-
cangkokan organ tubuh. Selanjutnhya pengetahuan ilmiah juga 
telah melahirkan kesadaran tentang adanya perbedaan budaya 
dalam berbagai masyarakat dunia (antara lain melahirkan berba-
gai bentuk kekerabatan), dan adanya perubahan berkesinambun-
gan dalam setiap budaya itu sendiri. Muncul kesadaran tentang 
adanya hak asasi manusia dan keharusan untuk melindunginya, 
kesadaran tentang adanya perbedaan antara gender dan fitrah. 
Muncul pengetahuan tentang adanya perbedaan perspektif atau 
paradigma dalam kajian ilmiah, dan pengetahuan tentang adanya 
tiga aspek pengetahuan ilmiah yaitu ontologi, epistemologi dan 
aksiologi. Selanjutnya kehadiran industri modern sebagai akibat 
dari kehadiran pengetahuan ilmiah dan teknologi telah mempen-
garuhi bentuk keluarga dan kekerabatan, misalnya saja mengge-
sernya dari bentuk keluarga luas menuju bentuk keluarga inti.

Adanya Perubahan yang relatif besar dan mendasar ini 
menjadikan fiqih yang ada, yang dihasilkan dengan dua model di 
atas tidak mempunyai jawaban memuaskan atas sebagian keper-
luan baru yang dimunculkan oleh pengetahuan ilmiah dan teko-
nologi tersebut. Di pihak lain perubahan yang terjadi di tengah 
masyarakat menyebabkan sebagian ketentuan fiqih tidak sesuai 
lagi dengan keadan dan keperluan nyata masyarakat.

Keadaan di atas menimbulkan kegalauan pada sebagian 
ulama yang peduli, yang sadar dan paham tentang adanya pe-
rubahan besar bahkan mendasar yang sudah terjadi di tengah 
masyarakat, dan juga paham dan sadar tentang terbukanya pe-
luang untuk melihat masyarakat dari perspektif yang berbeda 
dengan perspektif yang digunakan para ulama masa lalu. Para  
ulama yang peduli yang terlibat dengan pengetahuan ilmiah 
cenderung berkeyakinan bahwa ada bagian fiqih yang perlu di-
perbaharui agar tetap mampu memenuhi berbagai keperluan 
masyarakat (yang sudah berubah), dan agar tetap mampu men-
datangkan kemaslahatan dan keadilan. Pembaharuan ini perlu 
dilakukan terutama sekali dalam bidang-bidang yang bukan 
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ibadah (seperti muamalah, munakahat, jinayat dan siyasah). 
Di pihak lain kehadiran pengetahuan ilmiah dan teknologi 

bukan saja melahirkan berbagai perubahan di tengah masyara-
kat, tetapi juga telah melahirkan berbagai logika (cara berpikir) 
dan metode penelitian baru, sehingga terbuka peluang untuk  
memunculkan pemahaman dan penafsiran baru (ulang) atas 
syariat yang pada gilirannya nanti tentu akan melahirkan fiqih 
baru pula. Menurut para sarjana, pada masa sekarang sudah 
ada beberapa bentuk logika baru sebagai alternatif atas logika 
deduktif Aristoteles. Noeng Muhadjir misalnya, menyebutkan 
lima model baru sebagai tambahan atas logika Aristoteles yaitu 
logika matematik deduktif kategorik, logika matematik induktif 
kategorik, logika matematik probabilistik, logika deduktif pro-
babilistik, dan logika reflektif. Sedangkan metode penelitian, 
yang sekarang ini dianggap populer dan banyak dimanfaatkan 
untuk penafsiran teks adalah hermeneutika.8 

Upaya memanfaatkan pengetahuan ilmiah secara relatif 
penuh untuk pembaharuan ushul fiqih sebagai metodologi oleh 
sebagian ulama masa sekarang (akhir abad kedua puluh dan awal 
abad ke duapuluh satu miladiah, abad keempat belas dan abad  
kelima belas hijriah) dapat dianggap telah berjalan relatif cukup 
jauh. Pemanfaatan pengetahuan ilmiah telah menimbulkan kesa-
daran bahwa penafsiran Al-Qur’an dan hadis pada masa sekarang 
tidak hanya perlu kepada metode, tetapi juga perlu kepada sum-
ber. Sebagian sarjana (peneliti) mengusulkan tiga sumber utama 
untuk penafsiran masa sekarang, yaitu khazanah pemikiran ula-
ma masa lalu, capaian pengetahuan ilmiah itu sendiri (termasuk 
filsafat yang berkembang),  dan budaya lokal tempat ijtihad di-
lakukan. Tiga hal ini oleh sebagai peneliti tidak disebut sebagai 
sumber, tetapi sebagai hal yang secara signifikan mempengaruhi 
tafsir. Sedangkan hasil penafsiran (ijtihad) tidak hanya dituan-
gkan dalam bentuk hukum (al-hukm al-syar`i), tetapi perlu terle-
bih dahulu dituangkan ke dalam bentuk nilai dan prinsip. 

Kesadaran dan upaya di atas walaupun sudah berjalan 
cukup jauh, dapat dianggap masih belum dapat melahirkan sebuah 

8 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta, edisi 
4, cet. 1, 2000, hlm. 6. .
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metode yang dapat dianggap padu, yang dapat digunakan secara 
konsisten untuk melahirkan sebuah fiqih model baru. Kaidah-kai-
dah ushul fiqih baru yang ditawarkan para peneliti cenderung han-
ya cocok untuk membahas sebuah atau beberapa aspek fiqih saja, 
dan tidak cocok ketika digunakan untuk beberapa aspek yang lain. 
Dengan demikian masih sangat perlu kerja dan upaya yang lebih 
serius dan sungguh-sungguh untuk melahirkan metode pembaha-
ruan yang padu dan menyeluruh, sesuai dengan kemajuan penge-
tahuan ilmiah dan keperluan masyarakat masa sekarang. 

Buku yang ada ditangan pembaca sekarang menurut pe-
nulis, tidak secara jelas menyatakan diri sebagai usaha untuk 
pembaharuan penulisan dan pemahaman ushul fiqih. Tetapi 
buku ini seperti terlihat, berusaha menjelaskan hubungnan an-
tara berbagai kaidah pemahaman nash yang ada dalam ushul 
fiqih dengan kaidah-kaidah mantiq. Buku ini diharapkan dapat 
membantu mahasiswa mempelajari dan menjelaskan hubungan 
ushul fiqih dengan mantiq, sehingga kaidah-kaidah ushul fiqih 
tidak lagi dipelajari sekedar untuk dipahami dan dihafal, seba-
gai pengetahuan yang kering dan mandul, tetapi dapat ditin-
gkatkan menjadi pengetahuan yang mempunyai manfaat untuk 
keperluan praktis. Kaidah-kaidah ushul yang sudah terhubung 
dengan kaidah mantiq ini, menurut penulis dapat digunakan 
untuk mengkritisi materi fiqih yang ada dan sampai batas ter-
tentu dapat digunakan untuk memecahkan masalah baru yang 
muncul di tengah masyarakat karena sudah mengetahui hubun-
gan antara kaidah ushul fiqih dengan kaidah logikanya. 

Mudah-mudahan dengan kesungguhan dan kerja keras 
seperti yang selama ini ditunjukkan oleh penulis buku ini, pada 
masa depan yang tidak terlalu jauh beliau atau siapa pun yang 
berminat, dapat melahirkan buku mengenai ushul fiqih yang 
berusaha memanfaatkan capaian pengetahuan ilmiah modern 
mutakhir untuk menyempurnakan kaidah-kaidah yang ada. Da-
lam kajian ilmiah masa sekarang, hemeneutika merupakan se-
buah model berpikir (bahkan aliran filsafat) yang sudah berada 
di luar paradigma mantiq (logika Aristeteles). Menurut penulis, 
penggunaan hermeneutika secara selektif dan bertanggung ja-
wab untuk menafsirkan Al-Qur’an dan hadis, akan dapat mela-
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hirkan fiqih baru yang lebih sesuai dengan keperluan masya-
rakat masa sekarang. Menurut penulis menafsirkan Al-Qur’an 
dan hadis menggunakan hermeneutika (untuk menyempur-
nakan ushul fiqih), dalam upaya menghasilkan fiqih baru, te-
tap berada dalam lingkup penafsiran Al-Qur’an dan hadis yang 
memenuhi syarat, lebih kurang sama dengan fiqih yang ada se-
karang, yang sampai batas tertentu dihasilkan dengan kaidah 
ushul fiqih yang sudah bercampur dengan mantiq. 

Sebagai sebuah pembaharuan, fiqih yang dianggap me-
rupakan model tajdidiah maqashidiah yang dihasilkan melalui 
berbagai metode baru yang dapat dipertanggungjawabkan se-
cara ilmiah (termasuk ke dalamnya hermeneutika), tentu akan 
berbeda dengan sebagian isi fiqih yang ada sekarang (fiqih mo-
del mazhabiah lugawiah dan salafiah lughawiah). Mungkin se-
bagian perbedaan ini akan dianggap jauh dan sukar diterima 
sekiranya diukur dengan fiqih yang ada sekarang. Tetapi seki-
ranya fiqih salafiah dan fiqih mazhabiah yang ada sekarang di-
teliti dan didalami secara sungguh-sungguh, maka akan ditemu-
kan beberapa perbedaan yang relatif “tajam atau jauh” antara 
sesamanya, yang karena sudah biasa dianggap tidak tajam dan 
tidak jauh lagi. Menurut penulis, semua pendapat (mazhab) fi-
qih baru, yang didasarkan kepada Al-qur’an dan hadis, yang di-
peroleh (diijtihadkan) menggunakan metode yang memenuhi 
syarat secara ilmiah, mestilah dihargai sebagai bagian dari fiqih 
secara umum (bagian dari ortodoksi), sama seperti penghar-
gaan kepada mazhab-mazhab fiqih yang ada sekarang, betapa 
pun bentuk dan rentang perbedaannya. 

Kepada Allah penulis berserah diri, kepada Nya diper-
sembahkan bakti, kepada Nya dimohon hidayah pencerah nu-
rani, dan kepada-Nya pula dimohon ampun pembersih hati. 
Wallahu a`lam bi-sh shawab wa ilay-hil marji` wa-l ma`ab. 

   Banda Aceh 10 Agustus 2023 M, 
     23 Muharram 1445 H. 
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PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah Swt. atas hidayah dan inayah-Nya 
sehingga dapat menjalankan amanah yang penulis emban da-
lam kehidupan ilmiah dan kehidupan alamiah. Selawat dan sa-
lam kepada Rasulullah saw., keluarga dan sahabat beliau yang 
telah mencurahkan segenap daya dan upaya sehingga Islam 
menjadi satu sistem hukum yang paripurna. Takzim kami kepa-
da para ulama dan guru-guru kami yang berdedikasi terhadap 
lestarinya ajaran dan hukum Islam di segenap penjuru dunia.

Ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna, sebab 
hakikat hukum sebagai sesuatu yang ada merupakan realitas 
yang abstrak-konseptual (mawjūd fī al-ażhān). Tapi konsep ti-
dak bisa eksis dengan sendirinya, maka konsep hukum hanya 
bisa diketahui melalui perwujudannya ke dalam bahasa hukum 
dan perbuatan hukum, keduanya merupakan ada dalam reali-
tas empiris yang bersifat fisis-material (mawjūd fī al-a‘yān).

Makna yang demikian abstrak dan luas harus dibatasi 
agar bisa dipelajari secara sistematis-ilmiah. Oleh karena itu, 
ilmu hukum membatasi objek formalnya pada makna-makna 
tertentu, yaitu konsep hukum dalam arti positif, berlaku di sini 
dan kini berdasar ruang dan waktu. Ini dilakukan agar ilmu 
hukum memiliki lapangan kajian yang jelas dan tidak tumpang 
tindih dengan lapangan kajian ilmu lain. Kalau tidak, ilmu hu-
kum tak cukup syarat sebagai ilmu mandiri.

Objek formal ini tidak berarti ‘pembekuan’ nilai sehingga 
teralienasi dari dinamika sosial. Bahkan kehidupan sosial itu 
sendiri menolak ide totalitas perubahan nilai, sebab ada nilai-
nilai yang justru harus dipelihara dan dipertahankan. Namun 
begitu tak jarang terdengar kritik; bahwa orientasi normatif 
ilmu hukum malah meruntuhkan keadilan yang diperjuangkan-
nya.

Ironis sekali ketika objek formal ilmu hukum dijadikan 
tertuduh, bahkan oleh oknum pengemban hukum sendiri. Kri-
tik seperti ini riskan bagi rusaknya citra ilmu hukum dan ja-
tuhnya wibawa hukum. Bisa dipastikan ini terjadi karena seba-
gian pengemban hukum dan pengkritik, tidak mampu melihat 
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hukum secara multiperspektif, multidimensional dan integratif. 
Padahal hukum adalah kesatuan utuh dari fakta (fact), konsep 
(idea) dan nilai (value), jadi harus dilihat secara integratif.

Integratif dimaksud memiliki dua pengertian. Pertama 
dalam arti integrasi antara law in book dan law in action. Dalam 
hal ini, tolak tarik antara penganut aliran hukum normatif dan 
aliran hukum empiris harus didamaikan. Sebab terbukti kedua 
perspektif ini bisa saling mengisi dan melengkapi. Perpaduan 
kedua kubu ini justru penting dalam rangka menghadapi mu-
suh bersama, yaitu pupusnya kepercayaan masyarakat terha-
dap penegakan hukum di bumi pertiwi.

Kedua, integratif dalam arti integritas, yaitu integrasi 
antara apa yang diyakini oleh pengemban hukum dengan apa 
yang dikatakan dan dilakukannya. Ini masuk dalam tanggung 
jawab pendidikan hukum, yaitu dalam rangka membentuk ka-
rakter calon pengemban hukum berintegritas. Harus diakui, 
menghadapi generasi milenial sekarang ini, diperlukan inovasi 
baru dalam membangun ranah afektif pendidikan hukum.

Mewujudkan integrasi dalam dua pengertian ini, haru-
slah dimulai dari membangun kemampuan berpikir integratif. 
Antara lain, melalui studi argumentasi yuridis. Sebab secara 
kognitif, logika penalaran hukum membentuk kemampuan 
intelek untuk selalu terhubung dengan nilai-nilai, baik nilai 
moralitas maupun religiusitas. Alasannya, logika penalaran hu-
kum membangun kesadaran tentang relasi dan korelasi antara 
perkara-perkara fisis-material dengan konsep-konsep abstrak-
konseptual. Hal ini bisa dilihat dalam korelasi (ma‘nā munāsib) 
antara hukum dan perbuatan hukum yang dikemukakan oleh 
uṣūliyyūn.

Secara psikomotorik, soft skill penalaran hukum memberi 
kemampuan untuk berkonsentrasi dan konsisten dalam upaya 
penemuan hakikat terdalam, atau konsep esensial (al-‘illah) da-
lam perbuatan hukum. Kemampuan untuk berkonsentrasi dan 
konsistensi sangat berguna, terutama saat berhadapan dengan 
masalah pelik yang menuntut disposisi mental, dari dan oleh 
pengemban hukum terhadap nilai-nilai dalam masyarakat.

Adapun secara afektif, logika penalaran hukum menjadi 
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sarana menanamkan sikap mental cinta kebenaran. Sebab da-
lam proses pembelajarannya, timbul kesadaran bahwa berpikir 
lurus, validitas sumber dan kecukupan argumen adalah tuntu-
tan fitrah manusia itu sendiri. Melanggar fitrah ini menimbul-
kan derita bagi diri sendiri. Nah, dengan kesadaran akan relasi 
nilai-nilai, kemampuan konsentrasi dan konsistensi, maka ber-
langsunglah proses internalisasi cinta kebenaran.

Cinta kebenaran adalah fitrah manusia yang didukung 
oleh nilai-nilai religius, sebab tidak ada agama yang luput dari 
perintah melaksanakan kebenaran. Masalahnya, ‘benar’ adalah 
nilai-nilai abstrak yang harus dikonkretkan lebih dahulu, baru 
bisa diamalkan. Tidak jarang sesuatu yang baik menimbulkan 
dampak yang buruk, lalu lemahnya kemampuan penalaran lo-
gis membuat orang tergiring pada putusan yang keliru. Akhir-
nya, lemah dalam mengidentifikasi sebab, membuat orang tidak 
siap menghadapi akibat dari putusan yang dipilihnya sendiri.

Nalar logis adalah fitrah manusia, tapi kemampuan nalar 
tidak sama tumbuh kembangnya pada setiap orang. Oleh kare-
na itu, kemampuan nalar logis harus dilatih, tidak cukup hanya 
mengandalkan pertumbuhan alamiahnya. Apalagi bagi mereka 
yang diproyeksikan menjadi pengemban hukum yang tugasnya 
melakukan penyimpulan dan membuat keputusan.

Pembelajaran logika penalaran hukum lebih kompleks 
bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum yang mengintegrasikan hu-
kum syariah dan hukum umum, sebab masing-masing memiliki 
bahasa dan logikanya sendiri. Namun ini tidak berarti mustahil, 
bahkan dalam eksplorasi terhadap logika penalaran di kalangan 
ahli hukum Islam, ditemukan gagasan-gagasan yang berpotensi 
memperkaya dan memperkuat epistemologi keilmuan hukum.

Berdasarkan eksplorasi yang telah penulis lakukan selama 
hampir 15 tahun, terbukti adanya inovasi di kalangan uṣūliyyūn 
dari periode klasik sampai modern. Buktinya adalah metode al-
qiyās al-fiqhī yang disistematiskan ulang oleh al-Ghaza� lī� (w. 505 
H/1111 M). Begitu pula metode al-istiqrā’ al-ma‘nawī yang di-
gagas oleh al-Sya� t�ibī� (w. 790 H/1388 M). Lalu di abad modern, 
al-Syaykh Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r (w. 1394 H/1973 M), 
menawarkan metode qiyās maṣlaḥat kulliyyah.
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Memperhatikan komentar para ahli, tiga tokoh yang dise-
but di atas tergolong pemikir moderat. Mereka disebut madra-
sah takhrīj al-furū‘ alā al-uṣūl dan madrasah maqāṣid al-syar‘iy-
yah. Hendaknya pemikiran dari kelompok moderat ini dapat 
menginspirasi para pengemban hukum di era postmodern. 
Diharapkan ini menjadi stimulus bagi lahirnya gagasan baru 
dalam rangka menjawab isu-isu hukum kontemporer.

Tentunya apa yang diuraikan dalam buku ini masih bisa 
dikritisi dan digugat atau sebaliknya dikukuhkan dan diperka-
ya. Oleh karena itu, penulis membuka diri, terutama terhadap 
para pemikir yang memiliki ketertarikan pada permasalahan 
serupa. Akhirnya kepada para pembaca kami sampaikan teri-
ma kasih atas kesediaan memberi masukan terhadap karya ini. 
Wassalam.

Darussalam, 15 Maret 2023
Penulis
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Nilai penting logika penalaran hukum
Menarik kesimpulan dan membuat keputusan adalah ruti-

nitas mereka yang berkecimpung di bidang hukum, baik prakti-
si maupun akademisi. Perlu digarisbawahi, potensi subjektif 
terbuka lebar di sini, sebab disadari atau tidak, pengemban hu-
kum berangkat dari titik tolak pribadi dalam kegiatan inventa-
risasi, interpretasi, sistematisasi dan pemaparan hukum.1 Dari 
itu, pengemban hukum harus dibekali kemampuan berpikir 
logis, sistematis, konsisten dan koheren yang akan menuntun 
pada kebenaran intersubjektif.

Umum diketahui manusia dianugerahi akal, keberada-
annya tampak pada prinsip-prinsip akal yang dimiliki secara 
bersama oleh umat manusia. Para ahli menyebutnya sebagai 
al-qawānīn al-fikr al-‘aqliyyah/universal postulates of all rea-
soning.2 Jika prinsip-prinsip ini terbukti tidak dilanggar dalam 
proses penalaran, disertai dengan data yang valid dan mema-
dai, maka kesimpulan yang ditarik akan mengundang peneri-
maan sesama makhluk berakal.

Konsep penerimaan serupa juga berlaku dalam bidang 
hukum. Dari itu Imam al-Ghaza� lī� menjadikan logika sebagai 
pengantar ilmu uṣūl al-fiqh, walau menurutnya itu bukan pe-
ngantar khusus. Dalam kitab al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣūl ia 
menyatakan:3

1 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, cet. I (Bandung: 
Mandar Maju, 1999), hlm.134.

2 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 129. Bandingkan 
dengan: Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis  
(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18.

3 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 9.
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Bukanlah pendahuluan ini bagian dari ilmu usul dan bukan mu-
kadimah yang khusus dengannya. Bahkan ini adalah pendahuluan 
semua ilmu. Barangsiapa yang tidak menguasai (mukadimah ini), 
maka sama sekali tidak ada kepercayaan terhadapnya dengan il-
munya.

Pernyataan ini dalam konteks logika sebagai sarana berpi-
kir dan hukum sebagai objek yang dipikirkan. Tetapi hukum dan 
logika memiliki relasi yang lebih erat, yaitu dalam hal argumen yu-
ridis.4 Mengingat hukum diajarkan sebagai ilmu praktis, maka re-
lasi ini harus ditelaah untuk optimalisasi pembelajaran hukum. 5 

Telaah dimaksud harus terpadu dengan aspek kebahasa-
an, sebab menurut Gadamer, bahasa adalah media pemahaman 
dan kesepakatan.6 Sementara hukum memiliki dimensi bahasa 
tersendiri yang tidak mudah bagi ‘orang luar’.7 Bahkan antara 
hukum syariah dan hukum umum pun terdapat perbedaan ba-
hasa hukum. 

Meski tidak mungkin menjawab masalah ini secara tun-
tas, tapi setidaknya ada upaya ke arah tersebut. Penulis melihat 
peluangnya pada logika penalaran hukum. Alasannya, karena 
salah satu tujuan ilmu logika adalah untuk mempelajari kata 
dari segi makna dan penggunaannya secara tepat.8 Tinggal 
bagaimana logika penalaran hukum didisain, agar mahasiswa 
menyadari bahwa hukum, logika dan bahasa terintegrasi dalam 
logika penalaran hukum. Ini penting agar mereka mampu men-
deteksi letak potensi kekeliruan nalar.

4 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm.123. Salah satu cabang dari teori ilmu 
hukum membicarakan relasi antara hukum dengan logika. Pembahasannya berkisar 
pada argumen yuridis dan penerapan logika deontik di bidang hukum.

5 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm. 220. Satu rekomendasi dari hasil 
penelitiannya adalah membangun studi khusus tentang teori argumentasi yuridis.

6 Hans George Gadamer, Truth and Method, terj. Sheed and Ward (New York: 
The Seabury Press, 1975), hlm. 386. Language is the medium in which substantive 
understanding and agreement take place between two people.

7 Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2019, tentang 
Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 3 ayat (3) menyatakan: “Bahasa Indonesia dalam 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, 
kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum 
baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

8 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 21.
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Dilihat dari perspektif pembelajaran, disiplin hukum, lo-
gika dan bahasa telah diajarkan sebagai ilmu mandiri. Subjek 
materi dari masing-masing ilmu ini pun telah mengalami proses 
pematangan. Ini menjadi dasar untuk memetakan pola relasional 
dan perpotongan ketiga ilmu ini. Ilustrasinya sebagai berikut:

Gb. 1.1. Perpotongan ilmu hukum, ilmu logika dan ilmu bahasa
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tampak pada ilustrasi ini perpotongan terjadi pada lo-
gika bahasa hukum, yaitu sesuatu yang logis menurut logika 
hukum,9 logika bahasa dan bahasa hukum.10

Dilihat secara teoretis, penalaran hukum bukan hanya ak-
tivitas yang dilakukan oleh hakim semata, bahkan oleh dosen 
dan peneliti hukum, ini disebut penalaran hukum tersistematis. 
Jika dilihat dari segi praktiknya, maka yang dimaksud penalaran 
hukum problematis yang berangkat dari masalah tertentu saat 
hakim menyelesaikan perkara.11 Baik dalam konteks teoretis 
maupun praktis, penalaran hukum memiliki karakteristik ter-
sendiri. Maka bisa dipastikan, tanpa pemahaman yang baik 
terhadap hukum, bentuk dan prinsip penalaran hukum, maka 
pengemban hukum tidak bisa melakukan penalaran hukum 
secara sistematis, konsisten dan koheren.

Pengemban hukum juga harus bisa mengkomunikasi-
kan hasil penalarannya agar sampai pada kebenaran inter-

9 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm.165. Logika hukum adalah logika yang 
diterapkan dalam bidang hukum.

10 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2010), 
hlm. 2. Bahasa hukum adalah Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang 
hukum, yang mengingat fungsinya memiliki karakteristik tersendiri.

11 Muhammad Rakhmat, Logika Hukum: Dialog Antara Analitik Sintetik 
Hingga Pmbacaan terhadap Dekonstruksi atas makna Teks & Realitas Hukum, cet. I, 
(Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015), hlm. 40.



Logika Penalaran Hukum4

subjektif. Hal ini berkaitan dengan retorika hukum yang ciri 
khasnya adalah ‘appeals to authority’.12 Mengingat bahasa hu-
kum tidak mudah bagi ‘orang luar’, maka diperlukan logika yang 
melampaui keterbatasan bahasa. sebab penalaran yang meme-
nuhi syarat logis akan mengundang penerimaan makhluk ber-
akal. Bahkan mereka yang mampu berpikir secara logis, dapat 
menyampaikan idenya dalam bahasa apa saja.

2. Pengertian logika penalaran hukum
Kata logika berasal dari bahasa Latin, yaitu logikos, arti-

nya sesuatu yang diutarakan, pertimbangan akal pikiran, kata-
kata, percakapan atau ungkapan lewat bahasa.13 Dalam bahasa 
Arab kata logika dipadankan dengan kata manṭiq, yaitu maṣdar 
mīmī yang berarti perkataan (al-nuṭq).14 Adapun dalam bahasa 
Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), logi-
ka berarti ilmu tentang kaidah berpikir.15 Jadi kata logika dilihat 
sebagai nama ilmu, bukan makna kata itu sendiri sehingga me-
muat arti terminologis, yaitu hukum tentang berpikir.16 Maka 
secara terminologis, dapat dikatakan logika adalah studi ten-
tang aturan mengenai penalaran yang tepat, serta bentuk dan 
pola pikiran yang masuk akal.17

Kata penalaran menurut KBBI memiliki tiga arti, di an-
taranya bermakna: “Proses mental dalam mengembangkan 

12 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm.165. Salah satu bentuk diskursus 
hukum adalah retorika hukum. Dalam arti umum, retorika menunjuk pada seni 
persuasi melalui ‘appeals to emotions’ dan seni memperoleh dukungan umum melalui 
‘appeals to reason’ sebagai cara penalaran.

13 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis  
(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 1. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau 
pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.

14 Abī� al-‘Irfa�n Muh� ammad ibn ‘Alī� al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah ‘alā Syarḥ al-Sulam 
lil Malawī, (Singapura: al-H� aramayn, t.th.), hlm. 31. Kata manṭiq adalah term analogis 
(lafẓ musytarak) dengan tiga makna: 1) pemikiran universal (al-idrāk al-kulliyyah); 2) 
potensi intelek (al-quwwah al-‘aqliyyah); dan 3) ucapan (al-talāfuẓ/al-nuṭq) sebagai 
sarana menyampaikan pikiran.

15 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 837. 

16 Stephen Palmquis, Pohon Filsafat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 
118.

17 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 510-520.
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pikiran dari beberapa fakta atau prinsip”. Adapun kata nalar 
sebelum diberi awalan dan akhiran, menurut KBBI berarti per-
timbangan tentang baik buruk dan sebagainya.18 Kata nalar itu 
sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata al-naẓr yang secara 
etimologis berarti indera penglihat (ḥiss al-‘ayn), namun dalam 
penggunaannya kerap diartikan sebagai mata kepala (naẓr al-
‘ayn) dan juga mata hati (naẓr al-qalb).19 Jadi arti etimologis kata 
nalar dalam KBBI lebih berorientasi pada mata hati. Adapun se-
cara terminologis, al-naẓr didefinisikan sebagai berikut:20

Nalar adalah mengamati pengetahuan yang ada di dalam pikiran, 
agar sampai pada apa yang mulanya tidak diketahui secara 
konseptual (al-taṣawwur) atau secara sintesis (al-taṣdīq).

Tampak pada definisi ini, bahwa penalaran dilakukan 
terhadap pengetahuan yang telah ada di dalam pikiran (mawjūd 
fī al-ażhān), yaitu berupa ide atau konsep. Penalaran bukan 
dilakukan dari tiada, maka ia adalah aktivitas mental dalam 
mengamati ide atau konsep yang telah ada di dalam pikiran, 
sehingga diketahui validitasnya. Ide atau konsep ada yang be-
rupa pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) dan ada pula yang 
berupa pengetahuan sintesis (al-taṣdīq).

Adapun hukum, menurut KBBI berarti aturan atau un-
dang-undang.21 Dalam bahasa Arab, kata al-ḥukm berarti ilmu 
(al-‘ilm) atau pemahaman (al-fahm), lalu menjadi istilah untuk 
pemberian norma terhadap sesuatu.22 Jika norma diberikan 
secara syar‘ī, maka disebut ḥukm al-syar‘ī.23 Adapun norma 

18 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 950. Kata pe.na.lar.an memiliki tiga 
makna, yaitu: 1) cara (perihal) menggunakan nalar; pemikiran atau cara berpikir 
logis; jangkauan pemikiran; 2) hal mengembangkan atau mengedalikan sesuatu 
dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman; 3) proses mental dalam 
mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip.

19 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. VIII (Kairo: Da� r al-H� adī�s� , 2003), hlm. 604.
20 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 23.
21 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 510. 
22 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab..., jld. II, hlm. 540.
23 ‘Alī� H� asb Alla�h, Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī (Kairo: Da� r al-Fikr, 1982), hlm. 375. 
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yang diberikan oleh ulil amri (pemerintah) disebut qānūn. 
Dilihat dari penggunaan kata al-ḥukm secara istilah, tampak 
hakikat hukum syarak (ḥukm al-syar‘ī) dan hukum ulil amri 
(qānūn) adalah sama-sama genus pemberian norma. Ulama 
mendefinisikan qānūn sebagai berikut:24

Dalam istilah fukaha, qanun didefinisikan sebagai kumpulan 
kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, yang mana jika 
diperlukan, orang akan dipaksa mengikuti aturan tersebut oleh 
pemegang otoritas.

Adapun definisi ḥukm al-syar‘ī menurut ahli usul 
(uṣūliyyūn) adalah sebagai berikut:25

Hukum menurut ahli usul adalah sapaan Ilahi (khiṭāb Allāh) yang 
terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (iqtiḍā’), 
pilihan (takhyīr), maupun yang terkait dengan ḥukm al-waḍ‘ī.

Tampak di sini hakikat hukum dilihat sebagai khiṭāb, 
yaitu perintah dan larangan yang membatasi kehendak bebas 
manusia. Sebab dengan adanya perintah atau larangan, maka 
manusia tidak lagi bebas berbuat sesuai kehendaknya, bahkan 
dipaksa mengikuti apa yang telah ditetapkan. Hal serupa juga 
terlihat pada komentar C.S.T. Kansil terhadap definisi hukum 
yang dipilihnya:26

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat 
yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran 
mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya 
tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

24 ‘Abd Alla�h Mabru� k al-Najja� r, al-Madkhal al-Mu‘āṣirah li Fiqh al-Qānūn (Kairo: 
Da�r al-Nahd� ah, 2001), hlm. 13.

25 Muh� ibb al-Dī�n ibn ‘Abd al-Syaku� r al-Bah� a� rī�, Musallam al-Ṡubūt, jld. I (Beirut: 
Da�r al-Fikr, t.th.), hlm. 54. 

26 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1977), hlm. 38
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Beranjak dari definisi ini, Kansil menyimpulkan bahwa hu-
kum dapat dibatasi dengan melihat empat komponen berikut:27 
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat; 
2. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang ber-

wajib; 
3. Peraturan itu bersifat memaksa; 
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 

Memperhatikan keempat komponen ini, maka hakikat 
hukum bertumpu pada otoritas, sebab otoritas menimbulkan 
daya ikat dan sifat memaksa (coercion) pada hukum.28 Menurut 
Van Apeldorn, komponen ini menjadi pembeda kaidah hukum 
dari kaidah etika dan agama, kata kuncinya adalah kaidah yang 
dikeluarkan oleh negara.29 Jadi inti dari hukum adalah sifat 
imperatif dari perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh 
pemilik otoritas, sehingga dapat membatasi kehendak bebas 
manusia. Uraian ini memperlihatkan: 
- logika adalah ketentuan tentang pemikiran yang masuk akal 

yang diamati dari ungkapan atau bahasa;
- penalaran, adalah aktivitas mental dalam mengamati ide atau 

konsep di dalam pikiran sehingga diketahui valid atau tidak. 
- hukum adalah norma yang membatasi kehendak bebas. 

Tiga poin ini memberi pengertian; bahwa logika pena-
laran hukum adalah ketentuan masuk akal sebagai cara un-
tuk mengetahui validitas ide atau konsep tentang norma 
yang bersifat imperatif yang terbetik dalam pikiran seorang 
pengemban hukum. Sebagai pembanding, definisi penalaran 
hukum menurut Sidharta adalah kegiatan berpikir problema-
tis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan 
sosial di dalam lingkaran kebudayaannya.30

27 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 39. 
28 H.L.A. Hart, The Concept of Law, edisi ketiga, (Oxford: Oxford University 

Press, 2012), hlm. 40. 
29 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 

hlm. 429.
30 Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku Satu: Akar Filosofis 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 124.
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Berdasar pengertian ini, jelaslah penalaran hukum me-
miliki aturan, kaidah dan ketentuan tersendiri sehingga ide 
atau konsep tentang norma hukum bisa dinyatakan masuk akal. 
Ketentuan ini berlaku setiap kali dilakukan penalaran hukum, 
yaitu dalam kegiatan inventarisasi, interpretasi, sistematisasi 
dan pemaparan hukum.31 Logika yang berlaku dalam penalaran 
hukum ini, dipastikan juga logis bagi ‘orang luar’, tinggal bagai-
mana mengutarakannya.

3. Batasan kajian logika penalaran hukum
Studi tentang penalaran hukum berintikan hubungan an-

tara hukum dan logika. Di belahan dunia Barat, studi argumen-
tasi yuridis ini telah berkembang sejak tahun 1980-an dan 
memperoleh perhatian besar dan luas pada tahun 1990-an. 
Tokoh-tokohnya antara lain Richard Wasserstrom, Chaim 
Perelman, Jurgen Habermas, Neil MacCormick, Robert Alexy, 
Aulis Aarnio, Aleksander Peczenik dan A.T. Feteris.32 Studi pe-
nalaran hukum ini muncul karena tuntutan perkembangan 
masyarakat masa kini agar ilmu hukum lebih terarah pada 
penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomoda-
si timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan.

Melihat dalam konteks keilmuan hukum syariah, tokoh 
yang pertama memasukkan logika sebagai pendahuluan teori 
hukum (usul fikih) adalah Imam al-Ghaza� lī� (w. 505 H/1111 
M) dalam kitab al-Mustaṣfā.33 Jadi logika penalaran hukum 
sudah diperhatikan di masa itu, sehingga subjek materi logika 
yang diperlukan dalam penalaran hukum ditempatkan pada 
pendahuluan kitab usul fikih.

Menurut al-Ghaza� lī� penalaran hukum syariah berlaku 
pada tiga lapangan ijtihad, yaitu takhrīj manāṭ al-ḥukm, tanqīḥ 
manāṭ al-ḥukum dan taḥqīq manāṭ al-ḥukum. Misalnya, melalui 

31 Bernard Arif Sidharta, Refleksi..., hlm.134.
32 Sidharta, Hukum Penalaran..., hlm. 6.
33 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 55. Saat 

membandingkan muatan materi logika dalam kitab Mi‘yar al-‘Ilmī dan Miḥakk al-
Naẓar dengan pendahuluan al-Mustaṣfā, tampak perbedaan komposisinya. Penulis 
menduga, ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan terhadap ilmu logika 
dalam konteks keilmuan hukum.
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ijtihad takhrīj manāṭ al-ḥukm diketahui al-Syāri‘ melarang bay‘ 
al-gharar karena mengandung tipuan. Kata bay‘ al-gharar 
merupakan istilah yang berlaku dalam bahasa hukum syariah.

Logika bahasa hukum melihat kata bay‘ al-gharar 
sebagai term universal (al-kullī) yang mana perkara-perkara 
di bawahnya (al-juz’ī) terbagi tiga kategori: 1) perkara yang 
pasti keluar dari cakupan term bay‘ al-gharar; 2) perkara yang 
masuk dalam cakupan term tersebut; dan 3) perkara yang 
samar (tasyābuh).34 Tugas berat hakim/ mujtahid adalah pada 
hal yang samar ini, al-Ghaza� lī� menyatakan:35

Sebagian darinya merupakan perkara yang samar (tasyābuh), 
dan tahkik terhadapnya merupakan pendapatan berdasar akal 
semata, dan itu adalah sembilan puluh persen dari nalar fikih. 
Oleh karena itu, sembilan puluh persen dari fikih merupakan 
penalaran akal semata.

Inilah alasan mengapa calon praktisi hukum harus men-
guasai logika penalaran hukum. Misalnya syariat menetapkan; 
pembunuh hewan di tanah haram pada saat ihram, harus meng-
gantinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh bi-
natang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara 
kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah 
mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan 
yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara 
kamu. (QS. Al-Maidah [5]: 95).

34 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan (Banda Aceh: LKaS,2009), hlm. 109.
35 Al-Ghaza� lī�, Asās al-Qiyās (Riyad: Maktabah al-‘Ubayka�n, 1993), hlm. 40. 
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Diketahui tempat bergantung hukum (manāṭ al-ḥukm) 
adalah pada kata kunci ‘semisal’ (miṡliyyah). Maka harus di-
pahami makna ‘miṡliyyah’ agar bisa melakukan ijtihad taḥqīq 
al-manāṭ.36 Misalnya seseorang membunuh anak unta liar, maka 
yang semisal adalah anak unta ternak. Tentunya tidak masuk 
akal jika ditetapkan bahwa yang semisal adalah anak kambing 
ternak. Penetapan ini murni didasarkan pada penalaran logis 
yang dituntun oleh prinsip-prinsip akal (tentang prinsip-prin-
sip akal dibahas lebih dalam pada Bab 2).

Hal serupa juga berlaku pada hakim, sebab harus me-
lakukan penemuan hukum melalui tiga macam penalaran: 1) 
penalaran terhadap peristiwa hukum; 2) penalaran dalam rang-
ka interpretasi hukum; 3) penalaran dalam rangka konstruksi 
hukum.37 Ketiga macam penalaran ini dilakukan dalam tugas-
tugas berikut:38

1. Konstatasi, yaitu penalaran untuk menemukan/memilah pe-
ristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan para 
pihak (pokok perkara); Pada tahap ini hakim melihat untuk 
membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang 
diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka 
perlu pembuktian yang bersandar pada alat bukti yang sah 
menurut hukum. Aktivitas penalaran ini tergolong kegiatan 
berpikir konseptual (taṣawwur), sebab hakim harus men-
definisikan perbuatan hukum tertentu (amr mufrad). Lalu 
menerapkan berpikir sintesis (taṣdīq); “Bahwa perbuatan 
hukum ini telah benar-benar terjadi”.

2. Kualifikasi, yaitu penalaran untuk menemukan hukum dalam 
arti perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lain-
nya yang relevan dengan pokok perkara. Hakim mengkuali-
fisir dengan cara menilai peristiwa konkret yang dianggap 
benar terjadi, termasuk hubungan hukum pada peristiwa 

36 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan..., hlm. 109.
37 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisiplinner 

dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, cet. I, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 
21020), hlm. 30.

38 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum 
Progresif, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 
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konkret tersebut. Mengkualifisir berarti mengelompokkan 
atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk da-
lam kelompok atau golongan peristiwa hukum, apakah itu 
pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian atau per-
alihan hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Di 
sini berlaku dua macam penalaran: 1) Jika peristiwa sudah 
terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka pe-
nerapan hukum akan mudah, penalarannya cukup dengan 
interpretasi; tapi 2) jika hukum tidak jelas, maka hakim ha-
rus melakukan penalaran untuk menciptakan hukum, yaitu 
melalui konstruksi hukum.

3. Konstituir, yaitu penalaran untuk menetapkan hukum ter-
hadap peristiwa konkret dan memberi keadilan kepada para 
pihak. Pada aktivitas penalaran ini, terjadi penyandaran 
satu prediket terhadap peristiwa konkret yang diyakini 
telah terjadi, jadi yang dilakukan adalah penalaran sintesis 
(taṣdīq) yang bisa salah atau benar.

Tiga macam tugas ini menuntut penerapan penalaran 
yang berbeda-beda sesuai tuntutan suatu kasus. Jika ketentuan 
hukum cukup jelas dan peristiwa hukum cukup konkret, maka 
hakim bisa menarik kesimpulan menggunakan inferensi tak 
langsung, yaitu dari premis mayor dan premis minor. Contoh 
premis mayor, Pasal 351 KUHP menetapkan: “...penganiayaan 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua ta-
hun delapan bulan”. Contoh premis minor, penetapan bahwa 
perbuatan si A yang memukul si B adalah penganiayaan. Lalu 
ditarik konklusi bahwa perbuatan si A diancam hukuman 
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Penalaran seperti ini relatif mudah, karena hukum cukup 
jelas dan tegas. Tapi pada ayat berikutnya; “Jika perbuatan itu 
menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun penjara.” Di sini penalaran hukum merambah 
ke ranah konstruksi hukum, sebab luka berat lebih khusus dari 
penganiayaan. Bahkan bisa saja hakim harus menciptakan 
hukum (judge made law) agar dapat melaksanakan tugasnya 
mengkonstituir.
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Perlu digarisbawahi bahwa penalaran pada tataran kon-
struksi hukum jauh lebih kompleks dibandingkan interpretasi 
hukum. Sebab konstruksi hukum, menuntut pertimbangan dari 
berbagai perspektif. Sampai di sini dapat ditarik satu kesim-
pulan, di satu sisi penalaran hukum dilakukan terhadap teks 
dogmatika hukum, dan di sisi lain terhadap realitas perbuatan 
hukum.

4. Ruang lingkup kajian logika penalaran hukum
Selain kebutuhan dalam melaksanakan tugas seperti di-

jelaskan di atas, pengemban hukum juga harus mampu meng-
komunikasikan hasil penalaran kepada ‘orang luar’. Hal ini 
menuntut pemahaman terkait standar logis yang memenuhi 
syarat minimal penerimaan akal manusia pada umumnya. Oleh 
karena itu, kajian logika penalaran hukum harus memberi wa-
wasan tentang standar minimal logis yang mengantar pada ke-
benaran intersubjektif.

Hal ini juga berlaku dalam mempertemukan para pe-
ngemban hukum yang menggunakan bahasa hukum berbeda, 
seperti bahasa hukum syariah dan bahasa hukum umum. Mi-
salnya penggunaan logika deontik dalam bahasa hukum umum 
dan pendekatan maqāṣidī dalam bahasa hukum syariah. Kajian 
logika penalaran hukum bisa menjembatani keterbatasan dua 
bahasa hukum ini. Oleh karena itu, secara umum logika pena-
laran hukum dapat dipetakan dalam empat lingkup kajian, atau 
tahapan sebagai berikut:
1. Tahap pengenalan yang menjelaskan latar belakang, konsep 

dasar logika dan dasar-dasar penalaran;
2. Tahap persiapan yang membahas pengetahuan konseptual 

(al-taṣawwur). Kajian ini berisi uraian tentang instrumen-
instrumen penalaran, yaitu kata, makna dan proposisi. Ini 
merupakan tahap persiapan untuk memasuki kajian tentang 
definisi dan inferensi.

3. Tahap pemahaman metodologis-epistemologis yang meng-
uraikan metode penalaran deduktif dan induktif pada in-
ferensi langsung dan tak langsung. Kajian difokuskan pada 
fenomena pengetahuan sintesis (al-taṣdīq) yang valid dan 
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invalid yang mengantar pada penyimpulan (inferensi/al-
istidlāl) yang sah. Mengingat kajian ini dilakukan secara in-
tegratif, maka dimasukkan pula materi tentang metode pe-
nalaran yang disebut al-istiqrā’ al-ma‘nawī.

4. Tahap pengintegrasian logika penalaran yang berkembang 
dalam hukum Islam dengan hukum umum. Lalu ditutup de-
ngan kajian tentang sesat pikir sebagai sarana internalisasi.

Mengingat pembelajaran logika penalaran hukum bertu-
juan mengasah soft skill menalar, maka lingkup kajian ini juga 
dilihat sebagai tahapan dalam proses pembelajaran. Diasum-
sikan dengan tuntasnya satu tahap, mahasiswa bisa menapaki 
tahap berikutnya. Dosen pengampu harus memastikan ketun-
tasan belajar mahasiswa pada tiap tahap, melalui evaluasi dan 
asesmen yang telah ditetapkan. Demikian pula aspek psikomo-
tor dan afektif, harus dievaluasi untuk mengetahui tercapai ti-
daknya tujuan pembelajaran.

B. Tujuan Pembelajaran Logika Penalaran Hukum
Disain pembelajaran ini memiliki tujuan ganda, di satu 

sisi agar mahasiswa memahami logika yang berlaku dalam pe-
nalaran hukum. Di sisi lain, agar mahasiswa memiliki wawasan 
tentang standar logis yang memenuhi syarat minimal peneri-
maan akal sehat pada umumnya. Oleh karena itu, pembelajar-
an didisain dengan cara menyajikan materi logika secara utuh, 
lalu ditutup dengan kajian tentang relevansinya dalam kajian 
hukum. Dengan demikian, diharap mahasiswa dapat mencapai 
kedua tujuan sekaligus.

Tujuan pertama, diproyeksikan mahasiswa mampu me-
lakukan penalaran hukum yang merupakan soft skill wajib 
bagi calon praktisi hukum. Tujuan kedua, mahasiswa mampu 
menerapkan standar logis minimal dalam mengkomunikasi-
kan hasil penalarannya kepada ‘orang luar’ yang tidak begitu 
saja memahami bahasa hukum. Tujuan kedua ini diperoleh 
melalui internalisasi terhadap materi kajian logika sepanjang 
proses pembelajaran tatap muka.

Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran logika 
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umumnya hendak memberikan pemahaman tentang pola ber-
pikir yang benar di dalam penggunaan term dan proposisi. De-
mikian pula pembelajaran logika penalaran hukum, hanya saja 
ia berlangsung melalui logika bahasa hukum, maka term dan 
proposisi dimaksud tidak lepas dari teks dogmatika hukum. 
Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum, tugas ini bertambah dengan 
adanya bahasa hukum syariah.

Mengingat visi Fakultas Syari’ah dan Hukum adalah in-
tegrasi syariah dan hukum, maka pembelajaran logika penalar-
an hukum disajikan secara integratif. Untuk mewujudkan visi 
tersebut, bab-bab dalam buku ini dijalin dalam lingkup kajian 
logika penalaran hukum integratif. Kajian ini didedikasikan 
untuk mencapai kompetensi yang dari aspek kognitif sampai 
pada tataran kemampuan analisis (kognitif 4). Dari itu, buku 
ini menyediakan materi kajian untuk dipelajari secara mandiri 
dan didisain untuk pembelajaran berkelanjutan.

Dilihat pada ranah afektif, pembelajaran logika penala-
ran Hukum ini bertujuan agar mahasiswa mampu menunjuk-
kan nilai-nilai yang dianutnya (afektif 3), sampai pada orga-
nisasi (afektif 4), yaitu mengintegrasikan. Adapun pada ranah 
psikomotor, diharap mahasiswa mampu menerapkan (skill 4) 
logika penalaran hukum ini dalam peyelesaian tugas akhir per-
kuliahan (skripsi).

Diproyeksikan ketiga tujuan ini dapat terwujud melalui 
tiga standar berikut ini: 1) standar perkuliahan tatap muka 
dan penugasan (baik tugas terstruktur maupun tugas mandiri) 
yang dikuantitatifkan sebesar dua sks; 2) standar materi per-
kuliahan yang dipecah ke dalam subjek materi seperti tertuang 
pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS); 3) standar ases-
men dan evaluasi pembelajaran sebagaimana ditetapkan pada 
kurikulum, silabus dan RPS.

Semua ini ditujukan untuk mewujudkan capaian pem-
belajaran Prodi dalam rangka mencetak lulusan yang sesuai 
dengan profil yang telah ditetapkan dalam kurikulum prodi. 
Melihat capaiannya yang berada pada level Higher Order Think-
ing Skills (HOTS), jelas ini tidak mudah meski telah dirancang 
sedemikian rupa. Dari itu proses pembelajaran harus didukung 
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penuh oleh kesediaan pengampu mata kuliah yang siap untuk 
terus berinovasi.

C. Peta Konsep
Pembelajaran logika penalaran hukum dibagi menjadi 

empat tahap sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tahap per-
tama dipecah ke dalam tiga bab, yaitu Bab 1 sebagai kajian 
pendahuluan; Bab 2 tentang konsep dasar logika; dan Bab 3 
yang membahas tentang dasar-dasar penalaran. Ketiga bab ini 
dimaksudkan sebagai wawasan awal memasuki kajian logika 
penalaran hukum.

Bab 1 dalam buku ini memberi gambaran umum tentang 
latar belakang, nilai penting, pengertian, batasan, ruang lingkup 
dan tujuan mempelajari logika penalaran hukum. Pada bab ini 
dijelaskan peta konsep yang menjadi pedoman dalam proses 
pembelajaran dan beberapa konsep dasar yang harus dipahami 
sebelum masuk ke dalam kajian logika penalaran hukum.

Selanjutnya, pada Bab 2 dibahas tentang konsep dasar 
ilmu logika secara umum. Bab ini dimaksudkan untuk memberi 
gambaran menyeluruh terhadap ilmu logika. Lalu gambaran itu 
sendiri menjadi kerangka dalam memahami standar minimal 
logis yang menjadi landasan bagi keberterimaan sesama makh-
luk berakal.

Bab 3 membahas tentang dasar-dasar penalaran dengan 
tujuan mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki kajian 
logika. Diharap mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk 
bergulat dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak. Dengan 
demikian mahasiswa lebih siap saat masuk dalam diskursus 
logika penalaran hukum.

Bab 4, Bab 5, Bab 6 adalah tahap persiapan untuk mema-
hami pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) dan pengetahuan 
sintesis (al-taṣdīq). Tujuan pengetahuan konseptual adalah untuk 
melakukan pendefinisian, tapi ia tidak lepas dari proposisi. Maka 
lebih dahulu dibahas tentang relasi kata dan makna pada Bab 4, 
lalu tentang makna gramatikal pada Bab 5, barulah kemudian 
masuk pada kajian tentang pendefinisian (al-ta‘rīf) di Bab 6.
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Bab 7, Bab 8, Bab 9 dan Bab 10 dimaksud sebagai tahap 
pemahaman metodologis-epistemologis yang berisi kajian 
ten-tang pengetahuan sintesis (al-taṣdīq). Bab 7 membahas in-
ferensi langsung dan Bab 8 inferensi tak langsung, keduanya 
inferensi deduktif. Lalu Bab 9 membahas inferensi induktif, 
yaitu generalisasi dan analogi. Adapun Bab 10 membahas al-
istiqrā’ al-ma‘nawī.

Setelah mendapat pemahaman metodologis-epistemolo-
gis, mahasiswa dibawa pada tahap integrasi dan internalisasi. 
Pada Bab 11, mahasiswa diajak menerapkan metode al-istiqrā’ 
al-ma‘nawī yang memadukan deduksi dan induksi. Metode ini 
diterapkan dalam penalaran yang menggunakan pendekatan 
maqāṣidī. Baru kemudian ditutup dengan kajian tentang sesat 
pikir, yaitu pada Bab 12. Seluruh kajian ini dapat diilustrasikan 
ke dalam peta konsep sebagai berikut: 

Gb. 1,2. Peta Konsep Logika Penalaran Hukum
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Peta konsep ini menjadi pedoman dalam proses pembe-
lajaran logika penalaran hukum. Namun sebelum masuk dalam 
kajian, perlu dipahami beberapa konsep dasar berikut ini.

1. Konsep bahasa hukum
Bahasa dan hukum merupakan penjelmaan kehidupan 

manusia dalam masyarakat dan bagian dari kebudayaan pada 
suatu tempat dan waktu.39 Mengingat hukum mendapat wu-

39 Sutan Takdir Alisyahbana, Bahasa Hukum (Jakarta: BPHN, 1974), hlm. 21. 
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judnya dalam bahasa, maka hukum tak terpisahkan dari ba-
hasa, bahkan bahasa hukum terbentuk oleh keduanya. Bahasa 
hukum adalah Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bi-
dang hukum, yang mengingat fungsinya memiliki karakteris-
tik tersendiri.40 Karakteristik bahasa hukum bisa dilihat pada 
penggunaan istilah, komposisinya, gaya bahasa dan kandungan 
artinya yang khusus.41 Perhatikan poin berikut:
- Umumnya istilah tidak bisa diganti karena dapat mengubah 

konsep yang ditandai atau tidak ada padanannya, misalnya 
kata zina, diyat, delik, diktum dan sebagainya.

- Komposisi bahasa hukum terbentuk oleh tuntutan mendes-
kripsi secara utuh, sebab meringkas bisa menimbulkan ke-
tidakpastian makna dan efek multi tafsir terhadap apa yang 
diatur.

- Gaya bahasa hukum timbul dari karakteristiknya yang mem-
beri perintah, penekanan, penjelasan hubungan atau sebab 
akibat.

- Kandungan arti bahasa hukum dipengaruhi oleh adanya aki-
bat hukum, misalnya kata batal tidak sama dengan kata tidak 
sah, kata ditolak tidak sama dengan kata tidak diterima.

Karakteristik ilmu hukum yang sui generis juga mem-
bentuk kekhasan bahasa hukum. Menurut Bernard Arief 
Sidharta, salah satu ciri ilmiah keilmuan hukum adalah ikhtiar 
penyederhanaan untuk mengusahakan agar tiap putusan dile-
takkan di bawah putusan yang lebih umum dengan pembentuk-
an pengertian dan klasifikasi.42 Dari itu bahasa hukum harus 
bolak balik antara umum dan khusus sehingga terkesan ber-
belit dan bertele-tele.

Sebagaimana fungsi bahasa pada umumnya, bahasa hu-
kum juga menjadi sarana komunikasi, interpretasi dan transfer 
ilmu.43 Dari itu bahasa hukum juga harus memenuhi kriteria 
ilmiah, yaitu: 1) lugas dan eksak; 2) objektif; 3) mendefinisikan 

40 Hilman, Bahasa Hukum..., hlm. 2. 
41 I Dewa Gede Atmadja, Pengantar Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum 

(Denpasar: Bali Aga, 2009), hlm. 25.
42 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm.215.
43 Bruggink, Refleksi tentang Hukum (Jakarta: Citra Aditya, 2009), hlm. 8.
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secara cermat; 4) tidak beremosi; 5) baku; 6) tidak dogmatis; 
7) hemat; dan 8) stabil.44 Dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 63 Tahun 2019, disebut bercirikan kejernihan 
atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, 
dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam 
perumusan maupun cara penulisan.

Perbendaharaan bahasa hukum di Indonesia cukup plu-
ralistik, ada yang berakar dari bahasa Melayu, bahasa asli suku 
bangsa di Indonesia, kata asing seperti bahasa Arab, Belanda, 
Jerman, Perancis dan Inggris. Penggunaannya bisa dilihat 
pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan pihak 
berwenang, perjanjian atau kontrak, penggunaan oleh hakim 
dalam persidangan dan lain-lain.

Bahasa hukum menggunakan istilah, komposisi dan ju-
ga gaya bahasa tersendiri karena tuntutan kepastian makna. 
Misalnya dalam pemberian penekanan, digunakan kata bahwa 
yang diletakkan di awal kalimat. Contoh lain, kata dan/atau 
untuk menghadirkan makna kumulatif-alternatif.45 Penggunaan 
konjungsi seperti ini tidak lazim menurut ilmu semantik, maka 
jadilah ia kekhususan bahasa hukum. 

Uraian ini menunjukkan bahasa hukum tidak lepas dari 
kaidah bahasa, tetapi karakteristik hukum menimbulkan iklim 
khusus bagi bahasa hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa konsep dasar bahasa hukum adalah moderasi antara ke-
butuhan terhadap kepastian makna dan ketaatasasan. 

2. Konsep interpretasi dan konstruksi
Kelanjutan dari kekhususan bahasa hukum adalah 

kekhususan penalaran hukum, sebab penalaran terjadi karena 
bahasa, begitu pun hukum meng-‘ada’ karena bahasa. Benar 
kata ahli hermeneutika, bahwa bahasa dan pikiran adalah 
ruang tempat terjadinya peristiwa realitas.46 Oleh karena itu, 

44 Anton M.M., Asas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: BPHN, 
1974), hlm.14.

45 Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.
46 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 82.
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sudah sewajarnya di era postmodern ini terjadi pembalikan ke 
arah bahasa (linguistic turn).47

Telah dijelaskan bahwa hakikat hukum adalah khiṭāb 
yang menimbulkan daya ikat (mulzim), yaitu perintah dan 
larangan yang membatasi kehendak bebas manusia. Daya 
ikat (mulzim) ditimbulkan oleh otoritas, ia meng-‘ada’ secara 
abstrak-konseptual, yaitu dalam ‘peristiwa’ penetapan oleh 
pemegang otoritas.48 ‘Peristiwa’ itu pun berlalu seiring berjalan 
waktu, maka ‘peristiwa’ penetapan tersebut hanya bisa diakses 
kembali melalui rekaman. Itulah sebab peraturan tertulis di-
sebut salinan, begitu pula putusan hakim terdahulu.49

Saat mengakses salinan tersebut, baik hakim maupun 
peneliti hukum, tentu melalui proses penafsiran untuk sampai 
pada tahap pemahaman. Berikut macam-macam metode pe-
nafsiran hukum:50

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata dalam 
undang-undang sesuai kaidah bahasa.

2. Interpretasi historis, yaitu menafsirkan kata-kata dalam un-
dang-undang dengan cara menelusuri sejarah penbentukannya 
agar diketahui kehendak pembuat undang-undang tersebut. 

3. Interpretasi sistematis, yaitu metode penafsiran yang me-
lihat undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sis-
tem hukum. 

4. Interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan 
dari pembuatan undang-undang, atau berdasar apa yang 
ingin dicapai di dalam masyarakat. 

47 Bambang Sugiharto, I, Postmodernisme; Tantangan bagi Filsafat, cet. V 
(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 79. Seratus tahun yang lalu istilah kunci filsafat 
adalah “akal”, “roh”, “pengalaman” dan “kesadaran”. Kini istilah kunci yang dianggap 
pokok adalah “bahasa”.

48 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 797. 
Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai 
hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak.

49 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 624. 
Putusan adalah kesimpulan atau keterangan (judgment) hakim untuk mengakhiri 
suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

50 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum..., hlm. 62, dst.
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5. Interpretasi komparatif, yaitu penafsiran yang dilakukan de-
ngan cara membandingkan berbagai sistem hukum.

6. Interpretasi futuristik/antisipatif, yaitu menafsirkan dengan 
cara berpedoman pada naskah rancangan undang-undang 
yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

7. Interpretasi reskriptif, yaitu metode penafsiran yang mem-
batasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.

8. Interpretasi ekstensif, yaitu metode penafsiran yang mem-
buat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan 
melalui penafsiran secara gramatikal.

9. Interpretasi autentik/resmi, yaitu penafsiran yang diberikan 
oleh pembuat undang-undang itu sendiri.

10.Interpretasi interdisipliner, yaitu penafsiran yang dilakukan 
oleh hakim terhadap kasus yang substansinya menyangkut 
berbagai dsiplin atau bidang hukum, seperti hukum inter-
nasional dll.

11.Interpretasi multidisiplin, yaitu penafsiran yang di dalam-
nya ikut dipertimbangkan berbagai masukan disiplin ilmu 
di luar hukum.

Penafsiran dilakukan dalam rangka penemuan hukum.51 
Tapi kadang kala tidak ditemukan ketentuan undang-undang 
yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah yang 
dihadapi. Maka harus dilakukan konstruksi hukum. Berikut 
macam-macam konstruksi:52

1. Analogi (al-qiyās), yaitu metode penemuan hukum di mana 
hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa 
hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh 
undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

2. Memahami kebalikannya (argumentum a contrario/al-maf-
hūm al-mukhālafah), yaitu pertimbangan hakim tentang ke-
khususan satu aturan sehingga untuk peristiwa lain berlaku 
kebalikannya. Jadi yang diberlakukan adalah segi negatif 

51 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan 
Interpretasi Teks (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 46. Penemuan hukum memiliki 
cakupan kerja yang luas, maka dapat dilakukan oleh ilmuwan hukum, para penegak 
hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat), dosen, notaris dan lainnya.

52 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum..., hlm. 87, dst. 
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dari suatu undang-undang.
3. Pengkonkretan hukum, yaitu mempersempit suatu aturan 

yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum agar dapat di-
terapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

4. Fiksi hukum, metode penemuan hukum yang mengemukakan 
fakta-fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi baru.

Tampak di sini dua metode penemuan hukum, pertama 
metode penafsiran terhadap teks, kedua penemuan hukum 
berdasar konteks. Dalam hal ini, terdapat konteks bahasa hukum, 
konteks bahasa pada umumnya dan konteks di luar bahasa. 
Hal ini memberi tantangan baru sehingga praktisi hukum juga 
memerlukan hermeneutika hukum yang memadukan teks, 
konteks dan kontekstualisasi hukum di dalam penerapannya, 
yaitu melalui pertimbangan triangle hukum.53

3. Konsep dalil naqlī dan ‘aqlī
Kegiatan utama interpretasi dan konstruksi tertuju pada 

teks dogmatika hukum. Dalam hal ini, yang dihadapi pada kajian 
hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum adalah dua macam teks 
dogmatika hukum, yaitu ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur’an 
(khiṭāb Allah) dan pasal-pasal dalam qanūn (khiṭāb ulil amri).

Sebagaimana diketahui, ayat hukum diturunkan dalam 
bahasa Arab agar bisa dipahami (wad‘ al-syarī‘ah li al-ifhām).54 
Dari itu ayat hukum harus dilihat dari dua sisi, yaitu: 1) ayat 
hukum adalah teks (sīghat) yang menjadi sarana (wasīlah) 
untuk menyampaikan makna (al-ma‘nā); 2) ayat hukum 
menyampaikan ketetapan (khitāb) yang menimbulkan daya 
ikat (mulzim).55 Dari itu Imam al-Ghaza� lī� membedakan antara 
khiṭāb sebagai dalil dan khiṭāb sebagai mulzim:56

53 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum..., hlm. 89, dst. 
54 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jld. II (Kairo: Maktabah al-

Tawfī�qiyyah, 2003), hlm. 54. 
55 Al-Sya� tibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 73.
56 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm. 80.
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Dan jika kita iktibar sebab yang menjadikan hukum mengikat, maka 
itu hanya satu, yaitu hukum Allah. Tetapi apabila bukan aspek mulzim 
yang dilihat, maka semua sumber dikumpulkan sehingga asal yang 
wajib dikaji menjadi empat seperti yang telah disebutkan.

Tampak pada pernyataan ini hakikat hukum dilihat 
sebagai daya ikat (mulzim), yaitu efek dari otoritas al-Syāri‘ 
dalam memberi perintah dan larangan. Adapun teks ayat hukum 
(sīghat), dilihat sebagai dalil dalam penetapan suatu hukum. 
Itulah sebabnya al-Ghaza� lī� menyatakan bahwa hukum hanya 
satu, yaitu ketetapan Allah. Sedangkan dalil lebih dari satu, 
yaitu terdiri dari al-Qur’an, al-Sunnah, al-ijmā‘ dan al-qiyās.

Secara etimologis kata dalil semakna dengan kata al-dāll 
yang berarti petunjuk (al-mursyīd).57 Oleh karena itu, al-Qa�d� ī� al-
Baqilla�nī� (w. 403 H/1013 M) membagi dalil menjadi tiga, al-dalīl 
al-‘aqlī, al-dalīl al-sima‘ī (sima‘ī syar‘ī) dan al-dalīl al-lughawī.58 
Adapun secara terminologis, kata dalil dipahami sebagai kea-
daan sesuatu di mana ia dipahami dengan perantaraan sesuatu 
yang lain.59 Jadi yang satu disebut sebagai dāll, dan yang lain 
disebut madlūl. 

Sebagai dalil, di satu sisi Al-Qur’an disebut dalil naqlī, 
yaitu nukilan secara mutawatir, tapi di sisi lain ia disebut dalil 
sam‘ī, sebab wahyu diketahui dengan cara mendengar. Al-
Qur’an menyatakan:

“Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur’an 
ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. 
(Ialah) Al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di 
dalamnya) supaya mereka bertakwa.” (Q.S. al-Zumar: [39] 27-28).

Penurunan Al-Qur’an dalam bahasa Arab menjadikannya 
ada dalam bentuk fisik, yaitu teks yang bisa didengar, dilihat 
dan dibaca. Dari itu, al-Baqilla�nī� menyatakan al-dalīl al-sam‘ī 

57 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab..., jld. III, hlm. 400.
58 Al-Baqilla�nī�, al-Inṣāf fīmā Yajib I‘tiqāduh wa lā Yajūz al-Jahl bih, cet. III 

(Kairo: Maktabah al-Kha�njī�, 1993), hlm. 15. 
59 Al-Jurja�nī�, Kitāb al-Ta‘rīfāt (Singapura: al-H� aramayn, t.th.), hlm. 104.
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(simā‘ī-syar‘ī) adalah ucapan (al-nuṭq), atau makna yang di-
keluarkan (mustakhraj) dari pemahaman atasnya berdasar 
konvensi linguistik.60 Dengan demikian, ayat hukum dan qanun 
jelas berbeda, sebab yang pertama berasal dari realitas Pencipta 
sedang yang kedua dari realitas ciptaan.

Dilihat dari perspektif penalaran, dalam kerja akal ma-
nusia, ayat hukum diperlakukan sebagai proposisi nalar logis 
(al-qaḍāyā al-naẓariyyah).61 Hanya saja, di satu sisi ayat hukum 
bersifat transenden karena bersumber dari realitas Pencipta, 
dan di sisi lain ia bersifat empiris karena dapat diakses oleh 
indera manusia. Sebagai proposisi nalar logis (al-qaḍāyā al-
naẓariyyah), ayat hukum melibatkan akal dalam proses pemak-
naannya. Tetapi akal hanya bekerja sebagai metode atau me-
kanisme penyimpulan.62

Al-Qur’an menyebut akal dalam bentuk aktivitas pada diri 
manusia sebanyak 49 kali.63 Di antaranya dalam bentuk kata 
kerja “ta‘qilūn” sejumlah 24 kali, kata kerja “ya‘qilūn” 22 kali, 
dan kata kerja “‘aqala, na‘qilu, dan ya‘qilu” masing-masing satu 
kali.64 Jika dikaitkan dengan penegasan Alquran, maka aktivitas 
penalaran juga diminta pertanggungjawaban sebagaimana 
bunyi ayat berikut:

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

60 Al-Baqilla�nī�, al-Inṣāf…, hlm. 15.
61 Louay Safi. The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic and 

Western Methods of Inquiry (Malaysia: International Islamic University Press, 1996), 
hlm. 175.

62 Louay Safi, The Foundation of Knowledge..., hlm. 175.
63 Yu� suf al-Qarad� a�wī�, al-‘Aql wa al-‘Ilm fī al-Qur’ān al-Karīm, cet. I (Kairo: 

Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 22. Menurut al-Qarad� a�wī�, hal ini hanya benar jika 
pengamatan dibatasi pada penggunaan kata ‘aql saja dalam ayat Al-Qur’an. Sebab 
pemakaan akal sebagai potensi manusia juga terdapat dalam penggunaan kata ulū al-
albāb. Jadi tidak sepenuhnya benar kata akal hanya digunakan dalam bentuk aktivitas 
(kata kerja).

64 Muh� ammad Fu� ’ad ‘Abd al-Ba�qi, al-Mu‘jam al-Mufahras; li Alfāẓ  al-Qur’ān 
(Kairo: Da� r al-H� adis� , 2001), hlm. 575.
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orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan”. (Q.S. al-Tawbah [9]: 105)

Berdasar ayat ini, maka penalaran bisa diberi balasan 
atau ganjaran karena berupa aktivitas atau perbuatan, yaitu 
membuat keputusan. Menurut Sidi Gazalba, akal yang disebut 
sebagai budi menjadi alat ukur kebenaran yang memutuskan 
sesuatu itu benar atau tidak ialah pikiran.65 Menurut Ibn ‘A� syu� r, 
keputusan yang benar lahir dari penalaran yang mengikuti fit-
rah, yaitu kondisi di mana akal manusia diciptakan Allah bersih 
dari percampuran dengan kerancuan dan kebiasaan buruk.66 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia 
yang sesungguhnya adalah perbuatan yang didasarkan pada 
pertimbangan akal sehat. Yaitu akal yang bekerja sesuai de-
ngan fitrahnya, bukan akal yang melanggar fitrah akal itu sendi-
ri. Ibn A� syu� r menyimpulkan bahwa yang termasuk dalam fitrah 
hanyalah hal-hal yang tidak bercampur dengan praduga dan 
khayalan, karena itu adalah lawan dari fitrah (khilāf al-fitrah).67

Uraian ini memberi kejelasan bahwa dalil naqlī adalah 
wahyu yang dinukilkan secara mutawatir. tetapi proses pema-
haman terhadap dalil melibatkan peran akal. Dengan demi-
kian, konsep dalil naqlī adalah wahyu yang didengar berdasar 
nukilan secara mutawatir. Sedangkan dalil ‘aqlī adalah aktivi-
tas akal budi yang berperan sebagai metode atau mekanisme 
penyimpulan.

65 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat; Buku Keempat: Pengantar Kepada Teori 
Nilai, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 27. Pikiran ialah kerja akal atau 
aktivitas budi. Adapun alat untuk menilai bukanlah budi, tapi hati yang merasa. 
Apakah sesuatu bernilai atau tidak, perasaanlah yang memutuskan. Perasaan itu kerja 
atau aktivitas hati, Islam menyebut hati itu kalbu.

66 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 
al-Sala�m, 2005), hlm. 56.

67 Ibn ‘A� syu� r. Maqāsid…, hlm. 57. 



BAB DUA
KONSEP DASAR LOGIKA 

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menghu-

bungkan (C4) penalaran hukum dengan konsep dasar logika 
yang berbicara tentang hukum, bentuk, dan prinsip penge-
tahuan konseptual (al-taṣawwur) dan pengetahuan sintesis 
(al-taṣdīq) yang valid dan invalid. Kompetensi ini berada pada 
level Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan mate-
ri pembelajaran berikut:
1. Pengertian akal dan pengertian masuk akal;
2. Konsep dasar logika dan relevansinya dengan kajian hukum. 

Sementara pada ranah afektif, diharap mahasiswa sampai 
pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan konsep 
dasar logika dengan penalaran hukum. Kajian ini bersifat filoso-
fis, maka kuliah dilaksanakan secara dialektik dengan metode 
sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi integra-

si sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu mem-

beri reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pengertian akal dan 

pengertian masuk akal;
2. Menyusun ringkasan materi tentang konsep dasar logika;
3. Membangun skema tentang korelasi antara penalaran hu-

kum dengan konsep dasar logika.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Konsep Dasar Logika
Logika merupakan kajian tentang apa yang dapat di-

terima akal. Dengan kata lain, studi tentang aturan mengenai 
penalaran yang tepat, serta bentuk dan pola pikiran yang masuk 
akal.1 Memahami konsep ini, diperlukan kejelasan tentang: 1) 
apa itu akal; 2) apa yang dimaksud dengan masuk akal; dan; 3) 
konsep dasar logika. 

1. Pengertian akal
Kajian dimulai dengan permasalahan dasar, tentang ha-

kikat keberadaan akal secara ontologis. Kata akal dalam bahasa 
Indonesia berarti daya pikir,2 jadi dilihat sebagai potensi 
yang abstrak. Adapun dalam bahasa Arab, kata al-‘aql berarti 
menahan (al-ḥajr/al-nuhy).34 Adapun secara terminologis, 
menurut al-Jurja�nī�, akal adalah:

Akal adalah substansi (al-jawhar) yang hakikatnya lepas dari materi 
(al-māddah) tapi beriringan dengan materi dalam aktivitasnya, 
yaitu jiwa rasional (al-nafs al-nātiqah) yang ditunjukkan oleh 
setiap orang melalui ucapan “aku”. Ada yang mengatakan akal 
adalah substansi ruhani yang diciptakan melekat pada tubuh 
manusia. Ada pula yang mengatakan akal adalah cahaya dalam 
hati yang membuat manusia bisa membedakan antara kebenaran 
dan kebatilan.

Tampak pada definisi ini hakikat akal dilihat sebagai 
substansi yang ada secara abstrak, yaitu berupa gejala mental 
yang disebut jiwa intelek (al-nafs al-nāṭiqah). Oleh karena ke-
beradaannya yang abstrak, maka yang teramati hanya efeknya 

1 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 510-520.
2 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 

2008), hlm, 24. 
3 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. VI (Beirut: Da� r al-Fikr, 1990), hlm. 371. 
4 Al-Jurja�nī�, Kitāb al-Ta‘rīfāt (Singapura: al-H� aramayn, t.th.), hlm. 151. 
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yang membuat pemilik akal dapat mempertimbangkan antara 
kebenaran dan kebatilan.

Tokoh yang pertama membahas hakikat akal secara on-
tologis adalah al-Muh� a� sibī� (w. 243 H/858 M). Dalam risalahnya, 
Mā’iyyat al-‘Aql, ia menyimpulkan hakikat ontologis akal adalah 
gharīzah, sebab akal meng-ada sebagai instink (gharīzah).5 
Imam al-Ghaza� lī� (w. 505 H/1111 M), mengikuti pendapat ini, lalu 
ia menyatakan kata akal adalah term analogis (lafẓ musytarak) 
yang digunakan terhadap empat pengertian berikut ini:6

1. Kata akal (‘aql) digunakan untuk menyebut sesuatu yang 
menjadi pembeda (faṣl/diferensia) antara manusia dan he-
wan, yaitu suatu kemampuan menerima pengetahuan logis, 
dan mengimajinasikan perkara-perkara tersembunyi (al-
khafiyyah) yang berupa konsep-konsep teoretis dalam pikir-
an (al-fikriyyah). Menurut al-Ghaza� lī�, inilah yang dimaksud 
oleh al-Muh� a� sibī� dengan akal sebagai yang ada secara on-
tologis, yaitu hakikat keberadaan akal yang berupa potensi 
instinktif, al-Muh� a� sibī� menyebutnya gharīzah.

2. Kata akal digunakan untuk menyebut ide bawaan (innate 
ideas/awwaliyyāt) yang muncul sejak masa kanak-kanak 
sehingga bisa membedakan hal-hal yang wajib, mungkin 
dan mustahil secara akal. Misalnya, mengetahui bahwa dua 
lebih banyak dari satu; seseorang tidak mungkin berada di 
dua tempat berbeda pada saat yang sama. Keberadaan ide 
bawaan cukup jelas, maka pemiliknya sah disebut berakal, 
bahkan mereka yang menolak gharīzah justru menempatkan 
ide bawaan sebagai hakikat ontologis akal.

3. Kata akal digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu yang diha-
silkan dari eksperimen (al-tajārib) yang dibangun berdasar-
kan prinsip koherensi (majārī al-aḥwāl). Jadi kata akal juga 
dipakai untuk menyebut ilmu jenis ini, yaitu ilmu akal atau 

5 Al-H� a� ris�  ibn Asad al-Muh� a� sibī�, al-‘Aql Fahm al-Qur’ān, tahkik: H� usayn al-
Quwwatilī�, cet I. (Beirut: Da� r al-Fikr, 1971), hlm. 201. Seseorang tidak dapat mengakses 
gharīzah orang lain, demikian pula sebaliknya. Orang tidak bisa melihat gharīzah dalam 
dirinya, tidak bisa menyentuh, tidak bisa merasa dan tidak bisa mengecapnya. Allah 
hanya memperkenalkan gharīzah itu kepada manusia dengan cara memikirkannya.

6 Al-Ghaza� lī�, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, jld. I (Kairo: Maktabah al-Tawfī�qiyyah, t.th.), 
hlm. 131.
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ilmu rasional.
4. Sebagai potensi instinktif (gharīzah), pada akhirnya akal da-

pat mengantarkan manusia pada kemampuan memprediksi 
akibat (‘awāqib) dari perbuatan. Hasil prediksi ini membuat 
manusia mampu menahan diri dan juga menundukkan hawa 
nafsu dari nikmat yang sekejap, demi maslahat yang lebih 
besar di waktu yang akan datang. Kata akal di sini bermakna 
kebalikan dari hawa nafsu sehingga pemiliknya disebut ber-
akal, dan termasuk dalam kekhususan yang membedakan 
manusia dari hewan.

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, makna akal yang pertama 
(potensi instinktif/gharīzah) adalah tempat terbit (manba‘) 
makna akal yang kedua (ide bawaan). Bisa juga dikatakan ide 
bawaan adalah cabang (far‘) terdekat dari gharīzah. Sebab 
ide bawaan (innate ideas/ awwaliyyāt) timbul dari instink 
(gharīzah). Adapun makna akal yang ketiga (ilmu akal/rasional) 
adalah cabang (far‘) dari yang pertama (gharīzah) dan kedua 
(awwaliyyāt). Sebab eksperimen itu sendiri dilakukan dengan 
berbekal gharīzah dan juga awwaliyyāt. Adapun makna akal 
yang keempat merupakan capaian tertinggi manusia.7

Dari perspektif kerangka filsafat, makna akal yang per-
tama (instink/gharīzah) dan kedua (ide bawaan/awwaliyyāt), 
adalah aspek ontologis dari keberadaan akal. Ia meng-ada se-
cara alamiah dalam diri manusia dan memberi kemampuan 
membuat pertimbangan. Oleh karena kemampuan membuat 
pertimbangan bisa teramati, maka ia menjadi indikator keber-
adaan akal pada diri seseorang. Inilah makna hakikat keberada-
an akal secara ontologis, sehingga semua manusia sah dikata-
kan berakal.

Adapun makna akal yang ketiga adalah aspek epistemo-
logis dari ada akal. Ia memberi manusia kemampuan mengha-
silkan ilmu-ilmu rasional. Padahal ilmu merupakan efek ke-
beradaan akal dalam kegiatan berpikir yang menghasilkan 
pengetahuan sistematis yang disebut ilmu. Adapun yang ke-
empat adalah pemaknaan akal secara aksiologis, di mana akal 

7 Al-Ghaza� lī�, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn..., jld. I, hlm. 132.
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memberi kemampuan melawan dorongan hawa nafsu. Perla-
wanan ini bisa diamati, maka ia menjadi indikator keberadaaan 
akal pada seseorang. Kemampuan ketiga dan keempat ini ha-
nya menjadi ada melalui usaha dan latihan (muktasab).

Pandangan berdasar kerangka filsafat (ontologi, episte-
mologi dan aksiologi), memberi kesadaran bahwa penggunaan 
kata akal yang disebutkan di atas adalah saling melengkapi. 
Maka tidak salah jika dikatakan, bahwa; akal adalah potensi in-
stinktif yang memuat ide-ide bawaan, keberadaannya mengha-
silkan ilmu-ilmu rasional yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia, dan pada gilirannya (ghāyah/aksiologi), akal dapat 
meyelamatkan manusia agar tidak tergelincir oleh godaan 
hawa nafsu.

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa hakikat ‘ada’ 
akal yang abstrak membuatnya tidak teramati, kecuali melalui 
indikator-indikator yang menunjukkan keberadaannya. Bagi 
al-Muh� a� sibī� dan pengikutnya, hakikat ontologis akal adalah 
gharīzah, jadi hakikat ada akal dilihat secara ontologis. Se-
mentara yang menolaknya justru menempatkan ide bawaan 
sebagai hakikat akal, ini berarti hakikat ontologis akal dilihat 
secara epistemologis.

Secara epistemologis, tampak akal adalah prinsip-prinsip 
yang menuntun kegiatan berpikir yang menghasilkan ilmu-
ilmu rasional. Keberadaannya bisa dirasakan dalam aktivitas 
berpikir, sebab ia berperan dalam menetapkan mana pikiran 
yang masuk akal dan tidak masuk akal. Maka secara sederhana, 
dapat dikatakan bahwa akal adalah prinsip-prinsip yang 
menuntun kegiatan berpikir.

2. Pengertian masuk akal
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pikir berarti 

akal budi; ingatan; atau angan-angan. Setelah ditambahkan 
awalan ‘ber’, maka kata berpikir bermakna menggunakan akal 
budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.8 
Kata pikir berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata al-fikr yang 
secara kebahasaan berarti menggunakan hati terhadap sesuatu 

8 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 1072. 
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(i‘māl al-khāṭir fī al-syay’).9 Arti leksikal ini menunjukkan bahwa 
berpikir adalah aktivitas mental (al-nafs al-nāṭiqah) terhadap 
objek-objek intelek (ḥarkat al-nafs fī al-ma‘qulāt), yaitu al-
idrāk,10 berikut definisinya:11

Al-Idrāk adalah terwujudnya gambaran sesuatu apa saja dalam 
pikiran, baik sampai pada tataran pasti dan yakin maupun tidak, 
baik itu sesuai dengan kenyataan dan hakikat atau tidak. Ahli 
logika menyebut al-idrāk sebagai ‘ilm, tapi sebagaimana yang 
dilakukan oleh selain ahli logika, kami memperkhusus kata 
‘ilm pada yang sesuai dengan kenyataan untuk menghindari 
kekaburan dan menyatukan istilah.

Meski semua manusia berpikir, tapi tidak semua orang 
dapat melakukan aktivitas berpikir secara sistematis, dari itu 
berpikir perlu latihan. Apalagi jika aktivitas berpikir merambah 
pada persoalan-persoalan abstrak-konseptual, menjadi sulit 
bagi yang tidak melatih diri. Poespoprodjo mengingatkan, inti 
berpikir yang baik adalah mencintai kebenaran, sebab meng-
hindarkan dari menyederhanakan kenyataan, menyempitkan 
cakrawala/perspektif, berpikir terkotak-kotak, memutlakkan 
titik berdiri atau suatu profil dan sebagainya:12

Cintanya terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan (jauh 
dari kemalasan, jauh dari takut, sulit dan jauh dari kecerobohan) 
serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni disposisi atau sikap ke-

9 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab..., jld. VII, hlm. 146.
10 Ah� mad al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Singapura: 

al-H� aramayn, t.th.), hlm. 1. Ini berbeda dengan khayal (takhyīl) yang berupa aktivitas 
mental terhadap objek-objek yang inderawi (ḥarkat al-nafs fī al-maḥsusāt)

11 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 22.

12 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 61.
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jiwaan (dan pikiran) yang selalu siap sedia menerima kebenaran 
meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan/kecen-
derungan pribadi atau golongannya. Waspadailah kecenderungan 
manusia untuk selalu siap sedia menerima sesuatu sebagai benar 
hal yang dikehendakinya sebagai benar.

Meski berpikir menghasilkan ilmu yang tak terhitung, 
namun kegiatan berpikir hanya ada dua macam: 1) berpikir 
konseptual (al-taṣawwur); 2) berpikir sinstesis (al-taṣdīq). Al-
Ghaza� lī� berkata:13

Sesungguhnya segala perkara dipikirkan melalui dua cara: Per-
tama, memikirkan hakikat dari satuan-satuan, seperti mengeta-
hui makna jisim dan gerak, mengetahui makna alam, baharu dan 
qadīm dan hakikat-hakikat lainnya. Kedua; memikirkan relasi satu-
an-satuan tersebut antara satu dengan lainnya, baik berupa negasi 
(nafy) maupun afirmasi (iṡbāt). Maka engkau harus mengetahui 
makna lafaz al-‘ālam lebih dahulu sebagai satuan, lalu makna lafaz 
al-ḥadīṡ dan makna lafaz al-qadīm, keduanya juga satuan. Kemu-
dian yang satu disandarkan kepada yang lain secara negatif atau 
afirmatif, seperti menyandarkan lafaz al-qadīm kepada al-‘ālam 
secara negatif, maka dikatakan: “alam itu tidak qadim” (laysa al-
‘ālam qadīman), dan disandarkan lafaz al-ḥadīṡ kepada al-‘ālam 
secara afirmatif, dikatakan: “alam itu baharu” (al-‘ālam ḥadīṡ).

Dua kegiatan berpikir ini menghasilkan pengetahuan 
yang bisa dipilah menjadi dua macam pula, yaitu pengetahuan 
konseptual (al-taṣawwur) dan pengetahuan sintesis (al-taṣdīq).14 

13 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 53.
14 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. III (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1960), hlm. 23.
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Hanya bedanya, berpikir konseptual (al-taṣawwur) ditujukan 
kepada satu objek saja, sedang berpikir sintesis (al-taṣdīq) di-
tujukan terhadap penyandaran suatu prediket kepada sebuah 
objek.15

Kedua aktivitas berpikir ini dilakukan di bawah tuntun-
an prinsip-prinsip akal yang disebut juga qawānin al-fikr al-
‘aqliyyah/universal postulates of all reasoning, yaitu sebagai 
berikut:16

1. prinsip identitas (qanūn al-huwiyyah/mā huwa huwa/
principium identitatis/law of identity). Prinsip akal pertama 
ini menuntut penetapan identitas pada satuan-satuan, jika 
sesuatu disebut alam, maka ia hanya benar pada dirinya, 
sebab a adalah a (a=a). Begitu pula identitas al-ḥadīṡ dan al-
qadīm, hanya benar pada dirinya.

2. prinsip kontradiksi (qanūn ‘adam tanāquḍ/law of contradic-
tion/principium contradictionis). Prinsip ini menolak kontra-
diksi, jika identitas sesuatu adalah al-ḥadīṡ, maka ia bukan 
al-qadīm, sebab a tidak sama dengan b, atau a bukan b (a≠b). 
Prinsip ini pula yang mendasari pengetahuan bahwa sese-
orang tidak mungkin berada di dua tempat berbeda pada 
saat yang sama. Prinsip identitas dan prinsip kontradiksi 
memandu akal dalam hal mengenali hakikat sesuatu sebagai 
satuan-satuan (amr mufrad); 

3. prinsip penyisihan jalan tengah (qanūn al-imtinā‘/qanūn 
al-wasṭ al-marfū‘/principium exclusi tertii/law of excluded 
middle). Prinsip penyisihan jalan tengah menolak penyand-
aran dua hal yang kontradiksi kepada satu objek pada ruang 
dan waktu yang sama. Misalnya al-ḥadīṡ dan al-qadīm tidak 
bisa disandarkan kepada alam pada saat yang sama, sebab 

15 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 80. 
Merujuk konsep ahli bahasa (al-nuḥāh) al-Ghaza� lī� membedakan dua aktivitas ini, 
sebab berpikir kritis-konseptual (taṣawwur) dilakukan terhadap satu objek pikiran 
(tata‘addā ilā maf‘ūl waḥid), misalnya: “Saya mengenal si Zayd (‘ariftu Zaydan)”. Beda 
halnya dengan berpikir analitis-sintesis (taṣdīq), sebab dilakukan terhadap dua objek 
(tata‘addā ilā maf‘ūlayni). Misalnya penyataan: “Saya mengetahui bahwa si Zayd itu 
orang alim (ẓanantu Zaydan ‘āliman)” di sini terjadi penyadaran prediket alim kepada 
si Zayd sehingga terdapat dua objek pikiran.

16 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 129.
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prinsip ini serta merta menyatakan bahwa keduanya saling 
menyisihkan. Jika ia bukan qadīm pastilah ḥadīṡ, tidak ada 
jalan tengah antara keduanya.

4. prinsip alasan memadai (qanūn al-wujūd ‘alā al-‘illah/prin-
cipium rationis sufficient/law of sufficient reason), bahwa 
segala sesuatu menjadi ada karena sebab akibat.17 Prinsip 
yang keempat ini memandu akal untuk mendapatkan ke-
jelasan, yaitu alasan yang memadai terhadap salah satunya 
(qadīm atau ḥadīṡ).

Jika keempat prinsip ini dipatuhi, maka hasil penalaran 
dapat dinyatakan masuk akal, sebaliknya jika dilanggar, maka 
serta merta dinyatakan tidak masuk akal. Sampai di sini bisa 
disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan masuk akal adalah 
dipatuhinya empat prinsip akal dalam proses penalaran se-
hingga dihasilkan kesimpulan yang mengundang penerimaan 
sesama makhluk berakal.

3. Konsep dasar logika
Memahami konsep dasar logika mengharuskan kajian 

terhadap konsep ilmu logika, sebab ia terkandung di dalamnya, 
yaitu di dalam sepuluh poin yang disebut mabādi ‘asyarah. 
Berikut uraiannya:

a. Definisinya (ḥadduhu)
Secara bahasa kata logika dibentuk dari logikos, berasal 

dari kata benda logos, artinya sesuatu yang diutarakan, per-
timbangan akal pikiran, kata-kata, percakapan atau ungkapan 
lewat bahasa.18 Dalam bahasa Arab kata logika sepadan dengan 
manṭiq, maṣdar mīmī yang berarti perkataan (al-nuṭq). Lalu 
dijadikan nama ilmu logika karena dapat menyempurnakan 
pemikiran. Kata manṭiq adalah term analogis (lafẓ musytarak) 
dengan tiga makna: 1) pemikiran universal (al-idrāk al-
kulliyyah); 2) potensi intelek (al-quwwah al-‘aqliyyah); dan 
3) ucapan (al-talāfuẓ/al-nuṭq) sebagai sarana menyampaikan 

17 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis  
(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18. Tiga rinsip dirumuskan oleh Aristoteles (382-
322 SM), prinsip keempat oleh Gottfried Wilhelm Leibniz (1645-1716 M).

18 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 1.
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pikiran.19 Ketiga makna ini cukup relevan, sebab melalui ilmu 
manṭiq muncul pemikiran universal, ia juga menguatkan ke-
mampuan berpikir orang berakal, dan mengasah kemampuan 
membahasakan pikiran.

Makna kebahasaan ini menunjukkan hakikat logika se-
bagai aktivitas akal dalam mempertimbangkan konsep-konsep 
atau ide-ide yang diungkap lewat perkataan, yaitu bahasa. 
Adapun definisi (ta‘rīf) ilmu logika secara terminologis adalah 
sebagai berikut: 20

Logika adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang pe-
ngetahuan konseptual (al-taṣawwur) dan pengetahuan sintesis 
(al-taṣdiq), dari segi pengetahuan tersebut dapat mengantar 
pada apa yang sebelumnya tidak diketahui secara konseptual dan 
sintesis, atau dari segi bergantungnya hal-hal yang mengantar 
pada al-taṣawwur dan al-taṣdiq tersebut kepada pengetahuan 
yang dibahas dalam ilmu ini.

Definisi esensial ini (al-ḥadd al-tāmm) mengangkat aspek 
epistemologis dari ilmu logika untuk membedakannya dari 
ilmu lain, yaitu menyampaikan pada apa yang mulanya belum 
diketahui secara konseptual-sintesis. Selain itu, perlu juga ilmu 
logika dibedakan dari filsafat, sebab dugaan bercampurnya ilmu 
logika dengan ide-ide kefilsafatan yang tercela, menimbulkan 
perbedaan pendapat tentang hukum mempelajarinya. Maka 
perlu pembedaannya secara kontras dari filsafat. Berikut 
dikutip pendapat al-S�abba�n:21

19 Abī� al-‘Irfa�n Muh� ammad ibn ‘Alī� al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah ‘alā Syarḥ al-Sulam lil 
Malawī, (Singapura: al-H� aramayn, t.th.), hlm. 31.

20 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 33.
21 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 39.
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Filsafat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang 
yang ada (aḥwal al-mawjūdāt), apa adanya sesuai dengan 
kesanggupan manusia. Ilmu ini terbagi tiga: 1) jika yang ‘ada’ 
itu tidak memerlukan materi (al-māddah) dalam dua macam 
keberadaan (aktual/khārijī dan konseptual/ żihnī) maka ilmu 
yang membahasnya dinamakan ilmu ketuhanan (al-ilahī) 
atau filsafat pertama (al-falsafat al-ūlā); 2) jika yang ‘ada’ itu 
memerlukan materi dalam dua macam keberadaannya, maka 
ilmu yang membahas tentangnya dinamakan ilmu alam (al-ṭabī‘ī’/
nomotetik). 3) jika yang ‘ada’ itu memerlukan materi dalam wujud 
aktual (khārijī) tapi tidak dalam wujud konseptual (żihnī), maka 
ilmu yang menbahasnya disebut ilmu-ilmu teoretis (al-riyāḍī/
ideografik). Ilmu ketuhanan seperti pembahasan tentang hal-hal 
yang wajib bagi Allah Swt., akal, jiwa, substansi (al-jawāhir al-
mujarradah) dan sifat (al-a‘rāḍ). Ilmu alam seperti pembahasan 
tentang astronomi, unsur-unsur kimia, hewan, tumbuhan dan 
mineral. Ilmu teoretis-ideografis seperti pembahasan dalam 
matematika dan musik.

Pembedaan kontras ini memperjelas bahwa ilmu logika 
bisa dilepas dari pengaruh filsafat, walau secara teknis ia diha-
silkan dari perenungan kefilsafatan. Filsafat adalah kegiatan 
yang berusaha menyusun suatu bagan konsepsional, hasil ge-
neralisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta 
proses-proses satu persatu.22 Salah satu hasil perenungan kefil-
safatan adalah ilmu logika.

22 Louis O Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj.Soejono Soemargono, cet. X 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 6, dst. Menurut Kattsoff, ia sejenis percakapan 
yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain.
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b. Namanya (ismuhu)
Manṭiq disebut juga timbangan (al-mīzān) dan pengukur 

ilmu (mi‘yār al-‘ulūm),23 karena ia menjadi timbangan dan 
ukuran bagi argumen dan bukti (al-ḥujjah wa al-burhān). 
Selain itu, ilmu logika juga menjadi hakim bagi ilmu lain dan 
juga menjadi sarana atau alat dalam menghasilkan ilmu-ilmu 
rasional dan teknologi.

c. Peletak ilmu logika (wāḍi‘uhu)
Tokoh yang pertama menyusun logika sebagai penge-

tahuan adalah Aristoteles (382-322 SM), lalu menjadi ilmu 
mandiri yang disebut ilmu logika. Jadi Aristoteles adalah pe-
letak (al-waḍi‘) ilmu logika, walau setelah itu mengalami pe-
ngembangan.

d. Objek materialnya (istimdāduhu)
Objek material (al-istimdād) adalah apa yang dikaji oleh 

satu ilmu.24 Ada yang menyatakan objek material ilmu harus bisa 
diamati secara empiris.25 Kalau begitu, akal tidak bisa menjadi 
objek material ilmu logika, sebab seperti uraian al-Muh� a� sibī�, 
akal sebagai gharīzah tidak bisa diamati secara empiris. Tetapi 
gharīzah tersebut memuat ide bawaan (awwaliyyāt/innate 
ideas), di antaranya berupa prinsip-prinsip yang menuntun 
aktivitas berpikir manusia (qawānin al-fikr al-‘aqliyyah). Jika 
ini yang dimaksudkan dengan akal, maka ia bisa diamati. 

23 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 35.
24 Tim Penyusun Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu; Sebagai Dasar 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Klaten: Intan Pariwara, 1997), hlm. 13. Objek 
material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran (gegenstand), atau dapat 
juga dikatakan sesuatu yang diselidiki, atau sesuatu yang dipelajari. Objek material 
mencakup apa saja, baik sesuatu yang konkret seperti manusia, tumbuhan dan batu, 
mau pun sesuatu yang abstrak seperti ide-ide, nilai-nilai dan kerohanian

25 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 11. Ada yang mengatakan objek 
material logika ialah akal budi atau pikiran manusia. Namun, akal budi atau pikiran 
manusia tidak dapat diamati. Oleh sebab itu, tidak dapat dijadikan objek material 
suatu ilmu. Jika demikian, apakah objek material logika itu? Sesungguhnya objek 
material logika ialah manusia itu sendiri, sedangkan objek formalnya ialah kegiatan 
akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur yang terlihat 
lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan di dalam bahasa.
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Perhatikan pernyataan Poespoprodjo berikut ini:26

Dari fakta manusia mengerti dan dapat mengerti bahwa mengerti, 
ia juga dapat memandang objek yang tidak material. Demikian 
ia dapat berpikir tentang pikirannya, dapat menyelidiki anasir 
pikirannya. Manusia dapat menyelidiki caranya berpikir dan 
dapat menyelidiki hukum-hukum, bentuk-bentuk dan prinsip-
prinsip pikirannya sendiri. Hal ini dijalankan untuk menambah 
dan mecermatkan pengetahuan.

Dengan demikian, tidak salah jika akal dilihat sebagai 
objek material (al-istimdād) bagi ilmu logika.27 Sebab yang 
dimaksudkan adalah ide bawaan yang teramati dalam kegiatan 
berpikir, maka bisa diketahui kegiatan berpikir yang sejalan 
dengannya (masuk akal).

e. Objek formalnya (masā’iluhu)
Objek formal adalah aspek yang disorot oleh satu ilmu 

dari objek materialnya. Oleh karena itu, satu objek material bisa 
dikaji oleh beberapa ilmu, sebab masing-masing ilmu menyorot 
aspek yang berbeda dari satu objek formal.28 Adapun objek 
formal ilmu logika adalah seperti dinyatakan oleh Poespoprodjo 
berikut ini: 

Logika scientifika sebagai ilmu juga mempunyai objek. Objek 
materialnya adalah pikiran manusia, sedangkan aspek yang di-
pandang, yakni objek formalnya, adalah hukum-hukum, bentuk-
bentuk, dan prinsip-prinsip pikiran. Di sini tegas terlihat bahwa 
logika scientifika hakikatnya tidak mempelajari isi pikiran.

Hukum, bentuk dan prinsip pikiran itu terkandung di 
dalam pikiran, tapi bisa diamati melalui ungkapan pikiran, 
yaitu ucapan. Dari itu objek formal (masā’il) ilmu logika adalah 
proposisi nalar logis (al-qaḍāyā al-naẓariyyah) yang dipakai 
dalam pendefinisian, inferensi, argumentasi dan pembuktian.29 

26 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 29. 
27 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 35.
28 Tim Penyusun, Filsafat Ilmu..., hlm. 13. Objek formal adalah adalah cara 

memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek 
material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal suatu ilmu 
tidak hanya memberi keutuhan ilmu, bahkan sekaligus membedakannya dari bidang 
kajian ilmu lain. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan 
sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda.

29 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 35.
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Pada proposisi nalar logis inilah bisa diamati hukum, bentuk 
dan prinsip pikiran, maka yang disorot oleh ilmu logika dari 
objek materialnya (akal) adalah hukum, bentuk, dan prinsip 
proposisi nalar logis (al-qaḍāyā al-naẓariyyah).

f. Subjek materinya (mawḍū‘uhu)
Subjek materi (al-mawḍū‘) sering diserupakan dengan 

objek material.30 Sebenarnya ini berbeda, sebab subjek materi 
merupakan esensi yang digeneralisasi dari subjek-subjek materi 
ilmu, itulah sebabnya ia dinyatakan sebagai pokok persoalan 
suatu ilmu. Disebut subjek karena kebalikan dari prediket, 
sebab kepada subjek materi ilmu disematkan prediket valid, 
invalid dan sebagainya. Misalnya ilmu medis, subjek materinya 
adalah keadaan atau sifat-sifat badan manusia yang padanya 
disematkan prediket sehat atau sakit.

Mengingat objek material ilmu logika adalah akal, lalu 
objek formalnya hukum, bentuk, dan prinsip proposisi nalar 
logis, maka subjek materi ilmu logika adalah pengetahuan 
yang mengantar pada apa yang mulanya belum diketahui.31 
Pengetahuan itu terdiri dari al-taṣawwur dan al-taṣdīq yang 
mengantar pada konklusi (al-natījah), terhadap dua penge-
tahuan ini disematkan prediket valid atau invalid.

Sebagai contoh, misalnya konsep alam, berubah dan 
baharu, adalah pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) yang 
mengantar pada apa yang mulanya belum diketahui. Dari 
konsep-konsep tersebut diperoleh pengetahuan sintesis (al-
taṣdīq): Alam berubah; Setiap yang berubah adalah baharu. 
Kedua pengetahuan ini (al-taṣawwur dan al-taṣdīq) harus diuji 
validitasnya dalam hal mengantar kepada apa yang mulanya 
belum diketahui, yaitu konklusi: Alam itu baharu. 

Kedua macam pengetahuan ini (al-taṣawwur dan al-
taṣdīq), ada yang berupa pengetahuan apriori (ḍarurī) dan 
ada yang berupa pengetahuan aposteriori (naẓarī). Berikut 
ilustrasinya:32

30 Tim Penyusun, Filsafat Ilmu..., hlm. 14. 
31 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 35.
32 Al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham..., hlm. 6.
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Gb. 2.1. Kategorisasi macam pengetahuan manusia
Sumber: disarikan dari al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham, t.th.

Kategorisasi macam pengetahuan ini membentuk konsep 
dasar logika dan juga ilmu logika. Dari konsep dasar ini timbul 
bermacam-macam subjek materi ilmu logika seperti yang bisa 
dilihat pada buku-buku logika. Pengetahuan al-taṣawwur dan 
al-taṣdīq menjadi sebab ilmu logika dibagi ke dalam dua subjek 
materi besar. Lalu dibagi lagi menjadi dasar (mabādī) dan 
tujuan (maqāṣid) seperti digambarkan pada ilustrasi berikut:

Gb. 2.2. Kategorisasi subjek materi logika
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Ilustrasi ini meragakan konsep dasar logika yang terdiri 
dari dua kegiatan berpikir, lalu darinya diturunkan subjek materi 
ilmu logika yang dibagi menjadi dasar-dasar dan tujuan. 

Subjek materi pengetahuan konseptual (taṣawwur) ber-
tujuan untuk membahas apa yang dipikir, maka disusun dasar-
dasarnya, yaitu konsep tentang univesalia dan partikularia 
(kullī dan juz’ī), predikabel (al-kulliyāt al-khams), petunjukan 
kata kepada makna dan relasi makna.33 Setelah menuntaskan 
materi tersebut, barulah dibahas tentang pendefinisian. Me-
nurut Imam al-Ghaza� lī�, berpikir konseptual dicapai melalui 

33 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 59.
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pendefinisian (al-ta‘rīf/al-ḥadd), oleh karena itu pendefinisian 
disebut sebagai tujuan (maqāṣid).34

Adapun tujuan subjek materi pengetahuan sintesis (al-
taṣdīq) adalah untuk memperoleh pengetahuan baru berdasar 
penyimpulan secara logis. Dari itu disusun dasar-dasarnya, yaitu 
subjek materi tentang proposisi (al-qaḍāyā wa aḥkamuhā). 
Dari sini dibangun konsep, pola, metode dan ketentuan tentang 
inferensi (al-istidlāl) dan argumentasi (al-ḥujjah/al-burhān) 
serta validitasnya.35

Metode inferensi ada yang langsung (al-istidlāl al-
mubāsyir), yaitu pada materi tentang oposisi antarproposisi 
(taqābul bayn al-qaḍāyā). Ada pula inferensi yang tidak lang-
sung (al-istidlāl ghayr al-mubāsyir), yaitu pada materi tentang 
al-qiyās, al-istiqrā’ dan al-tamṡīl yang disebut juga i‘tibār al-
ghā’ib bi al-syāhid.36

Kegiatan berpikir dilakukan melalui bahasa, lalu disam-
paikan melalui ungkapan (kata/kalimat). Oleh karena itu, perlu 
kecakapan dan kecermatan dalam mengungkapkan pikiran 
ke dalam kata-kata. Kecakapan ini dibangun dari pemahaman 
yang baik terhadap isi (komprehensi), lingkungan (ekstensi) 
dan arti fungsional (suposisi) sebuah term yang digunakan 
dalam proposisi.37 Komprehensi dan ekstensi ini dibahas pada 
Bab 5. Untuk mewujudkan kecakapan ini, maka disusunlah 
dua macam logika, yaitu logika formal (manṭiq al-ṣuwarī) dan 
logika material (manṭiq al-maddī).38 Bentuk-bentuk kalimat 
(proposisi) yang benar dikaji dalam logika formal, sedangkan 
kebenaran isi dikaji dalam logika material.39

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar logika adalah 
penjelasan tentang hukum, bentuk, dan prinsip pengetahuan 
konseptual dan pengetahuan sintesis yang valid dan invalid.

34 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 66.
35 Al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham..., hlm. 6.
36 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 66.
37 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 62.
38 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 16.
39 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 18.
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g. Keutamaannya (faḍluhu)
Secara umum ilmu logika bermanfaat bagi semua ilmu, 

hanya saja terdapat perbedaan dalam hal penerapan logika 
dalam ilmu-ilmu yang berbeda. Dari itu kadar lebih kurang 
manfaat dan keutamaan logika menjadi beragam. Demikian 
pula dalam konteks ilmu hukum, kebutuhan dalam rangka 
penalaran hukum tidak sampai pada tingkat penguasaan 
seluruh materi ilmu logika, melainkan cukup pada yang ber-
kaitan dan berpotongan saja. Ilmu logika itu sendiri memiliki 
keutamaan (faḍluhu) karena ia dapat menambah ilmu bagi yang 
menguasainya. Jika dibandingkan (nisbah) dengan ilmu lain, 
maka logika merupakan pengantar bagi ilmu-ilmu yang lain.40

h. Hukum mempelajarinya (ḥukmuhu)
Terkait dengan hukum mempelajarinya, terjadi beda 

pendapat yang disebabkan oleh beda perspektif dan paradigma, 
maka tak heran ada yang ekstrem menerima dan menolak. 
Sikap ekstrem timbul dari pola pikir monisme yang melihat 
logika secara monoperspektif. Misalnya Ibn Taymiyyah (w. 728 
H/1328 M), tampak ekstrem saat ia menggeneralisasi berdasar 
satu perspektif saja, ia mengklaim:41 

Adapun manṭiq, barangsiapa yang mengatakan itu fardu kifayah, 
dan orang yang tidak menguasai manṭiq tidak ada kepercayaan 
pada ilmunya maka ini adalah perkataan yang sangat rusak dari 
berbagai sisi yang banyak yang mencakup perkara yang rusak 
dan klain yang batil yang banyak. Tempat ini tidak cukup untuk 
memuatnya.

Membaca ulasan Ibn Taimiyyah, antara lain dalam kitab 
Naqḍ al-Mantiq dan al-Radd ‘alā al-Manṭīqiyīn, tampak kritiknya 

40 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 39.
41 Ibn Taymiyyah, Naqḍ al-Manṭiq, cet. I (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1999), hlm. 127.
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dalam konteks akidah dan kaitannya dengan Al-Qur’an dan 
Sunnah. Tetapi argumen yang ia kemukakan digeneralisasi 
kepada manṭiq secara keseluruhan.42 Sementara ulama moderat 
seperti al-Ghaza� lī�, melihat manṭiq secara multiperspektif dan 
multidimensional, sebab manṭiq juga berguna dalam keilmuan 
alam dan sosial.

Al-Ghaza� lī� mengawali kitab Maqāsid al-Falāsifah dengan 
uraian tentang kategori ilmu para filosof, terdiri dari al-
riyāḍiyyāt, al-manṭiqiyyāt, al-ṭabī‘iyyāt dan al-ilāhiyyāt.43 Jadi 
al-Ghaza� lī� bukan tidak sadar dengan potensi merusak akidah 
di tengah manfaat manṭiq bagi ilmu pengetahuan. Sebab tidak 
logis jika akidah dikorbankan demi manfaat logika dalam ke-
ilmuan alam dan sosial. Oleh karena itu, para ulama menolak 
logika yang bercampur dengan pemikiran kefilsafatan tercela. 
Di sisi lain, logika bisa dibersihkan sehingga diterima dan boleh 
dipelajari.44 Muh� ammad al-Amī�n ibn Muh� ammad al-Mukhta� r 
al-Jaknī� al-Syanqī�t�ī� (w. 1292 H/1875 M) berpendapat:45 

Tidak diragukan, jika manṭiq tidak diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab dan tidak dipelajari oleh kaum muslimin, sungguh agama 

42 Ibn Taymiyyah, al-Radd ‘alā al-Manṭīqiyīn, tahkik: ‘Abd al-S�amad Syarf 
al-Dī�n al-Kibtī�, cet. I (Beirut: al-Mu� ’assasah al-Rayya�n, 2005), hlm. 46. Menurut Ibn 
Taimiyyah, seluruh subjek materi ilmu logika itu fasid karena dua alasan: 1) terjebak 
dalam sirkularitas (al-dawr);  dan 2) jatuh dalam argumentasi yang tidak berujung 
(al-tasalsul).

43 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 32.
44 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 40.
45 Al-Syanqī�t�ī�, Adāb al-Baḥṡ wa al-Munāẓarah, tahkik: Su‘u� d ibn ‘Abd al-‘Azī�z 

al-‘Arī�fī�, cet. I (Mekah: Da� r al-‘A� lam wa al-Fawa�’id, 1426 H), hlm. 6.
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dan akidah mereka tidak memerlukan manṭiq, sebagaimana 
pendahulunya (salaf al-ṣāliḥ) tidak memerlukannya. Tetapi mana 
kala diterjemah dan dipelajari, dan silogisme menjadi salah satu 
jalan untuk menegasikan sebagian sifat Allah yang ditetapkan di 
dalam wahyu, maka para ulama pun harus mempelajarinya agar 
dapat menolak pembuat kebatilan berdasar hujah yang sejenis 
dengan yang mereka gunakan untuk menafikan sebagian sifat 
Allah. Sebab menolak mereka dengan dalil mereka sendiri dapat 
membuat mereka berhenti dan berpegang pada kebenaran.

Tampak di sini al-Syanqī�t�ī� bersikap moderat, meski ber-
andai-andai namun ia tidak menafikan nilai penting manṭiq. 
Dengan demikian, manfaat logika sebagai sarana ilmiah bisa 
diambil, dan sekaligus dipakai untuk menolak syubhat. Al-
Syanqī�t�ī� berkata:46 

Kadang kala yang dimaksud dengan menolak syubhat adalah apa 
yang dikemukakan oleh Mutakallimin berdasarkan silogisme 
dalam logika (aqyasah manṭīqiyah). Maka mereka mendakwa; 
bahwa berdasarkan al-qiyās, akal menolak kebanyakan sifat 
Allah yang ditetapkan di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh 
karena itu, sebab terbesar adalah untuk menolak batil dengan 
berhujah atasnya berdasar jenis argumen yang mereka pakai, dan 
hendaknya disusun sesuai dengan premis-premis yang diterima 
dan diakui sah oleh para pendakwa kebatilan tersebut dan 
diterima kebenarannya dalam menghasilkan konklusi.

Pernyataan al-Syanqī�t�ī� mengandung pemikiran logis, 
bahwa timbulnya kebatilan tak dapat dipungkiri dalam sejarah 
umat Islam, dan di sisi lain, menolak syubhat adalah keha-
rusan logis. Oleh karena itu, jika manṭiq bisa dibersihkan dari 
pemikiran kefilsafatan yang tercela, lalu digunakan untuk 
menolak syubhat, maka manfaatnya lebih rajīḥ dari mudarat. 

46 Al-Syanqī�t�ī�, Adāb al-Baḥṡ wa al-Munāẓarah..., hlm. 6.



Logika Penalaran Hukum44

Al-Syanqī�t�ī� menjelaskan:47

Umum diketahui bahwa fann al-manṭiq pada awal penerjemahan-
nya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab di masa kekhalifahan 
al-Ma’amu� n, di dalam semua karangan terdapat ibarat atau 
istilah-istilah yang tak dapat dipahami kecuali oleh mereka yang 
akrab dengan ilmu manṭiq. Oleh karena itu tidak dipahami cara-
cara menolak pendapat ahli manṭiq yang menebarkan kebatilan 
kecuali oleh yang mendalami fann al-manṭiq. 

Logika ini berpijak pada hukum asal mubah, lalu dilihat 
pada efek timbulnya mudarat secara eksternal (li ‘āriḍ) bukan 
internal (li żātihi). Kebatilan ditimbulkan oleh pemikiran ke-
filsafatan tercela yang tersusup ke dalam ilmu manṭiq. Ini 
tampak pada konsep-konsep yang diluruskan oleh al-Ghaza� lī� 
dalam kitab Maqāṣid al-Falāsifah.48 Sedangkan ilmu manṭiq itu 
sendiri adalah penjelasan tentang hukum, bentuk, dan prinsip 
pengetahuan konseptual dan pengetahuan sintesis yang valid 
dan invalid. Dalam hal ini, al-Ghaza� lī� menyatakan:49

Adapun manṭiqiyyat, kebanyakannya berada di atas jalan yang 
benar dan jarang yang salah. Hanya saja mereka menyelisihi ahli 
kebenaran dari segi istilah dan maksud, bukan dari segi konsepsi 
dan tujuan, sebab maksudnya adalah mengokohkan metode 
inferensi dan itu termasuk hal yang sama-sama diperlukan oleh 
para ahli pikir.

47 Al-Syanqī�t�ī�, Adāb al-Baḥṡ wa al-Munāẓarah..., hlm. 6.
48 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 66. Pemikiran kefilsafatan yang 

tercela tersusup dalam konsep-konsep dasar tentang realitas al-Khāliq dan makhlūq.
49 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 32.
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Pandangan al-Ghaza� lī� ini cukup moderat, sebab ilmu teo-
retik murni (ideografik) seperti matematika cenderung objektif. 
Jika logika dibersihkan, lalu subjek materinya diperkhusus pada 
aturan berpikir saja, maka ia menjadi ilmu objektif. Jadi penye-
bab kerusakan bukan ilmu manṭiq itu sendiri.

Nilai manfaat menimbulkan ragam pandangan ulama ten-
tang hukum mempelajari ilmu manṭiq.50 Pada dasarnya, mem-
pelajari ilmu manṭiq yang telah dibersihkan dari pemikiran ke-
filsafatan tercela adalah mubah. Tetapi dilihat dari penggunaan, 
bisa saja hukumnya meningkat. Maka dapat disimpulkan, bah-
wa hukum mempelajari ilmu manṭiq harus dilihat secara mul-
tidimensional. Sebab kebutuhan terhadapnya bersifat kondi-
sional, tergantung situasi yang dihadapi oleh umat Islam pada 
suatu tempat dan waktu tertentu.

i. Kedudukannya (nisbatuhu)
Melihat dari subjek materinya (al-mawḍū‘), yaitu penge-

tahuan (al-taṣawwur dan al-taṣdīq) yang mengantar pada apa 
yang mulanya belum diketahui, maka jelaslah ini menjadi lan-
dasan semua ilmu. Imam al-Ghaza� lī� menyebutnya penghubung 
semua ilmu (ribāṭ al-‘ulum kulluha), sebab semua perkara dike-
tahui melalui keduanya.51 Oleh karena itu, subjek materi logika 
bersifat umum dan dibutuhkan dalam mempelajari berbagai 
ilmu. Dengan demikian, ilmu manṭiq memiliki kedudukan (nis-
bah) sebagai pondasi bagi ilmu-ilmu lain, baik itu ilmu alam, 
ilmu sosial maupun ilmu humaniora.

j. Hasilnya (ṡamarah)
Ilmu manṭiq dengan subjek materi sebagaimana dijelas-

kan sebelumnya, bermanfaat untuk menjaga dari risiko terja-
tuh ke dalam kekeliruan penalaran dan sesat pikir. Mengingat 
sesat pikir adalah penghalang dalam mencapai ilmu, maka ilmu 
manṭiq menjadi sarana untuk menyingkirkan penghalang da-
lam mencapai ilmu. Tentu yang dimaksud adalah ilmu manṭiq 
yang telah dibersihkan. 

50 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 40.
51 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 55.
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Belajar ilmu manṭiq juga berguna untuk: 1) membantu 
orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, 
tertib, metodis dan koheren; 2) meningkatkan kemampuan 
berpikir abstrak, cermat dan juga objektif; 3) menambah 
kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara 
tajam dan mandiri; dan 4) meningkatkan cinta akan kebenaran 
dan menghindari kekeliruan serta kesesatan.52 Dilihat secara 
afektif, empat daya guna ini dapat mengantar manusia pada 
sikap yang objektif, tegas dan berani.53

4. Relevansi dengan kajian hukum
Uraian di atas memberi kejelasan tentang konsep dasar 

ilmu logika, yaitu kajian tentang hukum, bentuk, dan prinsip 
pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) dan pengetahuan sin-
tesis (al-taṣdīq) yang valid dan invalid. Konsep dasar ilmu logi-
ka ini menjadi dasar untuk memahami logika bahasa hukum 
yang menjadi sarana penalaran hukum. Barulah kemudian di-
ketahui hakikat dari logika penalaran hukum. Untuk dapat me-
mahaminya secara sistematis mari melihat kembali poin-poin 
inti berikut ini:
- Telah dijelaskan pada latar belakang (Bab 1), bahwa penala-

ran hukum berlangsung dalam perpotongan logika bahasa 
hukum. 

- Lalu pada sub bab kajian di atas, disimpulkan bahwa akal 
adalah prinsip-prinsip yang menuntun kegiatan berpikir.

- Adapun yang dimaksud dengan masuk akal adalah dipatu-
hinya empat prinsip akal dalam proses penalaran sehingga 
diperoleh simpulan yang mengundang penerimaan sesama 
makhluk berakal.

Berdasar tiga poin ini, dapat dinyatakan bahwa logika 
bahasa hukum adalah hukum, bentuk dan prinsip dalam me-
rumuskan atau membahasakan ide atau konsep tentang norma 
imperatif sehingga dapat dinyatakan masuk akal. Perumusan 
ide atau konsep tentang norma imperatif tersebut dilakukan 
melalui proposisi nalar logis (al-qaḍāyā al-naẓariyyah). Adapun 

52 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 15.
53 Mundiri, Logika..., hlm. 17.
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proposisi tersebut, dipakai dalam melakukan pendefinisian, 
inferensi, argumentasi dan pembuktian.

Semua aktivitas ini merupakan kegiatan rutin pengem-
ban hukum, baik praktisi maupun akademisi, baik itu penalaran 
hukum tersistematis maupun penalaran hukum problematis. 
Bisa dikatakan, tidak ada profesi hukum yang lepas dari ak-
tivitas penalaran hukum tersistematis dan penalaran hukum 
problematis. Dalam dua macam penalaran ini diterapkan 
prinsip-prinsip akal di mana penalaran yang masuk akal dilihat 
dari kesejalanannya dengan prinsip-prinsip akal.

Sampai di sini dapat disimpulkan, konsep dasar penalar-
an hukum adalah penjelasan tentang hukum, bentuk, dan prin-
sip dalam perumusan atau pembahasaan ide atau konsep ten-
tang norma imperatif yang valid dan invalid. Konsep ini sejalan 
dengan definisi logika penalaran hukum pada Bab 1, yaitu ke-
tentuan masuk akal sebagai cara untuk mengetahui validitas 
ide atau konsep tentang norma yang imperatif. Penerapan pe-
nalaran ini dapat didalami pada Bab 11 dan Bab 12.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dike-

mukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Bagi al-Muh� a� sibī� dan pengikutnya, hakikat ada akal dilihat 

secara ontologis, yaitu instink (gharīzah). Adapun mereka 
yang tidak sepakat dengannya, menempatkan ide bawaan 
sebagai hakikat akal, jadi hakikat ontologis akal dilihat 
secara epistemologis.

2. Hakikat ada akal yang abstrak membuatnya tidak bisa di-
amati, kecuali melalui indikator yang menunjukkan kebera-
daannya.

3. Secara epistemologis, akal adalah prinsip-prinsip yang me-
nuntun kegiatan berpikir. Keberadaan akal bisa dirasakan, 
sebab berperan dalam menetapkan mana pikiran yang 
masuk akal dan tidak masuk akal. Maka secara sederhana, 
dapat dikatakan akal adalah prinsip-prinsip yang menuntun 
kegiatan berpikir.
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4. Kegiatan berpikir hanya ada dua macam: 1) berpikir kon-
septual (al-taṣawwur); 2) berpikir sinstesis (al-taṣdīq).

5. Dua kegiatan berpikir ini menghasilkan pengetahuan yang 
bisa dipilah dalam dua macam pula, yaitu pengetahuan kon-
septual (al-taṣawwur) dan pengetahuan sintesis (al-taṣdīq).

6. Berpikir konseptual (al-taṣawwur) ditujukan pada satu ob-
jek, sedang berpikir sintesis (al-taṣdīq) ditujukan pada pe-
nyandaran prediket kepada sebuah objek, yaitu subjeknya.

7. Berpikir konseptual (al-taṣawwur) dan berpikir sintesis 
(al-taṣdīq) dilakukan di bawah tuntunan prinsip-prinsip 
akal (qawānin al-fikr al-‘aqliyyah/ universal postulates 
of all reasoning), yaitu: 1) prinsip identitas (qanūn al-
huwiyyah/mā huwa huwa/principium identitatis/law of 
identity); 2) prinsip nonkontradiksi (qanūn ‘adam tanāquḍ/
law of contradiction/ principium contradictionis); 3) prinsip 
penyisihan jalan tengah (qanūn al-imtinā‘/qanūn al-wasṭ al-
marfū‘/principium exclusi tertii/law of excluded middle); dan 
4) prinsip alasan memadai (qanūn al-wujūd ‘alā al-‘illah/
principium rationis sufficient/law of sufficient reason).

8. Jika prinsip-prinsip ini dipatuhi, maka hasil penalaran di-
nyatakan masuk akal, tetapi jika dilanggar serta merta dinya-
takan tidak masuk akal.

9. Konsep dasar logika adalah penjelasan tentang hukum, bentuk, 
dan prinsip-prinsip pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) 
dan pengetahuan sintesis (al-taṣdīq) yang valid dan invalid.

10.Logika bahasa hukum adalah aturan, prinsip atau ketentuan 
dalam merumuskan atau membahasakan ide atau konsep ten-
tang norma imperatif sehingga dapat dinyatakan masuk akal.

D. Saran Bacaan 
Al-Ghaza� lī�. Miḥakk al-Naẓar. Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016.
Abī� al-‘Irfa�n Muh� ammad ibn ‘Alī� al-S�abba�n. Ḥāsyiyyah ‘alā Syarḥ 

al-Sulam lil Malawī. Singapura: al-H� aramayn, t.th.
Al-Syaqī�t�ī�. Adāb al-Baḥṡ wa al-Munāẓarah, tahkik: Su‘u� d ibn 

‘Abd al-‘Azī�z al-‘Arī�fī�, cet. I. Mekah: Da� r al-‘A� lam wa al-
Fawa�’id, 1426 H.
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E. Latihan
1. Jelaskan pengertian akal. 
2. Jelaskan pengertian masuk akal. 
3. Buatlah perbedaan kontras antara konsep dasar logika 

dengan logika penalaran hukum. 
4. Berikan argumen ringkas mengapa kajian ilmu logika 

terbagi kepada al-taṣawwur dan al-taṣdīq.
5. Sebutkan prinsip-prinsip akal yang menuntun kegiatan 

pikiran dalam proses penalaran.
6. Pengertian yang menunjukkan hakikat ontologis ada akal...

a.  Akal sebagai pembeda (al-faṣl) manusia dari hewan.
b. Akal sebagai ide bawaan (innate ideas/ awwaliyyāt).
c.  Akal adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan dari eksperi-

men (al-tajārib) berdasar prinsip koherensi (majārī 
al-aḥwāl).

d. Akal adalah kemampuan memprediksi akibat (‘awāqib).
7. Meski berpikir menghasilkan ilmu yang tak terhitung, 

namun kegiatan berpikir hanya ada dua macam, yaitu....
a.  memikirkan diri sendiri dan objek lain di luar diri.
b. berpikir konseptual dan berpikir sinstesis.
c.  al-taṣawwur dan al-taṣdīq.
d. b dan c benar.

8. Ilmu logika (manṭiq) disebut juga...
a.  timbangan (al-mīzān).
b. pengukur ilmu (mi‘yār al-‘ulūm).
c.  a dan b benar. 
d. a dan b salah.

9. Proposisi nalar logis (al-qaḍāyā al-naẓariyyah) yang 
dipakai dalam pendefinisian, inferensi, argumentasi dan 
pembuktian adalah .... ilmu logika.
a.  objek material (al-istimdād)
b. objek formal (al-masā’il)
c.  subjek materi (al-mawḍū‘)
d. prediket (maḥmūl).

10.Kegiatan berpikir dilakukan melalui bahasa, lalu disam-
paikan melalui ungkapan (kata/kalimat), maka perlu ke-
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cakapan dan kecermatan dalam mengungkapkan pikiran 
ke dalam kata-kata. Oleh karena itu disusunlah...
a.  logika formal dan logika material
b. manṭiq al-ṣuwarī dan manṭiq al-maddī.
c.  logika hukum.
d. a dan b benar.

F. Daftar Istilah
Abstrak; bersifat konseptual; tidak memiliki wujud fisik.
Genus (jins) atau jenis; kategori logika untuk membuat klasifikasi 

yang digeneralisasi atau diabstraksi berdasar esensi 
dari sekelompok objek yang memiliki kesamaan.

Konsep; pengertian; pendapat; predikat dalam pernyataan yang 
mengekspresikan maksud tertentu.

Objek formal adalah adalah cara memandang atau cara 
meninjau yang dilakukan seorang peneliti terhadap 
objek material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang 
digunakannya.

Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran 
pemikiran (gegenstand), atau dapat dikatakan sesuatu 
yang diselidiki, atau sesuatu yang dipelajari.

Subjek materi merupakan esensi yang digeneralisasi dari 
seluruh subjek materi pada satu ilmu. Subjek materi 
disebut juga pokok persoalan dari suatu ilmu. Disebut 
subjek karena kebalikan dari prediket, sebab kepada 
subjek materi ilmu disematkan prediket valid, invalid 
dan sebagainya.

Substansi adalah sesuatu yang mendasari atau mengandung 
kualitas-kualitas serta sifat-sifat yang dipunyai barang 
sesuatu.



BAB TIGA
DASAR-DASAR PENALARAN

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganali-

sis (C4) relasi antara dasar-dasar penalaran logis dengan kebu-
tuhan dalam penalaran hukum. Kompetensi ini berada pada le-
vel Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi 
pembelajaran berikut:
1. Sarana penalaran pada diri manusia;
2. Klasifikasi, kategori, predikabel dan relevansinya dengan 

penalaran hukum. 
Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 

sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
antara dasar-dasar penalaran yang dikaji dalam ilmu logika 
dengan penalaran hukum. Kajian ini bersifat filosofis, maka 
perkuliahan dilaksanakan secara dialektik dengan metode 
sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang sarana penalaran pada 

diri manusia; 
2. Membangun skema tentang penerapan klasifikasi, kategori 

dan predikabel dalam penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasarkan 

pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem 
asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu 
ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Dasar-dasar Penalaran
Kajian pada Bab 2 menguraikan, bahwa konsep dasar 

logika adalah penjelasan tentang hukum, bentuk, dan prinsip 
pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) dan pengetahuan sin-
tesis (al-taṣdīq) yang valid dan invalid. Dilihat dalam praktik 
penalaran, al-taṣawwur lebih dahulu dilakukan dari al-taṣdīq, 
sebab penyandaran prediket kepada subjek hanya bisa dilaku-
kan setelah jelas konsepnya, bahkan ia menjadi syarat bagi al-
taṣdīq. Oleh karena itu, al-taṣawwur berpijak pada penalaran-
penalaran dasar dalam rangka menemukan perbedaan dan 
kesamaan, membuat klasifikasi dan pengelompokan, sampai 
pada penggolongan genus dan spesies secara tepat. Ini merupa-
kan dasar-dasar yang harus dikuasai oleh calon praktisi hukum, 
sebab penalaran yang baik dibangun dari pondasi yang kokoh.

1. Sarana penalaran 
Kajian ini diawali dengan sarana penalaran, sebab ia 

menjadi landasan bagi kajian tentang dasar-dasar penalaran. 
Ia juga menjadi landasan kajian tentang relasi kata dan mak-
na pada Bab 4. Oleh karena sarana penalaran berkaitan dengan 
objek yang dinalar, maka harus diketahui apa saja objek pena-
laran tersebut. Mengingat kajian ini berorientasi pada integrasi 
syariah dan hukum, maka objek penalaran harus dilihat berda-
sarkan worldview islami.

Worldview islami melihat realitas dalam dua kategori 
umum, yaitu: 1) realitas Pencipta (mawjūd al-Khāliq); dan 2) 
realitas ciptaan (mawjūd makhlūq). Realitas ciptaan merupakan 
keberadaan segala sesuatu selain Allah (al-‘ālam: kullu mawjūd 
siwā Allāh Ta‘alā).1 Menurut Imam al-Ghaza� lī�, di dalam realitas 
ciptaan terdapat empat macam ada, berikut pernyataannya:2 

1 Al-Ghaza� lī�, al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād (Beirut: Da�r al-Qutaybah, 2003), hlm. 46.
2 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1961), hlm. 75. 
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Ketahuilah pertingkatan yang kami maksud ada empat, di mana 
kata adalah yang ketiga. Sesuatu merupakan ada secara materil 
(mawjūd fī al-a‘yān), berikutnya menjadi konsep di dalam jiwa 
(mawjūd fī al-ażhān), kemudian menjadi ada dalam kata (mawjūd 
fī al-alfāẓ), lalu menjadi ada dalam tulisan (mawjūd fī al-kitābah). 
Maka tulisan merupakan petunjuk kepada kata, lalu kata adalah 
petunjuk bagi makna yang berupa konsep-konsep dalam jiwa, 
sementara konsep itu sendiri merupakan permisalan dari objek 
yang ada secara materil di alam nyata.

Kutipan ini menggambarkan realitas ciptaan dari per-
spektif kognisi manusia. Bermula dari pengamatan terhadap 
objek fisis-materil (mawjūd fī al-a‘yān), lalu terbentuk konsep 
abstrak di dalam pikiran manusia (mawjūd fī al-ażhān). Kemu-
dian konsep tersebut dikonkretkan ke dalam kata-kata (maw-
jūd fī al-alfāẓ). Selanjutnya, kata-kata dikonkretkan ke dalam 
tulisan (mawjūd fī al-kitābah).

Hirarki wujud ini menunjukkan peran bahasa dalam 
membawa konsep yang abstrak ke dalam realitas materil. Sebab 
lisan (mawjūd fī al-alfāẓ) atau tulisan (mawjūd fī al-kitābah) 
membuat konsep yang abstrak menjadi konkret sehingga bisa 
didengar atau dibaca.3 Dari itu realitas kosmologis islami dapat 
diilustrasikan sebagai berikut:

Gb. 3.1. Realitas kosmologis menurut worldview islami
Sumber: disarikan dari al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq.

Tampak pada ilustrasi ini ada tiga realitas menurut world-
view islami: 1) realitas Pencipta (mawjūd al-Khāliq); 2) realitas 

3 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), cet. I (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2009), hlm. 1. Menurut pandangan ilmu sintaksis, bahasa adalah 
fenomena yang menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi.
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fisis-materil (mawjūd fī al-a‘yān); dan 3) realitas konseptual 
(mawjūd fī al-ażhān). Poin pertama merupakan realitas tersen-
diri, sedang poin 2 dan 3 adalah pembagian dalam realitas cip-
taan (mawjūd makhlūq). Lalu apa saja objek penalaran dalam 
ketiga realitas ini? 

Umum diketahui di dalam realitas fisis-materil (mawjūd 
fī al-a‘yān) terdapat dua macam ada: 1) adanya objek secara 
natural; dan 2) adanya objek hasil produk manusia, di antaranya 
lisan dan tulisan. Dari pengamatan terhadap objek yang ada 
secara natural, diperoleh pengetahuan yang disebut ilmu alam. 
Adapun dari pengamatan terhadap objek produk manusia yang 
disebut budaya, dihasilkan ilmu sosial-budaya. Jadi ada dua 
macam pengetahuan yang diperoleh manusia dari realitas fisis-
materil (mawjūd fī al-a‘yān).

Sementara dalam pengamatannya terhadap realitas kon-
septual (mawjūd fī al-ażhān), manusia memperoleh penge-
tahuan yang disebut ilmu humaniora, di antaranya filsafat, se-
jarah dan sastra. Objek yang diamati dari realitas konseptual 
ini berupa ide atau konsep-konsep, baik itu produk manusia 
maupun informasi yang disampaikan melalui lisan atau tulis-
an seperti wahyu. Sebagian ahli menyebut realitas konseptual 
ini sebagai dunia proses mental.4

Realitas fisis-materil dan realitas konseptual adalah rea-
litas ciptaan yang berbeda dengan realitas Pencipta. Oleh ka-
rena realitas Pencipta tidak bisa diamati, maka manusia tidak 
bisa memperoleh pengetahuan tentangnya, satu-satunya jalan 
hanya melalui informasi yang disampaikan melalui wahyu. Jadi 
manusia hanya mengandalkan wahyu untuk memperoleh pe-
ngetahuan tentang realitas Pencipta.

Berdasar uraian ini, dapat disimpulkan bahwa penge-
tahuan manusia merupakan perolehan dari realitas Pencipta, 
realitas fisis-materil dan realitas konseptual. Berikut ilustrasi-
nya;

4 Karl R. Popper, Realism and the Aim of Science (New Jersey: Rowman and 
Littlefield, 1983), hlm. 80. Popper mengeksplisitkan tiga dunia, yaitu dunia fisis, dunia 
proses mental, dan dunia metafisis yang otonom.
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Gb. 3.2. Perolehan pengetahuan manusia dari tiga realitas
Sumber: disarikan dari al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq.

Ilustrasi ini menunjukkan macam-macam ada dalam 
realitas yang menjadi objek penalaran, lalu apa saja sarana 
penalaran yang dimiliki manusia sehingga pengetahuan bisa 
diperoleh? Menurut ahli logika, pengetahuan dari tiga realitas 
tersebut diantarkan ke dalam pikiran manusia (al-ażhān) me-
lalui tiga jalan, yaitu:5

1. Indera (ḥawās), yaitu sarana yang menyampaikan apa yang 
bisa diindera oleh manusia, namun indera bisa salah dalam 
mengantar pengetahuan ke dalam pikiran.

2. Perasaan (masyā‘ir), yaitu sarana yang mengantar penge-
tahuan emosional ke dalam pikiran, seperti senang, sedih, 
cinta, benci, takut, keinginan dan yang sejenisnya. Penge-
tahuan emonsional ini bersifat subjektif (żātiyah), namun 
ada kalanya bisa diobjektifkan (mawḍū‘iyyah), yaitu dalam 
konteks pengetahuan bersama yang cocok pada kebanyakan 
orang secara menyeluruh.

3. Nukilan (mā yunqal), yaitu informasi yang disampaikan oleh 
orang lain, baik berupa ilmu atau apa saja yang disukai oleh yang 
menyampaikannya, baik sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Tiga jalan ini, dapat mengantarkan pengetahuan karena 
ada dua jenis indera pada manusia, yaitu indera lahir yang 
eksternal dan indera batin yang internal. Menurut Poespoprodjo, 

5 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 17.
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indera merupakan kemampuan organis, artinya indera secara 
intrinsik bergantung pada organ badan tertentu yang di dalam-
nya dan dengannya indera bekerja.6 Indera lahir pada diri ma-
nusia terdiri dari: 1) perasa (al-lums); 2) pencium (al-syumm); 
3) pendengar (al-sam‘); 4) pengecap (al-żawq); dan 5) penglihat 
(al-baṣr).7 Relasi antara manusia dengan realitas berlangsung 
melalui indera lahir, tapi adanya keterbatasan membuatnya 
bisa salah dalam mengantar pengetahuan.8

Indera batin terdiri dari lima potensi: 1) akal sehat (com-
mon sense/al-ḥiss al-musytarak); 2) imaji (al-taṣawwurah); 
3) khayalan (al-takhayyulah); 4) fiksi (al-wahmiyyah); dan 
5) ingatan (al-żākirah).9 Indera batin menangkap rupa objek 
sebagai gambaran di dalam pikiran, lalu dengan adanya potensi 
intelek (al-quwwah al-naẓariyyah) terjadi kegiatan penalaran 
yang menghasilkan konsep. Menurut Poespoprodjo, intelek 
adalah kemampuan inorganis, yakni kemampuan yang tidak 
bergantung pada sesuatu organ badan.10

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, aktivitas penalaran terjadi 
karena di dalam jiwa manusia terdapat potensi mengetahui 
(al-quwwah al-‘ālimah) dan potensi melakukan (al-quwwah 
al-‘āmilah). Dalam potensi mengetahui ada potensi intelek 
(al-quwwah al-naẓariyyah) dan potensi berbuat (al-quwwah 
al-‘amaliyyah). Potensi melakukan disebut juga akal praktis 
(‘aql ‘amalī) yang bergerak berdasarkan petunjuk dari potensi 

6 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 65. Indera mempunyai dua macam kemampuan 
kognitf (kemampuan mengerti) yang kurang lebih teramati (tidak gaib) dan dapat 
dirumuskan, yakni indera dan intelek.

7 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. III (Kairo: Da� r 
al-Ma‘a� rif, 1960), hlm. 350-352.

8 Ibn H� azm, al-Taqrīb li Ḥadd al-Manṭiq wa al-Madkhal ilayh bi al-Alfāẓ al-
‘Āmiyyah wa al-Amṡilah al-Fiqhiyyah, tahkik: Ah� mad Farī�d (Beirut: Da� r al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 164. Alasannya karena pengetahuan perseptual langsung 
(sense-experience) masih dimungkinkan salah karena keterbatasan indera.

9 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 356-358.
10 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 65. Indera terdiri atas bermacam 

jenisnya, sedangkan intelek hanya satu. Tetapi kemampuan intelek mempunyai 
berbagai fungsi, seperti menangkap, membuat konsep, membuat keputusan, 
melakukan refleksi, mengabstraksi, menyimpulkan dan sebagainya.
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mengetahui (yaitu al-quwwah al-naẓariyyah yang melekat 
pada al-quwwah al-‘amaliyyah). Menurut Imam al-Ghaza� lī� akal 
praktis bukan penalaran, sebab hanya gerakan semata, tidak 
berbeda dengan potensi bergerak pada hewan lain.11 Pendapat 
ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gb. 3.3. Potensi-potensi dalam jiwa manusia
Sumber: disarikan dari al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah.

Berdasar pendapat ini, penalaran terjadi karena aktuali-
sasi potensi menalar (al-quwwah al-naẓariyyah) melalui aktivi-
tas akal praktis (‘aql ‘amalī). Jadi sarana penalaran adalah inde-
ra lahir, indera batin, potensi menalar/intelek dan akal praktis.

2. Klasifikasi dan kategori
Penalaran dilakukan dalam rangka menghasilkan ide 

atau konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ide 
berarti rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau 
cita-cita.12 Kata ide berasal dari bahasa Yunani; eidos, artinya 
apa yang terlihat, gambar, rupa atau penampakan sebagai 
representasi dari objek di dalam intelek.13 Ide dalam bahasa 
Arab disebut juga fikrah, semakna dengan al-ṣūrah al-żihniyyah 
yang kerap dipadankan dengan kata al-ma‘nā yang berarti 
konsep.14 Jadi apa yang diketahui secara intelek adalah ide atau 
konsep objektif tentang objek.

Kata konsep menurut KBBI berarti ide atau pengertian 
yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, adapun kata konsep-

11 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 359.
12 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 

2008), hlm, 516. 
13 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 87.
14 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amī�riyyah, 

1983), hlm. 138.
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tual berarti memiliki ciri seperti konsep.15 Kata konsep berasal 
dari bahasa Latin concipere, artinya mencakup, mengandung, 
mengambil, menyedot, menangkap. Dalam bahasa Arab, kata 
konseptual sepadan dengan kata taṣawwuriyah, sedangkan kata 
konsep dipadankan dengan kata ṣūrah żihniyyah yang bisa juga 
berarti imaji.16 Kata conceptus berarti tangkapan, sebab saat 
melihat objek melalui gambar/ide, intelek membuat tangkapan 
yang hasilnya berupa konsep, maka ide dan konsep dapat di-
nyatakan sama artinya.17

Ide atau konsep dihasilkan dari proses yang disebut ab-
straksi. Menurut KBBI, kata abstraksi berarti metode untuk 
mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui pe-
nyaringan terhadap gejala atau peristiwa.18 Abstraksi dalam ba-
hasa Arab sepadan dengan kata al-tajrīd, yaitu aktivitas mental 
yang berangkat dari perkara-perkara partikular (al-juz’iyyāt) 
menuju pada pembentukan konsep universal (al-kulliyyāt).19 
Abstraksi adalah cara manusia membangun konsep, yaitu be-
rangkat dari yang konkret menuju yang abstrak konseptual, 
dari itu abstraksi juga disebut proses immaterialisasi.

Ide atau konsep diungkapkan ke dalam kata-kata yang 
dalam ilmu logika disebut term, maka konsep bisa dilihat dari 
perspektif objektif, yaitu konsep itu sendiri sebagai hasil ab-
straksi. Di sisi lain, konsep juga dilihat dari perwujudannya ke 
dalam kata. Oleh karena itu, konsep juga disebut istilah yang 
diciptakan dan digunakan untuk menyatakan satu gagasan ab-
strak. Gagasan tersebut dibentuk dengan cara membuat gene-
ralisasi dari bagian-bagian, dan melalui proses meringkas ber-
bagai pengamatan yang saling berhubungan.20

Ide atau konsep tidak hanya berasal dari abstraksi lang-
sung berdasarkan data pengalaman. Bahkan pembentukan ide 
atau konsep juga bisa terjadi dari hasil refleksi perbandingan, 

15 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 725. 
16 Majma‘, al-Mu‘jam al-Falsafī..., hlm. 107.
17 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 87.
18 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 4. 
19 Majma‘, al-Mu‘jam al-Falsafī..., hlm. 39.
20 Morissan, Metode Penelitian Survei, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 62.
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analisis, sintesis atau keputusan dan pemikiran.21 Oleh karena 
itu, penalaran bukan berlaku terhadap pengetahuan hasil amat-
an objek fisis-materil saja, tetapi juga berlaku terhadap penge-
tahuan konseptual murni hasil kreasi pikiran manusia seperti 
filsafat dan mitos dalam karya sastra.

Sampai di sini dapat disimpulkan; bahwa aktivitas uta-
ma penalaran adalah abstraksi (tajrīd) dan refleksi (tafakkur). 
Di dalam proses abstraksi dan refleksi, penalaran bekerja 
untuk mengenali konsep, membedakan satu konsep dari yang 
lain, hubungan timbal balik antara satu dan lain konsep, cara 
penggunaan satu konsep dan sebagainya, jadi inti penalaran 
adalah pembedaan.22 Oleh karena itu, seorang calon praktisi 
hukum harus mampu melakukan pembedaan antara satu dan 
lain konsep, yaitu dengan malakukan penalaran.

Beranjak dari kesimpulan di atas, untuk mengenali kon-
sep, membedakan, mengetahui hubungan dan cara penggunaan 
konsep, maka harus dilakukan klasifikasi, kategori serta pene-
tapan genus dan spesiesnya. Ini merupakan kegiatan penalaran 
yang paling dasar, namun cukup kompleks, tidak mudah bagi 
yang belum terbiasa berpikir abstrak. Maka calon praktisi hu-
kum wajib dibekali dengan logika penalaran hukum, sebab tan-
pa kemampuan ini, apa yang diperoleh sebagai pengetahuan 
menjadi tidak bisa dipercaya.

Dalam penalaran, akal secara fitrah menuntun pada pe-
netapan identitas suatu konsep, pembedaan dari konsep lain, 
penyisihan kesamarannya dan penemuan alasan-alasan yang 
menguatkan atau meruntuhkannya. Aktivitas ini berjalan di ba-
wah tuntunan empat prinsip akal, yaitu prinsip identitas, prin-
sip nonkontradiksi, prinsip penyisihan jalan tengah dan prinsip 
alasan memadai. Hasilnya, suatu konsep dapat ditetapkan da-
lam genus tersendiri yang mencakup spesies di bawahnya, atau 
disatukan bersama spesies lain di bawah satu genus. Jadi ke-
giatan utama penalaran adalah melakukan klasifikasi dan kate-
gori (‘amaliyah al-taqsīm wa al-jam‘i).23

21 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 67-68.
22 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 89.
23 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 138.



Logika Penalaran Hukum60

Menurut KBBI, kata klasifikasi berarti penyusunan ber-
sistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau 
standar yang ditetapkan.24 Klasifikasi merupakan aktivitas 
akal budi menggolong-golongkan dan membagi-bagi serta 
menyusun benda-benda atau pengertian-pengertian berdasar 
kesamaan dan kebedaannya.25 Untuk bisa melakukan penggo-
longan, harus dipahami denotasi (ekstensi/al-māṣadaq), yaitu 
luas atau sempitnya cakupan kuantitas, bidang atau lingkungan 
konsep suatu term.26 Tentang masalah denotasi/ekstensi dan 
konotasi/intensi dibahas pada Bab 5.

Menurut Poespoprodjo, tujuan praktis klasifikasi mem-
buat sekumpulan benda yang begitu besar dapat didekati, 
dihampiri. Hal ini jelas, misalnya, dalam mendekati perpustaka-
an, museum, arsip dan sebagainya.27 Perlu dicatat klasifikasi 
berbeda dari definisi yang berupa penjelasan kata. Sebab defi-
nisi membicarakan konotasi atau disebut komprehensi (inten-
si/al-mafhūm), sedangkan klasifikasi membicarakan denotasi 
(ekstensi/al-māṣadaq). Klasifikasi adalah penjelasan yang leng-
kap mengenai suatu genera kepada spesianya.28

Mengingat pembagian dilakukan secara esensial dan juga 
secara aksidental, maka klasifikasi esensial dilakukan:29

- apabila suatu genus dibagi ke alam species-nya;
- apabila suatu genus yang lebih tinggi dibagi dalam genus 

yang lebih rendah;
- apabila sesuatu term analogis dibagi ke dalam hal-hal yang 

merupakan eksistensinya (yakni hal-hal yang dapat memakai 
term analogis tersebut sebagai prediketnya).

24 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 706. 
25 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. XVII 

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 21. Klasifikasi penting dilakukan untuk membantu, 
baik pengupasan suatu masalah maupun pemecahan suatu persoalan. Kenyataanya tidak 
mudah mengupas suatu masalah tertentu apabila kita tidak memahami bagian-bagian 
yang membentuk masalah itu. Demikian pula akan sangat sulit memecahkan suatu 
persoalan jika kita tidak mengenal unsur-unsur penyebab masalah itu.

26 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 45.
27 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 130. 
28 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 46.
29 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 127. 
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Perlu dicatat, bahwa prediket bisa berupa substansi (al-
jauhar) atau aksidensia (al-‘araḍ), yaitu aksidensia universal 
(al-a‘rāḍ al-kulliyyah) seperti warna (lawn) sebagai prediket 
pada proposisi: Putih adalah warna.30 Adapun definisi secara 
aksidental, dilakukan:31

- apabila sesuatu substansi dibagi menurut aksidensianya. 
Misalnya kucing dapat putih, cokelat, hitam, kelabu dll;

- apabila suatu aksidensia dibagi menurut subjeknya. Misalnya 
gerak dapat molar, molekuler, atau atomis dan lain-lain;

- apabila aksidensia dibagi lebih lanjut menurut aksidensia-
nya. Misalnya gerak dapat cepat, lambat, naik, turun dll.

Dilihat dari metodenya, dikenal ada dua macam pem-
bagian, yaitu klasifikasi logis dan klasifikasi dikotomik. Klasi-
fikasi logis adalah pembagian dalam suatu himpunan yang di-
mulai dari genus ke spesies terdekat hingga mencapai spesies 
yang tak terbagi lagi (naw‘ al-anwā‘/infinae species).32 Menurut 
Imam al-Ghaza� lī�, kemampuan manusia terbatas untuk dapat 
melakukan klasifikasi secara sempurna, pastilah ada yang ter-
lupakan, atau tidak terjangkau oleh pikiran.33 

Klasifikasi dikotomis adalah pembagian genus ke dalam 
dua spesies yang saling bertentangan, seperti genus binatang 
dibagi secara bertentangan, misalnya reptilia dan bukan repti-
lia.34 Masalah klasifikasi ini akan lebih dalam dipahami saat ma-
suk pada kajian tentang pendefinisian. Berikut dibahas tentang 
kategori.

Menurut KBBI kategori berarti bagian dari sistem klasifi-
kasi (golongan, jenis pangkat dan sebagainya).35 Istilah kategori 

30 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 315.
31 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 127. 
32 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 19. Klasifikasi logis memang baik, namun 

karena pengetahuan manusia terbatas untuk mengetahui semua anggota kelompok 
dari suatu himpunan genus, pembagian atau klasifikasi logis tidak mungkin lengkap.

33 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 281.
34 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 19. Secara formal klasifikasi dikotomis 

cukup lengkap dan sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Namun 
dalam sejarah, klasifikasi dikotomis yang dipolitisir telah mengakibatkan jutaan orang 
Yahudi dibunuh pada zaman kekuasaan Hitler di Jerman.

35 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 635. 
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berasal dari bahasa Yunani, yaitu kategoria yang berarti peng-
uraian suatu fakta.36 Menurut ahli logika, segala yang ada ter-
bagi kepada dua kategori, yaitu substansi (al-jauhar) dan sifat 
(al-‘araḍ). Substansi adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak 
memerlukan sesuatu yang lain untuk keberadaannya, seperti 
jasmani. Sedangkan sifat adalah sesuatu yang berada pada sub-
stansi, seperti putih pada jasmani.37 

Melihat penggunaannya dalam bahasa, ahli logika mem-
bagi kategori ke dalam sepuluh macam istilah, yaitu: 38

1. Substansi (al-jawhar/ousia) apakah substansinya? Jawabnya 
berupa jenis substansi seperti al-insān dan al-ḥayawān.

2. Kuantitas (al-kamm/posen) adalah sifat yang karakteristik-
nya dapat dibagi atau bisa dikadar, seperti panjang yang bisa 
dikadar dengan hasta, atau alat ukur lainnya. Kuantitas di-
ketahui melalui pertanyaan: Berapa? Jawabnya bisa berupa 
jumlah, misalnya satu, atau ukuran seperti meter. Kuantitas 
terbagi dua, yaitu kamm muttaṣil dan kamm munfaṣil. Kamm 
muttaṣil adalah sesuatu yang bagian-bagiannya menjadi 
pertengahan dari batas yang berserikat. Misalnya kata se-
karang, merupakan batas yang berserikat dengan masa lalu 
dan depan, sebab di satu sisi ia merupakan akhir bagi masa 
lalu dan di sisi lain adalah awal bagi masa depan. Adapun 
kamm munfaṣil bukan pertengahan antarbatas, sebab ia 
berupa bilangan. Misalnya angka sepuluh, jika dibagi dua 
bagian, maka angka lima merupakan akhir dari bagian 
pertama, sedangkan angka enam adalah awal bagi bagian 
kedua.

3. Kualitas (al-kayf/poion) adalah sifat yang tidak bisa dibagi, 
36 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 19. Pada mulanya berarti penguraian fakta 

yang dikemukakan oleh seorang penuntut umum di depan mahkamah rakyat terhadap 
seorang terdakwa pada zaman Yunani Kuno. Kemudian Aristoteles menggunakan 
istilah ini sebagai penguraian yang rinci tentang suatu keberadaan yang terdiri atas 
pengertian-pengertian yang sangat umum dan baku yang menjadi bentuk dasar 
dari pemahaman terhadap sesuatu. Jadi kategori adalah penguraian yang dilakukan 
secermat mungkin untuk mengetahui atau memahami suatu keberadaan, baik sesuatu 
itu bersifat material maupun nonmaterial. Sesuatu keberadaan dapat menjadi subjek 
atau prediket dalam suatu proposisi logika.

37 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 328.
38 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 312, dst.
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jika dibagi maka ia menjadi dua keadaan yang berbeda. 
Misalnya warna, pembagian terhadapnya berarti adanya 
kualitas lain yang berbeda. Kualitas diketahui melalui 
pertanyaan bagaimana mutu sesuatu? Jawabnya berupa 
sifat, misalnya berwarna putih.

4. Relasi (al-muḍāf/pros ti), yaitu sifat yang pemahaman atas-
nya berhubungan dengan pemahaman terhadap yang lain. 
Misalnya kata ayah yang dipahami dalam relasinya dengan 
kata anak, atau kata besar yang dipahami dalam relasinya 
dengan kata kecil. Demikian pula kata tepi, tengah dan 
samping, dipahami dari relasi antara satu dan lain. Relasi 
diketahui dari pertanyaan: Bagaimana hubungannya? Jawab-
nya berupa keterhubungan, seperti bagian, ayah, anak dll.

5. Tempat (al-ayna/pou). Dalam arti yang hakiki, tempat adalah 
bagian yang ditempati sehingga tidak ada ruang bagi yang 
lain. Sedangkan pengertian tempat sebagai keberadaan di 
antara objek-objek lain bukanlah tempat dalam arti hakiki. 
Tempat diketahui melalui pertanyaan: Di mana? Jawabnya 
berupa tempat, misalnya di pasar, di rumah, di sekolah dll.

6. Waktu (matā/pote), adalah apa yang disifatkan bagi sesuatu 
dari segi keberadaannya dalam suatu masa tertentu. Waktu 
diketahui dari pertanyaan: Kapan? Jawabnya berupa waktu, 
misalnya mulai dari pukul sekian sampai pukul sekian, dll.

7. Aksi (al-waḍ‘/polein), yaitu kondisi fisik yang dilihat pada 
relasi antara satu dan lain bagian fisik dalam kaitannya 
dengan arah. Misalnya kondisi fisik yang berubah posisi dari 
duduk kepada posisi berdiri, lalu berlutut. Aksi diketahui dari 
pertanyaan: Apa tindakannya? Jawabnya berupa aktivitas, 
seperti bersimpuh, tidur, duduk, dan lain-lain.

8. Pasivitas (an yaf‘al/paskhein), yaitu pengaruh substansi 
terhadap yang lain, seperti mendiginkan, memotong, mem-
bakar. Pasivitas diketahui dari pertanyaan: apakah bersema-
ngat atau pasif? Jawabnya berupa kapasitas, seperti berge-
rak, atau memotong.

9. Posisi (an yanfa‘il/keisthai), yaitu sesuatu yang dipengaruhi 
oleh yang lain, misalnya menjadi dingin, terpotong atau 
terbakar. Posisi diketahui dari pertanyaan: Bagaimana 
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posisinya? Jawabnya berupa posisi substansi, misalnya 
menjadi dingin, atau terpotong.

10.Kondisi (lahu/ekhein), yaitu keadaan yang disifatkan bagi 
suatu objek karena ia menjadi bagian atau dicakup oleh 
yang lainnya. Misalnya keadaan baju bagi pemakainya, yang 
mana ia bergerak seiring gerak pemakai. Pertanyaannya: Ba-
gaimana kondisinya? Jawabnya berupa kondisi substansi, 
misalnya baik atau kokoh.

Seluruh makna di dalam perkataan, baik itu afirmasi 
maupun negasi kembali pada sepuluh kategori ini. Itulah 
mengapa ia disebut maqūlāt, sebab itulah yang diperkatakan.39 
Sebagai contoh, kalau kita hendak membicarakan sebuah meja 
belajar, maka kita akan bertanya: Apakah substansi meja itu? 
Jawabnya adalah kayu atau pualam. Apakah meja itu dapat 
dihitung? Jika dapat, maka dihitung berapa jumlahnya? Satu. 
Bagaimana kualitas meja itu? Persegi empat, indah dan baik. 
Bagaimana hubungannya? Misalnya dengan buku, karena 
berupa tempat buku. Di mana? Berada di kamar belajar. 
Waktu? Sekarang ini masih berada di kamar belajar. Sikap atau 
posisinya? Diam dan tidak bergoyang. Kondisinya? Baik dan 
kokoh sehingga dapat digunakan untuk kegiatan menulis.

3. Predikabel
Predikabel adalah pengertian-pengertian yang dinyata-

pkan oleh prediket mengenai subjeknya.40 Meski ada banyak 
pengertian yang dinyatakan oleh prediket terhadap subjek, 
namun semua itu tidak keluar dari lima macam predikabel 
yang disebut al-kulliyāt al-khams, yaitu: 1) genus/jenis (al-
jins); 2) spesies (al-naw‘); 3) ciri pembeda (differentia/al-faṣl); 
4) sifat khusus (proporium/ al-khāṣṣ); dan 5) sifat sampiran 
(accidentia/al-‘araḍ).41 Lima predikabel ini timbul dari sifat-
sifat esensial dan aksidesial dalam relasi makna.

39 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 328.
40 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 20. Menurut Aristoteles, ada empat macam 

predikabel, yaitu genus (jenis), differentia (ciri pembeda), proporium (sifat khusus), 
dan accidentia (sifat sampiran). Kemudian Prophyrius membagi predikabel ke dalam 
lima macam.

41 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 39.
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Menurut Imam al-Ghaza� lī�, saat suatu makna disandarkan 
pada yang lain, didapati tiga relasi sebagai berikut:42 
1. Relasi esensial (al-żatī) yang hakiki (ṣīfat al-nafs).
2. Relasi aksidensial yang tidak bisa dilepas (waṣf lāzim).
3. Relasi aksidensial yang bisa dilepas (waṣf ‘āriḍ) 

Relasi esensial dijelaskannya sebagai berikut:43 

Adapun relasi esensial yang saya maksud, adalah setiap sesuatu 
yang masuk dalam hakikat dan esensi sesuatu sehingga makna 
tidak bisa dipahami tanpa memahaminya, seperti sifat warna bagi 
hitam.

Contoh lain seperti sifat berjasad (al-jismiyyah) pada 
pohon atau kuda, maka mengetahui sebatang pohon berarti 
mengetahui satu jasad tertentu (jism makhṣūṣ). Sifat berjasad 
adalah sifat esensial (al-żatī) dari pohon, sebab jasad adalah 
unsur pembentuk keberadaan pohon dalam realitas. Begitu 
pula sifat berjasad menjadi pembentuk keberadaan pohon di 
dalam pikiran. Jika diandaikan sifat ini tidak ada, maka lenyap-
lah keberadaan pohon atau kuda. Begitu pula jika diandaikan 
sifat berjasad ini tidak ada dalam pikiran, maka lenyaplah ide 
tentang sebatang pohon atau seekor kuda. Sifat inilah yang ha-
rus dimasukkan saat mendefinisikan sesuatu, misalnya mende-
finisikan tumbuhan, dikatakan: Tumbuhan adalah jasad yang 
berkembang. Jadi sifat esensial seperti berjasad ini, diperlukan 
sebagai pembentuk keberadaan sesuatu yang menjadi konsep 
di dalam pikiran.

Berbeda halnya relasi aksidensial yang tidak bisa dilepas 
(waṣf lāzim), ia bukan sifat esensial sesuatu. Misalnya, bayangan 
pohon atau kuda saat terbit matahari, ia tidak bisa dilepas dari 
pohon atau kuda. Tetapi memahami makna pohon atau kuda 
tidak bergantung padanya, sebab bayangan hanya mengikuti 
(al-tawābi‘) sifat jasad pohon atau kuda secara pasti (lawāzim). 

42 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 72.
43 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 72.
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Maksudnya, memahami eksistensi (kunhu) tidak bergantung 
pada relasi aksidensial yang tidak bisa dilepas (waṣf lāzim). Mi-
salnya memahami makna bahwa bumi adalah ciptaan, ini ada-
lah waṣf lāzim bagi bumi.44

Sementara relasi aksidensial yang bisa dilepas (waṣf 
‘āriḍ) adalah hal yang tak harus menyertai sesuatu, bahkan bisa 
diandaikan lepas dari sesuatu. Ada kalanya sifat tersebut tak 
pernah lepas dalam kenyataan, tapi bisa diandaikan lepas di 
dalam pikiran.45 Misalnya sifat hitam pada orang negro, ini me-
rupakan waṣf ‘āriḍ yang bisa diandaikan lepas. Bahkan dalam 
kenyataan, Michael Jackson bisa dilihat sebagai contoh lepas-
nya waṣf ‘āriḍ dari orang negro.

Tiga macam kategori relasi makna yang disebutkan di 
atas, membentuk lima macam predikabel. Perlu digarisbawahi, 
bahwa pembentukan lima predikabel ini didasarkan pada sifat 
esensial dan sifat aksidensial dalam relasi makna. Lalu dibuat 
kategori berdasar luas sempit cakupannya, maka sifat esensial 
yang luas disebut genus, sebaliknya yang lebih sempit disebut 
spesies, demikian pula halnya pada aksidensial. Untuk mema-
haminya dengan baik, berikut ini dijelaskan kelima macam pre-
dikabel dimaksud:

a. Genus (al-jins)
Genus adalah himpunan benda, orang, atau hal lain 

yang meliputi kelompok-kelompok terbatas yang yang disebut 
spesies di bawah genus. Definisinya sebagai berikut:46 

Genus adalah konsep universal yang mewakili satu esensi 
yang dimiliki secara bersama oleh objek-objek yang berbeda 
eksistensinya. Misalnya, term hewan adalah konsep universal yang 
mencakup manusia, kuda, keledai dan hewan-hewan lainnya.

44 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 73.
45 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 73.
46 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 39.
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Berdasarkan definisi ini, maka dapat dijelaskan hubungan 
genus dan spesies sebagai berikut:
- genus selalu mencakup spesies, sedang spesies merupakan 

bagian dari genus. Misalnya term hewan adalah genus yang 
meliputi spesies manusia, monyet dan kuda, sedang spesies 
manusia, monyet dan kuda adalah bagian dari genus hewan.

- jika didapati kelompok-kelompok di bawah satu spesies, 
maka spesies tersebut dapat dijadikan genus. Misalnya term 
manusia bisa menjadi genus bagi spesies bangsa Eropa, 
bangsa Asia, bangsa Afrika dan sebagainya.

- genus dapat menjadi spesies, jika ada kategori yang lebih 
luas di atasnya, misalnya term hewan sebagai genus dapat 
menjadi spesies dari genus makhluk hidup.

Tampak di sini adanya genus tertinggi (summum genus/
al-ajnās al-‘āliyyah) atau genus bagi semua jenis (jins al-ajnās). 
Ada pula spesies terendah yang di bawahnya tak ada lagi spesies 
(infimae species/naw‘ al-anwā‘). Lalu di antaranya bisa disebut 
genus di satu sisi, dan spesies di sisi lain (subaltern genera).47

b. Spesies (al-naw‘)
Spesies adalah kelompok-kelompok tertentu yang berada 

di bawah genus. Definisinya sebagai berikut:48

Spesies adalah konsep universal yang mewakili satu esensi 
yang dimiliki secara bersama oleh berbagai objek yang sama 
eksistensinya. Misalnya manusia, kuda dan keledai, masing-
masing objek ini merupakan spesies dari seluruh spesies yang 
membentuk genus hewan.

Tampak pada definisi ini, bahwa hakikat spesies dilihat 
dari sudut pandang hubungannya dengan genus.

47 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 48.
48 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 40.



Logika Penalaran Hukum68

c. Ciri pembeda (differentia/al-faṣl)
Ciri pembeda adalah sesuatu yang membedakan spesies 

yang satu dari lainnya dalam satu genus. Berikut definisinya:49

Ciri pembeda adalah konsep universal yang mewakili esensi dari 
satu partikularia yang menjadi pembeda antara satu spesies 
dengan spesies lain dalam satu genus. Misalnya sifat berpikir 
adalah konsep universal yang mewakili esensi manusia. Pada 
genus hewan, ini adalah partikular yang membedakan spesies 
manusia dari spesies hewan lainnya.

 Tampak pada definisi ini, hakikat ciri pembeda dilihat 
sebagai partikularia dalam relasinya dengan genus sebagai 
universalia.

d. Sifat khusus (proporium/al-khāṣṣ)
Sifat khusus adalah kelanjutan, atau konsekuensi logis dari 

ciri pembeda. Apabila dikatakan: Manusia adalah hewan yang 
memiliki kemampuan memecahkan persoalan matematika, 
maka ini adalah konsekuensi logis dari ciri pembeda (differentia 
al-faṣl), yaitu sifat berpikir atau akal budi yang dimilikinya. 
Berikut definisinya:50

Sifat khusus adalah konsep universal berupa sifat yang berasal 
dari esensi sesuatu dan khusus padanya. Misalnya: Manusia 
adalah hewan tertawa.

Tampak di sini bahwa sifat khusus (proporium/al-khāṣṣ), 
tidak lepas dari ciri pembeda (differentia al-faṣl).

e. Sifat sampiran (accidentia/al-‘araḍ).
Sifat sampiran tidak termasuk dalam ciri pembeda 

(differentia al-faṣl) atau sifat khusus (proporium/al-khāṣṣ). Sifat 
49 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 40.
50 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 41.
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sampiran adalah suatu sifat yang tidak khusus yang lekat pada 
genus atau spesies sehingga bukan bagian yang hakiki darinya. 
Berikut definisinya:51

Sifat sampiran adalah konsep universal berupa sifat yang berasal 
dari esensi sesuatu tapi ia bukan kekhususan baginya. Misalnya: 
Manusia adalah hewan yang berjalan.

Kelima macam predikabel (al-kulliyāt al-khams) yang 
telah diuraikan di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gb. 3.4. Macam-macam predikabel (al-kulliyāt al-khams)
Sumber: disarikan dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Uraian di atas menunjukkan bahwa bahwa aktivitas uta-

ma penalaran adalah abstraksi (tajrīd) dan refleksi (tafakkur) 
untuk mengenali, membedakan, mengetahuai hubungan dan 
penggunaan satu konsep. Dalam praktik, abstraksi dan refleksi 
berproses melalui klasifikasi, kategori serta penetapan genus 
dan spesies. Oleh karena itu, klasifikasi dan abstraksi adalah 
inti penalaran ilmiah.52

Mengingat hukum merupakan disiplin ilmu yang ter-
sendiri, maka dipastikan tidak pernah sepi dari aktivitas pe-
nalaran. Menurut Bernard Arief Sidharta, salah satu ciri ilmiah 

51 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 41.
52 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 89.
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keilmuan hukum adalah ikhtiar penyederhanaan untuk meng-
usahakan agar tiap putusan diletakkan di bawah putusan yang 
lebih umum dengan pembentukan pengertian dan klasifikasi.53 
Aktivitas ini berlaku saat mendefinisikan perbuatan hukum 
dan menemukan norma hukum.

Argumen rasional lahir dari aktivitas akal menjelaskan 
makna satuan-satuan yang melahirkan definisi dan alasan-
alasan saat satuan disandarkan pada satuan lainnya. Misalnya, 
apakah mencubit masuk dalam kategori penganiayaan atau 
tidak? Akal membuat klasifikasi dan juga pengelompokan de-
ngan cara menemukan kesamaan dan perbedaan pada satuan-
satuan di bawah sesuatu genus.

Melihat pada penalaran hukum, dilakukan klasifikasi 
hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain. Demikian pula 
pada perbuatan hukum, harus dipilah dalam kategori terten-
tu, di antaranya delik pengaduan. Klasifikasi dan kategori lebih 
kompleks saat masuk pada kasus tertentu, misalnya, Pasal 351 
KUHP menetapkan bahwa pelaku penganiayaan dihukum dua 
tahun delapan bulan penjara. Maka hakim harus mengetahui 
makna dari kata ‘penganiayaan’ mencakup satuan-satuan kecil 
di bawahnya. Barulah hakim dapat mengetahui status suatu 
perbuatan hukum, apakah ia termasuk dalam kategori peng-
aniayaan atau tidak.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dike-

mukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Penalaran terjadi karena aktualisasi potensi menalar/inte-

lek (al-quwwah al-naẓariyyah) melalui aktivitas akal praktis 
(‘aql ‘amalī). Jadi sarana penalaran adalah indera lahir, in-
dera batin, potensi menalar/intelek dan akal praktis.

2. Penalaran dilakukan dalam rangka menghasilkan ide atau 
konsep, jadi apa yang diketahui secara intelek adalah ide 
atau konsep objektif tentang objek. 

53 Bernard Arif Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, cet. I (Bandung: 
Mandar Maju, 1999), hlm.215.
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3. Saat melihat objek melalui gambar/ide, intelek membuat 
tangkapan yang hasilnya berupa konsep, maka ide dan kon-
sep dapat dinyatakan sama artinya.

4. Ide atau konsep dihasilkan dari proses yang disebut abstrak-
si. Abstraksi adalah cara manusia membangun konsep, yaitu 
berangkat dari yang konkret menuju yang abstrak konsep-
tual, dari itu abstraksi juga disebut proses immaterialisasi. 

5. Aktivitas utama penalaran adalah abstraksi (tajrīd) dan ref-
leksi (tafakkur). Di dalam proses abstraksi dan refleksi, pe-
nalaran bekerja untuk mengenali konsep, membedakan satu 
konsep dari yang lain, hubungan timbal balik antara satu dan 
lain konsep, cara penggunaan satu konsep dan sebagainya, 
jadi inti penalaran adalah pembedaan.

6. Dalam penalaran, akal secara fitrah menuntun pada pene-
tapan identitas suatu konsep, pembedaan dari konsep lain, 
penyisihan kesamarannya dan penemuan alasan-alasan 
yang menguatkan atau meruntuhkannya. Aktivitas ini berja-
lan di bawah tuntunan empat prinsip akal, yaitu prinsip 
identitas, prinsip nonkontradiksi, prinsip penyisihan jalan 
tengah dan prinsip alasan memadai. Hasilnya, suatu konsep 
dapat ditetapkan dalam genus tersendiri yang mencakup 
spesies di bawahnya, atau disatukan bersama spesies lain 
di bawah satu genus. Jadi kegiatan utama penalaran adalah 
melakukan klasifikasi, kategori dan predikabel.

7. Klasifikasi merupakan aktivitas akal budi menggolong-
golongkan dan membagi-bagi serta menyusun benda-benda 
atau pengertian-pengertian berdasar kesamaan dan kebe-
daannya. Untuk bisa melakukan penggolongan, harus dipa-
hami denotasi (ekstensi/al-māṣadaq), yaitu luas atau sem-
pitnya cakupan kuantitas, bidang atau lingkungan konsep 
suatu term..

8. Segala yang ada terbagi kepada dua kategori, yaitu substan-
si (al-jauhar) dan sifat (al-‘araḍ). Substansi adalah sesuatu 
yang berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain untuk 
keberadaannya, seperti jasmani. Sedangkan sifat adalah 
sesuatu yang berada pada substansi, seperti putih pada 
jasmani.
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9. Melihat penggunaannya dalam bahasa, ahli logika membagi 
kategori ke dalam sepuluh macam istilah, yaitu: 1) substansi 
(al-jawhar/ousia); 2) kuantitas (al-kamm/posen); 3) kualitas 
(al-kayf/poion); 4) relasi (al-muḍāf/pros ti); 5) tempat (al-
ayna/pou); 6) waktu (matā/pote); 7) aksi (al-waḍ‘/polein); 
8) Pasivitas (an yaf‘al/paskhein); 9) Posisi (an yanfa‘il/
keisthai); 10) Kondisi (lahu/ekhein), 

10.Predikabel adalah pengertian-pengertian yang dinyata-
kan oleh prediket mengenai subjeknya. Meski ada banyak 
pengertian yang dinyatakan oleh prediket terhadap subjek, 
namun semua itu tidak keluar dari lima macam predikabel 
yang disebut al-kulliyāt al-khams, yaitu: 1) genus/jenis (al-
jins); 2) spesies (al-naw‘); 3) ciri pembeda (differentia/
al-faṣl); 4) sifat khusus (proporium/ al-khāṣṣ); dan 5) sifat 
sampiran (accidentia/al-‘araḍ).

D. Saran Bacaan 
Bernard Arif Sidharta. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, 

cet. I. Bandung: Mandar Maju, 1999. 
Al-Ghaza� lī�. Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. 

III. Kairo: Da� r al-Ma‘a� rif, 1960.
Jan Hendrik Rapar. Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran 

Sistematis, cet. XVII. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
Poespoprodjo, W. Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan 

Ilmu, cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian abstraksi. 
2. Jelaskan perbedaan antara abstraksi dan refleksi. 
3. Buatlah perbedaan kontras antara klasifikasi dan kategori. 
4. Berikan argumen ringkas tentang nilai pentingnya pre-

dikabel.
5. Berdasar berbagai macam hukum yang Anda ketahui, 

buatlah klasifikasi berdasar luas dan sempit keberla-
kuannya.
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6. Konsep yang meng-ada di dalam jiwa atau pikiran, 
disebut...
a.  maujūd fīl a‘yān. 
b. maujūd fīl ażhān.
c.  mawjūd fīl alfāẓ. 
d. mawjūd fīl kitābah.

7. Hukum yang paling sempit keberlakuannya adalah...
a.  Hukum Pidana.
b. Hukum Perdata.
c.  Hukum Tata Negara.
d. Hukum Militer.

8. Ide atau konsep dihasilkan dari proses abstraksi, atau 
disebut...
a.  improvisasi.
b. internalisasi.
c.  immaterialisasi. 
d. indoktrinasi.

9. Berikut ini adalah kegiatan utama penalaran kecuali...
a.  klasifikasi.
b. kategori.
c.  prediksi.
d. predikabel.

10.Manakah di antara predikabel berikut yang menjadi 
pembeda dari spesies lain dalam satu genus?
a.  genus/al-jins.
b. spesies/al-naw‘.
c.  diferensia/al-faṣl.
d. proporium/al-khāṣṣ.

F. Daftar Istilah
Abstrak: bersifat konseptual; tidak memiliki wujud fisik.
Abstraksi (al-tajrīd): cara manusia membangun konsep yang 

berangkat dari yang konkret menuju yang abstrak 
konseptual. Dari itu abstraksi juga disebut proses im-
materialisasi.

Genus (jins) atau jenis: kategori logika untuk membuat klasifikasi 
yang digeneralisasi atau diabstraksi berdasar esensi 
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dari sekelompok objek yang memiliki kesamaan.
Ide: rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau cita-

cita.
Kategori: bagian dari sistem klasifikasi (golongan, jenis pangkat 

dsb)
Klasifikasi: penyusunan bersistem dalam kelompok atau go-

longan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
Konsep: tangkapan, sebab saat melihat objek melalui gambar/

ide, intelek membuat tangkapan yang hasilnya berupa 
konsep, maka ide dan konsep dapat dinyatakan sama 
artinya.

Predikabel: pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh pre-
diket mengenai subjeknya.

Refleksi (tafakkur): perenungan untuk melakukan perbanding-
an, analisis, sintesis atau keputusan dan pemikiran.

Sifat (al-‘araḍ): sesuatu yang berada pada substansi, seperti 
putih pada jasmani.

Spesies: kelompok-kelompok tertentu yang berada di bawah 
genus.

Substansi (al-jauhar): sesuatu yang berdiri sendiri, tidak me-
merlukan sesuatu yang lain untuk keberadaannya, 
seperti jasmani. 



BAB EMPAT
RELASI KATA DENGAN MAKNA

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis 

(C4) relasi kata dan makna dalam konteks penalaran hukum. 
Untuk itu mahasiswa diberi orientasi dan wawasan agar dapat 
melakukan analisis tersebut. Kompetensi ini berada pada level 
Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi 
pembelajaran berikut:
1. Petunjukan kata kepada makna (dilālah lafẓiyyah);
2. Term logika dan ragam relasi makna. 

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
antara teori semantik tentang relasi antara kata dan makna 
dengan penalaran hukum. Kajian ini bersifat filosofis, maka 
kuliah dilaksanakan secara dialektik dengan metode sebagai 
berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang petunjukan kata kepada 

makna;
2. Membangun skema tentang relevansi ragam relasi makna 

dengan penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Relasi Kata dengan Makna
Sebagaimana dijelaskan pada Bab 1, bahwa penala-

ran hukum berlangsung melalui logika bahasa hukum. Hal ini 
mengharuskan pemahaman tentang bahasa hukum yang lebih 
spesifik dari bahasa pada umumnya. Mengingat kesalahan da-
lam penalaran dapat terjadi karena faktor bahasa,1 maka perlu 
dipahami beberapa konsep dasar ilmu bahasa yang berpoto-
ngan dengan bahasa hukum.

Salah satu konsep ilmu bahasa yang menjadi perhatian 
ilmu logika adalah persoalan relasi kata dengan makna. Ini di-
tempatkan pada bagian pendahuluan (sawābiq) dalam subjek 
materi logika. Bagian inilah yang kemudian menimbulkan per-
potongan yang bisa disebut sebagai logika bahasa hukum.

1. Petunjukan kata kepada makna (dilālah lafẓiyyah)
Makna dalam hidup manusia, tidak melulu dipahami dari 

kata, bahkan terkandung dalam benda-benda yang dijadikan 
penanda oleh manusia. Misalnya lambang huruf ‘S’ yang diberi 
palang miring, menjadi petunjuk bagi makna ‘dilarang berhenti’. 
Namun karena diskusi ilmiah berlangsung melalui bahasa, 
maka penanda yang dibicarakan dalam ilmu logika terbatas 
pada lafaz atau kata-kata.

Lafaz atau kata-kata merupakan tanda bunyi yang dijadi-
kan penanda bagi makna, seperti kata kucing yang digunakan 
untuk menyebut seekor hewan tertentu. Sebagai penanda, kata 
menjadi petunjuk (dāll) sedangkan makna adalah apa yang di-
tunjuk (madlūl), maka perkataan seseorang menjadi petunjuk 
(dāll) bagi makna yang merupakan maksud yang hendak ia 
sampaikan (madlūl).

Penetapan sebuah kata sebagai penanda bagi suatu mak-
na terjadi berdasar kesepakatan pemakai bahasa (konvensi 
linguistik/waḍ‘ lughawī). Misalnya masyarakat Melayu sepakat 
menggunakan kata tingkap untuk menyebut jendela, maka 
makna kata tingkap dipahami berdasarkan konvensinya. Begi-
tu pula penggunaan kata rumah sebagai penanda untuk ba-

1 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 93
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ngunan tempat tinggal. Dari itu seseorang tidak bebas mema-
kai kata untuk makna sesuka hati, ia bahkan terikat dengan 
kesepakatan masyarakat pengguna bahasa.2

Meski ditetapkan berdasar konvensi, namun dalam pe-
nuturan, tidak selamanya kata digunakan secara utuh sesuai 
waḍ‘ lughawī. Oleh karena itu, dalam ilmu logika (manṭiq), pe-
tunjukan kata kepada makna dibagi menjadi tiga kategori:3

1. petunjukan kata sesuai dengan penetapannya berdasarkan 
konvensi linguistik/waḍ‘ lughawī (dilālah muṭābaqah);

2. petunjukan kata terhadap bagian dari makna (dilālah 
taḍammun);

3. petunjukan kata terhadap konsekuensinya (dilālah iltizām).
Petunjukan kata kepada makna disebut muṭābaqah, jika 

makna yang dimaksudkan sesuai dengan konvensi linguistik, 
dan secara sempurna mewakili referensi (refference) yang di-
tandai oleh kata tersebut. Misalnya kata manusia (al-insān) yang 
digunakan untuk menunjuk pada seluruh makhluk berakal. 
Contoh lain, kata rumah yang digunakan untuk menyebut 
bangunan tempat tinggal. Misalnya, seseorang sambil menunjuk 
berkata: “Ini rumah saya”.

Cara yang paling ringkas untuk mengetahui makna 
satu kata berdasar konvensi linguistik (waḍ‘ lughawī) adalah 
dengan merujuk kamus. Misalnya dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), kata rumah diartikan sebagai bangunan 
tempat tinggal.4 Ini merupakan arti kata rumah berdasarkan 
konvensi linguistik.

Ada kalanya seseorang menggunakan satu kata dengan 
makna yang tidak utuh. Misalnya, kata rumah digunakan un-
tuk mewakili bagian dari bangunan tempat tinggal, seperti per-
kataan: “Sekarang musim hujan, tolong perbaiki rumah saya”. 

2 Ferdinand de Sausure, Pengantar Linguistik Umum (Cours de Linguistique 
Générale), terj. Rahayu S. Hidayat, cet. III (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
1996), hlm. 149.

3 Ah� mad al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Singapura: al-
H� aramayn, t.th.), hlm. 7.

4 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 
2008), hlm. 1188.
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Dapat dipahami bahwa yang dimaksud bukan keseluruhan 
rumah, tapi bagian atapnya saja. Dengan demikian, kata rumah 
digunakan dengan makna bagian dari bangunan tempat tinggal, 
bukan rumah yang seutuhnya. Penggunaan seperti ini disebut 
dilālah taḍammun, ini lazim dilakukan sehingga menuntut 
ketajaman penalaran.

Makna pada dua kategori di atas dipahami berdasar kata 
yang digunakan, jadi makna dipetik dalam relasinya dengan 
kata. Dengan kata lain, makna benar-benar dipahami dari 
kata yang digunakan. Berbeda halnya dengan dilālah iltizām, 
pemahaman terhadap makna melibatkan peran intelek, bukan 
berdasar kata itu sendiri. Misalnya seseorang berkata: “Saya 
mau buang air besar di rumah,” di sini kata rumah bermakna 
toilet, bukan dalam arti bangunan tempat tinggal dan bukan 
untuk menyebut bagian dari rumah.

Contoh-contoh di atas menunjukkan adanya masalah 
makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna 
yang sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi 
alat indera, atau makna yang sunguh-sungguh nyata dalam 
kehidupan. Misalnya kata tikus, makna leksikalnya adalah bi-
natang pengerat yang dapat menimbulkan penyakit tifus. Jadi 
makna leksikal adalah makna kata yang sesuai dengan konvensi 
linguistik (waḍ‘ lughawī). Tetapi dalam penggunaannya secara 
gramatikal, makna kata dapat mengalami pergeseran akibat 
proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi 
dan proses komposisi. Oleh karena makna bergantung pada 
konteks kalimat atau konteks situasi, maka makna gramatikal 
sering disebut makna kontekstual atau makna situasional.5

Kembali pada tiga kategori di atas (dilālah muṭābaqah, 
dilālah taḍammun dan dilālah iltizām), jelaslah bahwa dalam 
penggunaan secara gramatikal, makna kata tidak cukup hanya 
dipahami secara leksikal. Mengingat kata digunakan dalam 
kalimat, maka makna kata terikat dengan gramatika dan 
konteks kalimat. Bahkan untuk bisa memastikan penggunaan 
satu kata untuk makna leksikal sekalipun, ditentukan oleh 

5 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, edisi revisi, cet. III 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 62.
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konteks kalimatnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap 
makna leksikal dan makna gramatikal menjadi kunci dalam 
penalaran, termasuk penalaran hukum. Tentunya ini bukan 
satu-satunya persoalan makna dalam bahasa. Berikut ini di-
kemukakan beberapa konsepsi tentang makna yang dibahas 
dalam semantika bahasa Indonesia:6

1. Makna leksikal dan gramatikal (sesuai uraian di atas);
2. Makna referensial dan nonreferensial. Kata yang memiliki 

makna referensial adalah kata penuh seperti kata meja, 
kursi, lemari dan sebagainya. Sedangkan kata tugas seperti 
preposisi dan konjungsi bukanlah kata yang memiliki makna 
referensial, misalnya kata karena, tetapi dan lain-lain;

3. Makna denotatif dan konotatif. Denotasi adalah makna dasar 
dari sebuah kata, sedangkan konotasi adalah makna tam-
bahan yang mengandung nilai (positif/negatif). Misalnya 
kata betina, secara denotatif berarti jenis kelamin perem-
puan, tapi kata ini memiliki konotasi negatif, karena sering 
diguna-kan pada binatang;

4. Makna kata dan makna istilah. Makna kata adalah peng-
gunaannya secara umum, sedangkan makna istilah adalah 
penggunaan kata secara cermat dan terbatas sehingga mak-
nanya tepat. Misalnya kata tahanan yang dalam bidang 
hukum digunakan sebagai istilah;

5. Makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual 
adalah makna yang sesuai dengan referennya. Sedangkan 
makna asosiatif adalah makna yang berhubungan dengan 
keadaan di luar bahasa, misalnya kata melati yang diaso-
siasikan bermakna suci;

6. Makna idiomatikal dan peribahasa. Makna idiomatikal ada-
lah referensi dari kata, frasa atau kalimat yang tidak dapat 
diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya. Misalnya 
kata meja hijau, memiliki makna idiomatikal pengadilan;

7. Makna kias, disebut juga arti kiasan di mana kata tidak me-
nunjuk makna sebenarnya (leksikal/konseptual/denotatif), 
tapi mengacu pada kiasan, perbandingan atau persamaan-
nya. Misalnya kata bunga yang berarti gadis cantik;

6 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 59, dst.



Logika Penalaran Hukum80

Persoalan relasi kata dan makna sebagaimana diuraikan 
secara ringkas ini sangat penting dalam logika dan penalaran 
hukum. Oleh karena itu, dianjurkan agar pembaca mempelajari 
kembali kaidah-kaidah kebahasaan ini. Silakan merujuk kembali 
buku-buku pelajaran Bahasa Indonesia.

2. Kata dan term logika 
Menurut ahli semantik, kata adalah tanda bunyi yang 

disebut leksem,7 yaitu kata atau frasa yang merupakan satuan 
bermakna.8 Jika ilmu bahasa menelaah kata dari segala aspek-
nya, ilmu logika justru mempelajari kata dari segi makna dan 
penggunaannya secara tepat.9 Jadi cara pandang ilmu logika 
terhadap kata lebih sempit dibanding ilmu bahasa.

Dalam logika, leksem atau kata disebut term, yaitu kata 
atau frasa yang memiliki pengertian sehingga membuat konsep 
atau ide menjadi nyata. Dengan kata lain, term adalah konkre-
tisasi dari suatu konsep atau ide. Melihat isinya, term ada yang 
bersifat kategorimatis, yaitu kata yang memiliki makna tanpa 
bantuan kata lain, misalnya kata filsuf, guru, merah, matahari 
dan sebagainya. Ada pula term yang sinkategorimatis, yaitu 
kata yang mendapatkan makna dengan bantuan kata-kata lain, 
misalnya kata dari, kepada dan sebagainya. Term kategorimatis 
dibedakan lagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) univokal; 2) equi-
vokal; dan 3) analogis.10

a. Term univokal (lafẓ mutawaṭi’)
Term univokal (lafẓ mutawaṭi’)11 adalah term yang di-

kenakan kepada beberapa hal atau benda yang kualitasnya 
sama. Imam al-Ghaza� lī� medefinisikannya sebagai berikut:12

7 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 805. Leksem adalah satuan leksikal dasar 
yang abstrak yang mendasari pelbagai bentuk kata.

8 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 59, dst.
9 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 21.
10 Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. XVII 

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 27, dst.
11 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amī�riyyah, 

1983), hlm. 162.
12 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 67.
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Adapun al-mutawāṭi’ah adalah term yang digunakan untuk perka-
ra yang berbeda-beda tapi bersatu pada makna yang diperuntuk-
kan bagi term tersebut. Seperti kata laki-laki (al-rajul), diberlaku-
kan pada si Zayd, si Amru, si Bakar dan si Khalid. Begitu pula kata 
jasmani (al-jism) berlaku terhadap manusia, langit dan juga bumi 
karena objek-objek ini berserikat pada makna jasmani yang diper-
untukkan bagi kata al-jism. Setiap kata yang general (muṭlaq) bu-
kanlah tertentu (mu‘ayyan) seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Misalnya pada kalimat: Adam adalah manusia, term ma-
nusia digunakan dalam kualitas yang sama, sebab ia berupa 
generalisasi dari bagian (afrad) yang dicakupnya. Dari itu, di 
satu sisi ia disebut term univokal, tapi di sisi lain ia disebut 
term umum, karena ia digunakan secara luas (muṭlaq). Berikut 
definisi lafaz muṭlaq:13

Kata umum adalah kata yang mana pemahaman terhadap kata itu 
sendiri tidak mencegah terjadinya serikat makna. Misalnya kata 
hitam, gerak dan kata al-insān.

Kebalikan dari term umum adalah term konkret, sehingga 
disebut juga term khusus (khāṣṣ). Berikut definisinya:14

Lafaz mu‘ayyan adalah kata yang tidak mungkin dipahami kecuali 
pada satu objek tertentu itu sendiri. Jika dimaksudkan berserikat 
dengan yang lain, maka tercegah oleh pemahaman lafaz itu sendiri.

13 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 65.
14 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 65.
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Kata pohon pada kalimat: “Ini sebatang pohon” adalah 
term konkret, sebab digunakan kata tunjuk sehingga tidak 
mungkin dituju kepada pohon lain. Demikian pula kalimat yang 
menggunakan nama orang seperti kata Rajul, maka disebut 
term singular (syahkṣiyyah). 

Tantangan penalaran muncul pada penggunaan term 
univokal (lafẓ mutawaṭi’) dalam konteks yang luas (mutlaq). 
Misalnya pada kata benda (al-ism al-mufrad) yang diberi alīf-
lām al-ta‘rīf, apakah ia bermakna universal sehingga mengikat 
seluruh bawahannya (al-istiqrā’ li al-afrād). Menurut sebagian 
uṣūliyyūn, jika ada indikator (qarīnah), maka ia bermakna 
universal. Menurut Imam al-Ghaza� lī�, ini murni masalah lafaz, 
bukan persoalan qarīnah. Oleh karena kata adalah penanda 
bagi konsep (referensi) yang ada di dalam pikiran (mawjūd fī al-
ażhān), maka ia menunjuk pada al-istiqrā’ semata-mata karena 
lafaz, berupa generalisasi dari seluruh bawahannya.15

Secara umum, dalam bahasa Arab, sebuah kata yang 
diberi alīf dan lām seperti kata al-insān mewakili makna yang 
mencakup seluruh jenisnya sehingga disebut juga lafaz yang 
umum (lafẓ ‘āmm). Namun begitu, ada kata yang diberi alīf 
dan lām tapi tidak memiliki jenis, seperti kata al-syams. Di satu 
sisi secara akal kata al-syams ini tidak menolak kemungkinan 
adanya matahari lebih dari satu, berbeda dengan kata Allah 
yang mustahil lebih dari satu. Oleh karena itu, kata al-syams 
ini tetap dianggap bermakna universal.16 Di sisi lain, yang di-
saksikan dengan mata kepala, matahari hanya satu sehingga 
tidak memiliki jenis. Akibanya kata al-syams dianggap bukan 
term universal, tetapi anggapan ini ditimbulkan oleh faktor di 
luar bahasa, bukan dari petunjukan kata itu sendiri.17 Dengan 
demikian, jika digunakan secara muṭlaq, kata yang diberi alīf 
dan lām bermakna univesal karena petunjukan makna oleh 
lafaz itu sendiri.

15 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r 
al-Ma‘a� rif, 1961), hlm. 75.

16 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 35.

17 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 53.
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Dalam bahasa Indonesia, masalah ini terjadi jika sebuah 
kata universal digunakan tanpa quantifier (satu kata disebut 
universal bila mengikat bawahannya tanpa kecuali). Misalnya 
proposisi: Tanaman membutuhkan air. Menurut Mundiri, kata 
tanaman di sini bermakna semua tanaman, ini bisa diketahui 
dari hubungan antara subjek dan prediketnya, karena tidak 
satu tanaman pun tidak membutuhkan air.18 Jadi relasi antara 
subjek dan prediket menjadi qarīnah memahami luas sempitnya 
kuantitas yang diikat oleh term subjek.

Masalahnya, jika kata yang bermakna universal dipakai 
dalam proposisi secara muṭlaq tanpa quantifier, apakah tetap 
bermakna universal? Menurut al-Mī�da�nī�, kekuatannya berada 
pada tingkat partikular, bukan universal.19 Maka terdapat 
tiga pendapat di sini: 1) bermakna partikular; 2) bermakna 
universal dengan adanya qarīnah; 3) bermakna universal yang 
ditunjuk oleh kata itu sendiri.

Ketiga pendapat ini harus dimoderasi, sebab pada dasar-
nya petunjukan kata didasarkan pada penggunaannya secara 
bahasa, sedangkan qarīnah diperlukan untuk memastikan mak-
na dalam hal penggunaannya pada sebuah proposisi. Mengingat 
yang dimaksud dari makna adalah arti secara gramatikal, maka 
asalnya kata ber-alīf-lām itu bermakna universal, lalu qarīnah 
menjadi petunjuk terhadap maksud penggunanya di dalam se-
buah proposisi tertentu.

b. Term equivokal (lafẓ musyakkakan)
Term equivokal (lafẓ musyakkakan),20 adalah term yang 

dikenakan pada beberapa hal atau benda dengan arti yang lebih 
kurang kualitasnya. Misalnya kata cahaya yang kualitasnya 
berbeda-beda, sebab cahaya pada matahari lebih kuat dari 
cahaya pada bulan, lalu cahaya matahari dan bulan lebih kuat 
dari cahaya pada nyala lampu listrik. Contoh lainnya kata putih, 
ketika diamati dengan penglihatan, tampak perbedaan lebih 
dan kurang kualitas antara putih pada salju dengan putih pada 

18 Mundiri, Logika..., hlm. 57.
19 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 70.
20 Majma‘, al-Mu‘jam al-Falsafī..., hlm. 169.
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kertas. Berikut definisinya:21

Equivokal (al-tasykīk) adalah relasi keberadaan makna general di 
dalam satuan yang diikat oleh term, yaitu jika keberadaan makna 
pada satuan tersebut berbeda-beda dibanding dengan komprehensi 
(al-mafhūm) yang diperuntukkan bagi term general tersebut.

Sekilas term equivokal (musyakkakan) tampak serupa 
dengan term analogis (musytarak), sebab mencakup bawahan 
yang berbeda. Tetapi perbedaan tersebut hanya terjadi pada 
kualitas, yaitu lebih kurang makna, sedangkan hakikatnya tetap 
sama. Potensi keliru timbul karena menganggap lebih kurang 
kualitas mencegah serikat makna. Misalnya term putih dianggap 
tidak berserikat dengan hitam karena beda kualitas, padahal 
putih dan hitam sama-sama genus warna, maka keduanya ber-
serikat pada genus.

c. Term analogis (lafẓ musytarak)
Term analogis (lafẓ musytarak) adalah term yang di-

gunakan dalam arti sebenarnya, namun digunakan pula untuk 
hal-hal lain karena ada hubungan dengan arti yang hakiki. 
Berikut definisinya:22

Adapun term analogis (al-musytarakah) adalah term yang 
diperuntukkan bagi objek berbeda-beda yang tidak berserikat 
pada definisi dan hakikat sama sekali. Seperti kata al-‘ayn dalam 
arti indera penglihat, timbangan dan tempat terpancarnya air 

21 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 51.
22 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 67.
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(mata air). Demikian pula kata al-musytarī untuk orang yang 
boleh berakad jual beli, dan bintang di langit yang terlihat dan 
terhitung oleh ahli antronomi.

Dalam ilmu bahasa, kata/term yang digunakan untuk be-
berapa makna disebut kata homonimi. Istilah homonim berasal 
dari bahasa Yunani, yaitu onoma yang berarti nama dan homo 
yang berarti sama. Secara harfiah kata homonim berarti nama 
yang sama untuk benda atau hal lain atau berbeda sama sekali. 
Seperti kata bisa yang berarti racun pada ular dan juga memiliki 
arti sanggup atau dapat.23

Tantangan bagi penalaran hukum timbul pada penyerupa-
an term analogis (isytirāk) dengan term univok (mutawāṭi’ah). 
Term univok mengikat seluruh satuan di bawahnya dengan 
makna yang setara kualitasnya. Sedangkan makna di bawah 
term analogis malah berbeda-beda kualitas dan hakikatnya. Al-
Ghaza� lī� mengingatkan, bahwa term analogis (musytarak) bisa 
menunjuk pada makna yang sama sekali berbeda sehingga ti-
dak ada isytirāk. Seperti kata mata (‘ayn) yang bermakna mata 
kepala dan juga mata air.24 Kedua makna ini merujuk kepada 
objek yang berbeda, bahkan tidak isytirāk.

Kekeliruan terjadi jika makna dari term analogis diang-
gap sama kualitasnya. Misalnya kata hidup (ḥāyah), jika di-
pakai pada tumbuhan berarti bertambah (al-nama’), tapi 
pada binatang ia berarti bergerak berdasar kehendak. Meski 
kata hidup digunakan secara isytirāk untuk makna tumbuh 
dan bergerak, tapi kedua makna ini tidak berserikat, bahkan 
berbeda sama sekali. Oleh karena itu, kata hidup (ḥāyah) tidak 
boleh disamakan dengan term univokal.

Dalam bahasa Indonesia, kata yang menjadi bagian (afrad) 
dari cakupan kata yang lebih umum disebut hiponimi. Kata 
hiponim berasal dari bahasa Yunani, yaitu onoma yang berarti 
nama dan hipo yang berarti di bawah. Secara harfiah hiponim 
berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Misalnya kata 
bandeng merupakan nama yang termasuk di bawah kata ikan.25 

23 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 93.
24 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 67.
25 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 98.
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Berikut ilustrasinya:

Gb. 4.1. Relasi kata hiponimi
Sumber: Diadaptasi dari Abdul Chaer, 2002.

Ilustrasi ini menunjukkan kata sebagai genus yang meng-
ikat bawahannya secara sama kualitas. Tetapi jika kualitasnya 
tidak sama, maka disebut term equivokal (kulliyyan musyak-
kakan). Dari diskusi yang berkembang di kalangan ahli logika, 
tiga kategori ini (tawātu’, tasyākuk dan isytirāk) berpotensi 
menimbulkan kekeliruan penalaran, sebab rawan terjadi per-
geseran intensi (isi/komprehensi/al-mafhūm) dan ekstensi (al-
māṣadaq).

Selain tiga kategori di atas, sebagian ahli logika menam-
bahkan dua kategori lagi, yaitu tarāduf dan takhāluf. Dengan 
demikian terdapat lima macam pola relasional antara kata 
dengan makna seperi terlihat dalam karya prosa al-Akhd� arī�, 
pada Faṣl Nisbat al-Alfāẓ li al-Ma‘ānī ia bersyair:26

Hubungan kata dengan maknanya    macamnya tidak kurang dari lima 
ia tawāṭu’, tasyākuk dan takhāluf    dan isytirāk kebalikannya tarāduf  

Tampak di sini al-Akhd� arī� secara tegas membatasi relasi 
kata dengan makna pada lima macam kategori, yaitu dengan 
memasukkan al-tarāduf dan al-takhāluf. Tetapi makna pada 
dua kategori ini tidak mengalami pergeseran komprehensi dan 
ekstensi sehingga relatif tidak menimbulkan masalah dalam 
penalaran. Oleh karena itu, dua kategori ini (al-tarāduf dan al-
takhāluf) tidak banyak menimbulkan diskusi ahli logika. Imam 
al-Ghaza� lī� mendefinisikan lafẓ tarāduf sebagai berikut:27

26 ‘Abd al-Rah� ma�n al-Akhd� arī�, Matn Sullam al-Munawwaraq (Surabaya: al-
Maktabah al-Saqa� fiyyah, t.th.), hlm. 

27 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 66.



Bab Empat - Relasi Kata dengan Makna 87

Adapun al-mutarādifah adalah term yang berbeda-beda secara 
tekstual yang diperuntukkan bagi makna yang sama. Misalnya 
kata al-khamr dan kata al-‘uqar, kata al-layṡ dan kata al-asad, 
kata al-sahm dan kata al-nusysyab. Secara keseluruhan, pada 
setiap dua term yang mewakili satu makna, maka term yang satu 
menjangkau apa yang dicakup oleh term yang lain tanpa beda. 
Oleh karena itu keduanya disebut mutarādifāni.

Dalam ilmu bahasa, kata yang dijadikan penanda bagi 
satu makna disebut sinonimi, berasal dari kata onoma yang 
berarti nama dan syn yang berarti dengan. Jadi secara harfiah 
sinomini berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. 
Misalnya kata buruk dan jelek, kata bunga, kembang dan puspa 
adalah sinonimi.28 Seperti dikatakan oleh al-Akhd� arī�, isytirāk 
adalah kebalikan tarāduf, maka homonimi adalah kebalikan 
dari sinomini.

Adapun lafẓ takhāluf disebut juga al-mutabāyinah, defi-
nisinya sebagai berikut:29

Adapun al-mutabāyanah, maksudnya adalah term yang berbeda-
beda secara tekstual yang diperuntukkan bagi makna yang berbeda 
pula. Seperti kata al-sawād, al-qudrah, al-asad, al-miftāḥ, al-samā’, al-
syajar, al-arḍ dan kata-kata yang lain, jumlahnya banyak.

Tampak pada pernyataan ini, takhāluf disebut sebagai 
pola relasional terbanyak, maka ia merupakan pola dasar dalam 
relasi kata dengan makna. Bisa dikatakan bahwa asalnya satu 
kata adalah tanda bagi satu makna, namun dalam praktik dite-

28 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 82.
29 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 66.
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mukan satu kata menjadi penanda bagi beberapa makna. Begi-
tu pula ditemukan beberapa makna yang ditandai dengan satu 
kata. Melihat jumlahnya yang tidak banyak, diasumsikan ini ada-
lah perkembangan dari konsep dasar, atau bisa disebut cabang 
(furū‘) dari asal (uṣūl). Hal ini dikaji dalam ilmu semantik, yai-
tu satu cabang ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna 
kata, bagaimana asal mulanya, bagaimana perkembangannya, 
dan apa sebab-sebabnya hingga terjadi perubahan makna.30

Satu kaidah umum dalam ilmu semantik berbunyi: 
“Bentuk-bentuk yang berbeda akan berbeda pula maknanya”. 
Maksudnya, kalau ada dua buah kata/leksem yang bentuknya 
berbeda, meskipun perbedaannya sedikit, tapi maknanya pasti 
akan berbeda. Oleh karena itu, dua buah kata yang disebut ber-
sinonim pasti kesamaan maknanya tidak persis sertatus per-
sen.31 Jika kaidah ini dapat diterima, maka lima macam kategori 
relasi kata dengan makna di atas, merupakan kategorisasi yang 
mencakup konsep asal dan cabang-cabangnya.

Pembagian lima kategori relasi antara kata dan makna 
ini masih relevan dengan subjek materi ilmu logika. Sebab 
tambahan dua kategori di atas merupakan landasan bagi tiga 
kategori sebelumnya. Namun begitu, diskursus keilmuan logika 
justru berkisar pada tiga relasi cabang, yaitu tawātu’, tasyākuk 
dan isytirāk, sebab terkait masalah komprehensi dan ekstensi.

3. Ragam relasi makna 
Ragam relasi makna timbul karena satu makna bisa 

setara dengan yang lain, bisa lebih umum atau lebih khusus. 
Misalnya kata al-jism, memiliki makna yang setara dengan kata 
al-mutahayyiz. Sementara kata al-wujūd lebih umum dari kata 
al-jism, adapun kata al-ḥarakat lebih khusus dari kata al-jism.32 
Untuk memahami hal ini, maka harus diketahui perbedaan 
universalia dan partikularia. 

Setiap kata dipastikan mengantar makna partikular atau 
makna universal ke dalam pikiran. Makna partikular bersifat ter-

30 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika..., hlm. 93.
31 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 39.
32 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 72.
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batas pada satuan atau individu tertentu. Berikut definisinya:33 

Partikularia adalah setiap pemahaman di dalam pikiran yang 
ditandai dengan pembatasan luasnya dalam cakupan satuan, atau 
sesuatu yang oleh pikiran ditolak perserikatannya dengan yang 
lain.

Ciri partikularia adalah penamaan yang khusus, seperti 
nama orang (proper name) yang disematkan pada orang ter-
tentu, misalnya Khalid, Saleh dan lain-lain. Setiap nama di-
peruntukkan untuk satu orang tertentu, walau ada beberapa 
orang yang memiliki nama yang sama. Adapun definisi univer-
salia adalah sebagai berikut:34

Adapun universalia adalah setiap pemahaman dalam pikiran yang 
tidak mencegah terjadinya serikat, walaupun dalam kenyataannya 
hanya ada satu fakta, atau bahkan tidak didapati satu faktapun 
dalam realitas.

Contok universalia seperti kata manusia (insān), hewan 
(ḥayawān), bintang (najm), burung (ṭā’ir), matahari (syams), 
bulan (qamar), Pencipta dari tiada (Khāliq min al-a‘dam), se-
suatu yang tak ada (ma‘dūm), singa bersayap (‘anqā’), yang 
berserikat dengan Pencipta (syarīk al-Khāliq), yang wajib ada 
(wājib al-wujūd) dan lain-lain.

Pada contoh ini, kata syams dan qamar adalah universalia 
yang hanya ada satu fakta dalam realitas, sebab yang disaksikan 
oleh manusia hanya satu matahari dan satu bulan. Tetapi fakta 
ini tidak mencegah sifat universal makna kata syams dan qamar, 
sebab secara akal tidak tertutup kemungkinan ada matahari 
atau bulan yang lain.

33 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 34, 
34 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 35, 
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Tampak pula pada contoh Pencipta dari tiada (Khāliq min 
al-a‘dam), adanya Khāliq yang hakiki hanya satu dan mustahil 
adanya yang lain, tapi ini tidak mencegah sifat universal kata 
Khāliq. Lalu pada contoh kata ma‘dūm dan ‘anqā’, tidak didapati 
satu pun fakta, tapi juga tidak mencegah sifat universal kedua 
kata ini. Demikian pula pada kata syarīk al-Khāliq, dipastikan 
tidak ada satu pun serikat bagi Allah, tapi kata ini tetap bersifat 
universal.

Adapun pada contoh kata insān, atau ḥayawān, sifat uni-
versal timbul dari generalisasi terhadap satuan yang diikat oleh 
kata, yaitu berdasar sifat terdalam (esensi) yang menyatukan-
nya. Menurut Imam al-Ghaza� lī�, setelah melihat seekor kuda, 
maka pikiran membentuk konsep kuda yang universal, yaitu 
konsep yang lepas dari kondisi partikularia seperti besar, ke-
cil, warna dan sebagainya.35  Universalia seperti ini merupakan 
hasil abstraksi terhadap sifat esensial dari seluruh partikularia 
yang terhimpun di bawah universalia.

Kata universalia juga digunakan untuk menyebut keselu-
ruhan yang tersusun dari bagian-bagian, misalnya rumah yang 
tersusun dari pondasi, tiang, dinding, atap, pintu, jendela dan 
lain-lain. Maka kata rumah merupakan universalia yang men-
cakup unsur-unsur atau bagian-bagian yang disusun menjadi 
sebuah rumah. Demikian pula sifat universal pada kata manu-
sia, bisa dipahami karena tersusun dari bagian-bagian berupa 
kepala, badan, tangan, kaki dan sebagainya.

Dilihat dalam tradisi ilmiah Arab, univesalia yang di-
abstraksi dari sifat esensial disebut “kullī” dan partikularianya 
disebut “juz’ī”, yaitu dengan tambahan huruf yā’ nisbah. Semen-
tara pada universalia yang tersusun dari bagian-bagian disebut 
“kull” dan partikularianya disebut “juz’” tanpa tambahan huruf 
yā’ nisbah. Pembedaan ini perlu diperhatikan dalam diskusi lo-
gika penalaran hukum.

Sifat universalia dan partikularia ini berakibat pada per-
geseran komprehensi-ekstensi, maka timbullah ragam relasi 
makna yang bisa dipilah dalam lima belas macam kategori 

35 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 78.
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berikut:36

1. Tabāyun, yaitu perbandingan antara satu makna dengan 
makna lain yang berbeda komprehensi dan tidak ada ke-
sesuaian antara satuan yang dicakup oleh yang satu dengan 
yang lain. Menurut ahli logika, term ini beda komprehensi 
(al-mafhūm) dan ekstensi (al-māṣadaq). Misalnya kata al-
insān dengan kata al-fars.

2. Al-Tasāwi, yaitu perbandingan antara satu makna dengan 
makna lain yang berbeda komprehensi tapi bersatu pada 
ekstensinya. Misalnya kata muslim yang artinya orang yang 
secara eksplisit membenarkan risalah yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad saw. Sedangkan kata mukmin berarti 
orang yang membenarkan risalah Nabi saw. secara imlisit 
dalam hati. Jadi kedua kata ini berbeda secara komprehensi 
(al-mafhūm), tapi sama secara ekstensi (al-māṣadaq). Sebab 
pada dasarnya, seseorang yang membenarkan risalah Rasul 
saw. dalam hatinya juga boleh disebut muslim.

3. Al-‘Umūm wa al-khuṣūṣ al-muṭlaq, yaitu perbandingan an-
tara satu makna dengan makna lain yang berbeda pada 
komprehensi, di mana yang pertama mencakup satuan yang 
diikat oleh yang lain. Sebaliknya yang kedua hanya mencakup 
sebagian satuan yang diikat oleh yang pertama. Ini berlaku 
pada term universal yang wilayahnya mencakup apa yang 
diikat oleh term partikular, sementara term partikular ha-
nya mengikat sebagian satuan dalam wilayah term univer-
sal. Misalnya perbandingan kata hewan (al-ḥayawān) dan 
manusia (al-insān) pada ilustrasi berikut ini:

Gb. 4.2. Relasi makna al-‘umūm wa al-khuṣūṣ al-muṭlaq
Sumber: Diadaptasi dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

4. Al-‘Umūm wa al-khuṣūṣ min wajh, yaitu perbandingan anta-
36 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 47, dst.
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ra makna universal yang satu dengan makna universal lain, 
dari segi perpotongan cakupan yang satu terhadap apa yang 
dicakup oleh yang lainnya, dan kemandirian masing-masing 
dalam hal satuan yang dicakup oleh yang satu tapi tidak 
dicakup oleh yang lain. Misalnya term universal hewan dan 
term universal putih, di mana keduanya berpotongan pada 
term hewan putih, tapi kedua term ini berdiri sendiri, yaitu 
pada putih yang selain hewan dan pada hewan yang tidak 
berwarna putih. Perhatikan ilustrasi berikut:

Gb. 4.3. Relasi makna al-‘umūm wa al-khuṣūṣ min wajh
Sumber: Diadaptasi dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

5. Al-Tawāṭu’, yaitu perbandingan makna universal pada sa-
tuan-satuan objek yang dicakup oleh term universal, dilihat 
dari segi kualitas makna dan tidak ada perbedaan di anta-
ra satuan-satuan objek yang dicakupnya. Misalnya kata titik 
dan kata benar, kedua kata ini digunakan dalam kualitas 
yang sama terhadap satuan.

6. Al-Tasykīk, yaitu perbandingan makna universal pada sa-
tuan-satuan objek yang dicakup oleh term, dilihat dari lebih 
kurang kualitas makna di antara satuannya. Lebih kurang 
makna diukur berdasar komprehensi (al-mafhūm) yang di-
peruntukkan bagi term universal tersebut, seperti kata ca-
haya yang beda kualitasnya;

7. Al-Tarāduf (sinonimi), yaitu perbandingan makna pada 
term-term berbeda yang menunjuk pada makna yang sama. 
Pada al-tarāduf terjadi kesatuan makna meski term berbe-
da, seperti kata al-insān dan kata al-basyar, keduanya berbe-
da term tapi satu makna.

8. Al-Isytirāk (homonimi), yaitu perbandingan makna yang 
dilihat dari segi berserikatnya beberapa makna pada per-
untukan satu term. Ini disebut al-isytirāk karena pada satu 
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term/kata bersatu beberapa makna, jadi kebalikan dari al-
tarāduf (sinonimi). Seperti kata al-‘ayn yang berarti mata 
kepala dan juga mata air.

9. Al-Takhāluf, yaitu perbandingan antara satu makna dan 
makna lain yang dilihat dari segi kemungkinan bersatu dan 
berpisah pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya term 
tinggi dan putih yang bersatu pada ungkapan: Orang yang 
tinggi berkulit putih, tapi pada ruang dan waktu yang sama 
keduanya berpisah, seperti pada ungkapan: Orang yang 
pendek dan berkulit hitam.

10.Al-Taḍāddud, yaitu perbandingan antara satu makna dan 
makna lain yang dilihat dari segi ketidakmungkinan bersa-
tunya, bahkan keduanya kedua-duanya berpisah pada ruang 
dan waktu yang sama, misalnya term putih dan hitam.

11.Al-Tanāquḍ (antonim), yaitu perbandingan antara satu 
makna dengan makna lainnya dilihat dari segi tidak mungkin 
bersatu dan juga tidak mungkin salah satunya tiada pada 
ruang dan waktu yang sama. Jadi salah satunya harus ada 
dan meniadakan yang lain, misalnya term al-mawjud dan 
term al-‘adam. Dalam ilmu bahasa, ini disebut kata privatif 
karena mengandung makna tidak adanya sesuatu, misalnya 
kata buruk yang berarti tidak baik.

12.Al-Tamāṡul, yaitu perbandingan makna antara yang satu 
dengan makna lainnya yang bersatu pada konklusi. Misalnya 
makna yang dikandung oleh perkalian dari angka lima yang 
sama hasilnya dengan term dua puluh lima.

13.Al-Kulliyah wa al-juz’iyyah, yaitu perbandingan makna 
dengan makna lain dari segi sifatnya yang universal, dan 
yang lain adalah partikular yang dicakupnya. Misalnya term 
universal al-insān dengan term partikular Khalid (nama 
diri/proper name).

14.Al-Kullī wa al-juz’i, yaitu perbandingan antara satu makna 
dan makna lainnya dari segi keadaan salah satunya bersifat 
universal dan lainnya adalah partikular yang menyusunnya. 
Jika universalia (al-kull) ada, maka dipastikan partikularia 
(al-juz’) ada di dalam bagian universalia. Misalnya term 
tangan dalam relasinya dengan term Khalid, di mana tangan 
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adalah bagian dari tubuh si Khalid.
15.Al-Iḍāfah, yaitu perbandingan antara dua makna di mana 

yang satu dipahami dari pemahaman terhadap yang lain. 
Misalnya term ayah yang dipahami dari term anak.

Ragam kategori relasi makna ini merupakan perpadu-
an antara perspektif ilmu bahasa dan ilmu logika. Untuk lebih 
mendalaminya, dianjurkan agar pembaca merujuk buku-buku 
tentang ilmu semantik dan sintaksis bahasa Indonesia.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 

Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa 
hukum diakui memiliki corak tersendiri. Penggunaannya men-
cakup pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penuli-
san dan pengejaan. Tak bisa dipungkiri, bahasa ilmiah hukum 
membentuk iklimnya sendiri. 

Karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah, kom-
posisi, gaya bahasa dan kandungan artinya yang khusus seperti 
contoh berikut:37 
- perintah (amr/gebod) kewajiban umum untuk melakukan 

sesuatu;
- larangan (nahy/verbod), kewajiban umum untuk tidak me-

lakukan sesuatu;
- dispensasi (pembebasan/rukhṣah/vrijstelling) pembolehan 

(verlof) khusus untuk tidak melakukan apa yang secara 
umum diharuskan;

- izin (permisi/al-izn/toestemming), pembolehan khusus un-
tuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Makna satu kata dalam bahasa hukum berhubungan de-
ngan akibat hukum. Misalnya kata batal, berarti ada penghalang, 
walau unsur perbuatan hukum terpenuhi. Beda halnya kata 
tidak sah, ini berarti tidak memenuhi syarat dan rukun. Begitu 
pula kata ditolak, berbeda dengan kata tidak diterima yang ber-
peluang untuk diajukan kembali. Jadi praktisi hukum harus 
paham relasi kata dan makna. 

37 I Dewa Gede Atmadja, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum 
(Denpasar: Bali Aga, 2009), hlm. 25.
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Relasi kata dan makna lebih spesifik saat dibicarakan da-
lam konteks penalaran hukum, seperti logika kumulatif pada 
pemakaian kata dan, logika alternatif pada pemakaian kata 
atau, dan logika kumulatif-alternatif pada penggunaan kata 
dan/atau.38 Bisa saja satu kata kunci di dalam satu pasal tidak 
digunakan secara utuh berdasar petunjukan makna secara 
konvensi. Misalnya kata ‘luka berat’ pada Pasal 351 KUHP, bisa 
bermakna konsekuensinya yang berupa cidera atau akibatnya 
yang menimbulkan cacat anggota tubuh.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dike-

mukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Lafaz atau kata merupakan tanda bunyi yang dijadikan 

penanda bagi makna, seperti kata kucing yang digunakan 
untuk menyebut seekor hewan tertentu. Sebagai penanda, 
kata menjadi petunjuk (dāll) sedangkan makna adalah apa 
yang ditunjuk (madlūl), maka perkataan seseorang menjadi 
petunjuk (dāll) bagi makna yang merupakan maksud yang 
hendak ia sampaikan (madlūl).

2. Dalam ilmu logika, petunjukan kata kepada makna dibagi tiga 
kategori: 1) petunjukan kata sesuai dengan penetapannya 
berdasar konvensi linguistik/waḍ‘ lughawī, disebut dilālah 
muṭābaqah); 2) petunjukan kata terhadap bagian dari 
makna (dilālah taḍammun); 3) petunjukan kata terhadap 
konsekuensinya (dilālah iltizām).

3. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, 
dan sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna 
yang sunguh-sungguh nyata dalam kehidupan. Tetapi da-
lam penggunaannya secara gramatikal, makna kata dapat 
mengalami pergeseran akibat proses gramatika seperti pro-
ses afiksasi, proses reduplikasi dan proses komposisi. 

4. Dalam logika, leksem atau kata disebut term, yaitu kata 
atau frasa yang memiliki pengertian sehingga membuat 
konsep atau ide menjadi nyata. Dengan kata lain, term 
adalah konkretisasi dari suatu konsep atau ide. Melihat 

38 Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 138.
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isinya, term ada yang bersifat kategorimatis, yaitu kata yang 
memiliki makna tanpa bantuan kata lain, misalnya kata 
filsuf, guru, merah, matahari dan sebagainya. Ada pula term 
yang sinkategorimatis, yaitu kata yang mendapatkan makna 
dengan bantuan kata-kata lain, misalnya kata dari, kepada 
dan sebagainya.

5. Term kategorimatis dibedakan lagi menjadi tiga macam, 
yaitu: 1) univokal; 2) equivokal; dan 3) analogis.

6. Term univokal (lafẓ mutawaṭi’). Term ini dikenakan kepada 
beberapa hal atau benda yang kualitasnya sama. Misalnya 
pada kalimat: Adam adalah manusia, term manusia digunakan 
dalam kualitas yang sama, sebab berupa generalisasi dari 
bagian (afrad) yang dicakupnya.

7. Term equivokal (lafẓ musyakkakan). Term ini dikenakan pada 
beberapa hal atau benda dengan arti yang kualitasnya lebih 
kurang. Misalnya kata cahaya yang kualitasnya berbeda-
beda, sebab cahaya matahari lebih kuat dari cahaya bulan, 
lalu cahaya matahari dan bulan lebih kuat dari cahaya lampu 
listrik.

8. Term analogis (lafẓ musytarak). Term ini digunakan dalam 
arti sebenarnya, namun digunakan pula untuk hal-hal lain 
karena ada hubungan dengan arti yang hakiki. Seperti kata 
bisa yang berarti racun pada ular dan juga memiliki arti 
sanggup atau dapat.

9. Relasi makna-makna, sekurang-kurangnya dapat pilah dalam 
lima belas macam kategori.

10.Karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah, komposisi, 
gaya bahasa dan kandungan artinya yang khusus. Penggunaan 
bahasa hukum mencakup pembentukan kata, penyusunan 
kalimat, teknik penulisan dan pengejaan.

D. Saran Bacaan 
Abdul Chaer. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, edisi revisi, 

cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Fajlurrahman Jurdi. Logika Hukum. cet. I. Jakarta: Kencana, 

2017.
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I Dewa Gede Atmadja. Pengantar Penalaran Hukum, dan 
Argumentasi Hukum. Denpasar: Bali Aga, 2009.

Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah. Ḍawābiṭ al-
Ma‘rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāẓarah. Damaskus: 
Da�r al-Qalam, 1993.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian term dalam istilah ilmu logika. 
2. Buatlah perbedaan kontras antara makna leksikal dan 

makna gramatikal.
3. Jelaskan perbedaan antara term univokal, term equivokal; 

dan term analogis. 
4. Berikan argumen ringkas terkait masuknya materi ten-

tang term univokal, term equivokal dan term analogis 
dalam kajian logika.

5. Apakah sebab timbulnya ragam relasi antara kata dan 
makna?

6. Dalam ilmu logika, petunjukan kata kepada makna dibagi 
tiga, kecuali...
a.  petunjukan kata yang sesuai konvensi linguistik. 
b. petunjukan kata terhadap bagian dari makna.
c.  petunjukan kata terhadap konsekuensi. 
d. petunjukan kata terhadap objek dalam realitas.

7. Seseorang berkata: “Sekarang musim hujan, tolong per-
baiki rumah saya”. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
adalah,...
a.  kata rumah dalam arti muṭābaqah.
b. kata rumah dalam arti taḍammun.
c.  kata rumah dalam arti iltizām.
d. b dan c salah.

8. Term kategorimatis dibedakan menjadi tiga macam, 
kecuali....
a.  univokal.
b. equivokal.
c.  konsonan. 
d. analogis.
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9. Perbandingan makna yang dilihat dari segi berserikatnya 
beberapa makna pada satu term, disebut...
a.  homonimi (al-isytirāk).
b. antonimi (al-tanāquḍ).
c.  sinonimi (al-tarāduf).
d. hiponimi (al-tawāṭu’).

10.Pemakaian kata dan, atau, dan kata dan/atau memiliki 
logika tersendiri dalam konteks...
a.  pembentukan kata.
b. penyusunan kalimat.
c.  teknik penulisan.
d. pengejaan.

F. Daftar Istilah
Dilālah muṭābaqah: petunjukan kata sesuai dengan penetapan-

nya berdasarkan konvensi linguistik/waḍ‘ lughawī.
Dilālah taḍammun: petunjukan kata terhadap bagian dari 

makna.
Dilālah iltizām: petunjukan kata terhadap konsekuensinya.
Konvensi linguistik (waḍ‘ lughawī) adalah penetapan sebuah 

kata sebagai penanda bagi suatu makna yang terjadi 
berdasar kesepakatan pemakai bahasa.

Leksem adalah satuan leksikal dasar yang abstrak yang men-
dasari pelbagai bentuk kata.

Referen adalah benda atau orang tertentu yang diacu oleh kata 
atau untaian kata dalam kalimat atau konteks tertentu.

Referensi adalah hubungan antara referen dan lambang (ben-
tuk bahasa) yang dipakai untuk mewakilinya

Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat; atau 
pengetahuan tentang seluk beluk dan pergeseran arti 
kata.

Term: kata atau frasa yang memiliki pengertian sehingga mem-
buat konsep atau ide menjadi nyata. Dengan kata lain, 
term adalah konkretisasi dari suatu konsep atau ide.



BAB LIMA
MAKNA GRAMATIKAL

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis 

(C4) pergeseran makna kata saat digunakan secara gramatikal 
dalam bahasa hukum. Untuk itu mahasiswa diberi orientasi 
dan wawasan agar sampai pada kompetensi menganalisis. 
Kompetensi ini berada pada level Higher Order Thinking Skills 
(HOTS), maka disajikan materi pembelajaran berikut:
1. Pengertian makna gramatikal dan macam-macam proposisi;
2. Pergeseran komprehensi dan ekstensi, serta relevansinya 

dengan penalaran hukum.
Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 

sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu menginte-
grasikan antara teori semantik tentang makna gramatikal dan 
pergeseran komprehensi dalam penalaran hukum. Kajian ini 
bersifat filosofis, maka kuliah dilaksanakan secara dialektik 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang makna gramatikal;
2. Membangun skema tentang pergeseran komprehensi dan 

ekstensi serta relevansinya dengan penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kog-nitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Makna Gramatikal
Setelah memahami relasi kata dan makna, maka kajian 

bisa dilanjutkan dengan materi tentang makna gramatikal. Da-
lam jalinan kalimat, kerap terjadi pergeseran komprehensi dan 
ekstensi sehingga perlu pemahaman tentang denotasi dan ko-
notasi. Dari itu pemahaman terhadap makna gramatikal tidak 
lepas dari konteks, sehingga makna gramatikal sering disebut 
makna kontekstual atau makna situasional.1 Hal serupa terjadi 
pula pada hukum, karena bahasa hukum juga disampaikan da-
lam konteks tertentu. Oleh karena itu, terdapat makna gramati-
kal tersendiri dalam konteks kajian hukum.

1. Pengertian makna gramatikal
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kalimat 

berarti kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran 
dan perasaan.2 Adapun secara terminologis, kalimat diartikan se-
bagai satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar berupa 
klausa, bila perlu dilengkapi dengan konjungsi disertai dengan in-
tonasi final.3 Jadi kalimat memiliki bentuk dan susunan tersendiri.

Dilihat dari isinya, sebuah kalimat bisa saja memuat beri-
ta (informasi/khabar), atau permintaan dari orang yang tinggi 
(disebut perintah/amr). Sebaliknya permintaan dari orang 
yang lebih rendah disebut doa, sedangkan permintaan dari 
orang yang setara disebut iltimās.4 Hal ini menjelaskan peran 
kalimat dalam menjalankan tiga fungsi bahasa, yaitu: 1) fung-
si informatif, baik afirmasi maupun negasi; 2) fungsi ekspresif, 
yaitu pengungkapan rasa; 3) fungsi direktif menyampaikan 
permintaan atau perintah.5

1 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, edisi revisi, cet. III 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 62.

2 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 
2008), hlm. 609.

3 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), cet. I (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2009), hlm. 44.

4 Ah� mad al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Singapura: al-
H� aramayn, t.th.), hlm. 8 

5 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 86.
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Berdasarkan fungsinya secara bahasa, maka setiap ka-
limat tentu memuat makna, informasi dan maksud penutur 
yang dipahami dari jalinan kata dalam kalimat.6 Di antara 
maksud tersebut, yang menjadi perhatian logika adalah me-
nyampaikan keputusan melalui proposisi. Mengingat intelek 
bertujuan mencapai kebenaran, maka seluruh usaha akal 
adalah untuk membuat keputusan yang benar.7 Oleh karena ke-
putusan disampaikan melalui proposisi, maka logika fokus pada 
bentuk-bentuk kalimat yang benar. Dari itu logika sama sekali 
tidak membahas kalimat permintaan, sebab permintaan tidak 
berkaitan dengan benar salah sehingga tidak memerlukan dalil 
atau hujah untuk menetapkan benar salahnya.8

Perhatian logika justru tertuju pada kalimat berita atau 
kalimat deklaratif (al-jumlah al-khabariyyah), baik itu kalimat 
yang berisi penetapan (afirmasi/mūjabah) atau penyangkalan 
(negasi/sālibah), sebab pada kalimat deklaratif berlaku benar 
dan salah. Jika ia benar, maka diperlukan dalil dan hujah untuk 
dapat menetapkan kebenaran sesuai dengan kenyataannya. 
Dalil dan hujah juga diperlukan untuk meyakinkan lawan bicara 
akan kebenarannya. Demikian pula jika salah, diperlukan dalil 
dan hujah untuk dapat membuktikan salahnya dan juga untuk 
meyakinkan lawan bicara. 

Kalimat yang mengandung penetapan atau penyangkalan 
ini, dalam ilmu logika disebut proposisi. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), kata proposisi berarti ungkapan yang 
dapat dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar 
tidaknya.9 Proposisi dalam bahasa Arab disebut al-qaḍiyyah, 
yaitu berasal dari kata al-qaḍā’ yang artinya hukum. Alasannya 
karena pada kalimat deklaratif terjadi penetapan hukum, yaitu 
pada penyandaran prediket kepada subjek, baik itu berupa 
afirmasi (mūjabah) maupun negasi (sālibah). Jadi penyandaran 
ḥukm kepada maḥkūm ‘alayh adalah sebab kalimat deklaratif 

6 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 29.
7 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika..., hlm. 155.
8 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 

al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 68.
9 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 1106.
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disebut sebagai proposisi atau qaḍiyyah.10

Proposisi adalah unit terkecil pemikiran yang mengan-
dung maksud sempurna, maka sebuah proposisi bisa salah dan 
bisa juga benar.11 Menurut ahli bahasa (al-naḥwiyyūn), proposisi 
terdiri dari subjek dan prediket (mubtada’ dan khabar). Adapun 
ahli kalam (mutakallimin) menyebutnya sifat dan yang disifat-
kan (ṣifat dan mawṣūf). Sementara ahli fikih (fuqahā’) menye-
butnya sebagai ḥukm dan maḥkūm ‘alayh. Lalu menurut ahli 
logika (al-manṭiqiyyūn) ia terdiri dari mawḍū‘ dan maḥmūl. 

Dilihat dalam operasi al-qiyās, proposisi disebut juga pre-
mis (muqaddimah), yaitu premis mayor (muqaddimah kubrā) 
dan premis minor (muqaddimah ṣughrā). Lalu kesimpulannya 
disebut konklusi (natījah) yang juga berupa proposisi. Perhati-
kan contoh berikut:
- Premis mayor (muqaddimah kubrā) : Semua manusia adalah fana;
- Premis minor (muqaddimah ṣughrā) : Budi adalah manusia;
- Konklusi (natījah) : Budi adalah fana.

Dalam sebuah penalaran, jika premis-premis yang diguna-
kan tidak menghasilkan konklusi, tapi dikemukakan dalam perde-
batan, maka ia disebut da‘wā.12 Hal ini disebabkan oleh ketidakcu-
kupan dalil dan hujah, atau kesalahan formal sehingga proposisi 
(qaḍiyyah) tidak dapat menghasilkan konklusi (natījah).

Dilihat dari bentuknya, dalam logika dikenal ada tiga 
macam proposisi, yaitu: 1) proposisi kategorik (al-qaḍiyyah al-
ḥamliyyah); 2) proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah 
al-muttaṣilah); dan 3) proposisi disyungtif (al-qaḍiyyah al-
syarṭiyyah al-munfaṣilah).

2. Macam-macam proposisi

a. Proposisi kategorik
Sebuah kalimat deklaratif disebut proposisi kategorik 

(al-qaḍiyyah al-ḥamliyyah) jika hukum di dalamnya ditegakkan 
semata-mata untuk menyandarkan sesuatu kepada yang lain 
secara afirmasi (mūjabah) atau negasi (sālibah). Definisinya 

10 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 69.
11 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 54, 59.
12 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 80.
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sebagai berikut:13

Al-Qaḍiyyah al-ḥamliyyah adalah proposisi yang hukum padanya 
berupa penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain atau 
menegasikannya.

Contoh afirmasi: Si Zayd adalah manusia; hujan telah turun, 
dan contoh negasi: Si Zayd bukan batu; matahari belum terbenam. 
Pada contoh ini, si penutur melakukan penyandaran prediket ke-
pada subjek, tanpa bergantung pada hukum kausalitas atau sya-
rat. Kalimat deklaratif (jumlah khabariyyah) seperti inilah yang 
disebut qaḍiyyah ḥamliyyah, sebab konsep dasarnya menyandar-
kan (ḥaml) sesuatu (prediket) kepada yang lain (subjek).14

Dilihat dari unsur yang membentuknya, proposisi kate-
gorik terdiri dari pembilang (quantifier/sūr), subjek (mawḍu‘), 
kopula (rābiṭah/penghubung) dan prediket (maḥmūl). Berikut 
contohnya: 

Semua       +     manusia     +     adalah     +     fana
Pembilang (sūr) + Subjek (mawḍu‘) + kopula (rābiṭah) + prediket

Pembilang (quantifier/sūr) adalah kata yang menunjuk 
pada kuantitas (kamm) dari jumlah bawahan/anggota (afrād) 
yang diikat oleh term subjek. Sementara term subjek (mawḍu‘) 
adalah term yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun kopula 
(al-rābiṭ/penghubung) adalah kata yang menyatakan hubungan 
antara term subjek dan term prediket. Kemudian yang terakhir 
adalah prediket (maḥmūl), yaitu term yang menerangkan subjek.

Mengingat pada sebuah proposisi terjadi penyandar-
an prediket kepada subjek, maka proposisi dapat dibedakan 
berdasar kuantitas (kamm) dari subjek, yaitu berdasar pem-
bilangnya (quantifier/sūr). Dari itu diketahui adanya proposi-
si yang bersifat tertentu (ta‘yin) pada satu subjek secara si-
ngular (syakhṣiyyah). Tetapi jika tidak tertentu, maka ada kala 
quantifier (sūr) berupa universalia (kulliyah) yang cakupannya 
luas dan umum (muṭlaqah ‘āmmah). Bisa juga quantifier/sūr-

13 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 81.
14 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 78.
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nya berupa partikularia (juz‘iyyah) yang cakupannya khusus 
(muṭlaqah khāṣṣah). Namun tak jarang sebuah proposisi tidak 
diberi quantifier, maka ia disebut al-qaḍiyyah al-muhmalah.

Dilihat dari kualitasnya, masing-masing proposisi itu 
dibagi lagi menjadi afirmatif (mūjabah) dan negatif (sālibah). 
Dengan melihat kuantitas dan kualitasnya, maka proposisi dapat 
dibagi pada delapan kategori sebagaimana ilustrasi berikut ini:

Gb. 5.1. Kategorisasi proposisi berdasar kuantitas dan kualitasnya
Sumber: disarikan dari al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq.

Mengingat proposisi singular dan proposisi tanpa 
quantifier (al-qaḍiyyah al-muhmalah) dapat dianggap masuk ke 
dalam kategori partikular, maka secara umum terdapat empat 
proposisi berikut:15

1. Proposisi universal afirmatif, semua S adalah P.
2. Proposisi universal negatif, semua S bukan P.
3. Proposisi partikular afirmatif, sebagian S adalah P.
4. Proposisi partikular negatif, sebagian S bukan P.

Sejak abad pertengahan, jenis-jenis proposisi ini dilam-
bangkan dengan menggunakan huruf, yaitu A, E, I dan O:16

- A: Proposisi universal afirmatif, diambil dari huruf 
pertama kata Latin affirmo.

- E: Proposisi universal negatif, diambil dari huruf kedua 
kata latin nego.

15 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. 
XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 38.

16 Poespoprodjo, Logika Scientifika:..., hlm. 172
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- I: Proposisi partikular afirmatif, diambil dari huruf 
keempat kata Latin affirmo.

- O: Proposisi partikular negatif, diambil dari huruf keempat 
kata Latin nego.

Terhadap empat kategori proposisi ini, dikaji tentang 
distribusi term subjek dan term prediket. Distribusi adalah se-
baran term yang menunjukkan luas atau sempit cakupan dari 
term subjek atau term prediket. Term yang tidak terdistribusi 
adalah term yang mencakup sebagian kuantitas subjek atau 
prediket. Berikut uraiannya:17

1. Proposisi A, term subjek berdistribusi, dan term prediket 
tidak berdistribusi, contoh: Semua burung adalah hewan.

2. Proposisi E, subjek berdistrubusi, dan term prediket 
berdistribusi, contoh: Semua presiden bukanlah kaisar.

3. Proposisi I, term subjek tidak berdistribusi, dan term 
prediket tidak berdistribusi, contoh: Sebagian manusia 
adalah peramah.

4. Proposisi O, term subjek tidak terdistribusi, dan term predi-
ket berdistribusi, contoh: Sebagian manusia tidak cerdik.

Persoalan distribusi inilah yang menimbulkan diskusi pan-
jang dalam ilmu logika, sebab berkaitan dengan benar salah propo-
sisi. Terutama dalam inferensi langsung (al-istidlāl al-mubasyir), 
di mana terdapat kemungkinan benar pada lawan atau kebalikan 
proposisi. Masalahnya, tak jarang proposisi kategorik (qaḍiyyah 
ḥamliyyah) dikemukakan tanpa pembilang (quantifier/sūr). Me-
nangkap maksud penutur pada proposisi yang tanpa pembilang 
(al-qaḍiyyah al-muhmalah) tidak mudah. Imam al-Ghaza� lī� meng-
ingatkan rentannya potensi keliru di sini. Ia mencontohkan:18

Contohnya dalam fikih, jika engkau ingin kejelasan: misalnya 
perkataan al-Sya� fi‘ī�: “Diketahui bahwa makanan bersifat ribawi, 
buah jeruk adalah makanan, maka adalah ia bersifat ribawi.”

17 Rapar, Pengantar Logika…, hlm. 38.
18 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 82.
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Jika yang dimaksud dengan kata makanan pada proposi-
si ini adalah sebagian dari jenis makanan, maka bisa saja pro-
posisi ini tidak mencakup jeruk. Bahkan bisa saja jeruk masuk 
dalam lawan proposisi (naqīḍ al-qaḍiyyah), yaitu masuk dalam 
kategori bukan ribawi. Akibatnya tidak menghasilkan konklusi, 
sebab premis mayor mengandung maksud khusus, bukan mak-
sud umum yang mencakup jeruk. Ini merupakan cacat dalam 
tatanan al-qiyās sehingga keluar dari kategori yang menghasil-
kan konklusi (natījah).19

Perhatikan, pada proposisi di atas terdapat potensi keliru 
jika kata makanan digunakan secara taḍammun.20 Sebab yang di-
maksud adalah sebagian dari kategori makanan. Akibatnya, pre-
mis minor tak tercakup oleh premis mayor, maka tidak mengha-
silkan konklusi. Potensi kekeliruan timbul karena proposisi yang 
digunakan tidak memiliki pembatas (quantifier/sūr). 

Mengingat konsep dasar dari proposisi kategorik (qaḍiyyah 
ḥamliyyah) adalah menyandarkan (ḥaml) sesuatu (prediket) kepa-
da yang lain (subjek), maka dalam relasi antara ḥukm dan maḥkūm 
‘alayh terdapat potensi keliru yang dipilah ke dalam tiga sifat. Bisa 
saja relasi tersebut bersifat probabilitas (al-imkān), atau pasti (al-
wujūb), atau tertolak/mustahil (mumtani‘/istiḥālah).

Relasi yang bersifat determinan (pasti/al-wujūb) terdapat 
pada proposisi analitik, sebab prediketnya memiliki pengertian 
yang sudah terkandung pada subjek. Proposisi analitik disebut 
juga proposisi apriori, sebab ia tidak mengandung pengetahuan 
baru.21 Misalnya ungkapan: “Mangga adalah buah”. Kata buah di 
sini lebih umum dari kata mangga, dan pengertian buah sudah 
terkandung pada subjeknya, yaitu mangga. Pada proposisi seperti 
ini, jika relasi antara ḥukm dan maḥkūm ‘alayh memiliki relevansi, 
maka lawan proposisi (naqīḍ al-qaḍiyyah) dapat diyakini salah.

Adapun relasi yang bersifat probabilitas (al-imkān) atau 
tertolak/mustahil (mumtani‘/istiḥālah), biasanya ada pada pro-
posisi sintetik, yaitu proposisi yang prediketnya mempunyai 

19 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 82.
20 Al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham..., hlm. 7. Dilālah taḍammun adalah 

petunjukan kata terhadap bagian dari maknanya berdasar konvensi linguistik.
21 Mundiri, Logika..., hlm. 55.
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pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. 
Proposisi sintetik adalah lukisan dari kenyataan empirik, maka 
untuk menguji benar salahnya diukur berdasar kesesuaian 
dengan kenyataan empiriknya. Proposisi ini disebut juga pro-
posisi aposteriori.22 Contoh relasi yang bersifat probabilitas (al-
imkān), seperti pernyataan: Manusia adalah penulis, kebalikan-
nya: Manusia bukan penulis. Tanpa quantifier/sūr proposisi ini 
dan lawannya sama-sama bisa dinyatakan benar.

Contoh relasi yang tertolak atau mustahil (mumtani‘/
istiḥālah) seperti pernyataan: Hitam adalah ilmu, atau: Hitam 
bukan ilmu, contoh lain: Manusia adalah batu, atau: Manusia 
bukan batu. Proposisi dan lawan proposisi ini dapat dipastikan 
salah, sebab hitam bukanlah kategori ilmu dan manusia bukan 
kategori yang sejenis dengan batu. Jadi relasi antara ḥukm 
dan maḥkūm ‘alayh pada kedua contoh ini terbukti tertolak/
mustahil (mumtani‘/istiḥālah), sebab bertolak belakang dengan 
fakta dalam realitas. 

b. Proposisi hipotetik
Sebuah kalimat disebut proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah 

al-syarṭiyyah al-muttaṣilah) jika hukum di dalam proposisi 
tersebut dihubungkan kepada hukum lainnya melalui syarat. 
Dengan kata lain, relasi dalam proposisi bukan hanya menyan-
darkan hukum kepada al-maḥkūm ‘alayh, bahkan mencakup 
penetapan hubungan dua hukum dalam dua proposisi, atau 
menegasikan hubungan antara keduanya.23 secara ringkas, bisa 
dikatakan bahwa proposisi hipotetik adalah kalimat yang me-
nyatakan suatu kebenaran dengan bergantung pada syarat ter-
tentu. Definisinya sebagai berikut:24

Al-Qaḍiyyah al-syarṭiyyah al-muttaṣilah adalah proposisi yang 
hukum padanya berupa penetapan relasi dua syarat antara 

22 Mundiri, Logika..., hlm. 56.
23 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 78.
24 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 85.
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hukum yang satu dengan hukum lainnya.
Imam al-Ghaza� lī� memberikan contoh sebagai berikut:25

Contohnya dalam fikih, pernyataan: “Jika salat witir ditunaikan di 
atas kenderaan di setiap keadaan, maka ia adalah salat sunnah. 
Diketahui bahwa salat witir ditunaikan di atas kenderaan pada 
setiap keadaan, maka nyatalah bahwa ia salat sunnah.”

Tampak di sini terbangun relasi syarṭ dan masyrūṭ sehingga 
bersifat hipotetis. Unsur utama yang membentuk proposisi 
hipotetik adalah ḥukm, maḥkūm ‘alayh dan al-‘illah.26 Ketiga 
unsur utama ini tersebar pada dua bagian proposisi, bagian 
pertama disebut anteseden (al-muqaddam) dan bagian kedua 
disebut konsekuen (al-tālī). Kedua bagian ini dihubungkan oleh 
konjungsi persyaratan (adāh al-rabṭ al-syarṭ) dan konjungsi 
penyimpul (tābi‘ adāh al-rabṭ).

Konjungsi persyaratan adalah konjungsi yang menghu-
bungkan menyatakan syarat untuk keadaan atau peristiwa yang 
terjadi pada klausa utama dalam sebuah kalimat majemuk su-
bordinatif, yaitu kata kalau, jika, jikalau, bila, bilamana, apabila 
dan asal.27 Adapun konjungsi penyimpul adalah konjungsi yang 
menghubungkan menyimpulkan, yaitu kata maka, maka itu, 
jadi, karena itu, oleh karena itu, sebab itu, oleh sebab itu, dengan 
demikian dan dengan begitu.28 Perhatikan contoh berikut:

telah datang hari   +       maka       +           matahari telah terbit        +          jika
konsekuen         +  konjungsi   +                     anteseden                   +     konjungsi

(al-tālī)              (penyimpul)                  (al-muqaddam)                        (syarat)

Apabila proposisi hipotetik berupa negasi (sālibah), maka 
diawali oleh konjungsi negatif, misalnya pada contoh berikut:

25 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 103.
26 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 103.
27 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia..., hlm. 98. Kalimat majemuk 

subordinatif ada yang bertingkat dan ada pula yang kompleks.
28 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia..., hlm. 96.
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  ia dapat dibagi         +  maka  +     bilangan itu ganjil      +  jikalau   +      tidaklah
konsekuen             +konjungsi+         anteseden           + konjungsi +    konjungsi

(al-tālī)                (penyimpul)    (al-muqaddam)          (syarat)            negasi

Melihat pada kualitasnya, proposisi hipotetik dapat di-
bagi menjadi empat macam proposisi, yaitu:29

1. Universal afirmatif, yaitu proposisi hipotetik yang menggu-
nakan konjungsi persyaratan yang mengandung makna 
umum, seperti ( ).

2. Universal negatif, yaitu proposisi hipotetik yang meng-
gabungkan antara konjungsi negatif ( ) dengan kon-
jungsi syarat yang tidak bermakna umum seperti ( ).

3. Partikular afirmatif, seperti ( ), atau ( ) dan 
sebagainya.

4. Partikular negatif, seperti ( ), atau ( ), ada 
kalanya tersusun dari konjungsi negatif dan konjunsi syarat 
yang bermakna umum, misalnya ( ).

Tampak pada contoh-contoh di atas, proposisi hipotetik 
terdiri dari dua bagian, pertama berisi hukum sebagai tempat 
sandaran (al-muta‘allaq bih), dan kedua berisi hukum yang 
disandarkan (al-muta‘allaq). Proposisi hipotetik berasal dari 
dua proposisi kategorik, lalu dihubungkan memakai konjung-
si persyaratan dan penyimpul. Ia disebut hipotetis karena di 
dalamnya terjadi penggantungan (ta‘liq) dua syarat yang saling 
berhubungan (muttaṣil).

Penggantungan (ta‘liq) syarat dalam relasi antara ante-
seden dan konsekuen, ada yang merupakan keharusan dan 
ada yang berupa kebiasaan. Contoh keharusan: “Jika matahari 
terbit, maka waktu shalat subuh habis”. Contoh kebiasaan: “Jika 
pecah perang, maka harga akan membubung.30 Relasi antara 
anteseden dan konsekuen yang berupa keharusan disebut oleh 
ahli logika sebagai luzūmiyyah, yaitu relasi yang wajib secara 
hukum akal (al-wujūb/determinan). Sebaliknya jika proposisi 
berupa negasi (sālibah), maka relasi itulah yang dinegasikannya. 

29 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 86.
30 Mundiri, Logika..., hlm. 70.
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Misalnya: 

 Sama sekali tidak benar jika hewan memiliki dua sayap, maka ia
 akan terbang ke udara.

Relasi yang berupa luzūmiyyah dapat dipilah ke dalam 
lima kategori berikut:31 
1. Anteseden (al-muqaddam) merupakan sebab (al-sabab) 

bagi konsekuen (al-tālī), misalnya: 

Jika udara dingin berhembus ke arah awan yang diberati oleh 
butiran air, maka hujan turun.

2. Anteseden (al-muqaddam) merupakan akibat (al-musabbab) 
bagi konsekuen (al-tālī), misalnya:

Jika hujan turun, maka udara di sekitar awan yang mengandung 
hujan telah dingin.

3. Anteseden (al-muqaddam) merupakan ilat (al-‘illah) bagi 
konsekuen (al-tālī), misalnya: 

Jika pesawat terbang di udara, maka para penumpang bergerak 
sesuai pergerakan pesawat.

4. Anteseden (al-muqaddam) merupakan yang diilatkan (al-
ma‘lul) bagi konsekuen (al-tālī), misalnya: 

Jika penumpang pesawat bergerak di udara dengan kecepatan 
seratus mil perjam, maka pastilah pesawat yang mereka tumpangi 
terbang dalam kecepatan seratus mil perjam.

5. Relasi antara anteseden (al-muqaddam) dan konsekuen (al-
tālī) berpijak pada penyandaran (al-iḍāfah) antara keduanya. 
Misalnya pemahaman terhadap term privatif ayah yang 
bergantung pada pemahaman terhadap term anak. Contoh: 

31 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 91.
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Jika Aisyah adalah anak Abu Bakar al-Siddiq, maka Abu Bakar 
adalah ayah dari Aisyah. 
Begitu pula relasi antara term universal dan term partikular, di 
mana term universal dipahami dari term partikular. Misalnya:

Jika tangan adalah bagian dari tubuh manusia, maka tubuh manu-
sia merupakan keseluruhan yang mencakup tangan dan lainnya.

Sedangkan relasi yang merupakan kebiasaan disebut 
oleh ahli logika sebagai ittifāqiyyah, yaitu bukan relasi wajib 
antara anteseden dan konsekuen, tapi biasanya terjadi secara 
bersamaan (al-iqtirān) atau beriringan (al-taṣāḥub). Misalnya 
ungkapan: 

Jika gunung adalah dataran tinggi di bumi, maka air mengalir dari 
dataran tinggi ke yang rendah. 

Contoh ini merupakan proposisi afirmatif (mūjabah), 
tampak relasi di dalamnya terjadi secara beriringan (al-
taṣāḥub). Sebaliknya jika proposisi berupa negasi, maka yang 
dinegasikan keteriringan pada relasi antara anteseden dan 
konsekuen. Misalnya, ungkapan: 

Tidak selamanya jika seseorang dilahirkan dari keturunan Arab, 
maka ia mampu berbahasa Arab dengan baik. 

Negasi pada proposisi ini dapat terjadi, sebab nyatanya 
bisa saja seseorang yang dilahirkan dari keturunan Arab justru 
tidak bisa berbahasa Arab dengan baik. Di sini terjadi negasi 
terhadap relasi keteriringan (al-taṣāḥub) antara anteseden dan 
konsekuen.32

32 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 95.
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c. Proposisi disyungtif
Sebuah kalimat disebut proposisi disyungtif jika di da-

lamnya terjadi saling menyisihkan antara dua kemungkinan 
atau lebih. Setiap kemungkinan berada dalam kandungan dua 
proposisi hipotetik. Oleh karena itu ia disebut sebagai pro-
posisi yang syarat-syaratnya terpisah (qaḍiyyah syarṭiyyah 
munfaṣilah). Misalnya: 

Ada kalanya angka itu genap, dan ada kalanya angka itu ganjil.
Contoh ini menunjukkan kondisi saling menyisihkan an-

tara genap dan ganjil pada angka. Jika diurai, dua kemungkinan 
pada contoh ini akan menjadi empat buah proposisi hipotetik, 
yaitu:
1. Jika angka itu genap, maka ia bukan ganjil; 
2. Jika angka itu ganjil, maka ia bukan genap;
3. Jika angka itu bukan bukan genap, maka ia ganjil;
4. Jika angka itu bukan ganjil, maka ia genap. 

Penguraian ini menunjukkan makna yang terkandung 
dalam proposisi disyungtif setara dengan empat proposisi 
hipotetik.33 Imam al-Ghaza� lī� menyebut proposisi ini sebagai 
al-ta‘anud, Mutakallimin menyebutnya al-sibr wa al-taqsīm, 
adapun ahli logika menyebutnya al-syarṭ al-munfaṣil.34 Setiap 
kalimat yang tersusun seperti format di atas, maka ia disebut 
proposisi disyungtif, berikut definisinya:35

Al-Qaḍiyyah al-syarṭiyyah al-munfaṣilah adalah proposisi yang 
hukum padanya berupa penyisihan antara dua penyandaran atau 
lebih, atau berupa negasi terhadap penyisihan tersebut.

Meski maknanya setara dengan proposisi hipotetik, na-
mun dilihat dari unsur yang menyusunnya, proposisi disyungtif 

33 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 80.
34 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 108.
35 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 96.
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terdiri dari dari dua proposisi kategorik (al-qaḍiyyah al-ḥam-
liyyah).36 Kedua proposisi tersebut dihubungkan dengan kon-
jungsi pemilihan, yaitu kata atau ( ).37 Dilihat dari kualitas 
dan kuantitasnya, proposisi disyungtif dapat dibagi menjadi 
empat macam proposisi berikut: 38

1. Quantifier universal afirmatif (al-kulliyyah al-mūjabah) yang 
dihubungkan dengan konjungsi pemilihan yang menunjuk 
pada makna umum, biasanya digunakan kata dā’iman ( ) 
sebelum konjungsi pemilihan, kata ini berarti selamanya.

2. Quantifier universal negatif (al-kulliyyah al-sālibah) yang 
diawali dengan kata laysa al-battah ( ). artinya tidak 
sama sekali.

3. Quantifier partikular afirmatif (al-juz’iyyah al-mūjabah) 
dengan menggunakan kata qad yakūn ( ), atau kata 
rubbama yakūn ( ) yang berarti kadang kala seperti 
pada contoh berikut:

Kadang kala segitiga itu adalah sudut-sudut tertutup atau sudut-
sudut terbuka.

4. Quantifier partikular negatif (al-juz’iyyah al-sālibah) dengan 
menggunakan kata laysa dā’iman (ليس دائما), atau kata qad lā 
yakūn (قد لا يكون), misalnya pada contoh berikut:

Tidak sama sekali ada kala adalah hewan itu berjalan di atas dua 
kaki atau di atas empat kaki.

Proposisi disyungtif (qaḍiyyah syarṭiyyah munfaṣilah) 
dapat dipilah ke dalam tiga kategori berikut: 39

1. Menolak bersatunya dua kemungkinan yang saling menyi-
sihkan dan menolak peniadaan keduanya sekaligus (māni‘at 
al-jam‘ wa al-khuluww ma‘an). Artinya, dua kemungkinan 

36 Mundiri, Logika..., hlm. 71.
37 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia..., hlm. 85. Konjungsi pemilihan 

adalah konjungsi yang menghubungkan memilih salah satu konstituen yang 
dihubungkan.

38 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 80.
39 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 97.



Logika Penalaran Hukum114

yang saling menyisihkan tidak boleh bersatu, tapi salah satu 
dari keduanya harus ada, misalnya:

Tidak selamanya hewan itu berjalan dengan dua kaki atau berjalan 
dengan empat kaki. 
Atau contoh berikut; 

Jasmani itu ada kalanya bergerak dan ada kalanya diam tak 
bergerak.

2. Hanya menolak bersatunya dua kemungkinan yang saling 
menyisihkan (māni‘at al-jam‘ faqad), misalnya:

Papan tulis ini bisa berwarna hitam seluruhnya, atau hijau 
seluruhnya.

3. Hanya menolak ketiadaan salah satu dari dua kemungkinan 
yang saling menyisihkan (māni‘at al-khuluww faqad), 
misalnya:

Sama sekali bukan, bahwa bulan itu sama besarnya dengan bumi, 
atau bulan lebih besar dari bumi.

Proposisi disyungtif, hipotetik dan kategorik seperti ter-
lihat pada pembahasan di atas, menimbulkan persoalan makna 
gramatikal. Hal ini terjadi karena redaksi kalimat membuka 
kemungkinan makna yang lebih luas dari makna leksikal. 
Untuk memahaminya dengan baik, kajian harus masuk pada 
persoalan komprehensi dan ekstensi.

3. Komprehensi dan ekstensi
Mengawali kajian ini ada baiknya dihayati pernyataan 

Poespoprodjo berikut ini:40

Kita bisa membicarakan suatu hal dengan semestinya hanya 
kalau kita tahu apa isi atau komprehensi dari hal tersebut. Tentu 

40 Poespoprodjo, Logika Scientifika:..., hlm. 90.
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saja dalam pengetahuan biasa tidak perlu ada komprehensi yang 
lengkap. Tetapi juga untuk keperluan biasa ini dibutuhkan taraf 
kecerdasan tertentu dan pengetahuan umum yang cukup, dan hal 
ini bisa terwujud dengan latihan dan belajar.

Ilmu logika mengasumsikan bahwa setiap konsep dari 
suatu term, pasti memiliki intensi dan ekstensi. Intensi dise-
but juga dengan komprehensi atau konotasi, sedang ekstensi 
disebut denotasi. Dalam Mu‘jam Falsafī, kata comprehension 
dipadankan dengan kata al-mafhūm, sedangkan kata extention 
(denotation) dipadankan dengan kata al-māṣadaq.41 Walau ke-
duanya dibedakan tapi tak terpisahkan, bahkan memiliki per-
tautan erat sebagai bagian hakiki suatu konsep.42

Kata intensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
berarti perangkat, atribut atau ciri yang menjelaskan sesuatu 
yang dapat diacu dengan kata tertentu.43 Adapun kata; com-
prehension yang berasal dari bahasa Inggris ini, belum menjadi 
unsur serapan bahasa Indonesia, tapi bermakna pengertian; 
pemahaman.44 Berikut definisi intensi yang disebut juga kom-
prehensi, konotasi atau al-mafhūm:45

أما المفهوم: فيقصدون به المعنى الذهني الذي يشيره اللفظ في الأذهان، 
واللفظ دلالة كلامية عليه.

Adapun al-mafhūm, yang dimaksud adalah makna konseptual di 
dalam pikiran yang ditunjukkan oleh sebuah term/kata, sedang-
kan term adalah petunjuk kebahasaan terhadap makna tersebut.

Tampak komprehensi adalah muatan atau isi atau kon-
sep suatu term, misalnya komprehensi term manusia adalah 
rasional, beradab, berbudaya dan sebagainya.46 Apabila suatu 
konsep hendak dibuat eksplisit, tidak jarang kita harus menggu-

41 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amī�riyyah, 
1983), hlm. 164, 189.

42 Rapar, Pengantar Logika…, hlm. 29.
43 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 541.
44 Echols, John. M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. XX (Jakarta: 

Gramedia, 1992), hlm. 134.
45 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 45.
46 Rapar, Pengantar Logika…, hlm. 29.
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nakan banyak kata. Untuk menggunakan bahasa yang mudah, 
komprehensi tidak lain adalah isi atau apa yang termuat dalam 
konsep. Komprehensi dapat dinyatakan menurut taraf-taraf 
(komprehensi dasar dan komplementer).47

Sementara ekstensi, disebut juga denotasi atau al-mā-
ṣadaq, maknanya mengacu pada luas atau sempitnya cakupan 
kuantitas, bidang atau lingkungan konsep suatu term. Berikut 
definisinya:48

Adapun al-māṣadaq, yang dimaksud adalah objek atau beberapa 
objek yang diikat oleh term ketika ia dipastikan sebagai 
representasi dari pemahaman di dalam pikiran.

Secara ringkas bisa dikatakan ekstensi adalah keselu-
ruhan hal-hal yang atasnya suatu ide dapat diterapkan, atau 
lingkungan (sesuatu konsep) yang dapat dtunjuk dengan kon-
sep tersebut.49 Ini semakna dengan denotasi yang berarti mak-
na kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan 
yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan 
atas konvensi tertentu dan bersifat objektif.50 Ekstensi adalah 
makna leksikal yang ditetapkan berdasar konvensi linguistik 
(waḍ‘ lughawī) dengan pemaknaan secara muṭābaqah.51 Mi-
salnya ekstensi term manusia adalah semua makhluk berakal 
di dalam realitas tanpa pengecualian dan pembatasan apapun, 
maka semua menjadi satuan yang dicakup oleh term manusia.

Menurut Mundiri, batas antara konotasi dan denotasi 
adalah spesies di bawah satu genus. Oleh karena itu terjadi 
perbandingan terbalik, semakin bertambah pengertian yang 

47 Poespoprodjo, Logika Scientifika, hlm. 90.
48 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 45.
49 Poespoprodjo, Logika Scientifika:..., hlm. 91.
50 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 313.
51 Al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham..., hlm. 7. Petunjukan kata kepada makna 

disebut muṭābaqah, jika makna yang dimaksudkan sesuai dengan konvensi linguistik, 
dan secara sempurna mewakili referensi (refference) yang ditandai oleh kata tersebut. 
Misalnya kata ‘manusia’ (al-insān) yang digunakan untuk menunjuk pada seluruh 
makhluk berakal.
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membentuk konotasi, maka semakin berkurang satuan yang 
dicakup denotasi. Misalnya term kenderaan mencakup alat 
transportasi darat, laut dan udara. Lalu ditambah konotasi ken-
deraan darat, maka denotasi kenderaan menjadi berkurang. Jika 
ditambah konotasi kenderaan darat roda dua, maka denotasi 
kenderaan menjadi lebih sempit lagi.52 Pola relasional ini dapat 
diragakan sebagaimana ilustrasi berikut:

Ekstensi

Substansi Substansi Malaikat, mineral, tumbuh-tumbuhan, 
binatang, manusia

Badan Substansi
badani

Mineral, tumbuh-tumbuhan, 
binatang, manusia

Organisme Substansi badani 
bernyawa/berjiwa

Tumbuh-tumbuhan, binatang, 
manusia

Hewan Substandi badani ber-
nyawa/berjiwa berperasaan Binatang, manusia

Manusia Substansi badani bernyawa/ 
berjiwa berperasaan/berrasio Manusia 

Komprehensi 

Gb. 5.2. Pola relasi timbal balik antara komprehensi dan ekstensi
Sumber: Poeporodjo, Logika Scientifika, 2007.

Hubungan timbal balik antara komprehensi dan ekstensi 
dapat diuraikan sebagai berikut:53

a. Apabila komprehensi bertambah, ekstensi berkurang, dan 
apabila komprehensi berkurang, ekstensi akan bertambah.

b. Apabila ekstensi bertambah, komprehensi akan berkurang, dan 
apabila ekstensi berkurang, komprehensi akan bertambah.

Uraian ini memperlihatkan bahwa mana kala digunakan 
dalam kalimat, makna sebuah term dapat berubah karena ter-
jadi pergeseran komprehensi dan ekstensi. Hal ini menimbul-
kan diskusi di kalangan ahli logika terkait validitas dan pola pe-
maknaannya.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Telah dijelaskan bahwa perhatian logika tertuju pada 

kalimat deklaratif, baik afirmatif (mūjabah) maupun negatif 
52 Mundiri, Logika..., hlm. 33.
53 Rapar, Pengantar Logika…, hlm. 29.
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(sālibah), ahli hukum menyebutnya penyandaran ḥukm kepada 
maḥkūm ‘alayh. Penyandaran bisa dilakukan melalui proposisi 
kategorik (qaḍiyyah ḥamliyyah), proposisi hipotetik (qaḍiyyah 
syarṭiyyah muttaṣilah) atau proposisi disyungtif (qaḍiyyah 
syarṭiyyah munfaṣilah).

Penyandaran ini menghadapi tantangan gramatikal, se-
bab ada pergeseran komprehensi dan ekstensi yang timbul 
dari penggunaan term analogis (lafz musytarak). Poespoprodjo 
mengingatkan: 54

Waspadailah terhadap term-term equivokal (bentuk sama, tetapi 
arti berbeda, analogis (bentuk sama, tetapi arti sebagian sama 
sebagian berbeda). Ketahuilah pula perbedaan kecil arti (nuansa) 
dari hal-hal yang anda katakan. Identifikasi dan lokalisasi arti 
tambahan (konotasi) suatu term.

Sebagai contoh, term ‘gugatan ditolak’ dalam konteks yu-
ridis mengandung konsekuensi hukum tidak adanya kemung-
kinan untuk duajukan kembali. Sebab term ‘gugatan ditolak’ 
mengandung makna bahwa isi gugatan tidak mempunyai dasar 
hukum yang memadai sehingga terbit putusan ditolak. Berbeda 
halnya term ‘gugatan tidak diterima’ yang mengandung makna 
adanya kesalahan prosedur. Dari itu timbul konsekuensi hu-
kum: gugatan tesebut dikembalikan ke penggugat dan dapat 
diajukan kembali setelah diperbaiki.

Selain dalam peradilan, pemahaman makna gramatikal 
juga diperlukan dalam konteks melakukan penafsiran terhadap 
undang-undangan, terutama interpretasi gramatikal. Tak jarang 
di dalam undang-undang digunakan kata yang komprehensinya 
berbeda dari yang umum dipahami. Misalnya penggunaan kata 
dapat, dimaknai kewenangan yang melekat pada seseorang, 
beda dengan kata boleh yang dimaknai sebagai kewenangan 
yang tidak melekat. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa 
persoalan makna gramatikal perlu diwaspadai dalam penalar-
an hukum, terutama dalam penggunaan term analogis (lafẓ 
musytarak).

54 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika..., hlm. 62.
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C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dike-

mukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Kalimat berperan menjalankan tiga fungsi bahasa, yaitu: 1) 

fungsi informatif; 2) fungsi ekspresif; 3) fungsi direktif.
2. Perhatian logika tertuju pada kalimat berita atau kalimat 

deklaratif (al-jumlah al-khabariyyah), baik berisi afirmasi atau 
negasi, sebab pada kalimat deklaratif berlaku benar dan salah. 

3. Dilihat dari bentuknya, dalam logika dikenal ada tiga ma-
cam proposisi, yaitu: 1) proposisi kategorik; 2) proposisi 
hipotetik; dan 3) proposisi disyungtif.

4. Proposisi kategorik berisi penyandarkan sesuatu kepada 
yang lain secara afirmasi (mūjabah) atau negasi (sālibah). 
Contoh afirmasi: hujan telah turun, dan contoh negasi: ma-
tahari belum terbenam.

5. Proposisi hipotetik berisi penyandaran sesuatu kepada yang 
lain dengan perantaraan syarat. Penggantungan (ta‘liq) sya-
rat dalam relasi anteseden dan konsekuen, ada yang berupa 
keharusan seperti: dan ada yang berupa kebiasaan. Contoh 
keharusan: “Jika matahari terbit, maka waktu subuh habis”. 
Contoh kebiasaan: “Jika pecah perang, maka harga akan 
membubung tinggi.

6. Proposisi disyungtif berisi penyandaran dua kemungkinan 
yang saling menyisihkan antara. Seperti: angka bisa genap 
atau ganjil. 

7. Komprehensi adalah muatan atau isi atau konsep suatu 
term, misalnya komprehensi term manusia adalah rasional, 
beradab, berbudaya dan sebagainya.

8. Ekstensi adalah keseluruhan hal-hal yang atasnya suatu ide 
dapat diterapkan, atau lingkungan (sesuatu konsep) yang 
dapat dtunjuk dengan konsep tersebut. Ini semakna dengan 
denotasi yang berarti makna kata atau kelompok kata yang 
didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar 
bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan 
bersifat objektif.

9. Batas antara konotasi dan denotasi adalah spesies di bawah 
satu genus. Oleh karena itu terjadi perbandingan terbalik, 
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semakin bertambah pengertian yang membentuk konotasi, 
maka semakin berkurang satuan yang dicakup denotasi. 

10.Potensi kekeliruan karena faktor pergeseran komprehensi 
dan ekstensi harus diwaspadai, terutama dalam penggunaan 
term analogis (lafẓ musytarak).

D. Saran Bacaan 
Abdul Chaer. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, edisi revisi, 

cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Al-Ghaza� lī�. Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya� . 

Kairo: Da� r al-Ma‘a� rif, 1961.
Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah. Ḍawābiṭ al-

Ma‘rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāẓarah. Damaskus: 
Da�r al-Qalam, 1993.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian proposisi. 
2. Jelaskan pengertian makna gramatikal. 
3. Buatlah perbedaan kontras antara makna gramatikal dan 

makna leksikal. 
4. Berikan uraian ringkas tentang perbedaan kontras antara 

proposisi kategorik dan proposisi hipotetik.
5. Tuliskan argumen tentang pentingnya pemahaman ter-

hadap komprehensi dan ekstensi.
6. Berikut ini peran kalimat dalam menjalankan fungsi ba-

hasa menurut ahli logika, kecuali: 
a.  fungsi informatif;.
b. fungsi ekspresif.
c.  fungsi sofistik.
d. fungsi direktif.

7. Dilihat dari bentuknya, dalam logika dikenal macam-
macam proposisi berikut, kecuali....
a.  proposisi kategorik (qaḍiyyah ḥamliyyah).
b. proposisi hipotetik (qaḍiyyah syarṭiyyah muttaṣilah).
c.  proposisi disyungtif (qaḍiyyah syarṭiyyah munfaṣilah).
d. proposisi kontradiktif (qaḍiyyah mutanāqiḍah).
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8. Sebuah kalimat disebut proposisi disyungtif jika di da-
lamnya terjadi...
a.  saling membenarkan.
b. saling menyisihkan.
c.  saling berlawanan. 
d. a dan b benar.

9. Berikut ini istilah lain untuk komprehensi, kecuali...
a.  isi.
b. intensi.
c.  konotasi.
d. denotasi.

10.Persoalan komprehensi dan ekstensi berpotensi menim-
bulkan kekeliruan penalaran, terutama pada...
a.  term univokal.
b. term equivokal.
c.  term analogis.
d. term logika.

F. Daftar Istilah
Denotasi: makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas 

petunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau 
yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat 
objektif.

Distribusi: sebaran term yang menunjukkan luas atau sempitnya 
cakupan dari term subjek atau term prediket.

Ekstensi: keseluruhan hal-hal yang atasnya suatu ide dapat 
diterapkan, atau lingkungan (sesuatu konsep) yang da-
pat dtunjuk dengan konsep tersebut.

Ekstensi: makna leksikal yang ditetapkan berdasar konvensi 
linguistik (waḍ‘ lughawī) dengan pemaknaan secara 
muṭābaqah.

Intensi: perangkat, atribut atau ciri yang menjelaskan sesuatu 
yang dapat diacu dengan kata tertentu. Komprehensi 
atau intensi adalah muatan atau isi atau konsep suatu 
term, misalnya komprehensi dari term manusia adalah 
rasional, beradab, berbudaya dan sebagainya.
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Kalimat: satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar 
berupa klausa, bila perlu dilengkapi dengan konjungsi 
disertai dengan intonasi final.

Kopula/penghubung (al-rābiṭ): kata yang menyatakan hubu-
ngan antara term subjek dan term prediket.

Pembilang (quantifier/sūr): kata yang menunjuk pada kuantitas 
(kamm) dari jumlah bawahan/anggota (afrād) yang di-
ikat oleh term subjek.

Prediket (maḥmūl): yaitu term yang menerangkan subjek.
Proposisi: unit terkecil pemikiran yang mengandung maksud 

sempurna, maka sebuah proposisi bisa salah dan bisa 
juga benar

Proposisi analitik: proposisi yang pengertian prediketnya su-
dah terkandung pada subjek. Misalnya: “Mangga adalah 
buah”.

Proposisi sintetik: proposisi yang prediketnya mempunyai pe-
ngertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjek-
nya. Contoh: Manusia adalah penulis, kebalikannya: 
Manusia bukan penulis.



BAB ENAM
PENDEFINISIAN

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengana-

lisis (C4) relevansi pendefinisian dengan penalaran hukum. 
Untuk itu mahasiswa diberi wawasan tentang macam dan tu-
juan pendefinisian, baru dilakukan analisis untuk melihat rele-
vansinya dengan penalaran hukum. Kompetensi ini berada 
pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan 
materi pembelajaran berikut:
1. Pengertian dan macam-macam definisi;
2. Tujuan pendefinisian dan relevansinya dengan penalaran 

hukum. 
Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 

sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
tujuan pendefinisian dengan penalaran hukum. Kajian ini ber-
sifat filosofis, maka kuliah dilaksanakan dengan metode sebagai 
berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur sebagai berikut:
1. Menyusun ringkasan materi tentang macam-macam definisi; 
2. Membangun skema tentang relevansi pendefinisian dengan 

penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.



Logika Penalaran Hukum124

B. Pendefinisian
Definisi diperlukan untuk menjawab pertanyaan ‘apakah’ 

yang muncul karena tiga keperluan: 1) untuk meminta kejelasan 
kata/term; 2) untuk meminta uraian yang membedakan sesuatu 
dari lainnya; 3) untuk meminta kejelasan hakikat sesuatu.1 
Jawaban terhadap ketiga pertanyaan ini, bergantung pada ke-
mampuan penalaran dan konsep yang dipahami atau muncul di 
alam ide/pikiran si penjawabnya. Dari itu, pembahasan tentang 
definisi berada dalam lingkungan kajian tentang konsep. Me-
nurut Poespoprodjo, hal yang khas pada definisi adalah mem-
buat eksplisit unsur-unsur isi (komprehensi).2 

Mengingat aktivitas penalaran hukum berlangsung me-
lalui logika bahasa hukum, maka isi (komprehensi) yang di-
maksud adalah makna sebuah term di lingkungan hukum. Tapi 
di sisi lain, makna merupakan konsep atau ide di dalam pikiran 
yang diabstraksikan dari realitas. Kedua sisi ini muncul dalam 
kajian, maka pembaca perlu mewaspadai, kapan isi (kompre-
hensi) dibahas dalam relasinya dengan term, dan kapan ia di-
bahas dalam relasinya dengan realitas.

1. Pengertian definisi 
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 

definisi berarti kata atau kalimat yang mengungkapkan makna, 
keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, aktivitas, 
batasan (arti).3 Kata definisi berasal dari bahasa Latin definitio, 
artinya penentuan arti atau pembatasan. Ia juga berarti uraian 
atau penjelasan arti kata atau ungkapan yang membatasi makna 
suatu kata atau ungkapan.4

Meski makna bahasa dapat memberi pemahaman, tapi defi-
nisi dalam ilmu bahasa dan ilmu logika berbeda tujuannya, karena 
masing-masing ilmu ini berbeda objek formalnya. Telah dijelaskan 

1 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 179.
2 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 135
3 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 

2008), hlm. 303.
4 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. 

XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 23, dst.
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pada Bab Dua, bahwa objek formal ilmu logika adalah cara kerja 
akal yang mengantar pada pengetahuan konseptual (al-taṣawwur) 
dan pengetahuan sintesis (al-taṣdīq) dengan benar. Meski tidak le-
pas dari bahasa, namun fokus ilmu logika tertuju pada cara kerja 
akal dalam mengeksplisitkan konsep atau ide.

Adapun ilmu bahasa, khususnya semantik, melihat definisi 
sebagai usaha sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata 
akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas dan sebagainya.5 
Tampak pada definisi ini, ilmu semantik lebih fokus pada cara 
bahasa dalam hal mengeksplisitkan objek. Jadi jelaslah fokus 
ilmu bahasa dalam upaya pendefinisian berbeda dengan ilmu 
logika. Sebab mengeksplisitkan objek cukup dengan deskripsi 
secara bahasa, tapi mengeksplisitkan konsep atau ide menuntut 
pengungkapan esensinya. Saking fokusnya sebagian ahli logika 
berlebihan menjadikan unsur definisi sebagai sebab dalam 
mengenali yang didefinisikan, seperti pada definisi ini:6

Definisi (al-mu‘arrif) adalah sesuatu yang mengetahuinya menjadi 
sebab dalam mengetahui apa yang didefinisikan (al-mu‘arraf).

Tampak di sini definisi terdiri dari dua unsur, yaitu se-
suatu yang didefinisikan (al-mu‘arraf) atau disebut definien-
dum dan definisi itu sendiri (al-mu‘arrif) yang disebut juga defi-
niens.7 Dalam ilmu logika definiens atau al-mu‘arrif merupakan 
uraian atas konsep atau ide yang ada dalam pikiran (mawjūd 
fī al-ażhān). Tapi bagi ilmu bahasa, definisi merupakan uraian 
terhadap makna dari sebuah kata yang mengada karena kon-
vensi linguistik (waḍ‘ lughawī).

Jika dua perspektif ini dimoderasi, maka definisi menje-
laskan komprehensi, yaitu keseluruhan arti yang tercakup dalam 
suatu konsep atau sebuah term. Jika sebuah konsep hendak 
dibuat eksplisit, maka diuraikan komprehensinya, ini biasanya 

5 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, edisi revisi, cet. III 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 53.

6 Ah� mad al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Singapura: al-
H� aramayn, t.th.), hlm. 9.

7 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 23, dst.
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harus menggunakan banyak kata. Nah, untuk memudahkan 
dalam pendefinisian, maka komprehensi atau isi yang termuat 
dalam suatu konsep dinyatakan menurut taraf-taraf (kompre-
hensi dasar dan komplementer).8 Contoh:
- Manusia adalah hewan berakal, kata hewan dan kata berakal 

adalah komprehensi dasar berupa hakikat terdalam (esensi/ 
māhiyyah) yang berdiri sendiri, bukan bersandar pada ma-
teri lain.

- Manusia adalah hewan yang tertawa, ini contoh komprehen-
si komplementer, sebab tertawa adalah sifat yang bersan-
dar pada materi lain, bukan esensi (māhiyyah) yang berdiri 
sendiri.

Contoh ini menunjukkan bahwa materi (al-māddah) pada 
satu definisi tersusun dari genus (al-jins) dan diferensia (al-faṣl). 
Genus merupakan kategorisasi esensial yang luas terhadap se-
suatu (al-żāt) yang berdiri sendiri. Sementara kategorisasi yang 
lebih sempit dari genus disebut spesies (al-naw‘). Adapun dife-
rensia sebagai unsur definisi, yang dimaksud adalah diferensia 
substantif (al-faṣl al-żātiyyah), ia memiliki esensi (māhiyyah) 
sendiri sehingga terbedakan dari yang lain. Jadi hakikat zat se-
suatu dapat dibagi dalam tiga kategori seperti ilustrasi berikut:9

Gb. 6.1. Pembagian hakikat zat ke dalam tiga kategori
Sumber: disarikan dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

Untuk memahami secara lebih detail, perhatikan materi 
(al-māddah) yang menyusun definisi pada contoh berikut ini:

Contoh definisi: Khamar +   adalah + minuman   +  yang memabukkan
 al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: genus terdekat (al-jins al-qarīb) + diferensia substantif (al-faṣl al-żātiyyah)

8 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 90.
9 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1961), hlm. 102. 
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Term minuman pada definisi di atas adalah genus ter-
dekat, yaitu berupa esensi (al-māhiyyah) dari definiendum 
(al-mu‘arraf), dan term memabukkan merupakan diferensia 
substantif (al-faṣl al-żātiyyah), yaitu ciri pembeda yang memi-
liki substansi tersendiri. Jika materi (al-māddah) satu definisi 
tersusun dari genus terdekat (al-jins al-qarīb) dan diferensia 
substantif (al-faṣl al-żātiyyah), maka ia disebut definisi esensial 
sempurna (al-ḥadd al-tāmm).

Bentuk (forma/al-ṣūrah) dari sebuah definisi esensial, 
harus menggunakan genus terdekat. Hal ini bertujuan agar 
komprehensi yang termuat dalam definiens (al-mu‘arrif) da-
pat memberi uraian yang secara langsung mengantar pada de-
finiendum (al-mu‘arraf). Misalnya term minuman (al-syarāb) 
pada contoh di atas, merupakan genus yang lebih dekat dengan 
hakikat khamar dibandingkan term zat cair (al-mā’i‘). Perhati-
kan ilustrasi berikut ini:

Gb. 6.2. Perbandingan luas sempit genus dan spesies
Sumber: disarikan dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

Tampak pada ilustrasi ini, term zat cair merupakan genus 
yang luas (disebut jauh/ba‘īd) sehingga definisi mencakup 
banyak spesies, akibatnya terlalu banyak objek yang harus 
dibedakan hakikatnya dari khamar. Sedangkan term minuman 
yang memabukkan, tampak lebih sempit (disebut dekat/qarīb) 
sehingga tidak banyak objek yang perlu dibedakan hakikatnya 
dari khamar. Penggunaan genus yang terlalu luas dalam definisi 
dapat dilihat pada contoh berikut ini:10

Contoh definisi : Khamar +   adalah + zat cair   +  yang memabukkan
 al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 Definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: genus terjauh (al-jins al-ba‘īd) + diferensia substantif (al-faṣl al-żātiyyah)

10 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 268. 
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Meski unsur definiens pada definisi ini memakai diferen-
sia substanstif, tapi term zat cair merupakan genus yang jauh 
(al-ba‘īd), maka ia disebut definisi esensial tidak sempurna (al-
ḥadd al-nāqiṣ). Sebaliknya jika diferensia (al-faṣl) yang diguna-
kan berupa sifat yang tidak memiliki hakikat secara substantif, 
maka definisi disebut al-rasm, bukan al-ḥadd. Misalnya kata 
al-insān, ia disebut spesies (al-naw‘) karena di bawahnya tidak 
ditemukan zat (al-żāt) yang berdiri sendiri yang lebih khusus 
darinya. Bahkan jika hendak diperkhusus lagi, yang bisa dila-
kukan hanya pengkhususan melalui sifat, baik itu berupa sifat 
khusus (al-‘araḍ al-khāṣṣah) maupun sifat umum (al-‘araḍ al-
‘āmmah). Kategorinya sebagai berikut:

Gb. 6.3. Kategorisasi sifat khusus dan sifat umum
Sumber: disarikan dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

Dua kategori sifat ini, jika digabungkan dengan tiga ma-
cam hakikat zat, maka didapatkan lima macam predikabel 
sebagaimana dijelaskan pada Bab 3. Lima macam predikabel 
ini merupakan unsur yang memberi bentuk (forma/al-ṣūrah) 
sehingga timbul ragam jenis definisi sebagaimana dijelaskan 
pada subbab berikutnya. Di sisi lain, aspek materi (al-māddah) 
sebuah definisi tidak boleh diabaikan, sebab ia berhubungan 
langsung dengan kebenaran isi sebuah definisi. Agar dapat 
memberi penjelasan sebagaimana yang diharapkan, maka hal-
hal berikut harus diwaspadai pada sebuah definisi:11

1. Definisi tidak boleh lebih umum dan juga tidak boleh lebih 
khusus dari apa yang hendak didefinisikan. Jika lebih umum, 
maka definisi menjadi campur baur dengan objek lain yang 
tidak didefinisikan. Misalnya definisi: Manusia adalah he-
wan, ini lebih umum dari yang didefinisikan, karena term 

11 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 60.
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hewan mencakup selain manusia. Sebaliknya jika lebih khu-
sus, maka definisi akan keluar dari apa yang hendak didefi-
nisikannya. Misalnya definisi: Hewan adalah jasad inderawi 
yang bergerak dan berakal, ini lebih khusus karena term he-
wan didefinisikan dengan uraian tentang manusia. Padahal 
manusia hanya salah satu spesies dari genus hewan, akibat-
nya apa yang hendak didefinisikan tidak terjelaskan. Kesa-
lahan serupa juga terjadi jika definisi dan yang didefinisikan 
tidak berhubungan. Misalnya definisi: Batu adalah suatu zat 
yang mengalir, ini malah tertuduh sebagai definisi dusta.

2. Definisi tidak boleh mengaburkan apa yang hendak dijelas-
kan, sebab menjadikan definisi itu sia-sia. Misalnya definisi: 
Api adalah oksidasi kimiawi atom-atom, ini sangat kabur 
bagi yang tidak paham ilmu alam sehingga tidak memberi 
kejelasan objek.

3. Pemahaman terhadap definisi tidak boleh tergantung pada 
apa yang didefinisikan. Misalnya definisi: Ilmu adalah me-
ngetahui apa yang bisa diketahui. Di sini terjadi sirkularitas, 
sebab ‘apa yang bisa diketahui’ itu tidak bisa dimengerti oleh 
orang yang tidak tahu apa itu ilmu. Selain karena sirkulari-
tas, uraian seperti ini juga tidak sah sebagai sebuah definisi, 
sebab ‘apa yang bisa diketahui’ itu tidak termasuk ke dalam 
genus ilmu.

Uraian ini memperlihatkan, bahwa definisi (definiens/
al-mu‘arrif) harus secara penuh serupa dengan yang didefini-
sikannya (definiendum/al-mu‘arraf), bahkan bisa dipertukar-
kan. Ahli logika menyebutnya bersifat konsisten (muṭṭarid) dan 
koheren (mun‘akis). Definisi juga harus lebih jelas dan lebih 
mudah mengantarkan orang pada pemahaman terhadap objek 
yang didefinisikan, maka dari itu definisi harus menghimpun 
semua konsep definiendum (al-jāmi‘) dan menolak yang selain-
nya (al-māni‘). Intinya, definisi harus mengantar pemahaman 
kepada eksistensi sesuatu (kunhu) sehingga konsep dalam jiwa 
bersesuaian dengannya dan tidak campur baur dengan konsep 
yang lain.12

12 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 267. 



Logika Penalaran Hukum130

2. Macam-macam definisi 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kategori macam-

macam definisi timbul dari variasi unsur-unsur yang memben-
tuk (forma/al-ṣūrah) sebuah definisi. Tetapi di sisi lain, pem-
bagian macam-macam definisi juga dipengaruhi oleh sudut 
pandang, sebab ia bisa dilihat dari perspektif ontologi, episte-
mologi dan aksiologinya. Perspektif ini terlihat jelas dalam defi-
nisi yang disusun oleh para ahli logika. Seperti definisi yang di-
kutip pada subbab sebelumnya, tampak lebih cenderung pada 
pendefinisian dari perspektif aksiologi (tujuan).

Berikut ini dikemukakan satu definisi yang menyatukan 
aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Redaksinya sebagai 
berikut:13

Definisi adalah perkataan yang menjelaskan satuan objek-objek 
konseptual (taṣawwur) yang universal (kulliyah) atau partikular 
(juz’iyyah) sehingga pendengar dapat mengetahui hakikatnya, atau 
dapat membedakannya dari yang lain secara sempurna.

Tampak pada definisi ini, ontologi definisi adalah perkata-
an (qawl), epistemologinya menjelaskan satuan (yusyraḥ bihi muf-
rad), sedangkan aksiologinya adalah: 1) untuk memahami haki-
kat dari suatu konsep; dan 2) membedakannya dari konsep lain. 
Dua tujuan yang disebut pada definisi ini merupakan bentuk in-
tegrasi. Sebab sebagian ahli logika bersikap moderat, dengan cara 
mengintegrasikan tujuan ilmu bahasa dan tujuan ilmu logika.

Dilihat dari perspektif tujuan (aksiologi) definisi dapat 
dibagi menjadi definisi real (terdiri dari al-ḥudūd dan al-rasm), 
dan definisi nominal atau verbal (al-ta‘rīf al-lafẓ). Bagian perta-
ma mewakili tujuan dari persepektif logika, sedang bagian ke-
dua mewakili tujuan dari perspektif bahasa. Alasannya, sebab 
definisi real bertujuan untuk menjelaskan sesuatu sesuai de-
ngan hakikatnya, sedangkan definisi nominal atau verbal hanya 

13 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 62.
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bertujuan untuk menjelaskan kata/term, bukan menjelaskan 
hal yang ditandai oleh kata.14 Perspektif tujuan ini mengeluar-
kan definisi verbal dari kelompok definisi deskriptif (al-rasm), 
menjadi kategori tersendiri. Sedangkan definisi esensial (al-
ḥudūd) dan definisi deskriptif (al-rasm) dikelompokkan men-
jadi satu dalam kelompok definisi real.15 Perhatikan ilustrasi 
berikut:

Gb. 6.4. Pengelompokan definisi dari perspektif tujuan
Sumber: disarikan dari Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah, 1993.

Jika perspektif tersebut disatukan, maka definisi dapat 
dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 1) definisi esensial (al-
ḥudūd); 2) definisi deskriptif (al-rasm). Perbedaannya, definisi 
esensial (al-ḥudūd) menjelaskan definiendum secara analitis 
dan sintetis, sedang definisi deskriptif (al-rasm) menjelaskan 
definiendum dengan cara melaporkan susunan objek yang di-
definisikannya dengan bergantung pada bahasa. Dalam hal ini, 
definisi nominal/verbal masuk ke dalam kelompok definisi 
deskriptif (al-rasm), sebab polanya sama.

Kata al-ḥadd secara bahasa berarti mencegah (al-man‘), 
maka definisi disebut al-ḥadd jika dapat mencegah keluarnya 
definiendum dan mencegah masuknya selain definiendum. Me-
nurut Imam al-Ghaza� lī�, hakikat sesuatu adalah kekhususan 
bagi sesuatu, maka ia dengan sendirinya menjadi pencegah 
keluarnya yang didefinisikan dari definisi.16 Berikut definisi al-
ḥadd menurut ahli logika:17

14 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 137.
15 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 23, dst. Definisi real dianggap searti dengan, 

oleh sebab itu sering pula disebut sebagai definisi analitis atau definisi eksplikatif. 
Definisi real dapat dibagi menjadi esensial dan deskriptif.

16 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 67.
17 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 62.
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Definisi esensial (al-ḥudūd) adalah definisi yang mencakup 
esensi dari sesuatu (al-żātiyyāt) yang dijadikan penjelas terhadap 
konsepsinya. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang tergolong 
esensi dalam universalia yang lima (al-kulliyyāt al-khams) adalah 
genus (al-jins), spesies (al-naw‘) dan diferensia (al-faṣl).

Adapun al-rasm, secara bahasa berarti ciri (al-aṡr), 
di mana sifat khusus (al-‘araḍ al-khāṣṣah) adalah ciri yang 
menunjuk sesuatu dan juga membedakannya dari yang lain. 
Adapun definisi al-rasm menurut ahli logika adalah sebagai 
berikut:18

Al-Rasm adalah definisi yang tidak memuat esensi sesuatu, 
kalau pun ada tapi tidak dapat menjadi pembeda antara 
yang didefinisikan dengan yang lainnya. Definisi deskriptif 
hanya memuat sifat-sifat yang menjadi pembeda antara yang 
didefinisikan dengan lainnya. Secara alamiah, al-rasm berada di 
bawah peringkat al-ḥudūd.

Tampak pada definisi yang dinukil di atas, bahwa definisi 
deskriptif dapat membedakan definiendum dari selainnya, walau 
hanya bergantung pada sifat khusus. Tanpa menutup peluang 
adanya definisi esensial, Imam al-Ghaza� lī� menyatakan bahwa 
definisi deskriptif yang memuat genus sudah cukup baik.19 Jadi 
jelas beliau melakukan moderasi, sebab tidak mengharuskan 
pemakaian definisi esensial sempurna.

Definisi esensial dibagi menjadi: 1) definisi esensial 
sempurna (al-ḥadd al-tāmm); dan 2) definisi esensial tidak 

18 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 62.
19 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 188.
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sempurna (al-ḥadd al-nāqiṣ). Lalu definisi deskriptif dibagi 
lima: 1) definisi deskriptif sempurna (al-rasm al-tāmm); 2) 
definisi deskriptif tak sempurna (al-rasm al-nāqiṣ); 3) Definisi 
nominal atau verbal (al-ta‘rīf al-lafẓ); 4) definisi melalui contoh 
(al-ta‘rīf bi al-miṡāl); 5) definisi melalui kategorisasi (al-ta‘rīf bi 
al-taqsīm). Jadi ada tujuh macam definisi.

1. Definisi esensial sempurna (al-ḥadd al-tāmm)
Definisi esensial sempurna menjelaskan definiendum 

dengan cara menguraikan bagian-bagian esensialnya, berikut 
definisinya: 20

Definisi esensial sempurna (al-ḥadd al-tāmm) adalah definisi yang 
menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan esensinya secara leng-
kap. Artinya dengan menyebutkan genus dan pembeda yang ke-
duanya dari jenis yang dekat, atau yang serupa dengan keduanya.

Prinsip penyusunan definisi esensial sempurna ialah 
terdiri dari unsur genus terdekat (al-jins al-qarīb) dan ditambah 
diferensia substantif (al-faṣl al-żātiyyah). Dengan kata lain, 
ia tersusun dari genus et differentium, dengan syarat genus 
didahulukan dari spesies. 

Menurut ahli logika, apabila suatu definiens mencakup 
esensi definiendum secara sempurna, maka disebut definisi 
esensial yang sempurna (al-ḥadd al-tāmm). Tetapi jika definiens 
hanya mencakup sebagian dari esensi defininendum, walau 
tetap dapat membedakan definiendum dari lainnya, tapi berada 
pada taraf kedua, yaitu disebut definisi esensial tidak sempurna 
(al-ḥadd al-nāqiṣ). Contohnya telah dikemukakan pada subbab 
terdahulu.

Ada kalanya pada definisi esensial ditambahkan ketera-
ngan yang bersifat fisik. Bagi sebagian ahli, ini menjadi alasan 
untuk membaginya menjadi definisi esensial fisik dan definisi 
esensial metafisik. Contoh klasik definisi esensial metafisik yang 
terkenal dibuat oleh Aristoteles, yaitu: Homo est animal rationa-

20 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 63.
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le (manusia adalah hewan yang berakal budi). Adapun definisi 
esensial fisik, ditambah penjelasan yang mengurai bagian yang 
mewujudkan esensi definiendum. Sebagai contoh; Manusia ada-
lah hewan berakal budi yang terdiri dari tubuh dan jiwa.21

Imam al-Ghaza� lī� mengingatkan, bahwa definisi esensial 
yang sempurna tidak mudah dirumuskan. Ia menyatakan:22 

Definisi yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab adalah 
definisi deskriptif, karena hakikat itu jarang; karena mengetahui 
semua eksistensi sampai tidak ada yang luput itu sulit; karena 
membedakan antara esensi dan sifat yang inheren itu sulit; 
menjaga runut sehingga tidak engkau munculkan yang khusus 
sebelum yang umum itu sulit; mencari genus terdekat itu sulit. 
Manakala engkau mendefinsikan: Asad adalah hewan pemberani, 
padahal engkau tidak meyadari keberadaan term al-sabu‘, maka 
engkau telah menghimpun berragam kesulitan.

Pernyataan ini bukan penolakan terhadap definisi esensial, 
sebab Imam al-Ghaza� lī� sendiri justru menganjurkan penguasaan 
ilmu logika sebagai landasan ilmu.23 Malahan pernyataan ini 
menjadi indikator bahwa Imam al-Ghaza� lī� bersikap moderat. 
Sebab meski menjadikan logika sebagai landasan ilmu, tapi ia 
tidak kaku dalam menerapkan logika. Padahal tidak sedikit ahli 
logika yang ketat dalam hal pendefinisian, bahkan merendahkan 
penggunaan definisi deskriptif. Dengan bersikap moderat, maka 
definisi dalam perspektif bahasa terintegrasi dengan definisi 
dalam perspektif logika.

21 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 23, dst.
22 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 188.
23 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2000), hlm. 9. Dalam al-Mustaṣfā ia menyatakan barangsiapa yang tidak menguasai 
logika maka ilmunya tidak bisa dipercaya.
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2. Definisi esensial tidak sempurna (al-ḥadd al-nāqiṣ)
Definisi esensial tidak sempurna (al-ḥadd al-nāqiṣ), oleh 

ahli logika didefinisikan sebagai berikut:24

Definisi esensial tidak sempurna (al-ḥadd al-nāqiṣ) adalah definisi 
yang menjelaskan sesuatu dengan cara menyebutkan sebagian 
esensinya yang membedakannya dari yang lain.

Kalimat: “menyebutkan sebagian esensinya” merupakan 
kata kunci pada definisi ini. Sebab definisi esensial disebut 
sempurna jika lengkap unsur-unsurnya, yaitu terbentuk dari 
genus terdekat (al-jins al-qarīb) dan diferensia substantif (al-
faṣl al-żātiyyah). Sementara definisi esensial tidak sempurna 
hanya berisi diferensia terdekat, atau bersama genus yang jauh. 
Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh definisi : Manusia +   adalah + yang berakal budi
  al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 Definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: diferensia substantif (al-faṣl al-żātiyyah) tanpa didahului genus.

Contoh ini hanya menyebutkan diferensia substantif, 
tidak didahului oleh genus. Jadi hanya berisi sebagian esensi 
(al-māhiyyah) sehingga disebut tidak sempurna. Bandingkan 
dengan contoh berikut:

Contoh definisi : Manusia +   adalah + jasad + yang berakal budi
 al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 Definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: genus terjauh (al-jins al-ba‘īd) + diferensia substantif (al-faṣl al-żātiyyah).

Contoh ini terdiri dari unsur genus yang luas (al-jins 
al-ba‘īd) dan diferensia substantif. Tetapi term jism tidak 
memenuhi kriteria esensi (al-māhiyyah) sehingga dianggap 
tidak ada. Akibatnya definisi hanya berisi sebagian esensi saja, 
yaitu diferensia substantif, maka ia disebut definisi esensial 
tidak sempurna (al-ḥadd al-nāqiṣ).

24 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 64.
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3. Definisi deskriptif sempurna (al-rasm al-tāmm)
Ahli logika mendefinisikan definisi deskriptif sempurna 

(al-rasm al-tāmm) sebagai berikut:25

Definisi deskriptif sempurna (al-rasm al-tāmm) adalah definisi 
yang menjelaskan sesuatu dengan cara menyebutkan jenisnya 
yang dekat beserta sifat khususnya yang mencakup satuannya. 
Artinya, bersamaan dengan sifatnya yang inheren dan khusus 
baginya, atau sesuatu yang semisal dan berkekuatan sama 
dengannya.

Tampak pada definisi ini, bahwa forma (al-ṣūrah) dari 
definisi deskriptif sempurna terbentuk dari unsur genus 
terdekat dan sifat khusus yang dimiliki definiendum. Imam al-
Ghaza� lī� menyatakan:26

Sebaik-baik definisi deskriptif adalah yang memuat genus 
terdekat, lalu disempurnakan dengan sifat khusus yang dikenal 
luas.

Tampak di sini bahwa pembeda antara definisi deskriptif 
dan definisi esensial adalah unsur sifat khusus, yaitu ciri 
definiendum yang dikenal luas. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh definisi : Manusia +   adalah + yang tumbuh + dan juga makan
 al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 Definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: genus terdekat (al-jins al-qarīb) + sifat khusus (al-‘araḍ al-khāṣṣ).

Term yang tumbuh (nāmin) pada contoh ini merupakan 
genus yang dekat dengan manusia, sedangkan term yang makan 
(ākilin) merupakan sifat khusus yang mencakup seluruh satuan 
manusia.

25 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 65.
26 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 188.
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4. Definisi deskriptif tidak sempurna (al-rasm al-nāqiṣ)
Definisi deskriptif tidak sempurna (al-rasm al-nāqiṣ), 

oleh ahli logika didefinisikan sebagai berikut: 27

Definisi deskriptif tidak sempurna (al-rasm al-nāqiṣ) adalah 
definisi yang menjelaskan sesuatu hanya dengan menyebutkan 
sifat khususnya yang inheren dan mencakup satuannya, atau 
disertai dengan genusnya yang jauh, atau bersama sifatnya yang 
umum, atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang secara garis 
besar terkhususkan pada hakikatnya.

Tampak pada definisi ini, bahwa definisi deskriptif di-
sebut tidak sempurna jika hanya berisi unsur sifat khusus tanpa 
didahului oleh genus yang dekat. Adapun genus yang jauh tidak 
memenuhi syarat, ia dianggap tidak ada sehingga yang tersisa 
hanyalah sifat khusus. Berikut ini contoh yang memuat sifat 
khusus saja:

Contoh definisi : Manusia +   adalah + yang dapat tertawa
 al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: sifat khusus (al-‘araḍ al-khāṣṣ) yang mencakup seluruh satuan.

Definisi yang dicontohkan di sini, tersusun dari sifat khu-
sus (al-‘araḍ al-khāṣṣ) yang mencakup seluruh satuan definien-
dum tanpa didahului oleh genus. Bandingkan dengan contoh 
berikut ini:

Contoh definisi : Manusia +   adalah + jasad + yang dapat tertawa
 al-mu‘arraf  +   al-rābiṭ + al-mu‘arrif 
 definiendum +   kopula + definiens

Unsur definiens: genus terjauh (al-jins al-ba‘īd) + sifat khusus (al-‘araḍ al-khāṣṣ).

Contoh ini terbentuk dari genus yang jauh dan sifat khu-
sus. Meski ada unsur genus di dalamnya, tapi tidak memenuhi 
kriteria esensi, maka disebut definisi deskriptif tidak sempurna.

27 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 66.
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5. Definisi nominal atau verbal (al-ta‘rīf al-lafẓ)
Sebagian ahli logika mendefinsikan definisi nominal/

verbal sebagai berikut:28

Definisi nominal/verbal adalah pendefinisian kata dengan kata 
lain yang bersinonim dengannya dan dipahami oleh pendengar. 
Sinonimi sesuatu pada hakikatnya merupakan bagian dari ke-
khususannya.

Definisi nominal tidak memberikan pengertian secara 
esensial, tapi cukup dengan menggunakan kata yang bersino-
nimi,29 misalnya: hamba adalah budak, arca adalah patung. Per-
lu digarisbawahi, bahwa semua jenis kamus pada umumnya 
adalah definisi nominal. Definisi nomimal adalah sekadar men-
jelaskan kata, bukan menjelaskan hal yang ditandai dengan 
kata.30 Oleh karena itu, menurut sebagian ahli logika, definisi 
nominal hanyalah bersifat sementara.31

6. Definisi melalui contoh (al-ta‘rīf bi al-miṡāl)
Definisi melalui contoh, oleh ahli logika didefinisikan se-

bagai berikut:32

Definisi melalui contoh adalah mendefinisikan sesuatu dengan 
cara menyebut salah satu dari permisalannya. Misal sesuatu pada 
hakikatnya adalah salah satu kekhususannya.

Sebagian ahli memasukkan definisi melalui contoh ini 
dalam kategori definisi nominal. Misalnya, jika hendak men-
definisikan batu kerikil, maka diambil salah satu darinya lalu 

28 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 66.
29 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 82. Secara harfiah sinomini berarti 

nama lain untuk benda atau hal yang sama. Misalnya kata buruk dan jelek, kata bunga, 
kembang dan puspa adalah sinonimi.

30 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 137.
31 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 23, dst.
32 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 66.
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dikatakan: “Inilah batu kerikil.”33 Ini cukup merepotkan, karena 
untuk mendefinisikan harus dihadirkan benda konkret sebagai 
contohnya.

7. Definisi melalui kategorisasi (al-ta‘rīf bi al-taqsīm)
Definisi melalui kategorisasi, oleh ahli logika didefinisi-

kan sebagai berikut:34

Definisi melalui kategorisasi adalah mendefinisikan sesuatu 
dengan cara menyebutkan pembagian-pembagiannya. Diketahui 
bahwa pembagian tersebut merupakan kekhususan baginya.

Definisi melalui kategorisasi disebut juga definisi aksi-
dental. Contoh: gajah adalah hewan berkaki empat yang me-
miliki belalai berambut halus, berkuping dua memiliki ukuran 
tubuh yang sangat besar dan seterusnya.35 Contoh lain, mende-
finisikan kalimat dengan menyebut bagiannya, yaitu huruf dan 
suku kata, atau mendefinisikan angka dengan menyebutnya 
terdiri dari genap dan ganjil.

3. Tujuan pendefinisian
Soal pendefinisian masih menimbulkan diskusi yang me-

nurut Poespoprodjo dapat dipilah dalam tiga kelompok panda-
ngan utama, yaitu esensialis, preskriptif dan linguistik.36 Secara 
umum pandangan ini timbul karena perbedaan dalam melihat 
tujuan pendefinisian. Sebagaimana disebut pada awal Bab 6 ini, 
definisi diperlukan untuk bisa menjawab pertanyaan ‘apakah’ 

33 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 137.
34 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 66.
35 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 23, dst. Catatan: definisi aksidental adalah 

definisi yang buruk yang sering digolongkan ke dalam pelanggaran terhadap ketentuan 
yang berlaku bagi pembuatan definisi. Oleh karena itu, hindarilah membuat definis 
aksidental.

36 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 144. Kelompok esensialis di antara-
nya Plato, Aristoteles, Kant dan Husserl. Kelompok preskriptif antara lain Blaise Pascal, 
Hobbes, Descartes, Russel, W.V. Quine, Nelson Goodman, Rudolf Carnap, C.G. Hempel 
dan kebanyakan logisi yang sezaman dengan mereka. Kelompok linguistik antara lain 
J.S. Mill, G.E. Moore, Richard Robinson dan pengikut mazhab linguistik lainnya.
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yang muncul karena tiga macam keperluan.37 Jika penanya per-
lu kejelasan kata/term, atau pembedaan sesuatu dari lainnya, 
maka cukup penjelasan kebahasaan. Sebab bagi ilmu bahasa, 
pendefinisian serupa dengan penamaan, yaitu sama-sama pro-
ses perlambangan.38 Tetapi bagi kebanyakan ahli logika, kebu-
tuhan terhadap definisi jauh melampaui persoalan linguistik.

Sebagian ahli logika secara ekstrem melihat definisi se-
bagai sarana untuk mengetahui hakikat sesuatu. Dari itu Ibn 
Taymiyyah dalam kitabnya al-Radd ‘alā al-Manṭīqiyīn, mengkri-
tik ahli logika yang menyatakan; bahwa konsep sesuatu tidak 
bisa diketahui kecuali melalui definisi esensial. Berikut salah 
satu poin kritiknya: 39

Sesungguhnya, jika definisi adalah perkataan yang membatasi, 
maka (ini irasional, sebab) diketahui konseptualisasi makna 
tidak memerlukan kata-kata. Jika pembicara bisa mengkonsep 
makna apa saja yang ia katakan tanpa menggunakan kata, dan 
pendengar bisa mengkonsepsikan makna tersebut tanpa melalui 
kata-kata pembicara tentang universalia, lalu bagaimana mung-
kin dikatakan: “Sesuatu tidak bisa dikonsepsikan kecuali melalui 
definisi”, sementara definisi yang dimaksud adalah kata-kata yang 
membatasi?”

Ibn Taymiyyah menganggap pernyataan ahli logika ini 
irasional, sebab membuat konsep itu aktivitas mental yang 
abstrak, sementara membuat definisi adalah aktivitas verbal 
yang konkret. Oleh karena memikirkan konsep adalah aktivi-

37 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 179. Tiga tujuan definisi: 1) untuk 
meminta kejelasan kata/term; 2) untuk meminta uraian yang membedakan sesuatu 
dari lainnya; 3) untuk meminta kejelasan hakikat sesuatu.

38 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 43. Penamaan dan pendefinisian 
adalah dua buah proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu 
referen yang berada di luar bahasa.

39 Ibn Taymiyyah, al-Radd ‘alā al-Manṭīqiyīn, tahkik: ‘Abd al-S�amad Syarf al-Dī�n 
al-Kibtī�, cet. I (Beirut: al-Mu� ’assasah al-Rayya�n, 2005), hlm. 52. 
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tas mental, maka tidak perlu kata-kata. Sementara ahli logika 
mengatakan konsep hanya bisa dibuat melalui definisi yang 
berupa kata-kata, inilah yang tidak rasional. Dengan kata lain, 
bagaimana bisa aktivitas yang tidak memerlukan kata-kata, kok 
dibilang hanya bisa dilakukan melalui kata-kata.

Diskusi ini menunjukkan dua pendirian ekstrem akibat 
cara pandang dikotomis terhadap bahasa dan pikiran. Semen-
tara di era postmodern ini, disadari bahwa bahasa dan pikiran 
adalah ruang tempat terjadinya peristiwa realitas,40 sehingga 
terjadi pembalikan ke arah bahasa (linguistic turn).41 Kini disa-
dari bahwa konsep tidak bisa ada tanpa bahasa, sebab manusia 
berpikir melalui bahasa. Sebaliknya bahasa menjadi tak ber-
makna tanpa kegiatan berpikir.

Menurut ahli ilmu semantik, bahasa adalah fenomena 
yang menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi.42 Hal 
ini benar, sehingga melalui bahasa bisa diketahui konsep yang 
ada di dalam pikiran. Tetapi dengan kesadaran bahwa manu-
sia berpikir melalui bahasa, maka yang diketahui bukan hanya 
konsep, bahkan tingkat kedalaman kegiatan berpikir itu sendi-
ri.43 Dengan demikian, definisi dapat memberi gambaran keda-
laman pikiran dan ilmu seseorang.

Mengingat ilmu adalah kesadaran,44 maka sebuah definisi 
verbal dapat menjelaskan kompleksitas kesadaran, sebab pen-
jelasan dalam ilmu selalu memiliki arti yang spesifik.45 Dengan 

40 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 82.
41 Bambang Sugiharto, I, Postmodernisme; Tantangan bagi Filsafat, cet. V 

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 79. Seratus tahun yang lalu istilah kunci filsafat 
adalah “akal”, “roh”, “pengalaman” dan “kesadaran”. Kini istilah kunci yang dianggap 
pokok adalah “bahasa”.

42 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), cet. I (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

43 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 136. Definisi adalah penambahan 
pandangan (insight).

44 Sugiharto, Postmodernisme..., hlm. 39. Menurut Sugiharto, pandangan 
postmodernis terhadap ontologi pengetahuan manusia telah bergeser, sebab mereka melihat 
pengetahuan sebagai ‘pergaulan’ dengan objek, bukan ‘copy’ objek. Jadi pengetahuan 
ilmiah sama sekali bukan hasil jiplakan terhadap realitas, melainkan realitas hasil konstruksi 
manusia.

45 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 147. Ilmu adalah bentuk pengeta-
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demikian, definisi dalam ilmu tidak selalu serupa dengan pe-
lambangan dalam bahasa,46 maka sikap yang mendikotominya 
tidaklah bijaksana.

Sampai di sini dapat disimpulkan perlunya moderasi an-
tara perspektif bahasa dan perspektif pikiran terhadap defini-
si. Menurut Imam al-Ghaza� lī�, apa yang dipahami secara jelas 
berdasar nama (laqb/tarkīb), kadang kala tidak selengkap apa 
yang dapat dipahami melalui definisi (al-ḥadd).47 Oleh karena 
itu, kedua sisi ini harus diperlakukan secara saling melengkapi, 
bukan mendikotomi.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Orang yang hendak mengemukakan pikirannya memer-

lukan dua hal: 1) definisi agar bisa membuat orang lain juga 
memiliki pengetahuan serupa; 2) argumen untuk meyakinkan 
orang lain.48 Dua hal ini juga berlaku dalam penalaran hukum, 
sebab definisi yang baik menjadi syarat dalam penyusunan nas-
kah perundang-undangan atau putusan, maupun penalaran 
atas kedua teks tersebut.

Telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahasa hu-
kum memiliki istilah sendiri yang menjadi karakteristiknya. 
Dari itu pendefinisian mengacu terminologi yang berlaku da-
lam keilmuan hukum. Selanjutnya dalam proses penalaran hu-
kum, baik terhadap undang-undang maupun putusan hakim, 
diperlukan pemahaman yang baik terhadap definisi yang ber-
laku dalam bidang hukum.

Definisi dalam undang-undang menjadi sarana menentu-
kan batasan subjek, objek dan prediket yang diatur.49 Jadi dalam 

huan yang ditentukan batas-batasnya. Setiap ilmu adalah fragmentaris, tidak hanya 
dalam arti ekstensif (yakni selalu membuat bidang penelitiannya sebagai suatu bagian 
kenyataan yang dibatasi secara tertentu), tetapi juga dalam arti intensif (yakni me-
mandang objek penelitiannya senantiasa melalui titik pandangan tertentu).

46 Abdul Chaer, Pengantar Semantik..., hlm. 56. Definisi pembatasan sering 
disebut dengan istilah definisi operasional.

47 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 265. 
48 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 24.
49 Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 

129.
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undang-undang, definisi adalah upaya untuk membatasi hal-
hal tertentu yang dituangkan ke dalam norma hukum, sehingga 
definisinya bersifat konkret dan tidak terlalu abstrak. Misalnya 
dalam ketentuan Pasal 340 KUHP: “barang siapa dengan senga-
ja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas jiwa orang 
lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) de-
ngan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun”. Tampak pembunuhan didefi-
nisikan secara deskriptif pada uraian “...dengan sengaja dan de-
ngan direncanakan lebih dahulu merampas jiwa orang lain...”.

Definisi yang valid juga diperlukan dalam hal penyimpul-
an terhadap kasus. Misalnya pada Pasal 362 KUHP: “Barang 
siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau seba-
gian termasuk kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum, 
dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya RP.60,-“. 
Hakim harus mendefinisikan kata pencurian dalam dua tahap, 
pertama memahami maksud pasal tersebut, kedua memahami 
cakupannya terhadap perbuatan hukum yang sedang ia hadapi. 
Jadi jelas pendefinisian sangat urgen dalam penalaran hukum.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Definisi diperlukan untuk menjawab pertanyaan ‘apakah’ 

yang muncul karena tiga keperluan: 1) untuk meminta keje-
lasan kata/term; 2) untuk meminta uraian yang membeda-
kan sesuatu dari lainnya; 3) untuk meminta kejelasan haki-
kat sesuatu.

2. Definisi terdiri dari dua unsur, yaitu sesuatu yang dide-
finisikan (al-mu‘arraf) atau disebut definiendum dan definisi 
itu sendiri (al-mu‘arrif) yang disebut juga definiens.

3. Ilmu bahasa, khususnya semantik, melihat definisi sebagai 
usaha sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata 
akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas dan sebagainya. 
Definisi bagi ilmu logika adalah sarana mengeksplisitkan 



Logika Penalaran Hukum144

konsep atau ide dengan cara mengungkapkan esensinya.
4. Materi (al-māddah) definisi tersusun dari genus (al-jins) 

dan diferensia (al-faṣl). Genus merupakan kategorisasi 
esensial yang luas terhadap sesuatu (al-żāt) yang berdiri 
sendiri. Diferensia adalah diferensia substantif (al-faṣl al-
żātiyyah) yang memiliki esensi (māhiyyah) sendiri sehingga 
terbedakan dari yang lain.

5. Definisi (definiens/al-mu‘arrif) harus serupa persis dengan 
yang didefinisikan (definiendum/al-mu‘arraf), ia bisa diper-
tukarkan karena bersifat konsisten (muṭṭarid) dan koheren 
(mun‘akis).

6. Definisi esensial (ḥadd) menjelaskan definiendum secara ana-
litis dan sintetis, sedangkan definisi deskriptif (rasm) menje-
laskan definiendum dengan cara melaporkan susunan objek 
yang didefinisikannya dengan bergantung pada bahasa.

7. Definisi esensial terdiri dari: 1) definisi esensial sempurna 
(al-ḥadd al-tāmm); dan 2) definisi esensial tidak sempurna 
(al-ḥadd al-nāqiṣ). Definisi deskriptif dibagi lima: 1) definisi 
deskriptif sempurna (al-rasm al-tāmm); 2) definisi deskriptif 
tak sempurna (al-rasm al-nāqiṣ); 3) Definisi nominal atau 
verbal (al-ta‘rīf al-lafẓ); 4) definisi melalui contoh (al-ta‘rīf 
bi al-miṡāl); 5) definisi melalui kategorisasi (al-ta‘rīf bi al-
taqsīm).

8. Hakikat ontologis definisi adalah perkataan (qawl) yang se-
cara epistemologis menjelaskan objek (yusyraḥ bihi mufrad), 
sedang aksiologinya adalah untuk: 1) memahami hakikat dari 
sesuatu konsep; dan 2) membedakannya dari konsep lain.

9. Pandangan moderat menyatakan bahwa apa yang dipahami 
secara jelas berdasar nama (laqb/tarkīb), kadang kala tidak 
selengkap apa yang dapat dipahami melalui definisi (al-
ḥadd). Oleh karena itu keduanya harus diperlakukan secara 
saling melengkapi.

10.Definisi yang baik menjadi syarat dalam penyusunan naskah 
perundang-undangan atau putusan, begitu pula dalam me-
lakukan penalaran atas kedua teks tersebut.
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D. Saran Bacaan 
Al-Ghaza� lī�. Miḥakk al-Naẓar. Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016.
Abdul Chaer. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, edisi revisi, 

cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian definisi dan pendefinisian. 
2. Uraikan perbedaan kontras antara definisi esensial dan 

definisi deskriptif. 
3. Buatlah perbedaan kontras antara tujuan pendefinisian 

dalam ilmu bahasa dan ilmu hukum. 
4. Berikan argumen ringkas tentang perlunya moderasi da-

lam melihat tujuan pendefinisian.
5. Buatlah deskripsi ringkas tentang kegunaan definisi da-

lam aktivitas penalaran hukum.
6. Berikut ini alasan diperlukannya definisi, kecuali...

a.  meminta kejelasan kata/term. 
b. meminta uraian pembedaan.
c.  meminta keadilan hukum. 
d. meminta kejelasan hakikat sesuatu.

7. Berikut ini hakikat sesuatu dalam definisi, kecuali...
a.  genus.
b. spesies.
c.  kopula.
d. diferensia.

8. Apabila suatu definiens mencakup esensi definiendum 
secara sempurna, maka disebut...
a.  al-ḥadd al-tāmm.
b. al-ḥadd al-nāqiṣ.
c.  al-rasm al-tāmm. 
d. al-rasm al-nāqiṣ.

9. Definisi deskriptif sempurna terbentuk dari unsur genus 
terdekat dan...
a.  sifat umum yang identik.
b. sifat umum yang tidak identik.
c.  sifat khusus yang identik.
d. sifat khusus yang tidak identik.
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10.Menurut pemikir era postmodern, ruang tempat ter-
jadinya peristiwa adalah...
a.  realitas.
b. bahasa.
c.  pikiran.
d. b dan c benar.

F. Daftar Istilah
Defiinisi: kata atau kalimat yang mengungkapkan makna, ke-

terangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, 
aktivitas, batasan (arti).

Definisi real menjelaskan sesuatu sesuai dengan hakikatnya.
Definisi nominal atau verbal menjelaskan kata/term.
Diferensia substantif (al-faṣl al-żātiyyah): unsur dari definisi 

yang memiliki esensi (māhiyyah) sendiri sehingga men-
jadi pembeda dari yang lain.

Dikotomi: pembagian atas dua kelompok yang saling berten-
tangan; mendikotomi: membuat terdikotomi; dikotomis: 
bersifat dikotomi.

Ekstrem: paling ujung; sangat keras dan teguh; fanatik. 
Moderat: menghindari perilaku atau pengungkapan yang eks-

trem, atau kecenderungan ke arah dimensi atau jalan 
tengah.

Post-modern: masa peralihan dari era modern, menurut be-
berapa ahli telah dimulai sejak tahun 1980.



BAB TUJUH
INFERENSI LANGSUNG

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengana-

lisis (C4) relevansi inferensi langsung dengan penalaran hukum. 
Untuk itu mahasiswa diberi wawasan tentang pengertian dan 
macam-macam inferensi langsung, kemudian menganalisis 
relevansinya dengan penalaran hukum. Kompetensi ini berada 
pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan 
materi pembelajaran berikut:
1. Pengertian inferensi dan inferensi langsung;
2. Macam-macam inferensi langsung dan relevansinya dengan 

penalaran hukum.
Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 

sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
antara konsep inferensi dengan penalaran hukum. Kajian ini 
bersifat filosofis, maka kuliah dilaksanakan secara dialektik 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu mem-

beri reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pengertian inferensi 

dan inferensi langsung; 
2. Membangun skema tentang relevansi inferensi langsung 

dengan penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Inferensi Langsung
Kajian Bab 7, Bab 8, Bab 9 dan Bab 10 merupakan tahap 

pemahaman metodologis-epistemologis terhadap penalaran. Ka-
jian fokus pada pengetahuan sintesis (al-taṣdīq) dalam kaitannya 
dengan penyimpulan (inferensi). Menurut ahli logika, penyim-
pulan dapat ditempuh dengan cara deduktif atau induktif, dan 
penyimpulan deduktif bisa dilakukan secara langsung melalui 
oposisi dan konversi atau tidak langsung melalui silogisme.1

Penalaran langsung adalah proses berpikir yang bergerak 
dari satu proposisi ke proposisi lain tanpa bantuan proposisi 
ketiga. Adapun dalam penyimpulan secara induktif, dilakukan 
dengan bantuan metode lain yang disebut oleh Poespoprodjo 
sebagai generalisasi induktif dan analogi induktif.2 Menurut al-
Mī�da�nī�, generalisasi (al-istiqrā’) dan analogi (al-tamṡīl) masuk 
kategori penyimpulan tak langsung (ṭuruq al-istidlāl ghayr al-
mubāsyir).3 Berikut ilustrasinya:

Gb. 7.1. Inferensi deduktif dan induktif
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Kajian pada Bab 7 ini difokuskan pada inferensi yang di-
lakukan secara langsung, yaitu melalui oposisi dan konversi. 
Lalu Bab 8 membahas inferensi tak langsung, yaitu silogisme. 
Baru kemudian pada Bab 9 dibahas inferensi induktif, yaitu 
generalisasi (al-istiqrā’) dan analogi (al-tamṡīl). Adapun pada 
Bab 10, dibahas metode inferensi yang memadukan deduksi dan 
induksi, yaitu al-istiqrā’ al-ma‘nawī.

1 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. 
XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 40.

2 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007)., hlm. 239.

3 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 288. 



Bab Tujuh - Inferensi Langsung 149

1. Pengertian inferensi
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inferensi 

berarti simpulan atau yang disimpulkan.4 Dalam al-Mu‘jam 
al-Falsafī, kata inferensi dipadankan dengan kata al-istintāj,5 
berbeda dengan uṣūliyyūn yang memakai istilah istidlāl untuk 
penyimpulan sesuatu yang tidak ada nas, ijmak dan kias.6

Kata al-istidlāl berasal dari dalla-yadullu-dallān, setelah di-
tambah alīf, sīn dan tā’ berarti menuntut dalīl. Adapun petunjukan 
dari dalīl disebut dilālah, maka kata dilālah berarti petunjukan 
yang dihasilkan dari dalīl.7 Adapun pengertian dalil dapat dipaha-
mi dari definisi yang dikemukakan oleh al-Jurja�nī� berikut ini:8

Dalil adalah keadaan sesuatu yang mana mengetahuinya menjadi 
sarana megetahui sesuatu yang lain.

Proses mengetahui dilālah dari dalīl–nya disebut al-
istidlāl, oleh ahli logika didefinisikan sebagai berikut:9

Istidlāl adalah menarik kesimpulan yang belum diketahui dari 
satu atau beberapa proposisi yang telah diketahui.

Tampak pada definisi ini, hakikat ontologis al-istidlāl di-
lihat sebagai aktivitas berpikir sintesis, objeknya adalah pro-
posisi yang disebut dalil. Dengan melihat pada proses penyim-
pulan, tampaklah istilah al-istidlāl dipakai oleh ahli logika dan 
uṣūliyyūn untuk makna yang sama. Sebab dalil yang dimaksud 
oleh ahli logika bukan nas syariat, maka sama dengan penggu-
naannya oleh uṣūliyyūn. Jadi yang dimaksud adalah penyimpul-
an berbasis argumen rasional, berupa al-ḥujjah atau al-burhān 

4 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 
2008), hlm. 534.

5 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amī�riyyah, 
1983), hlm. 13.

6 Kha� lid Ramad� a�n H� asan, Mu‘jam Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Madanī�, 
1998), hlm. 33.

7 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. III (Beirut: Da� r al-Fikr, 1990), hlm. 401.
8 Al-Jurja�nī�, Kitāb al-Ta‘rīfāt (Singapura: al-Haramayn, t.th.),, hlm. 104.
9 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 149. 
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yang menjadi bukti kebenaran istidlāl.10

Istilah lain yang juga harus diperhatikan adalah al-
istinbāṭ. Bagi uṣūliyyūn berarti mengeluarkan sesuatu dari 
kandungan nas syariat.11 Sementara ahli logika mengartikan-
nya deduksi, yaitu:12

Al-Istinbāṭ adalah perpindahan pikiran dari satu proposisi atau 
beberapa proposisi yang merupakan premis, kepada proposisi 
lain yang menjadi konklusi berdasarkan kaidah logika.

Meski ada perbedaan, tapi pada praktiknya al-istinbāṭ sama-
sama berangkat dari pengetahuan apriori, sebab premis uṣūliyyūn 
adalah nas syariat. Dari sudut pandang ini, istilah al-istinbāṭ dipa-
kai dalam konteks inferensi deduktif yang bersifat apriori, kebali-
kan dari induksi (al-istiqrā’ī) yang bersifat aposteriori.

Karakteristik utama penalaran deduktif adalah premis-
premis yang diterima sebagai kebenaran secara apriori (ḍarū-
rī). Menurut Imam al-Ghaza� lī�, premis tersebut bisa saja berasal 
dari ide bawaan (al-awwaliyyāt/inneat ideas), amatan indera 
(al-maḥsūsat), hasil abstraksi/eksperimen (al-tajrībāt), nukilan 
banyak orang (al-mutawatirāt), proposisi yang term tengah-
nya akrab dalam pikiran, praduga (al-wahmiyyāt), hal yang 
telah diketahui dan diterima oleh masyarakat secara luas 
(al-masyhūrāt, al-maqbūlāt, al-musallamāt), probabilitas (al-
maẓnūnāt) dan khayalan (al-mukhayyalāt).13

Kebenaran pengetahuan seperti ini tidak dicari dalam 
realitas secara empiris, melainkan ditimbang secara rasional. 
Pada proposisi yang memuat pengetahuan apriori, yang di-
perhatikan hubungan logis antara satu dengan lain proposisi. 
Simpulan dibuat berdasarkan kebenaran yang luas atau umum, 

10 ‘Abd Alla�h Rabī�‘, al-Qaṭ‘iyyah wa al-Ẓanniyyah fī Uṣūl al-Fiqh, cet. I (Kairo: 
Da�r al-Nahar, 1996), hlm. 14.

11 Kha� lid Ramad� a�n H� asan, Mu‘jam Uṣūl al-Fiqh..., hlm. 33.
12 Majma‘, al-Mu‘jam al-Falsafī..., hlm. 12.
13 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. III (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1960), hlm. 102.



Bab Tujuh - Inferensi Langsung 151

lalu diturunkan kepada yang lebih sempit atau lebih khusus.14 
Oleh karena itu, penalaran deduktif tidak berurusan dengan 
realitas empiris, analisisnya tertumpu pada term dan makna. 
Dengan kata lain, berkisar pada persoalan komprehensi dan 
ekstensi yang terkait dengan konsep sebuah term/kata (waḍ‘ 
al-lafẓ), bukan wilayah pemahaman (faḥwā al-khiṭāb).15

2. Pengertian inferensi langsung
Telah dijelaskan pada Bab Lima, kalimat deklaratif (al-

jumlah al-khabariyyah) adalah proposisi penetapan (afirmasi/
mūjabah) atau penyangkalan (negasi/sālibah). Dalam perspektif 
ilmu hukum, ini merupakan penetapan al-ḥukm kepada al-
maḥkūm ‘alayh, maka berlaku salah benar. Tapi menyatakan 
salah dan benar satu proposisi hanya bisa dilakukan melalui 
proses penyimpulan (inferensi/al-istidlāl) yang menghadirkan 
dalil dan bukti yang argumentatif.

Telah dijelaskan, bahwa dalam relasi antara al-ḥukm dan 
al-maḥkūm ‘alayh terdapat potensi keliru yang dipilah dalam 
tiga sifat, yaitu: 1) probabilitas (al-imkān); 2) pasti/determinan 
(al-wujūb); 3) tertolak/mustahil (mumtani‘/istiḥālah). Pada 
proposisi sintetik (a posteriori), benar salah diukur berdasar ke-
sesuaian dengan kenyataan empiriknya.16 Seperti pernyataan: 
Manusia adalah penulis, proposisi ini dibuktikan kebenaran-
nya berdasar kenyataan yang sebenarnya.

Berbeda halnya dengan proposisi analitik, atau disebut 
juga proposisi apriori yang basis konseptualnya bersifat me-
tafisis. Uji kebenaran proposisi analitik dilakukan melalui opo-
sisinya, sebab ada kalanya kebenaran proposisi diketahui dari 
kekeliruan oposisinya.17 Ini berkaitan dengan relasi makna, 
seperti saling menyisihkan antara kata benar dan salah, atau 
relasi persyaratan di antaranya.

14 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 199.
15 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 90. 
16 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 56. Proposisi sintetik 

(a posteriori) adalah lukisan dari kenyataan empirik, maka untuk menguji benar salah 
diukur berdasar kesesuaian dengan kenyataan empiriknya.

17 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r 
al-Ma‘a� rif, 1961), hlm. 161.
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Sering kali maksud sebuah proposisi tidak bisa dipahami 
tanpa memahami oposisi dari proposisi tersebut. Misalnya per-
tentangan makna kata qadīm (tidak baharu) dan kata ḥadīs 
(baharu) maka pada proposisi: Alam itu baharu, terkandung 
maksud menegasikan sifat qadīm, yaitu oposisi: Alam itu tidak 
baharu. Jadi ini sama artinya menyatakan dua buah proposisi, 
yang satu afirmasi dan satu lagi negasi, lalu kebenaran diketahui 
karena kekeliruan lawannya.

Pola penyimpulan seperti ini berlaku pada proposisi 
apriori, sebab bergantung pada ide bawaan (awwaliyyāt/innate 
ideas) seperti besar dan kecil, banyak dan sedikit, jika salah satu 
dari dua hal yang bertentangan adalah benar, maka yang lain 
salah.18 Menurut Ibn H� azm, dalam hal ide bawaan ini kekuatan 
akal bersifat mandiri, tidak berserikat dengan indera.19 Itulah 
sebab penyimpulan bisa dilakukan secara langsung. Berikut 
definisi inferensi langsung:20 

Inferensi langsung adalah satu pola penyimpulan yang mana 
pembahas tidak perlu kepada lebih dari satu proposisi.

Tampak ciri khas inferensi langsung adalah cukup ber-
pegang pada satu proposisi saja. Konsep dasarnya, setiap pro-
posisi pastilah memiliki relasi dengan oposisinya. Sebab dalam 
ilmu logika, dikenal adanya empat macam relasi antarproposisi: 
1) independen, yaitu dua proposisi yang masing-masing me-
nyatakan masalah berbeda, tidak ada pertautannya; 2) ekui-
valen, yaitu dua proposisi yang menyatakan masalah yang 
persis sama; 3) pertentangan (kontradiktori/tanāquḍ); dan 4) 
perlawanan (kontrari/taḍādud).21 

18 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 118. 
19 Ibn H� azm, al-Taqrīb li Ḥadd al-Manṭiq wa al-Madkhal ilayh bi al-Alfāẓ al-

‘Āmiyyah wa al-Amṡilah al-Fiqhiyyah, tahkik: Ah� mad Farī�d (Beirut: Da� r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 164.

20 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 150.
21 Mundiri, Logika..., hlm. 74.
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3. Macam-macam inferensi langsung
Inferensi langsung dapat dilakukan dengan beberapa 

metode. Mengingat relevansinya dengan kajian hukum, maka 
di sini dibatasi pada dua macam cara inferensi langsung, yaitu: 
1) melalui oposisi antarproposisi (al-taqābul bayn al-qaḍāya); 
2) konversi (al-‘aks) terhadap proposisi, berikut ilustrasinya.

Gb. 7.2. Inferensi deduktif langsung
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tampak pada ilustrasi ini, kajian terfokus pada oposisi 
dan konversi, berikut pembahasannya.

a. Oposisi (al-taqābul) 
Setiap proposisi, baik itu afirmasi (mūjabah) maupun ne-

gasi (sālibah) bertolak belakang (beroposisi) dengan lawannya. 
Ini terjadi karena ada perbedaan kuatitas (universal/partiku-
lar) dan perbedaan kualitas (afirmas/negasi). Dari itu, setiap 
proposisi yang universal, bertolak belakang dengan proposisi 
yang partikular, dan proposisi afirmatif bertolak belakang de-
ngan proposisi negatif. Secara fitrah, akal mengasosiasi adanya 
tolak belakang (oposisi/taqābul) antara satu dan lain proposisi. 
Dengan melihat pada kuantitas dan kualitas, oposisi tersebut 
dapat dipetakan sebagai berikut:22

- Jika itu proposisi afirmatif, maka beroposisi dengan negatif;
- Jika itu proposisi negatif, maka beroposisi dengan afirmatif;
- Jika itu proposisi universal, maka beroposisi dengan partikular;
- Jika itu proposisi partikular, maka beroposisi dengan universal.

Oposisi terjadi jika subjek (mawdū‘) dan prediket (maḥ-
mūl) pada dua proposisi tidak diubah atau diganti, misalnya 

22 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 153.
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pada proposisi singular (mu‘ayyan/syakhṣiyyah) berikut ini:
- Proposisi singular afirmatif: ( ), beroposisi dengan:
- Proposisi singular negatif: ( )

Tampak di sini terdapat dua proposisi singular yang saling 
beroposisi, jika yang pertama benar, maka yang kedua dipastikan 
salah. Adapun pada proposisi yang memiliki quantifier universal 
dan kualitasnya afirmatif, diperoleh tiga oposisi berikut ini:
- Proposisi universal afirmatif: ( ), beroposisi dengan:

a. Proposisi universal negatif: ( ): 
b. Proposisi partikular afirmatif: ( ); 
c. Proposisi partikular negatif: ( ).

Proposisi ini dihasilkan dari oposisi yang terjadi karena 
beda kuantitas dan kualitas. Subjek yang universal diganti de-
ngan yang partikular, proposisi yang afirmatif diganti dengan 
yang negatif. Lalu diperoleh hasil tiga oposisi terhadap propo-
sisi pertama. Oposisi ini berlaku pada semua proposisi sehingga 
masing-masing memiliki tiga macam relasi oposisional, perhati-
kan ilustrasi berikut ini:

Gb. 7.3. Pemetaan oposisi antarproposisi
Sumber: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Tampak pada ilustrasi ini, setiap satu proposisi beroposi-
si dengan tiga proposisi lainnya. Ahli logika menyebut ragam re-
lasi oposisi ini sebagai pertentangan (kontradiktori/tanāquḍ), 
perlawanan (kontrari/taḍādud), masuk di bawah perlawanan 
(subkontrari/dukhūl taḥta al-ḍadd) dan implikasi (subalterna-
si/tadākhul). Jika diurai pada semua proposisi, maka diperoleh 
urutan oposisi berikut:
1. Singular afirmatif beroposisi dengan singular negatif.
2. Universal afirmatif: ( ) beroposisi dengan:

a. Universal negatif: ( ); kontrari;
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b. Partikular afirmatif: ( ); implikasi;
c. Partikular negatif: ( ); kontradiktori.

Gb. 7.4. Pemetaan oposisi pada proposisi universal afirmatif
Sumber: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

3. Universal negatif: ( ) beroposisi dengan:
a. Universal afirmatif: ( ); kontrari;
b. Partikular afirmatif: ( ); kontradiktori;
c. Partikular negatif: ( ); implikasi.

Gb. 7.5. Pemetaan oposisi pada proposisi universal negatif
Sumber: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

4. Partikular afirmatif; ( ) beroposisi dengan:
a. Universal afirmatif: ( ); implikasi;
b. Universal negatif: ( ); kontradiktori;
c. Partikular negatif: ( ); subkontrari.

Gb. 7.6. Pemetaan oposisi pada proposisi partikular afirmatif
Sumber: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

5. Partikular negatif: ( ) beroposisi dengan:
a. Universal afirmatif: ( ); kontradiktori;
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b. Universal negatif : ( ); implikasi;
c. Partikular afirmatif: ( ); subkontrari.

Gb. 7.7. Pemetaan oposisi pada proposisi partikular negatif
Sumber: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Untuk memahaminya secara mendetail, berikut ini diuraikan 
pengertian masing-masing relasi oposisi tersebut.

1) Pertentangan (kontradiktori/tanāquḍ)
Maksud pertentangan dalam proposisi adalah; benarnya 

satu dari dua proposisi, berarti runtuhnya kemungkinan benar 
proposisi yang lain sehingga dipastikan salah. Sebaliknya jika 
satu dari dua proposisi itu salah, maka runtuhlah kemungkinan 
salah proposisi lain sehingga dipastikan benar. Dengan kata 
lain, kedua proposisi yang bertentangan itu tidak mungkin 
sama-sama benar, dan juga tidak mungkin sama-sama salah 
dalam keadaan apapun. Misalnya:

Proposisi singular negatif:        Proposisi singular afirmatif:

 Empat bukan setengah dari delapan      Empat adalah setengah dari delapan

Dua proposisi ini memiliki subjek yang sama dan prediket 
yang sama, tetapi kualitasnya berbeda, yang satu afirmatif 
(mūjabah) dan yang satunya lagi negatif (sālibah). Ahli logika 
mendefinisikan pertentangan (kontradiktori/tanāquḍ) sebagai 
berikut:23

Pertentangan antara dua proposisi adalah perbedaan dua proposisi, 
baik afirmasi maupun negasi yang dengan sendirinya menjadikan 
salah satu dari dua proposisi tersebut benar dan yang lain salah.

23 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 166.
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Hal serupa berlaku pada proposisi yang memiliki quan-
tifier, baik universal maupun partikular. Hanya saja relasinya 
tidak semua pertentangan (kontradiktori/tanāquḍ), tapi juga 
perlawanan (kontrari/ taḍādud), masuk di bawah perlawanan 
(subkontrari/dukhūl tahta al-ḍadd) dan implikasi (subalterna-
si/tadākhūl) seperti pemetaan di atas.

Pertentangan (tanāquḍ) pada proposisi yang ada quanti-
fier, terjadi apabila dua proposisi berbeda kualitas (afirmatif/
negatif) dan berbeda kuantitas (universal/partikular), di mana 
term subjek dan prediket tidak berbeda.24 Untuk memahami-
nya  dengan baik, perhatikan detailnya pada poin-poin sebagai 
berikut:
1. Singular afirmatif, kontradiktori dengan singular negatif;
2. Singular negatif, kontradiktori dengan singular afirmatif;
3. Universal afirmatif, kontradiktori dengan partikular negatif;
4. Universal negatif, kontradiktori dengan partikular afirmatif;
5. Partikular afirmatif, kontradiktori dengan universal negatif;
6. Partikular negatif, kontradiktori dengan universal afirmatif.

Berdasar poin ini, jelaslah kontradiktori tidak akan ter-
jadi jika tidak ada perbedaan kualitas (afirmatif/negatif). Jika 
proposisi itu memiliki quantifier, maka ditambah lagi dengan 
perbedaan kuantitas (universal/partikular) pada kedua pro-
posisi.

Hal ini penting karena tak jarang kebenaran satu pro-
posisi diketahui melalui kekeliruan lawannya. Kadang kala 
orang mengira lawan proposisi cukup jelas sehingga tidak per-
lu penjelasan, tapi sebenarnya, di dalamnya terkandung po-
tensi kekeliruan yang cukup besar. Menurut Imam al-Ghaza� lī�, 
sebuah proposisi dapat dinyatakan bertentangan (tanāquḍ) 
jika memenuhi enam syarat berikut ini:25

1. Ḥukm dan maḥkūm ‘alayh pada dua proposisi memiliki ke-
samaan hakikat ontologis, bukan hanya kesamaan term. Jika 
hanya sama term tetapi beda makna, maka tidak berten-
tangan. Misalnya: 

24 Mundiri, Logika..., hlm. 75.
25 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 122.
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       Proposisi negatif:                    Proposisi afirmatif:

 Cahaya tidak bisa ditangkap oleh mata        Cahaya dapat ditangkap oleh mata

Jika yang dimaksud pada proposisi yang kedua adalah cahaya 
akal, maka dua proposisi ini tidak bertentangan. 

2. Hukum pada kedua proposisi tersebut sama, misalnya pro-
posisi:

          Proposisi negatif:                   Proposisi afirmatif:

Orang yg terpaksa tidak berkehendak bebas    Orang yg terpaksa berkehendak bebas

Dua proposisi ini tidak bertentangan, jika yang dimaksud pada 
proposisi pertama adalah orang ketakutan, sedang pada propo-
sisi yang kedua orang yang kehendak bebasnya diintimidasi.

3. Apabila digunakan term privatif, maka penyandaran (al-
iḍāfah) term tersebut harus sama, misalnya: 

          Proposisi negatif:                    Proposisi afirmatif:

 Si Zayd adalah bukan ayah                    Si Zayd adalah ayah

Jika maksudnya Si Zayd adalah ayah si Bakar tapi bukan ayah 
bagi si Khalid, maka kedua proposisi ini tidak kontradiksi. 
Sebab sandaran term ayah pada masing-masing proposisi 
berbeda.

4. Sama pada potensi dan aktualisasi, misalnya pada proposisi 
berikut:

         Proposisi negatif:                           Proposisi afirmatif:

Air di dalam panci tidak berputar                   Air di dalam panci berputar

Jika pada proposisi pertama yang dimaksud adalah potensi 
air yang dapat berputar, sedang pada proposisi kedua adalah 
air yang tidak sedang berputar, maka kedua proposisi tidak 
kontradiksi.

5. Sama pada universalitas dan partikularitasnya, misalnya:
       Proposisi negatif:                             Proposisi afirmatif:

 Orang Negro itu tidak hitam                                   Orang Negro itu hitam
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Jika yang dimaksud adalah hitam kulit tapi tidak hitam 
giginya, maka kedua proposisi ini tidak kontradiksi.

6. Sama pada masa dan tempat, misalnya pada contoh propo-
sisi ini:

        Proposisi negatif:                           Proposisi afirmatif:

        Kanak-kanak itu belum tumbuh gigi      Kanak-kanak itu sudah tumbuh gigi

Jika yang dimaksud pada proposisi pertama adalah pada masa 
tahun pertama, sedangkan pada proposisi kedua adalah masa 
setelahnya, maka kedua proposisi ini tidak bertentangan.

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa dua proposisi akan 
bertentangan jika beda kualitas dan kuantitas, sama subjek dan 
prediket serta memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

2) Perlawanan (kontrari/taḍādud)
Kontrari terjadi manakala term subjek dan term prediket 

pada dua proposisi yang beroposisi sama kuantitasnya, tapi 
beda kualitas. Misalnya: Semua politikus curang, lawannya: 
Semua politikus tidak curang.26 Kedua proposisi ini salah, sebab 
sebagian politikus tidak curang. Menurut ahli logika, prinsip 
kontrari adalah:27 

Oposisi di antara proposisi universal afirmatif dan universal 
negatif adalah oposisi kontrari. Kontrari menghendaki salahnya 
satu dari dua proposisi yang beroposisi, jika yang lainnya benar. 
Tetapi ia tidak menghendaki benarnya satu dari keduanya apabila 
yang lain salah.

Perhatikan contoh pada dua proposisi berikut ini:
         Proposisi universal negatif:            Proposisi universal afirmatif:

Tidak satupun dari manusia itu hewan           Setiap manusia adalah hewan

26 Mundiri, Logika..., hlm. 76.
27 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 168.
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Tampak di sini bahwa proposisi pertama adalah benar, 
maka proposisi yang kedua salah. Berikut ini contoh perlawanan 
yang kedua proposisinya salah:

Proposisi universal negatif:          Proposisi universal afirmatif:

         Setiap warna adalah hitam                Tidak ada satupun dari warna itu hitam

Kedua proposisi ini salah, sebab nyatanya warna hitam 
dan selain hitam itu ada. Perlawanan terjadi karena ada bebe-
rapa objek tidak mungkin bersatu. Seperti genus warna yang di 
bawahnya ada banyak ragam, sedangkan warna berbeda tidak 
mungkin bersatu.

3) Subkontrari (dukhūl tahta al-ḍadd)
Maksud subkontrari (dukhūl tahta al-ḍadd) pada oposisi 

dua proposisi yang memiliki quantifier adalah; dusta satu dari 
keduanya menghendaki benar yang lain, tetapi benar satu dari 
keduanya tidak berarti dusta yang lain. Misalnya:

       Proposisi partikular negatif:        Proposisi partikular afirmatif:

      Sebagian manusia bukan hewan           Sebagian manusia adalah hewan

Pada contoh ini, proposisi partikular afirmatif benar, tapi 
proposisi partikular negatif salah, ia menjadi dalil benarnya 
proposisi partikular afirmatif. Berikut prinsip subkontrari:28

Subkontrari adalah benarnya satu dari dua proposisi yang 
beroposisi apabila salah yang lainnya. Tetapi ia tidak menghendaki 
salahnya satu dari dua proposisi yang beroposisi, apabila yang 
lain benar, bahkan kedua proposisi itu bisa sama-sama benar.

Secara garis besar, tampak prinsip ini serupa dengan 
prinsip perlawanan yang telah dikemukakan di atas. Hanya saja 
pada oposisi perlawanan (kontrari/taḍādud), dua proposisi 
yang berlawanan bisa sama-sama salah. Sedangkan pada opo-

28 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 172.
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sisi subkontrari, dua proposisi yang beroposisi bisa sama-sama 
benar. Perhatikan contoh berikut:
             Proposisi partikular negatif:      Proposisi partikular afirmatif:

               Sebagian hewan bukan manusia                  Sebagian hewan adalah manusia 

Tampak pada contoh ini, baik proposisi partikular afir-
matif, maupun partikular negatif, sama-sama benar.

4) Subalternasi (tadākhūl)
Maksud implikasi (subalternasi/tadākhūl) pada pro-

posisi yang memiliki quantifier adalah; masuknya salah satu 
proposisi ke dalam proposisi yang lain. Hal ini dilihat dari segi 
yang satu universal dan yang lain partikular, di mana keduanya 
memiliki kualitas yang sama, baik itu afirmatif maupun negatif. 
Perhatikan contoh berikut:

Proposisi partikular afirmatif:        Proposisi universal afirmatif:

Sebagian manusia adalah hewan                  Semua manusia adalah hewan 

Pada contoh ini, proposisi kedua masuk ke dalam propo-
sisi yang pertama dan keduanya benar. Hal ini terjadi karena 
proposisi pertama universal, maka proposisi kedua masuk ke 
dalam proposisi pertama karena dicakup oleh universalia. Prin-
sip implikasi ialah:29

Implikasi menghendaki benarnya partikularia apabila benar 
universalia yang beroposisi dengannya, dan salahnya universalia 
apabila salah partikularia yang beroposisi dengannya.

Tampak di sini benarnya partikularia tidak menjadikan 
universalia benar, bahkan bisa salah dan bisa juga benar. Contoh 
berikut ini, partikularia dan universalia sama-sama salah. 

Proposisi partikular afirmatif:       Proposisi universal afirmatif:

Sebagian tumbuhan bergerak dengan iradah    Semua tumbuhan bergerak dengan iradah 

29 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 175.
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Berikut ini contoh oposisi di mana partikularianya benar, 
tapi universalia justru salah:

   Proposisi partikular negatif:         Proposisi universal negatif:

        Sebagian hewan bukanlah manusia          Tidak satupun hewan adalah manusia

b. Konversi (al-‘aks)
Konversi adalah bagian dari inferensi langsung, ia meru-

pakan aktivitas intelek, sama dengan oposisi antarproposisi. 
Sebagaimana intelek mampu memunculkan oposisi dari pro-
posisi yang hadir di dalam pikiran (al-żihn), maka intelek juga 
mampu memunculkan konversinya sehingga didapat suatu ke-
simpulan baru, dan ini murni aktivitas intelek.30 

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, kadang kala dalil tak tersedia 
bagi proposisi itu sendiri, tapi ada pada konversinya, maka ia 
bisa dipakai sebagai jalan untuk sampai padanya.31 Misalnya 
seseorang membuat pernyataan deklaratif seperti dalam pro-
posisi berikut ini:

Tak satupun dari manusia itu adalah burung

Proposisi ini mendeklarasikan penegasian sifat burung 
pada manusia mana saja. Lalu dikonversi dengan menukar 
posisi prediket (maḥmūl) kepada subjek (mawḍū‘), maka 
didapat proposisi berikut: 

Tak satupun dari burung itu adalah manusia

Hasil konversi ini menegasikan sifat kemanusiaan pada 
burung mana saja. Konversi ini merupakan konsekuensi logis 
(al-luzūm al-‘aqlī) yang dimunculkan oleh akal. Sebab adanya si-
fat kemanusiaan pada burung, berarti adanya sifat burung pada 
manusia. Jadi konversi ini menghadirkan kesadaran baru tentang 
sifat kemanusiaan pada burung. Oleh karena itu, jika sifat kema-
nusiaan pada burung terbukti ada, maka ia menjadi dalil keke-
liruan proposisi pertama. Sebaliknya jika tidak terbukti, maka 

30 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 177.
31 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 88. 
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ia menjadi dalil benarnya proposisi pertama. Dengan kata lain, 
ketiadaan dalil bagi proposisi pertama tidak jadi soal, bahkan cu-
kup dengan dalil pada proposisi konversinya. Maka istidlāl dila-
kukan terhadap hasil konversi dari proposisi pertama.32

Secara bahasa kata konversi (al-‘aks) berarti membalik-
kan (al-taḥwīl), lalu secara terminologis didefinisikan sebagai 
berikut:33 

Konversi adalah menjadikan prediket sebagai subjek dan men-
jadikan subjek sebagai prediket dengan tetap menjaga kebenar-
an, kualitas dan kuantitas pada proposisi.

Tampak pada definisi ini bahwa prinsip dasar konversi 
adalah menjaga kebenaran, kualitas dan kuantitas, namun bu-
kan berati ini berlaku pada seluruh proposisi. Perhatikan empat 
proposisi berikut:
1. Proposisi afirmatif universal, semua S adalah P. 
2. Proposisi negatif universal, semua S bukan P. 
3. Proposisi afirmatif partikular, sebagian S adalah P. 
4. Proposisi negatif partikular, sebagian S bukan P.

Konversi proposisi pertama (afirmatif-universal/mūjabah-
kulliyyah) dengan tetap mempertahankan kebenaran, mengha-
silkan proposisi afirmatif-partikular (mūjabah-juz’iyyah). Di sini 
terjadi perubahan kuantitas, dari universal menjadi partikular. 
Oleh karena itu, ahli logika melihatnya sebagai pengecualian dari 
prinsip di atas.34 Sedangkan proposisi keempat (negatif-partiku-
lar/sālibah-juz’iyyah), justru tidak bisa dikonversi, sebab hasil-
nya salah. Jadi proposisi kedua dan ketiga saja yang bisa dikon-
versi secara sempurna.

Selain pada dua proposisi ini, konversi sempurna juga 
terjadi pada proposisi singular, baik afirmatif maupun negatif. 

32 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah ..., hlm. 184.
33 Ah� mad al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Singapura: al-

H� aramayn, t.th.), hlm. 12.
34 Abī� al-‘Irfa�n Muh� ammad ibn ‘Alī� al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah ‘alā Syarḥ al-Sulam lil 

Malawī, (Singapura: al-H� aramayn, t.th.), hlm. 112.
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Maka dapat disimpulkan; konversi sempurna terjadi pada 
proposisi singular, pada proposisi negatif-universal (sālibah-
kulliyyah) dan pada proposisi afirmatif-partikular (mūjabah-
juz’iyyah). Perlu dicatat, bahwa bagi ahli fikih, konversi berarti 
menukar ḥukm dengan maḥkūm ‘alayh.35

Konversi hanya bisa dilakukan pada proposisi yang 
memiliki urutan alamiah (żāt tartīb ṭabī‘ī), yaitu urutan 
subjek (al-mawḍū‘) dengan prediket (al-maḥmūl) dan urutan 
persyaratan (syarṭ dan masyrūṭ). Urutan subjek prediket ada 
pada proposisi kategorik (al-qaḍiyyah al-ḥamliyyah), dan 
urutan persyaratan ada pada proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah 
al-syarṭiyyah al-muttaṣilah). Sementara itu, proposisi disyungtif 
(qaḍiyyah syarṭiyyah munfaṣilah) tidak memiliki urutan, maka 
tidak bisa dikonversi.36

Konversi pada proposisi kategorik (al-qaḍiyah al-
ḥamliyyah), dilakukan dengan cara menukar posisi prediket 
(maḥmūl) dengan posisi subjek (mawḍū‘). Sementara pada 
proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah), dapat dilakukan 
konversi dengan mengubah posisi konsekuen (al-tālī), yaitu 
diletakkan pada posisi anteseden (al-muqaddam).

Konversi dilakukan dengan tetap menjaga kebenaran isi, 
sebab jika tidak maka ia disebut perpindahan (intiqāl).37 Per-
hatikan contoh konversi pada berbagai proposisi berikut ini:
a. Proposisi singular (al-qaḍiyyah al-syakhṣiyyah), misalnya:

          Dikonversi menjadi:           Proposisi singular afirmatif:

Umar adalah Abu Hafas                            Abu Hafas adalah Umar 

Contoh proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah):

Jika khalifah yang kedua adalah Abu Hafas, maka ia adalah Umar

Proposisi afirmatif singular ini dikonversi menjadi:

Jika khalifah yang kedua adalah Umar, maka ia adalah Abu Hafas

35 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 88. 
36 Al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah..., hlm. 112.
37 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 126.
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Perhatikan pada contoh ini, kebenaran, kualitas dan kuantitas 
tetap bertahan pada hasil konversinya.

b. Proposisi afirmatif-universal (mūjabah-kulliyyah), dikonversi 
menjadi afirmatif-partikular (mūjabah-juz’iyyah), misalnya:

               Dikonversi menjadi:              Proposisi afirmatif universal:

  Sebagian hewan adalah manusia                   Semua manusia adalah hewan 

Contoh proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah) berikut 
ini adalah proposisi afirmatif singular (mūjabah-syakhṣiyyah):

Jika muslimin berpegang pada tali Allah, maka Allah menjaga dan 
menolong mereka 

Dikonversi menjadi proposisi afirmatif singular berikut:

Kadang kala, jika Allah menjaga dan menolong muslimin, maka 
sungguh mereka telah berpengang pada tali Allah 

Perhatikan pada contoh ini, untuk menjaga kebenaran propo-
sisi, kuantitas tidak bisa dipertahankan saat dikonversi. Kuan-
titas yang sebelumnya universal, berubah menjadi partikular.

c. Proposisi negatif-universal (sālibah-kulliyyah), konversinya 
sama persis, misalnya pada proposisi universal negatif 
berikut ini:

                Dikonversi menjadi:                 Proposisi negatif universal:

         Tidak ada dari burung itu manusia                   Tidaklah manusia itu burung

Contoh proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah):

Sama sekali bukan, jika tuhan itu banyak, maka tatanan alam itu lestari 

Dikonversi menjadi proposisi afirmatif singular berikut:

Sama sekali bukan, jika tatanan alam itu lestari, maka tuhan itu banyak 

Tampak pada contoh ini, kebenaran, kualitas dan kuantitas 
pada hasil konversi tetap bertahan. 

d. Proposisi afirmatif-partikular (mūjabah-juz’iyyah), konversin-
ya sama persis, yaitu afirmatif-partikular (mūjabah-juz’iyyah):
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                      Dikonversi menjadi:        Proposisi afirmatif partikular:

Sebagian yang dapat dimakan adalah tumbuhan      Sebagian tumbuhan dapat dimakan

Contoh proposisi hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah) pada 
proposisi afirmatif-partikular (mūjabah-juz’iyyah):

Kadang kala, jika seorang muslim memelihara shalatnya, maka ia tercegah 
dari perbuatan keji dan munkar 

Dikonversi menjadi proposisi afirmatif singular berikut:

Kadang kala, jika seorang muslim tercegah dari perbuatan keji dan munkar, 
maka ia tlah menjaga shalatnya 

Pada contoh ini, kebenaran, kualitas dan kuantitas proposisi 
tetap bertahan setelah dikonversi.

e. Proposisi negatif partikular (sālibah-juz’iyyah), jika dikonver-
si tidak akan menghasilkan proposisi yang benar, misalnya:

Dikonversi menjadi:Proposisi negatif partikular:

Sebagian manusia bukan hewan (salah)      Sebagian hewan bukan manusia (benar)

Jika dikonversi menjadi universal 
                    Dikonversi menjadi:                Proposisi negatif partikular:

 Tidak satupun manusia adalah hewan (salah)          Sebagian hewan bukan manusia (benar)

Tampak pada contoh ini, konversi terhadap proposisi nega-
tif partikular menghasilkan proposisi yang keliru, baik di-
konversi menjadi partikular maupun universal. 
4. Relevansi dengan kajian hukum

Melihat dalam konteks penalaran hukum, masalah oposi-
si ini berkaitan langsung dengan konstruksi hukum seperti di-
jelaskan pada sub bab peta konsep di Bab 1. Oposisi diterapkan 
dalam pemahaman kebalikan (argumentum a contrario/al-
mafhūm al-mukhālafah), yaitu pemberlakuan segi negatif dari 
suatu undang-undang.

Selain untuk kebutuhan penalaran, oposisi diperlukan 
dalam penyusunan naskah undang-undang atau putusan pe-
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radilan. Sebab saat dibuat penekanan, penyusun naskah harus 
mempertimbangkan kemungkinan makna berlawanan. Demi-
kian pula dengan konversi, diperlukan saat penyusunan naskah 
hukum untuk meminimalisir potensi pembiasan makna bahasa 
hukum. 

Perlu dicatat bahwa objek formal ilmu hukum adalah 
hukum positif, oleh karena itu ahli hukum harus bisa membe-
dakan antara pemahaman yang ditunjuk oleh teks dogmatika 
hukum itu sendiri, dengan pemahaman yang melibatkan inte-
lek. Saat menutup kajian tentang konversi, al-Ghaza� lī� meng-
ingatkan bahwa pembahasan ini masih tergolong soal teks. Ia 
menyatakan:38

Janganlah seseorang berpaling kepada pemahaman, karena itu 
bukan maksud dari penetapan kata/term, dan itu di luar tujuan 
kajian kita ini, walaupun itu benar pada tempatnya.

Hal ini menunjukkan bahwa ahli hukum harus bisa me-
milah, antara petunjukan oleh teks itu sendiri dengan pemaha-
man. Sebab ini dapat menghilangkan batas antara interpretasi 
dan konstruksi yang merupakan aktivitas utama penalaran hu-
kum.

Dilihat dalam konteks peradilan, penerapan inferensi 
langsung yang dominan adalah alibi.39 Seorang hakim tidak bisa 
berkutik jika alibi terbukti. Sampai di sini dapat disimpulkan, 
bahwa inferensi langsung cukup dominan penggunaannya da-
lam penalaran hukum. Oleh karena itu, calon praktisi hukum 
harus menguasai pola inferensi langsung dengan baik.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dike-

mukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Hakikat ontologis al-istidlāl adalah aktivitas berpikir sin-

tesis, objeknya proposisi yang disebut dalil. Istilah al-istidlāl 
38 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 90. 
39 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 187.



Logika Penalaran Hukum168

dipakai oleh ahli logika dan uṣūliyyūn untuk makna yang 
sama, sebab dalil yang dimaksud oleh ahli logika bukan nas 
syariat.

2. Karakteristik penalaran deduktif adalah premis-premis 
yang diterima sebagai kebenaran secara apriori (ḍarūrī). 
Premis itu bisa berasal dari: 1) pengetahuan bawaan (al-
awwaliyyāt/inneat ideas); 2) amatan indera (al-maḥsūsat); 
3) abstraksi (al-tajrībāt); 4) nukilan banyak orang (al-
mutawatirāt); 5) term yang akrab dan diketahui konsep 
atau definisinya; 6) praduga (al-wahmiyyāt); 7) hal yang 
telah diketahui dan diterima oleh masyarakat secara luas 
(al-masyhūrāt, al-maqbūlāt, al-musallamāt); 8) probabilitas 
(al-maẓnūnāt); dan 9) fantasi (al-mukhayyalāt).

3. Hal yang diperhatikan pada proposisi yang memuat penge-
tahuan apriori adalah hubungan logis antara satu dengan 
lain proposisi. Simpulan dibuat berdasar kebenaran yang 
luas atau umum, lalu diturunkan kepada yang lebih sempit 
atau lebih khusus. Oleh karena itu, penalaran deduktif tidak 
berurusan dengan realitas empiris, analisisnya tertumpu 
pada term dan makna.

4. Basis konseptual proposisi analitik, atau disebut juga propo-
sisi apriori bersifat metafisis. Maka uji kebenaran proposisi 
analitik dilakukan melalui oposisinya, sebab ada kalanya ke-
benaran proposisi diketahui dari kekeliruan oposisinya.

5. Penyimpulan pada proposisi apriori bergantung pada ide 
bawaan (awwaliyyāt/innate ideas) seperti besar dan kecil, 
banyak dan sedikit, jika salah satu dari dua hal yang berten-
tangan adalah benar, maka yang lain salah.

6. Secara fitrah, akal mengasosiasi adanya tolak belakang 
(oposisi/taqābul) antara satu dan lain proposisi dengan me-
lihat pada kuantitas dan kualitas, oposisi tersebut.

7. Ragam relasi opsoisi disebut: 1) pertentangan (kontradiktori/ 
tanāquḍ); 2) perlawanan (kontrari/taḍādud); 3) masuk di 
bawah perlawanan (subkontrari/dukhūl taḥta al-ḍadd); dan 
4) implikasi (subalternasi/tadākhul).

8. Konversi adalah menjadikan prediket sebagai subjek dan 
menjadikan subjek sebagai prediket dengan tetap menjaga 
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kebenaran, kualitas dan kuantitas pada proposisi.
9. Konversi hanya dilakukan pada proposisi yang memiliki 

urutan alamiah (żāt tartīb ṭabī‘ī), yaitu urutan subjek (al-
mawḍū‘) dan prediket (al-maḥmūl) dan urutan persyaratan 
(syarṭ dan masyrūṭ). 

10.Inferensi langsung diterapkan dalam konstruksi hukum, 
yaitu pemahaman kebalikan (argumentum a con-trario/al-
mafhūm al-mukhālafah). Dalam konteks peradilan, penerap-
an inferensi langsung yang dominan adalah alibi.

D. Saran Bacaan 
Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar. Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016.
Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah. Ḍawābiṭ al-

Ma‘rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāẓarah. Damaskus: 
Da�r al-Qalam, 1993.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian oposisi antarproposisi. 
2. Jelaskan pengertian konversi. 
3. Berikan uraian ringkas tentang karakteristik inferensi 

deduktif.
4. Buatlah perbedaan kontras antara proposisi analitik 

(apriori) dan proposisi sintetik (aposteriori).
5. Berikan uraian ringkas tentang perbedaan kontras antara 

oposisi dan konversi.
6. Inferensi langsung dilakukan melalui...

a.  Satu proposisi. 
b. Dua proposisi.
c.  Tiga proposisi. 
d. Lebih dari tiga proposisi.

7. Setiap proposisi, baik itu afirmasi maupun negasi bertolak 
belakang dengan lawannya. Ini terjadi karena...
a.  perbedaan kuatitas.
b. perbedaan kualitas.
c.  perbedaan argumentasi. 
d. a dan b benar.
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8. Apabila salah satu dari dua proposisi salah dan tidak 
bisa keduanya benar dalam waktu yang sama, maka ini 
disebut...
a.  kontradiktori (tanāquḍ).
b. kontrari (taḍādud).
c.  subkontrari (dukhūl taḥta al-ḍadd).
d. implikasi/subalternasi (tadākhul).

9. Konversi dilakukan dengan tetap menjaga kebenaran isi, 
sebab jika tidak maka ia disebut disebut...
a.  kontradiktori (tanāquḍ).
b. kontrari (taḍādud).
c.  subalternasi (tadākhul).
d. perpindahan (intiqāl).

10.Dalam penalaran hukum, oposisi berkaitan langsung 
dengan...
a.  konstatasi.
b. konstituir.
c.  interpretasi hukum.
d. konstruksi hukum.

F. Daftar Istilah
Dalil: keadaan sesuatu yang mana mengetahuinya menjadi sa-

rana megetahui sesuatu yang lain.
Inferensi: berarti simpulan atau yang disimpulkan.
Istidlāl: penyimpulan sesuatu yang tidak ada nas, ijmak dan 

kias
Al-Istinbāṭ: bagi uṣūliyyūn berarti mengeluarkan sesuatu dari 

kandungan nas syariat.
Konversi: menjadikan prediket sebagai subjek dan menjadikan 

subjek sebagai prediket dengan tetap menjaga kebenar-
an, kualitas dan kuantitas pada proposisi.



BAB DELAPAN
INFERENSI TAK LANGSUNG

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengana-

lisis (C4) relevansi inferensi deduktif tak langsung dengan pe-
nalaran hukum. Mahasiswa diberi wawasan tentang pengertian 
dan macam inferensi tak langsung, lalu menganalisis relevan-
sinya dengan penalaran hukum. Kompetensi ini berada pada le-
vel Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi 
pembelajaran berikut:
1. Pengertian inferensi tak langsung dan macamnya;
2. Relevansi inferensi tak langsung dengan penalaran hukum. 

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
antara konsep inferensi deduktif yang apriori dengan penalaran 
hukum. Kajian ini bersifat filosofis, maka kuliah dilaksanakan 
secara dialektik dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi integra-

si sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pengertian dan macam 

inferensi deduktif tak langsung; 
2. Membangun skema tentang relevansi inferensi tak langsung 

dengan penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kognitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Inferensi tak Langsung
Bab 8 ini membicarakan inferensi deduktif tak langsung, 

yaitu silogisme, adapun posisi kajian bisa dilihat pada ilustrasi 
berikut ini: 

Gb. 8.1. Inferensi deduktif tak langsung
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tampak kajian ini masih dalam ranah penalaran deduktif, 
jadi berkisar pada inferensi berdasar premis-premis apriori. 
Pembahasan ini mencakup pengertian dan macam-macam in-
ferensi tak langsung.

1. Pengertian inferensi tak langsung
Berbeda dengan inferensi langsung, yang konklusinya 

ditarik dari satu proposisi saja, konklusi pada inferensi tak 
langsung justru dihasilkan dari dua proposisi atau lebih. Hal ini 
bisa dilakukan karena adanya kesamaan term pada proposisi-
proposisi independen yang menjadi sarana inferensi tak lang-
sung. Jadi term yang sama tersebut menjadi penghubung sehing-
ga dapat ditarik konklusi dari proposisi-proposisi independen 
tersebut.1

Dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran ma-
nusia, hakikat inferensi tak langsung adalah proses berpikir 
yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain dengan ban-
tuan proposisi ketiga. Sebaliknya, dilihat dari perspektif objek 
yang dipikirkan, maka secara objektif ia tampak sebagai hubu-
ngan antara tiga proposisi dalam proses inferensi.2

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kias 
1 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 100.
2 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 197.
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(al-qiyās) berarti perbandingan (persamaan); ibarat; contoh 
yang telah ada (terjadi).3 Menurut Ibn Manz�u� r, kata al-qiyās 
berarti mengkadar sesuatu dengan yang semisal.4 Lalu secara 
terminologis, al-qiyās didefinisikan sebagai berikut:5

Al-Qiyās adalah jenis inferensi deduktif (al-istidlāl al-istinbaṭī) 
yang menurut Aristoteles adalah perkataan yang tersusun dari 
beberapa kalimat, apabila ia ditetapkan maka dengan sendirinya 
berakibat pada timbulnya kalimat lain secara apriori. Jadi hakikat 
al-qiyās menurut Aristoteles tertumpu pada munculnya konklusi 
dari dua proposisi.

Berdasar konstruksi Aristoteles ini, secara ringkas ahli 
logika membuat definisi al-qiyās yang sah sebagai berikut:6

Al-Qiyās adalah perkataan yang tersusun dari beberapa proposisi, 
mana kala proposisi tersebut diterima, maka dengan sendirinya 
mengantarkan pada proposisi yang lain.

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, al-qiyās merupakan tahap 
lanjutan. Bermula dari satuan kata (mufradāt) yang disusun 
menjadi kalimat, lalu disusun lagi menjadi beberapa kalimat 
(proposisi) di dalam satu kesatuan utuh sehingga dihasilkan 
sebuah konklusi.7 Imam Al-Ghaza� lī� mengingatkan bahwa ope-
rasional al-qiyās masih dalam ranah penggunaan term (waḍ‘ 

3 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 
2008), hlm. 695.

4 Ibn Manzu� r. Lisān al-‘Arab, jld. VII (Beirut: Da� r al-Fikr, 1990), hlm. 536.
5 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amī�riyyah, 

1983), hlm. 149.
6 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 

al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 228. 
7 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1961), hlm. 130.
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al-lafẓ), bukan wilayah pemahaman (faḥwā al-khiṭāb).8 Oleh 
karena itu inferensi tak langsung masih berkisar pada makna 
teks (komprehensi dan ekstensi), jadi jangan dibaurkan dengan 
soal konteks (al-mafhūm). Menurut Poespoprodjo, Inferensi tak 
langsung mengikuti prinsip komprehensi berikut:9

1. Prinsip ke-akur-an (principium convenientiae). Dua hal iden-
tik (sama) dengan hal ketiga yang sama, maka keduanya juga 
identik. Dalam bahasa Latin dirumuskan: quae sunt eadem 
uni tertio, sunt eadem inter se). Misalnya; a=c, b=c, maka a=b.

2. Prinsip kebedaan (principium discrepantiae). Dua hal, yang 
satu identik (sama) dan yang kedua tidak identik (sama) 
dengan hal ketiga yang sama, maka kedua hal tadi tidaklah 
identik (sama). Dalam bahasa Latin dirumuskan: quorum 
unum est idem uni tertio, aliud vero non, haec non sunt eadem 
inter se. Misalnya: a=c, dan b≠c, maka a≠c.

Inferensi tak langsung juga mengikuti dua prinsip eksten-
si sebagai berikut:10

1. Dictum omni (dikatakan tentang semua). Hal yang secara 
umum diakui pada suatu subjek, diakui juga pada semua 
yang termuat dalam subjek. Artinya, setiap ciri atau sifat 
yang terdapat pada suatu konsep, terdapat pula pada semua 
yang termasuk ke dalam lingkungan konsep, seperti konsep 
manusia.

2. Dictum de nullo (tak dikatakan tentang mana pun juga). Sega-
la sesuatu yang secara umum ditolak pada suatu subjek, maka 
harus pula ditolak pada semua yang tercakup dalam subjek 
tersebut. Artinya, suatu ciri yang tidak terdapat pada suatu 
konsep, juga tidak terdapat pada segala yang berada dalam 
lingkungan konsep tersebut. Misalnya menolak konsep hidup 
abadi pada manusia, maka ditolak pula pada setiap orang.

Prinsip-prinsip komprehensi dan ekstensi ini berkaitan 
dengan isi yang terkandung dalam sebuah term. Dalam praktik-
nya, konsep tersebut dipilah ke dalam kategorisasi predikabel 

8 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 90. 
9 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 201.
10 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 201.
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seperti genus, spesies dan lain-lain sebagaimana dibahas pada 
Bab 3.

2. Macam-macam inferensi tak langsung
Macam inferensi tak langsung timbul dari ragam propo-

sisi yang membentuknya. Telah dibahas pada Bab 5 tentang 
proposisi kategorik (qaḍiyyah ḥamliyyah), proposisi hipote-
tik (qaḍiyyah syarṭiyyah muttaṣilah), dan proposisi disyungtif 
(qaḍiyyah syarṭiyyah munfaṣilah). Dari tiga proposisi ini ter-
bentuk tiga macam inferensi tak langsung yaitu: 1) inferensi 
silogistik berbasis proposisi kategorik (al-qiyās al-iqtirānī al-
ḥamlī); 2) inferensi silogistik yang berbasis proposisi hipotetik 
(al-qiyās al-iqtirānī al-syarṭī); dan 3) inferensi silogistik yang 
berbasis proposisi disyungtif (al-qiyās al-istiṡnā’ī). 

Perlu dijelaskan dalam tradisi penulisan manṭiq di ka-
langan ilmuwan muslim, silogisme kategorik dan hipotetik 
disatukan dalam kategori al-qiyās al-iqtirānī. Sebab keduanya 
tersusun dari proposisi yang memiliki urutan alamiah (żāt 
tartīb ṭabī‘ī), yaitu urutan subjek-prediket (mawḍū‘-maḥmūl) 
pada proposisi kategorik (qaḍiyyah ḥamliyyah) dan urutan 
persyaratan (syarṭ-masyrūṭ) pada proposisi hipotetik (qaḍiyyah 
syarṭiyyah muttaṣilah).11 Adapun inferensi silogistik berbasis 
proposisi disyungtif (qaḍiyyah syarṭiyyah munfaṣilah), dijadi-
kan kategori tersendiri yang disebut al-qiyās al-istiṡnā’ī. Beri-
kut ilustrasinya:

Gb. 8.2. Pembagian al-qiyās menurut ilmuwan muslim
Sumber: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Sementara dalam tradisi penulisan ilmu logika konven-
sional, silogisme kategorik dibahas tersendiri. Adapun silogis-

11 Abī� al-‘Irfa�n Muh� ammad ibn ‘Alī� al-S�abba�n, Ḥāsyiyyah ‘alā Syarḥ al-Sulam lil 
Malawī, (Singapura: al-H� aramayn, t.th.), hlm. 112.
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me hipotetis dibagi menjadi silogisme kondisional, disyungtif 
dan konjungtif.12 Hal ini karena melihat susunan proposisinya 
yang berupa kalimat majemuk, berikut penjelasannya:13

- Proposisi kondisional adalah proposisi yang terdiri atas dua 
bagian yang digandengkan dengan kata “Jika..., maka...” bagian 
pertama yang diawali dengan kata jika disebut anteseden dan 
bagian kedua yang diawali dengan kata maka disebut kon-
sekuen. Misalnya: “Jika hujan turun, maka ia tidak datang”.

- Proposisi disyungtif adalah proposisi yang subjek atau pre-
diket terdiri atas bagian yang saling menyisihkan. Contoh: 
“Saya berjalan cepat atau lambat.” 

- Proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki dua 
prediket yang biasanya dihubungkan oleh kata dan yang 
tidak mungkin benar dalam waktu yang bersamaan jika 
dikenakan pada subjek yang sama. Misalnya: “Papan tulis 
ini tidak mungkin hitam dan sekaligus putih”. Menurut 
Poespoprodjo, proposisi disyungtif dan konjungtif dapat di-
pulangkan pada proposisi kondisional.14

Perbedaan kategori ini terjadi karena berlainan sudut 
pandang dalam melihat unsur pembentuk silogisme, yang satu 
melihatnya dari urutan alamiah (żāt tartīb ṭabī‘ī) dalam propo-
sisi kategorik dan proposisi hipotetik. Sedang yang lain melihat 
dari kalimat majemuk yang menyusunnya proposisi kondisio-
nal, disyungtif dan konjungtif.

Sampai di sini dapat disimpulkan, inferensi tak langsung 
yang berupa penalaran deduktif, identik dengan silogisme 
(al-qiyās), yaitu proses penarikan konklusi melalui dua buah 
premis atau lebih, dan ia merupakan bentuk formal penalaran 
deduktif.15 Dilihat dari unsur penyusunnya, silogisme (al-qiyās) 
terbagi dua, yaitu: al-qiyās al-iqtirānī (silogisme kategorik dan 
hipotetik) dan al-qiyās al-istiṡnā’ī (silogisme disyungtif) yang 
saling menyisihkan.

12 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 221.
13 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. 

XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 67.
14 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 222, 223.
15 Rapar, Pengantar Logika;..., hlm. 46.
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a. Al-Qiyās al-iqtirānī 
Al-Ghaza� lī� mendefinisikan al-qiyās al-iqtirānī yang ter-

diri dari silogisme kategorik dan silogisme hipotetik sebagai 
berikut:16

Al-Qiyās al-iqtirānī adalah menghimpun dua proposisi yang 
keduanya berserikat pada term yang satu.

Pola inferensi seperti ini disebut sebagai al-qiyās al-
iqtirānī karena susunan unsur-unsurnya yang runtut, di mana 
konklusinya terkandung secara potensial di dalam proposisi. 
Sedangkan al-qiyās al-istiṡnā’ī, disebut begitu karena ditandai 
dengan adanya konjungsi pengecualian seperti kata tetapi 
(lakin).17

Al-Qiyās al-iqtirānī ada yang tersusun dari proposisi kate-
gorik (al-iqtirānī al-ḥamlī) dan proposisi hipotetik (al-iqtirānī 
al-syarṭī). Untuk memahami bentuknya, perhatikan contoh si-
logisme kategorik (al-qiyās al-iqtirānī al-ḥamlī) berikut ini:

Proposisi kedua:                           Proposisi pertama:
Premis mayor (muqaddimah kubrā)         Premis minor (muqaddimah sughrā)

 Setiap api adalah membakar                       Matahari adalah bagian dari api

Tampak contoh ini terdiri dari dua proposisi kategorik 
(al-qaḍiyyah al-ḥamliyyah). Jika dua proposisi ini disatukan, 
maka di dalamnya berhimpun dua term yang berulang, yaitu 
term api (nār). Term ini disebut term tengah (terminus medius/
al-ḥadd al-awsaṭ), selanjutnya disingkat menjadi: term M. Jika 
dipadai satu saja dari term M, maka didapati proposisi sebagai 
berikut:

        Prediket                                Subjek

Matahari adalah bagian dari api yang membakar

Proposisi pertama berupa afirmasi, jika ia diterima se-
bagai kebenaran, maka didapat pengetahuan bahwa matahari 
adalah bagian dari api. Tetapi proposisi pertama ini tidak ber-

16 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. III (Kairo: Da� r 
al-Ma‘a� rif, 1960), hlm. 67.

17 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 228. 
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isi informasi tentang sifat matahari yang membakar, kecuali 
setelah dihimpun dengan proposisi yang kedua. Jika informasi 
baru ini dipisah dari apa yang diketahui dari proposisi pertama, 
maka diperoleh konklusi berikut:

Prediket      Subjek

Matahari adalah membakar

Konklusi ini merupakan proposisi baru yang didapatkan 
secara apriori melalui proposisi pertama dan proposisi kedua. 
Ditinjau dari sifat api yang membakar, maka masuknya mataha-
ri ke dalam genus api memberi informasi baru; bahwa matahari 
juga membakar. Bagi para ahli logika, pola inferensi seperti ini-
lah yang disebut sebagai silogisme atau al-qiyās al-manṭiqī.

Perhatikan premis minor yang menjadi subjek bagi kon-
klusi, merupakan bagian dari genus api yang menjadi subjek pada 
premis mayor. Jadi term matahari dicakup oleh ekstensi atau ling-
kungan term api seperti yang dikatakan oleh Poespoprodjo:18

Oleh karenanya, kita dapat menunjuk ciri silogisme sebagai beri-
kut: silogisme adalah suatu bentuk pemikiran yang di dalamnya, 
kita, melalui aspek hubungan logis, menyimpulkan dari suatu ke-
benaran yang lebih umum ke kebenaran yang kurang umum, yang 
termuat dalam kebenaran yang lebih umum tadi.

Ciri ini tampak jelas pada contoh di atas yang mengguna-
kan dua proposisi kategorik (al-qaḍiyyah al-ḥamliyyah), ter-
susun dari subjek (al-mawḍū‘) dan prediket (al-maḥmūl). 
Quantifer proposisi pertama adalah singular, dan yang kedua 
universal. Setelah keduanya disatukan dan disusun mengikuti 
format al-qiyās, maka diperoleh proposisi baru: matahari mem-
bakar. Perhatikan unsur berikut:19

- Unsurnya adalah: term minor (al-ḥadd al-aṣghar), term tengah 
(al-ḥadd al-awsaṭ) dan term mayor (al-ḥadd al-akbar).

- Proposisi yang mengandung term minor (al-ḥadd al-aṣghar) 
disebut premis minor (al-muqaddimah al-ṣughrā);

- Proposisi yang mengandung term mayor (al-ḥadd al-akbar) 
disebut premis mayor (al-muqaddimah al-kubrā);

18 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 199.
19 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 230. 
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- Proposisi baru yang dihasilkan dari dua proposisi sebelum-
nya disebut konklusi (al-natījah);

- Proposisi baru yang merupakan hasil inferensi disebut juga 
sebagai tujuan (al-maṭlūb);

- Term minor (al-ḥadd al-aṣghar) menjadi subjek (al-mawḍū‘) 
di dalam proposisi konklusi (al-natījah);

- Premis yang mengandung subjek (al-mawḍū‘) bagi konklusi 
(al-natījah) adalah premis minor (al-muqaddimah al-ṣughrā);

- Term mayor (al-ḥadd al-akbar) menjadi prediket (al-maḥ-
mūl) di dalam proposisi konklusi (natījah);

- Premis yang mengandung prediket (al-maḥmūl) bagi konklusi 
(al-natījah) adalah premis mayor (al-muqaddimah al-kubrā);

- Manakala tujuan (al-maṭlūb) tercapai maka diperoleh satu 
proposisi baru yang disebut sebagai konklusi (al-natījah).

Urutan alamiah serupa juga terdapat dalam relasi antara 
syarat (al-syarṭ) dengan yang disyaratkan (al-masyrūṭ), maka 
unsur-unsur serupa juga terdapat pada proposisi hipotetik (al-
iqtirānī al-syarṭī). Perhatikan unsurnya pada contoh berikut:
- Muqaddimah sughrā:   ( )              ( )

Premis minor:                (maka masuk bulan puasa) (Jika terlihat anak bulan Ramadan)
                                                       Term tengah                              Term minor

- Muqaddimah kubrā:         ( )                ( )
Premis mayor:                      (maka wajiblah puasa) (Jika telah masuk bulan puasa)
                                                             Term mayor                             Term tengah

- Al-Natījah:                           ( )               ( )
Konklusi                                        (maka wajiblah puasa)    (Jika terlihat anak bulan Ramadan)
                                                     Konsekuen (al-tālī)        Anteseden (al-muqaddam)

Contoh ini memberi kejelasan tentang unsur-unsur al-
qiyās al-iqtirānī al-syarṭī sebagai berikut:
- Term minor (al-ḥadd al-aṣghar) yang menyusun unsur kon-

klusi (al-natījah) adalah anteseden (al-muqaddam) dari 
premis minor (al-muqaddimah al-ṣughrā);

- Term mayor (al-ḥadd al-akbar) yang menyusun konklusi 
adalah konsekuen (al-tālī) dari premis mayor (al-
muqaddimah al-kubrā);

- Term tengah (terminus medius/al-ḥadd al-awsaṭ) adalah 
term yang berulang pada dua proposisi yang membentuk 
konklusi, yaitu pada premis minor dan premis mayor.
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Dua contoh ini cukup memadai untuk memberi gambaran 
tentang hakikat al-qiyās al-iqtirānī. Untuk lebih memperjelas 
konsep dasarnya yang bertumpu pada ekstensi, ada baiknya 
diadaptasi ilustrasi yang dikutip Poespoprodjo dari Euler.20

 Gb. 8.3. Konsep dasar silogisme dalam kaitannya dengan ekstensi
Sumber: diadaptasi dari Poespoprodjo, 2007.

Tampak pada ilustrasi ini, pada dasarnya secara keselu-
ruhan, api termasuk dalam ekstensi atau lingkungan sifat mem-
bakar. Lalu ketika matahari diakui masuk ke dalam genus api, 
maka otomatis ia masuk ke dalam ekstensi sifat membakar. Ha-
rus diingat ini hanya contoh dari perspektif penggunaan term 
(waḍ‘ al-lafẓ) untuk lebih memperjelas konsep dasar silogisme 
dalam kaitannya dengan soal ekstensi.21

Inferensi silogistis, baik berbasis proposisi kategorik 
maupun hipotetik, memiliki konklusi yang terkandung secara 
potensial dalam premis-premisnya. Sebagian unsurnya berada 
pada premis minor dan sebagian lagi pada premis mayor. Kan-
dungan potensial tersebut menjadi aktual setelah digugurkan 
term tengah (terminus medius/al-ḥadd al-awsaṭ). Untuk dapat 
dipahami dengan mudah, perhatikan tabulasi berikut:

Tabel 8.1. Posisi Term Tengah dalam Premis Minor dan Mayor

Jenis proposisi

Unsur-unsur Proposisi
Premis minor

(muqaddimah ṣughrā)
Premis mayor

(muqaddimah kubrā)
1 2 3 4

Proposisi kategorik
(qaḍiyyah ḥamliyyah)

Subjek 
(mawḍū‘)

Prediket 
(maḥmūl)

Subjek 
(mawḍū‘)

Prediket 
(maḥmūl)

Proposisi hipotetik 
(qaḍiyyah syarṭiyyah)

Anteseden 
(muqaddam)

Konsekuen 
(tālī)

Anteseden 
(muqaddam)

Konsekuen 
(tālī)

Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mīdānī, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

20 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 200.
21 Mengingat api dan matahari adalah objek yang teramati, tentu kebenaran 

proposisi ini tidak bisa dipadai pada pengetahuan a priori semata.
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Tampak pada tabulasi bahwa term tengah (terminus 
medius/al-ḥadd al-awsaṭ) berada dalam empat unsur proposisi 
yang menyusun premis minor dan premis mayor. Berdasar 
variasi posisi term tengah, maka dikenal empat macam figura 
(al-asykāl) sebagaimana terlihat pada tabulasi berikut ini:

Tabel 8.2. Figura Silogisme Kategorik dan Hipotetik

Figura
(al-asykāl)

Unsur-unsur Proposisi

Premis minor
(muqaddimah ṣughrā)

Premis mayor
(muqaddimah kubrā)

Subjek 
(mawḍū‘)/

Anteseden (al-
muqaddam)

Prediket 
(maḥmūl)/ 
Konsekuen 

(al-tālī)

Subjek 
(mawḍū‘)/ 

Anteseden (al-
muqaddam)

Prediket 
(maḥmūl)/ 
Konsekuen 

(al-tālī)

1 2 3 4

Figura 1 (al-syakl 
al-awwal) x Term M Term M x

Figura 2 (al-syakl 
al-ṡāni) x Term M x Term M

Figura 3 (al-syakl 
al-ṡāliṡ) Term M x Term M x

Figura 4 (al-syakl 
al-rābi‘) Term M x x Term M

Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mīdānī, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Variasi posisi term tengah pada tabulasi ini dapat di-
jelaskan dalam uraian sebagai berikut:
1. Figura 1, term M berada pada kolom 2 dan 3, yaitu prediket 

(al-maḥmūl) atau konsekuen (al-tālī) pada premis minor 
dan subjek (al-mawḍū‘) atau anteseden (al-muqaddam) 
pada premis mayor.

2. Figura 2, term M berada pada kolom 2 dan 4, yaitu prediket 
(al-maḥmūl) atau konsekuen (al-tālī) pada premis minor 
dan mayor.

3. Figura 3, term M berada pada kolom 1 dan 3, yaitu subjek 
(al-mawḍū‘) atau anteseden (al-muqaddam) pada premis 
minor dan mayor.

4. Figura 4, term M berada pada kolom 1 dan 4, yaitu subjek 
(al-mawḍū‘) atau anteseden (al-muqaddam) pada premis 
minor dan prediket (al-maḥmūl) atau konsekuen (al-tālī) 
pada premis mayor.

Mengingat masing-masing proposisi memiliki variasi 
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kualitas dan kuantitas, maka pada tiap satu figura (al-syakl) 
terdapat 64 modus (al-ḍurūb). Oleh karena ada 4 figura, maka 
keseluruhan modus silogisme berjumlah 256. Namun dari semua 
modus ini hanya 24 modus saja yang menghasilkan konklusi, 
19 bersifat utama dan 5 bawahan.22 Untuk memudahkan kajian, 
mari mengingat kembali simbol-simbol yang dijelaskan pada 
Bab Lima:
1. Proposisi A: universal afirmatif, semua S adalah P.
2. Proposisi E: universal negatif, semua S bukan P.
3. Proposisi I: partikular afirmatif, sebagian S adalah P.
4. Proposisi O: partikular negatif, sebagian S bukan P.

Berdasar pada simbol S: Subjek, P: Prediket, dan M: 
terminus Medius, maka terdapat empat bentuk langsung dan 
satu bentuk tak langsung dari figura berikut ini:23

     Figura I Figura II      Figura III     Figura IV     I tak langsung
          M    P    P    M           M    P P    M             M    S

 
          S    M                S    M             M    S             M    S                  P    M
          S     P                S     P              S     P              S     P                  S     P

Gb. 8.4. Macam-macam figura dalam silogisme
Sumber: diadaptasi dari Poespoprodjo, 2007.

Jika satu figura tak langsung dikeluarkan, maka terdapat 
empat figura dengan modus-modus yang berkonklusi berikut 
ini:24

- Figura 1, terdapat 4 modus yang berkonklusi;
- Figura 2, terdapat 4 modus yang berkonklusi;
- Figura 3, terdapat 6 modus yang berkonklusi;
- Figura 4, terdapat 5 modus yang berkonklusi;

Tampak keseluruhan modus yang berkonklusi berjum-
lah 19 modus, uraian lengkap dan contohnya dapat dibaca 
pada lampiran 1. Agar silogisme dapat menghasilkan konklusi, 
maka harus terpenuhi ketentuan yang berlaku pada term dan 
premisnya. Berikut disajikan ringkasan ketentuan yang berlaku 

22 Mundiri, Logika..., hlm. 109.
23 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 213.
24 Mundiri, Logika..., hlm. 109.
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terhadap term:25

1. Sebuah silogisme yang benar hanya terdiri dari tiga term, 
yaitu term mayor, term minor dan term tengah. Ketiga term 
tersebut tidak boleh memiliki arti rangkap karena akan 
mengakibatkan kesesatan ekuivokasi.

2. Term tengah harus berada dalam premis, bukan dalam kon-
klusi, sebab term tengah menghubungkan term S dan term P.

3. Term tengah harus berdistribusi minimal satu kali.
4. Term tengah harus terdistribusi dalam premis-premis agar 

dapat terdistribusi ke dalam konklusi, sebab konklusi dalam 
silogisme tidak mungkin lebih umum dari premis-premisnya.

Jika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, maka silogisme 
tidak dapat menghasilkan konklusi. Oleh karena term adalah 
unsur yang membentuk premis pada silogisme, maka harus 
pula diperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap premis. 
Berikut ini dikemukakan ringkasan ketentuan yang berlaku 
pada premis:26

1. Silogisme sempurna hanya memiliki dua premis (premis 
mayor dan premis minor) dan satu konklusi;

2. Dua premis dalam silogisme tidak boleh negatif keduanya, 
sebab berarti penyangkalan subjek yang memutus hubu-
ngan subjek dan prediket, maka ia tidak bisa menghasilkan 
konklusi;

3. Apabila kedua premis itu afirmatif, maka konklusi juga 
afirmatif;

4. Jika salah satu premis adalah negatif, maka konklusi juga 
negatif;

5. Premis tidak boleh kedua-duanya partikular;
6. Konklusi tidak bisa diambil dari premis mayor partikular 

dan premis minor negatif;
7. Apabila satu premisnya partikular, maka konklusipun 

partikular;
Demikianlah ringkasan ketentuan term dan premis, bagi 

yang ingin memperdalam kajian dipersilakan merujuk buku-

25 Rapar, Pengantar Logika;..., hlm. 48.
26 Rapar, Pengantar Logika;..., hlm. 50.
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buku yang disarankan sebagaimana dicamtumkan pada daftar 
pustaka buku ini. Sebagai penutup bagian ini, ada baiknya di-
kutip kesimpulan Poesporodjo tentang ciri silogisme, yaitu:27

1. Silogisme tidak lain adalah identitas dua term atau konsep 
dengan term ketiga yang sama.

2. Seluruh kekuatan silogisme bertumpu pada hubungan an-
tara term-term atau konsep-konsep.

3. Dengan silogisme kita bukannya hendak menentukan hu-
bungan empiris, tetapi terutama hendak menemukan hu-
bungan logisnya.

Kesimpulan ini perlu dicamkan agar tidak salah kaprah 
dalam menempatkan silogisme dalam penalaran hukum. Seperti 
dijelaskan di awal bab, Karakteristik utama penalaran deduktif 
adalah premis-premis yang diterima sebagai kebenaran secara 
apriori (ḍarūrī). Berikutnya kajian masuk pada jenis silogisme 
lainnya, yaitu silogisme disyungtif (al-qiyās al-istiṡnā’ī).

b. Al-Qiyās al-istiṡnā’ī
Secara garis besar, al-qiyās al-istiṡnā’ī termasuk ke-

giatan berpikir yang sejalan dengan pola penalaran al-qiyās 
sebagaimana definisi di atas. Hanya saja ada perbedaan tek-
nis operasionalnya, sebab premis minor diambil dari salah 
satu unsur premis mayor, bisa anteseden atau konsekuen. 
Lalu konklusi bisa bagian dari premis mayor itu sendiri, atau 
lawannya.28

Unsur yang menyusun al-qiyās al-istiṡnā’ī bisa proposisi 
hipotetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah al-muttaṣilah) atau pro-
posisi disyungtif (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah al-munfaṣilah). Pro-
posisi yang pertama disebut proposisi hipotetis kondisional, 
yaitu proposisi yang terdiri dari dua bagian yang dihubungkan 
dengan konjungsi syarat seperti jika dan maka. Adapun yang 
kedua disebut proposisi hipotetis disyungtif, yaitu proposisi 
yang subjek atau prediketnya terdiri atas bagian-bagian yang 
saling menyisihkan.29

27 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 199.
28 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 269. 
29 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 67.
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Menurut ahli logika, silogisme yang tersusun dari propo-
sisi hipotetik kondisional merupakan keputusan bersyarat yang 
memiliki dua corak, yaitu sebagai berikut:30

1. apabila anteseden ditolak pada premis minor, maka kon-
sekuen juga harus ditolak pada kesimpulan, misalnya pada 
contoh berikut ini:
- Apabila Saudara belajar dengan metodis, sistematis, dan  

sungguh-sungguh, Saudara pasti lulus tentamen.
- Padahal Saudara belajar dengan metodis, sistematis, dan  

sungguh-sungguh.
- Jadi, Saudara pasti lulus tentamen.

2. apabila konsekuen ditolak pada premis minor, anteseden 
harus juga ditolak pada kesimpulan, misalnya:
- Jika tadi malam hujan, jalannya pasti basah;
- Jalannya tidak basah;
- Jadi tadi malam tidak hujan.

Menurut Poespoprodjo, corak ini disebut modus tollens 
(atau disebut tollendo-tollens). Ia mengingatkan sesat pikir 
muncul karena mencampuraduk dua corak ini, yaitu: 1) 
mengakui konsekuen dahulu dan baru kemudian mengakui 
anteseden, atau 2) menolak anteseden dahulu dan baru ke-
mudian menolak konsekuen.31

Pada silogisme kondisional terdapat tiga macam hubu-
ngan kausal, yaitu sebagai berikut:32

- Relasi kausal satu arah: jika p, maka q.
- Relasi kausal timbal balik: jika dan hanya jika p, maka q.
- Relasi kausal probabilitas: jika p maka mungkin q, dan 

mungkin juga bukan q.
Adapun silogisme hipotetik disyungtif memiliki dua 

corak sebagai berikut:33

1. Akuilah satu bagian disyungtif pada premis minor, dan 
tolaklah lainnya pada kesimpulan. Misalnya: 

30 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 221.
31 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 221.
32 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 68.
33 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 222.
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- Planet bumi kita ini diam atau berputar;
- Karena berputar maka bukan diam.

2. Tolaklah satu bagian disyungtif pada premis minor, dan 
akuilah yang lainnya pada kesimpulan. Misalnya:
- Planet bumi kita ini diam atau berputar;
- Planet bumi kita ini tidak diam;
- Jadi, planet bumi kita ini berputar.

Berikutnya silogisme konjungtif, menurut Poespoprodjo 
hanya memiliki satu corak, yaitu akuilah satu bagian dari 
premis minor, dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Misalnya 
pada contoh berikut ini:34

- Tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang 
bersamaan.

- Sartono tidur;
- Maka ia tidak membaca;

Silogisme konjungtif dapat juga dipulangkan pada silo-
gisme kondisional, misalnya pada contoh berikut ini:
- Andaikata Sartono tidur, ia tidak membaca.
- Sartono tidur.
- Maka ia tidak membaca.

Di kalangan ahli logika muslim, al-qiyās al-istiṡnā’ī dibagi 
dua, yang pertama disebut al-qiyās al-istiṡnā’ī al-muttaṣil, dan 
yang kedua disebut al-qiyās al-istiṡnā’ī al-munfaṣil. Berikut ini 
contoh al-qiyās al-istiṡnā’ī al-muttaṣil:35

   Konsekuen (al-tālī)                        Anteseden (al-muqaddam)

     
    Berarti ia makan tak berlebihan                Jika tubuh manusia sehat dan tidak sakit

Dua proposisi ini merupakan premis mayor bersyarat yang 
berasal dari dua proposisi kategorik (al-qaḍiyyah al-ḥamliyyah), 
hanya saja keduanya terhubung oleh konjungsi persyaratan 
sehingga menjadi satu proposisi. Lalu diambil salah satu unsur 
dari proposisi tersebut untuk dijadikan pengecualian, boleh 
dari anteseden (al-muqaddam) atau konsekuen (al-tālī). Maka 

34 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 223.
35 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 269. 
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diperoleh konklusi berupa proposisi sebagai berikut:

Nyatanya orang itu sehat dan tidak sakit

Proposisi ini merupakan unsur anteseden (al-muqad-
dam) dari premis mayor bersyarat di atas, lalu dijadikan se-
bagai premis minor. Dengan demikian, konsekuen (al-tālī) pada 
premis minor adalah:

Berarti ia makan tanpa boros

Konsekuan pada premis minor ini merupakan konklusi, 
tapi asalnya dari konsekuen (al-tālī) pada premis mayor bersyarat 
di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan menentukan 
konklusi, misalnya yang dipilih adalah menegasikan lawan 
dari konsekuen (al-tālī), maka diperoleh premis minor sebagai 
berikut:

Berarti ia makan tanpa boros

Maka konklusinya adalah lawan anteseden (al-muqad-
dam) dari premis mayor, yaitu konsekuen berikut ini: 

Maka ia tidak lepas dari sakit

Contoh ini memberi kejelasan, bahwa konsep dasar si-
logisme disyungtif berpijak pada penerimaan atau penolakan 
terhadap salah satu unsur dari premis mayor bersyarat, bisa 
terhadap anteseden atau konsekuen. Penerimaan atau penolak-
an menentukan konklusi, sebab konklusi adalah konsekuensi 
dari penetapan pilihan. 

Konsep dasar serupa juga terdapat pada al-qiyās al-
istiṡnā’ī al-munfaṣil, perhatikan unsur-unsurnya pada contoh 
berikut ini:

Konsekuen (al-tālī)                      Anteseden (al-muqaddam)

         atau ganjil                                             Ada kalanya angka itu genap

Contoh ini berupa kondisi saling menyisihkan anta-
ra term genap (zawj) dan term ganjil (fard), maka ada empat 
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kemungkinan pilihan premis minor yang menentukan konse-
kuensinya (natījah):
- Angka itu genap ( ), maka bukan ganjil ( );
- Angka itu ganjil ( ), maka bukan genap ( );
- Angka itu bukan ganjil ( ), maka ia genap ( );
- Angka itu bukan genap ( ), maka ia ganjil ( ).

Dalam proposisi disyungtif, antara anteseden dan kon-
sekuen terdapat relasi diversal. Ada tiga jenis relasi diversal, 
yaitu diversitas eksklusif, diversitas noneksklusif, dan diver-
sitas alternatif. Diversitas disebut eksklusif apabila anteseden 
dan konsekuen tidak mungkin serentak keduanya benar, atau 
jika ada kemungkinan keduanya justru tidak benar. Misalnya: 
sampul kamus bahasa Indonesia itu hitam atau merah. Diver-
sitas disebut noneksklusif apabila anteseden dan konsekuen 
kedua-duanya benar, atau salah satunya pasti benar, artinya 
tidak mungkin kedua-duanya salah. Misalnya: tersangka yang 
telah terbukti kesalahannya itu dijatuhi hukuman penjara atau 
denda. Relasi diversal alternatif, yaitu apabila anteseden dan 
konsekuen serentak kedua-duanya tidak mungkin benar, teta-
pi tidak mungkin pula kedua-duanya salah. Misalnya: sekarang 
ini hari telah siang atau malam. Berdasar tiga jenis diversitas 
ini, maka silogisme disyungtif juga dibagi tiga, yaitu silogisme 
disyungtif eksklusif, silogisme disyungtif nonekslusif dan silo-
gisme disyungtif alternatif.36

3. Bentuk silogisme lainnya
Bentuk silogisme lainnya yang juga harus diketahui ada-

lah apa yang disebut al-qiyās al-murakkab, yaitu silogisme yang 
disusun dari beberapa premis. Misalnya, setiap a adalah b, se-
tiap b adalah c, setiap c adalah d dan seterusnya. Silogisme ini 
ada yang konklusinya bersambung dengan premis-premisnya, 
ada pula yang konklusinya terpisah dari premis.37 Silogisme 
yang premis-premisnya lebih dari tiga, atau kurang dari dua di-

36 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 71. 
37 Ah� mad al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Singapura: al-

H� aramayn, t.th.), hlm. 38.
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sebut silogisme tak sempurna.38 Biasanya konklusi digugurkan 
karena dianggap telah dimaklumi.

Bentuk lain yang juga dihubungkan dengan silogisme 
adalah al-qiyās al-‘illah dan al-qiyās al-dilālah.39 Kedua macam 
al-qiyās ini dilihat dari hubungan kausal yang terjalin antara 
proposisi yang menyusun silogisme tersebut. Jika term 
M merupakan al-‘illah bagi premis mayor, maka ahli fikih 
menyebutnya sebagai al-qiyās al-‘illah.40 Misalnya pada contoh 
berikut:41

            
 Maka tidak sah shalat bersamanya Ini adalah benda najis

Term tengah pada proposisi ini adalah: Menanggung 
najis, jadi menanggung najis adalah al-‘illah bagi premis mayor. 
Ahli logika menyebut ini sebagai argumen untuk pertanyaan: 
Mengapa.

 Adapun jika term M bukan al-‘illah bagi premis mayor, 
tapi merupakan dalil baginya, maka ahli fikih menyebutnya al-
qiyās al-dilālah.42 Misalnya pada contoh berikut ini:43

        
 Maka itu adalah najis    Ini benda yang tidak sah shalat bersamanya

Tampak di sini term M bukan al-‘illah bagi premis mayor, 
yaitu: Menanggung najis. Sebaliknya ia menjadi al-‘illah bagi 
premis minor, yaitu benda najis tertentu. Ahli logika menyebutnya 
argumen untuk pertanyaan: Karena apa.44 Menurut al-Ghaza� lī�, 
berargumen dengan konklusi terhadap yang menghasilkan 
konklusi, hanya dapat menunjukkan keberadaannya. Jadi al-
qiyās al-dilālah hanya dapat menunjukkan keberadaan al-‘illah 
saja, bukan menjelaskan ta‘līl itu sendiri. Misalnya pada contoh 

38 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 66. 
39 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 243.
40 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 284.
41 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 244.
42 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 285.
43 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 244.
44 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 285.
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berikut:45 
- Setiap orang yang menulis secara teratur, maka ia ahli 

menulis;
- Orang ini menulis secara teratur, maka ia ahli menulis.

Tampak pada contoh ini, tulisan hanyalah petunjuk ter-
hadap adanya keahlian menulis, bukan menjelaskan keahlian 
menulis itu sebagai al-‘illah. Inilah perbedaan mendasar antara 
al-qiyās al-‘illah dan al-qiyās al-dilālah.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Tampak pada uraian di atas bahwa silogisme berbasis 

premis-premis apriori. Dengan demikian metode inferensi 
deduktif tak langsung dipakai karena tidak dapat dilakukan 
pengamatan langsung. Misalnya dalam penelitian astronomi, 
penelitian lapisan kerak bumi, peristiwa sejarah masa lalu dan 
sebagainya. Dalam hal penalaran hukum, ini terkait dengan 
sifat dogmatika hukum yang diasumsikan benar dengan sen-
dirinya, sebab hukum itu sendiri mensyaratkan supremasi bagi 
eksistensinya. Dari itu penalaran hukum menjadikan pasal-
pasal perundangan sebagai premis-premis yang apriori.

Sisi lain relevansi silogisme dengan penalaran hukum 
adalah dalam penelitian sejarah hukum.46 Metode sejarah 
berpegang pada analisis dan sintesis sebagai metode utama 
dalam interpretasi. Dari itu metode sejarah bertujuan me-
lakukan sintesis atas sejumlah fakta agar bisa disusun ke dalam 
suatu interpretasi yang menyeluruh.47 

Peneliti sejarah hukum menggunakan generalisasi kon-
septual, di mana term yang dipakai memiliki denotasi dan 

45 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 244.
46 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta 2001), hlm. 261. 

Sejarah hukum adalah bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal 
usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara 
hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.

47 Dudung Abdurrachman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1999), hlm. 89. Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Dudung Abdurrahman 
mengatakan bahwa analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis 
berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan.
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konotasi sendiri.48 Jadi jelas metode seperti ini tidak mungkin 
didasarkan pada premis aposteriori, maka dipakai penalaran 
deduktif, yaitu silogisme. Metode inferensi inilah yang disebut 
al-qiyās al-manṭiqī. Ini berbeda dengan analogi yang oleh ahli 
fikih disebut al-qiyās al-fiqhī. Untuk dapat membedakannya 
dengan baik, mari mengkajinya pada Bab 9.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran manusia, 

hakikat inferensi tak langsung adalah proses berpikir yang 
bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain dengan bantuan 
proposisi ketiga. Sebaliknya, dilihat dari perspektif objek 
yang dipikirkan, maka secara objektif ia tampak sebagai hu-
bungan antara tiga proposisi dalam proses inferensi.

2. Al-Qiyās adalah jenis inferensi deduktif (al-istidlāl al-istin-
baṭī) yang menurut Aristoteles adalah perkataan yang ter-
susun dari beberapa kalimat, apabila ia ditetapkan maka 
dengan sendirinya berakibat pada timbulnya kalimat lain 
secara apriori. Jadi hakikat al-qiyās menurut Aristoteles 
tertumpu pada munculnya konklusi dari dua proposisi.

3. Operasional al-qiyās masih dalam ranah penggunaan term 
(waḍ‘ al-lafẓ), bukan wilayah pemahaman (faḥwā al-khiṭāb). 
Oleh karena itu inferensi tak langsung masih berkisar pa-
da makna teks (komprehensi dan ekstensi), jadi jangan di-
baurkan dengan soal konteks (al-mafhūm).

4. Macam-macam silogisme timbul dari adanya ragam propo-
sisi yang menjadi pembentuknya, yaitu proposisi kategorik 
(qaḍiyyah ḥamliyyah), proposisi hipotetik (qaḍiyyah syar-
ṭiyyah muttaṣilah), dan proposisi disyungtif (qaḍiyyah syar-
ṭiyyah munfaṣilah). Dari tiga proposisi ini terbentuk tiga ma-
cam inferensi tak langsung, yaitu: 1) inferensi silogistik yang 
berbasis proposisi kategorik (al-qiyās al-iqtirānī al-ḥamlī); 

48 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 
124.
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2) inferensi silogistik yang berbasis proposisi hipotetik (al-
qiyās al-iqtirānī al-syarṭī); dan 3) inferensi silogistik berba-
sis proposisi disyungtif (al-qiyās al-istiṡnā’ī).

5. Inferensi silogistik berbasis proposisi kategorik dan propo-
sisi hipotetik disatukan dalam apa yang disebut sebagai al-
qiyās al-iqtirānī. Adapun inferensi silogistik berbasis pro-
posisi disyungtif (qaḍiyyah syarṭiyyah munfaṣilah), disebut 
al-qiyās al-istiṡnā’ī.

6. Al-Qiyās al-iqtirānī ada yang tersusun dari proposisi ka-
tegorik (al-iqtirānī al-ḥamlī) dan proposisi hipotetik (al-
iqtirānī al-syarṭī).

7. Unsur yang menyusun al-qiyās al-istiṡnā’ī bisa proposisi hi-
potetik (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah al-muttaṣilah) atau pro-
posisi disyungtif (al-qaḍiyyah al-syarṭiyyah al-munfaṣilah). 
Proposisi pertama disebut proposisi hipotetis kondisional, 
yaitu proposisi yang terdiri dari dua bagian yang dihubung-
kan dengan konjungsi syarat seperti jika dan maka. Adapun 
yang kedua disebut proposisi hipotetis disyungtif, yaitu 
pro-posisi yang subjek atau prediketnya terdiri atas bagian-
bagian yang saling menyisihkan.

8. Konsep dasar silogisme disyungtif berpijak pada penerima-
an atau penolakan terhadap salah satu unsur dari premis 
mayor bersyarat, bisa terhadap anteseden atau konsekuen. 
Penerimaan atau penolakan menentukan konklusi, sebab 
konklusi adalah konsekuensi dari penetapan pilihan.

9. Pada proposisi disyungtif, antara anteseden dan konsekuen 
terdapat tiga macam relasi diversal, yaitu diversitas eksklusif, 
diversitas noneksklusif, dan diversitas alternatif.

10.Bentuk lain yang dihubungkan pada silogisme adalah silo-
gisme tak sepurna, al-qiyās al-‘illah dan al-qiyās al-dilālah.

D. Saran Bacaan 
Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran 

Sistematis, cet. XVII. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah. Ḍawābiṭ al-

Ma‘rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāẓarah. Damaskus: 
Da�r al-Qalam, 1993.
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Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan 
Ilmu, cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian silogisme. 
2. Berikan argumen mengapa silogisme dibagi menjadi al-

qiyās al-iqtirānī dan al-qiyās al-istiṡnā’ī. 
3. Buatlah perbedaan kontras antara silogisme kategorik 

dan silogisme hipotetik. 
4. Berikan uraian ringkas tentang perbedaan kontras antara 

al-qiyās al-istiṡnā’ī al-muttaṣil dengan yang munfaṣil.
5. Jelaskan perbedaan kontras antara diversitas eksklusif 

dan diversitas noneksklusif.
6. Jika a=c, dan b≠c, maka a≠c, ini merupakan prinsip...

a.  keakuran. 
b. kebedaan.
c.  dictum omni.
d. dictum de nullo.

7. Proposisi disyungtif dan konjungtif dapat dipulangkan 
pada...
a.  proposisi kategorik.
b. proposisi analitik.
c.  proposisi sintetik.
d. proposisi kondisional.

8. Mengingat masing-masing proposisi memiliki variasi kua-
litas dan kuantitas, maka keseluruhan modus silogisme 
berjumlah 256, namun yang menghasilkan konklusi hanya...
a.  4.
b. 5.
c.  24. 
d. 64.

9. Proposisi hipotetis disyungtif terdiri atas bagian-bagian 
yang saling...
a.  bertentangan.
b. berlawanan.
c.  menegasikan.
d. menyisihkan.
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10.Berikut ini macam-macam diversitas, kecuali...
a.  eksklusif.
b. noneksklusif.
c.  alternatif.
d. kumulatif.

F. Daftar Istilah
Aposteriori berarti mengetahui setelah melihat, menyelidiki, dsb; 

keadaan yang sebenarnya; juga berarti metode penalaran 
yang dimulai dengan pengaruh atau pengalaman, untuk 
kemudian memastikan penyebab atau ketentuan umum.

Apriori berarti berpraanggapan sebelum mengetahui (melihat, 
menyelidiki, dsb).

Konklusi merupakan proposisi baru yang didapatkan secara 
apriori melalui proposisi pertama dan proposisi kedua.

Al-Qiyās al-murakkab, yaitu silogisme yang disusun dari 
beberapa premis. Misalnya, setiap a adalah b, setiap b 
adalah c, setiap c adalah d dan seterusnya.



BAB SEMBILAN
INFERENSI INDUKTIF

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganali-

sis (C4) relevansi inferensi induktif dengan penalaran hukum. 
Untuk itu mahasiswa diberi wawasan tentang pengertian dan 
macam-macam inferensi induktif, baru kemudian melakukan 
analisis relevansinya. Kompetensi ini berada pada level 
Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi 
pembelajaran berikut:
1. Pengertian dan macam-macam inferensi induktif;
2. Relevansi inferensi induktif dengan penalaran hukum. 

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
antara konsep dasar inferensi induktif dengan penalaran 
hukum. Kajian ini bersifat filosofis, maka kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pengertian dan macam-

macam inferensi induktif; 
2. Membangun skema tentang relevansi inferensi induktif de-

ngan penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Inferensi Induktif
Bab 9 ini membahas inferensi induktif, yaitu terdiri dari 

generalisasi (al-istiqrā’) dan analogi (al-tamṡīl). Posisi kajian 
dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

Gb. 9.1. Macam-macam inferensi induktif
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tampak pada ilustrasi ini, kajian berada pada ranah 
amatan empirik, jadi inferensi dilakukan berdasar pengetahuan 
aposteriori. 

1. Pengertian inferensi induktif
Kajian pada Bab 7 dan Bab 8 memberi kejelasan; bahwa 

karakteristik utama penalaran deduktif adalah premis-premis 
yang diterima sebagai kebenaran secara apriori (ḍarūrī).1 Me-
nurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata apriori berar-
ti berpraanggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, 
dsb).2 Sedangkan kata aposteriori berarti mengetahui setelah 
melihat, menyelidiki, dsb.3 Berdasar makna bahasa ini dapat 
diketahui bahwa inferensi induktif adalah penyimpulan yang 
dilakukan setelah menyelidiki.

1 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. III (Kairo: 
Da� r al-Ma‘a� rif, 1960), hlm. 102. Menurut Imam al-Ghaza� lī�, premis tersebut bisa saja 
berasal dari pengetahuan bawaan (al-awwaliyyāt/inneat ideas), amatan indera (al-
maḥsūsat), abstraksi (al-tajrībāt), nukilan banyak orang (al-mutawatirāt), term yang 
akrab dan diketahui konsep atau definisinya, praduga (al-wahmiyyāt), hal yang telah 
diketahui dan diterima oleh masyarakat secara luas (al-masyhūrāt, al-maqbūlāt, al-
musallamāt), probabilitas (al-maẓnūnāt) dan fantasi (al-mukhayyalāt).

2 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 82.

3 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 82. Aposteriori berarti mengetahui 
setelah melihat, menyelidiki, dsb; juga berarti keadaan yang sebenarnya; juga berarti 
metode penalaran yang dimulai dengan pengaruh atau pengalaman, untuk kemudian 
memastikan penyebab atau ketentuan umum.
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Disebut pada Bab 8 bahwa inferensi tak langsung digu-
nakan jika pembuktian hipotesis tak bisa dilakukan melalui 
percobaan. Ini seperti yang terjadi pada penelitian astronomi, 
penelitian lapisan bumi, peristiwa sejarah masa lalu dan seba-
gainya. Oleh karena objek yang diteliti tidak bisa diperlakukan 
sebagaimana halnya objek di laboratorium, maka penalaran 
dipadai dengan inferensi tak langsung (al-qiyās al-manṭiqī). 
Praktiknya menggunakan proposisi hipotetik atau proposisi 
kategorik, walau bukan dengan format baku.4

Adapun untuk penelitian yang objeknya dapat diamati 
secara inderawi, pembuktian hipotesis dilakukan secara apos-
teriori. Ide atau konsep di dalam pikiran diasumsikan sebagai 
pengetahuan objektif tentang objek. Seperti dijelaskan pada Bab 
3, bermula dari amatan terhadap objek fisis-materil (mawjūd 
fī al-a‘yān), lalu terbentuk konsep abstrak di dalam pikiran 
(mawjūd fī al-ażhān). Kemudian dikonkretkan dalam kata-kata 
(mawjūd fī al-alfāẓ). Selanjutnya, kata-kata dikonkretkan ke 
dalam tulisan (mawjūd fī al-kitābah).

Berdasarkan hirarki ini, maka membaca sebuah tulisan 
atau mendengar penuturan, dapat menjelaskan adanya penge-
tahuan pada seseorang. Tapi pengetahuan selalu terikat de-
ngan kebenaran, sebab pengetahuan yang berbeda dengan ke-
nyataan disebut kejahilan.5 Kesalahan bisa terjadi pada proses 
penyimpulan, sebab tidak logis jika hal-hal yang empiris malah 
disimpulkan secara deduktif.

Berbeda dari deduksi, induksi mengganti terminus medius 
dengan sejumlah fenomena individual, maka dapat dikatakan 
induksi adalah proses inferensi dari yang khusus kepada yang 
umum.6 Tapi dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran 
manusia, inferensi induktif tetaplah kegiatan penyimpulan yang 

4 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 210.

5 Al-Juwaynī�, al-Waraqāt (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 5. Menurut al-
Juwaynī�, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya (ma‘rifat al-
ma‘lūm ‘alā mā huwa bihi fī al-wāqi‘), sedangkan jahil adalah mengetahui sesuatu tapi 
bukan kenyataan yang sebenarnya.

6 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007)., hlm. 201.
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dilakukan berdasarkan hujah.7 Sampai di sini dapat disimpul-
kan bahwa inferensi induktif adalah proses penyimpulan yang 
dilakukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah 
fenomena individual.

2. Macam-macam inferensi induktif
Dijelaskan pada Bab 1 bahwa penalaran bukan dilakukan 

dari tiada, sebab saat mengamati realitas empirik, timbul ide 
atau konsep di dalam pikiran manusia. Dalam metode ilmiah, 
ide atau konsep ini dijadikan sebagai hipotesis yang merupakan 
dugaan sementara yang harus diuji validitasnya. Telah pula di-
jelaskan pada Bab 3, bahwa aktivitas utama penalaran adalah 
abstraksi (tajrīd) dan refleksi (tafakkur).8 Oleh karena itu, 
penalaran induktif bisa lakukan melalui generalisasi, analogi, 
hubungan kausal, hipotesis dan teori.9

Mengingat inferensi induktif dilakukan berdasar penge-
tahuan aposteriori, maka hakikat induksi adalah generalisasi.10 
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3, untuk mengenali 
konsep, membedakan, mengetahui hubungan dan cara penggu-
naan konsep, maka dilakukan klasifikasi, kategori serta pene-
tapan genus dan spesiesnya. Hal ini sangat penting dalam ilmu, 
Poespoprodjo menyatakan:11

Motivasi ilmiah membuat klasifikasi adalah keinginan mening-
katkan pengetahuan kita akan objek-objek tertentu. Manakala 
pengetahuan kita tentang objek-objek tadi meningkat, maka lebih 
dalamlah pandangan ilmuwan tentang ciri-cirinya, persamaan-
nya, perbedaannya, dam interelasinya objek-objek. Jelas agaknya 
bahwa suatu klasifikasi yang hendak disusun secara ilmiah me-
nuntut pengetahuan yang lumayan luas dan dalamnya tentang 

7 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 66. Hujah terdiri dari silogisme (al-
qiyās), generalisasi (al-istiqrā’) dan analogi (al-tamṡīl) yang disebut juga i‘tibār al-
ghā’ib bi al-syāhid.

8 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 89. Di dalam proses abstraksi dan 
refleksi, penalaran bekerja untuk mengenali konsep, membedakan satu konsep dari 
yang lain, hubungan timbal balik antara satu dan lain konsep, cara penggunaan satu 
konsep dan sebagainya, jadi inti penalaran adalah pembedaan.

9 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 145.
10 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. 

XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 86.
11 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 129.
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objek-objek yang akan diklasifikasikannya.
Hal inilah yang dilakukan selama proses menuju genera-

lisasi (al-istiqrā’). Kemudian hasil generalisasi tersebut dapat 
diterapkan untuk kasus lain dengan menggunakan metode 
analogi (al-tamṡīl). Dengan demikian, dalam inferensi induktif 
terdapat dua macam metode inferensi, yaitu generalisasi dan 
analogi.

a. Generalisasi (al-istiqrā’)
Bagian yang terpenting dalam proses penalaran induktif 

adalah generalisasi, yaitu proses di mana penalaran bertolak dari 
sejumlah fenomena individual menuju pada kesimpulan umum 
yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena 
individual yang sedang diselidiki.12 Proses penalaran inilah yang 
disebut generalisasi (al-istiqrā’), ahli logika mendefinisikannya 
sebagai berikut:13

Generalisasi (al-istiqrā’) adalah mengikuti semua partikularia 
(juz’iyyāt) atau sebagian dari partikularia tersebut untuk sampai 
pada hukum (kesimpulan) umum yang mencakupnya semua.

Mengingat perbedaan proses yang cukup mendasar an-
tara inferensi deduktif dan induktif, maka perlu dipahami per-
bandingan struktur silogisme yang deduktif dengan generalisa-
si yang induktif.14

Tabel 9.1. Perbandingan struktur silogisme dan generalisasi

Premis Silogisme Generalisasi/Induksi

Mayor Semua manusia 
berakal budi

Landak, kera, babi, 
kucing, kerbau, tikus Adalah vivi-para

Minor Semua Negro 
adalah manusia

Padahal landak, kera, 
babi, kucing, kerbau, tikus

Adalah binatang 
menyusui

Konklusi Jadi semua Negro 
berakal budi

Jadi semua binatang menyusui adalah vivi-
para (yaitu melahirkan anaknya hidup-hidup)

Sumber tabel: diadaptasi dari Poespoprodjo, 2007.

12 Mundiri, Logika..., hlm. 145.
13 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 188.
14 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 229.
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Tampak pada tabulasi ini, bahwa generalisasi adalah 
kegiatan penyimpulan (inferensi/al-istidlāl) yang didasarkan 
pada hujah (al-ḥujjah), hanya saja bentuknya berupa sejumlah 
fenomena individual. Tinggal bagaimana cakupannya, jika ge-
neralisasi itu menjangkau seluruh satuan di bawahnya, maka 
disebut generalisasi sempurna, dan yang sebaliknya disebut 
generalisasi tak sempurna.

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, generalisasi sempurna (al-
istiqrā’ al-tāmm) menghasilkan ilmu (al-‘ilm), sedangkan gene-
ralisasi tak sempurna (al-istiqrā’ al-nāqis) menghasilkan ẓann.15 
Ẓann adalah:16

Ẓann adalah keyakinan yang jelas dari dua sisi yang diyakini. 
Menurut al-Zarkasyī�, sisi al-rājiḥ menjadi lebih meya-

kinkan (arjāḥ) karena ia ada di luar pikiran (dalam realitas), 
sedangkan sisi yang kedua (al-marjūḥ) hanya ada dalam pikiran 
(fi al-żihn). Itulah sebabnya generalisasi sempurna dikatakan 
menghasilkan ilmu.17 Ahli logika mendefinisikan generalisasi 
sempurna sebagai berikut:18

Generalisasi sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm) adalah sesuatu yang 
secara sempurna mencakup semua partikularia atau bagian se-
suatu yang merupakan objek kajian.

Adapun generalisasi tak sempurna adalah generalisasi 
berdasar sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan 
yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki.19 
Berikut definisinya:

15 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r al-Ma‘a� rif, 
1961), hlm. 163.

16 Al-Zarkasyī�, al-Baḥr al-Muḥīṭ, cet. III., jld. I (Kairo: Da� r al-Kutub, 2005), hlm. 
103.

17 Mundiri, Logika..., hlm. 147. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di 
mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki.

18 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 193.
19 Mundiri, Logika..., hlm. 147.
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Al-istiqrā’ al-nāqiṣ adalah sesuatu yang padanya dipelajari sebagian 
dari partikularia atau bagian dari sesuatu yang merupakan objek 
kajian.

Menurut ahli logika, kualitas pengetahuan yang dicapai 
melalui generalisasi (al-istiqrā’) adalah sebagai berikut: 20

1. Jika memenuhi syarat yakin, maka diperoleh pengetahuan 
yang yakin, artinya termasuk bagian dari hakikat yang paling 
mungkin dicapai dan dalam keadaan apapun tidak terbuka 
kemungkinan benar pada lawan atau kebalikannya.

2. Jika tidak memenuhi syarat yakin, maka mutunya lebih ren-
dah, yaitu sesuai tingkatan kuat lemahnya:
a. Kadang ia berupa ẓann yang rājiḥ atas kebalikannya, dan 

ini berbeda-beda sesuai kuat lemahnya keyakinan: 
b. Kadang ia berupa ẓann yang tingkatan kuat dan lemahnya 

keyakinan setara dibanding kebalikannya, maka ia berada 
pada peringkat keraguan;

c. Kadang ia berupa ẓann yang lemah di mana penolakan 
lebih kuat dari penerimaan terhadapnya.

3. Pengetahuan di bawah yakin bisa dikuatkan dengan argu-
men yang berupa negasi, bukan afirmasi. Dengan demikian ia 
dapat naik menjadi pengetahuan pada peringkat yakin pula. 

Ulama di kalangan umat Islam telah menerapkan genera-
lisasi tak sempurna dalam berbagai lapangan ilmu. Penerapan 
yang paling awal dilakukan adalah dalam menghasilkan kaidah 
bahasa Arab, seperti kaidah ilmu naḥw, kaidah ilmu ṣaraf, kai-
dah ilmu ‘arūḍ dan kaidah kebahasaan lainnya. Lalu diterapkan 
pula dalam ilmu tentang kaidah fikih, kaidah usul fikih, ilmu 
hadis dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Dalam penyusunan 
kaidah ini, generalisasi tak sempurna sudah cukup sebagai lan-
dasan.

Para ahli logika membagi generalisasi tak sempurna men-
jadi dua macam, yaitu generalisasi matematis (al-istiqrā’ al-

20 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 188.
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riyāḍī) dan generalisasi saintifik (al-istiqrā’ al-‘ilmī). Generalisa-
si matematis (al-istiqrā’ al-riyāḍī) digunakan dalam ilmu-ilmu 
formal seperti logika dan matematika. Sedangkan al-istiqrā’ al-
‘ilmī biasa digunakan pada ilmu-ilmu empiris seperti ilmu alam, 
ilmu sosial dan sebagainya. Jika dibandingkan, kepastian hasil 
generalisasi di sini lebih lemah dari matematika. Sebab dalam 
kenyataan, terbuka kemungkinan benarnya kebalikan, tapi ia 
bisa dipegang selama tidak ada jalan lain.

Al-Istiqrā’ berlandaskan dua prinsip, yaitu prinsip kau-
salitas (‘illiyyah atau sababiyyah) dan prinsip koherensi (al-
iṭṭirād). Dapat dirujuk kembali kajian Bab 2 tentang dasar-dasar 
penalaran. Prinsip kausalitas dihasilkan dari penyelidikan ma-
nusia, bahwa fenomena di alam ini merupakan relasi sebab 
akibat. Misalnya kumpulan awan adalah akibat dari penguapan 
air yang naik ke udara lalu turun menjadi hujan. Prinsip ini 
dirumuskan berdasarkan generalisasi tak sempurna, dan di-
pegang selama tidak diruntuhkan oleh penyelidikan lain yang 
pernah dilakukan. Dari itu, ia diterima sebagai kebenaran dan 
dijadikan sebagai salah satu prinsip utama dalam penalaran.

Prinsip koherensi juga dihasilkan dari penyelidikan 
manusia. Secara ringkas bisa dikatakan, bahwa akibat pada fe-
nomena yang serupa ditimbulkan oleh sebab yang serupa pula. 
Dengan demikian tampak adanya koherensi (al-iṭṭirād) pada 
fenomena serupa yang terjadi pada tempat dan waktu berbeda. 
Misalnya koherensi pada sifat api yang membakar kapas. Ber-
dasarkan prinsip koherensi inilah manusia membangun teori 
dan menerapkannya dalam kehidupan.

Berlandaskan pada prinsip kausalitas dan prinsip ko-
herensi, dapat dilakukan penalaran ilmiah yang berpegang 
pada generalisasi tak sempurna. Namun harus diwaspadai, 
di dalamnya ada potensi keliru yang kadang disebabkan 
oleh kesilapan dalam mengidentifkasi sebab. Bisa jadi sebab 
sebenarnya bukanlah apa yang dikemukakan oleh si peneliti, 
lalu ditetapkan sebagai sebab bagi fenomena yang diteliti dan 
fenomena lainnya yang sejenis.

Guna mewaspadai potensi keliru, kegiatan penalaran 
haruslah dilakukan secara hati-hati, yaitu dalam tiga tahapan 
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berikut: 1) tahap percobaan dan observasi (marḥalah al-
tajrībah wa al-mulāḥaẓah); 2) tahap penetapan hipotesis (mar-
ḥalah al-furūḍ al-‘ilmiyyah); dan 3) tahap pembuktian hipotesis 
(marḥalah taḥqīq al-furūḍ). Pada setiap tahapan terdapat po-
tensi kekeliruan yang harus diwaspadai.
1) Percobaan dan observasi (tajrībah wal mulāḥaẓah)

Percobaan dan observasi adalah tahap awal penalaran 
induktif yang berupa pengumpulan fakta dari objek yang dite-
liti.21 Observasi dimaksud adalah pengamatan awal untuk 
mengetahui eksistensi sesuatu secara lahiriah, sifat dan ke-
khususan pada objek yang diteliti. Adapun percobaan adalah 
eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan alat untuk 
mengkondisikan objek sehingga dapat diamati, unsur-unsurnya 
sebagai berikut: 22

1. Observasi ditujukan pada satu sifat tertentu dari objek yang 
dikaji dengan menetapkan pertanyaan penelitian;

2. Peneliti melakukan penalaran untuk mengungkap makna se-
suai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan;

3. Peneliti melakukan penalaran untuk menarik kesimpulan 
yang paling logis dan sejalan dengan percobaan dan ob-
servasi yang dilakukannya.

Tiga unsur ini tidak pernah sepi dari penalaran induktif 
pada tahap percobaan dan observasi awal. Setelah itu barulah 
peneliti dapat menetapkan hipotesis.
2) Perumusan hipotesis (al-furūḍ al-‘ilmiyyah)

Hipotesis adalah suatu usaha penjelasan tentang hal yang 
telah diamati (diobservasi).23 Berlandaskan pemikiran tentatif 
ini peneliti menafsirkan dan menjelaskan fenomena yang di-
amati. Perumusan hipotesis diawali kajian literatur, di mana 
peneliti harus mengeksplor penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya.24 Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam perumusan hipotesis:

21 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 233.
22 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 201.
23 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 234.
24 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 207.
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1. Hipotetis diperlukan untuk menjelaskan fakta, sementara 
tidak ada keterangan lain terkait fakta yang diteliti;

2. Hipotesis tak boleh bertentangan dengan kebenaran ilmiah 
yang telah diterima pada bidang yang dikaji;

3. Hipotetis tentatif harus diuji sehingga bisa saja ditolak dan 
si peneliti beralih pada hipotesis lain;

4. Hipotesis harus mengandung kemungkinan untuk diterapkan 
pada semua kondisi sehingga bisa menjadi landasan dalam 
memahami dan menafsirkan fenomena.

Setelah hipotesis dirumuskan, peneliti melakukan pe-
nalaran lanjutan, yaitu pada tahap pembuktian hipotesis 
(verifikasi).
3) Verifikasi hipotesis (taḥqīq al-furūḍ)

Verifikasi adalah upaya pembuktian bahwa hipotesis 
yang diajukan merupakan penjelasan sebenarnya.25 Pada tahap 
ini peneliti melakukan pengujian, memilih (tarjīḥ) kemungkin-
an yang potensial menjadi kesimpulan dan menetapkan kesim-
pulan yang mengundang penerimaan secara ilmiah. Dalam hal 
perumusan simpulan, peneliti dapat menggunakan metode in-
ferensi yang disusun oleh ahli logika Inggris, John Stuart Mill 
(1806-1873 M),26 yaitu sebagai berikut:27

1. Metode persesuaian (method of agreement/al-naẓar fī al-
ittifāq), yaitu meneliti hal-hal yang saling dukung bagi terja-
dinya sesuatu (talāzum fī al-wuqū‘). Penelitian diarahkan 
pada satu hal yang bersesuaian dengan berbagai keadaan 
pada fenomena yang dikaji. Misalnya beberapa orang meng-
alami keracunan pada satu jamuan pesta, maka didata ma-
kanan apa saja yang mereka konsumsi. Lalu dibuat daftar 
kesesuaian variasi makanan yang dikonsumsi oleh orang 
yang keracunan. Dengan demikian bisa diketahui makanan 
mana yang menyebabkan keracunan. Menurut al-Mī�da�nī�, 
metode ini dipakai oleh uṣūliyyūn dalam penemuan al-‘illah 
(masālik al-‘illah). yaitu metode yang disebut takhrīj manāṭ 

25 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 236.
26 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 87.
27 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 212.
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al-ḥukm yang basisnya adalah koherensi (al-ṭard).28

2. Metode perbedaan (method of difference/al-naẓar fī al-
ikhtilāf), yaitu meneliti hal-hal yang saling dukung bagi tim-
bulnya kondisi yang berbeda (talāzum fī al-takhāluf). Pe-
nelitian diarahkan pada satu hal yang menimbulkan akibat 
berbeda, padahal ia bagian dari fenomena yang dikaji, hanya 
saja beda variasi. Misalnya mereka yang keracunan mengon-
sumsi makanan A, B dan C, sementara sebagian yang tidak 
keracunan mengonsumsi makanan B dan C. Sebagian lain 
yang tidak keracunan mengonsumsi makanan B, maka bisa 
diduga penyebab keracunan adalah makanan A. Menurut 
al-Mī�da�nī�, uṣūliyyūn mengolongkan metode ini bagian dari 
takhrīj manāṭ al-ḥukm, tapi basisnya konsistensi (al-‘aks).29

3. Metode persesuaian dan perbedaan (join method of agree-
ment and difference/al-naẓar fī al-ittifāq wa al-ikhtilāf 
ma‘an), yaitu meneliti hal-hal yang saling dukung bagi 
terjadinya sesuatu dan timbulnya kondisi yang berbeda. 
Misalnya, sebagian orang yang keracunan mengonsumsi 
makanan A, B dan C. Begitu pula orang yang mengonsumsi 
makanan A dan B, juga keracunan. Berbeda halnya mereka 
yang mengonsumsi makanan B dan C, terbukti mereka tidak 
keracunan. Maka dapat diduga bahwa penyebab keracunan 
adalah makanan A. Menurut al-Mī�da�nī�, bagi uṣūliyyūn metode 
ini masuk dalam takhrīj manāṭ al-ḥukm, di sini koherensi 
(al-ṭard) dan konsistensi (al-‘aks) digabungkan.30

4. Metode variasi kesamaan (the method of concomitant varia-
tions/al-naẓar fī al-taghayyurāf al-nasabī), yaitu meneliti 
perbandingan kadar dari akibat yang timbul pada sebuah 
fenomena. Misalnya, yang mengonsumsi makanan A, B dan 
C mengalami keracunan dan meninggal dunia. Adapun yang 
mengonsumsi makanan B dan C, mengalami keracunan tapi 
tidak meninggal dunia. Sementara yang mengonsumsi ma-
kanan C, tidak keracunan. Maka dapatlah disimpulkan bah-

28 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 215.
29 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 217.
30 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 220.
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wa makanan A dan B berbeda kadar berat dan ringan akibat 
yang ditimbulkannya.

5. Metode residu (method of residues/al-naẓar fī al-bawāqi), 
yaitu meneliti satu hal yang tersisa setelah mengugurkan 
hal-hal lain yang diketahui relasi sebab akibatnya. Misalnya, 
sebagian tamu mengonsumsi makanan B, sebagian mengon-
sumsi makanan C, ternyata tak satupun mengalami keracun-
an. Sementara tamu yang mengalami keracunan telah me-
ngonsumsi makanan A, B dan C. Dengan demikian, makanan 
B dan C bisa digugurkan dari daftar penyebab keracunan, 
maka yang tersisa (residu) pada daftar, yaitu makanan A, da-
pat diduga sebagai penyebab keracunan. Menurut al-Mī�da�nī�, 
metode ini serupa dengan apa yang oleh uṣūliyyūn disebut 
al-sibr wa al-taqsīm dengan beberapa perbedaan.31

Lima metode ini digunakan dalam penalaran induktif, 
tentunya ini disesuaikan dengan tuntutan dari objek yang di-
teliti. Uraian ini cukup memadai untuk mengenal generalisasi 
sebagai salah satu dari metode inferensi induktif. Berikut ini 
dibahas tentang analogi.

b. Analogi (al-tamṡīl)
Secara sederhana analogi bisa dilihat sebagai penyamaan 

dua perkara partikular, atau suatu penjelasan secara analogis.32 
Misalnya menyamakan proses ilmiah dengan proses mem-
bangun rumah, yaitu mulai dari menyusun batu bata satu 
persatu. Menurut Poespoprodjo, ini bukan analogi induktif, ini 
disebut pengetahuan analogis yang bisa dikategorikan sebagai 
analogi figuratif, analogi ilustratif atau analogi yang bersifat 
menerangkan (analogi deskriptif). Menurut Poespoprodjo, 
analogi induktif adalah pemikiran melalui hubungan kausal 
yang ia bagi menjadi tiga pola: 1) dari sebab ke akibat; 2) dari 
akibat ke sebab; 3) dari akibat ke akibat.33 Adapun definisi 

31 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 225.
32 Mundiri, Logika..., hlm. 157. Analogi kadang-kadang disebut juga analogi 

induktif yaitu proses penalaran dari satu fenomena menuju fenomena lain yang 
sejenis kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama 
akan terjadi juga pada fenomena yang lain.

33 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 243-245.
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analogi adalah sebagai berikut:34

Analogi (al-tamṡīl) adalah perkataan yang tersusun dari beberapa 
proposisi yang mencakup penjelasan bersatunya partikularia 
yang satu dengan lainnya dalam al-‘illah, maka hukum pada yang 
pertama dapat ditetapkan pula pada yang kedua.

Menurut al-Mī�da�nī�, analogilah yang membuat generalisasi 
tak sempurna menjadi lengkap, sebab hasil darinya menjadi 
bermanfaat karena analogi.35 Imam al-Ghaza� lī� menyatakan:36

Maka generalisasi tidak bermanfaat manakala terjadi penyim-
pangan pada sebagian partikularianya. Sebab generalisasi tidak 
menghasilkan pengetahuan universal yang menghimpun seluruh 
partikularia, kecuali ia dijadikan sebagai premis bagi perkara lain, 
bukan untuk menetapkan hukum terhadap seluruh partikularia-
nya.

Menurut al-Ghaza� lī� hasil dari generalisasi tak sempurna 
bisa digunakan sebagai premis dalam sistem penyimpulan 
yang serupa dengan silogisme, yaitu terdiri dari premis minor, 
premis mayor dan konklusi. Jadi bagi al-Ghaza� lī�, analogi (al-
tamṡīl) adalah perpaduan antara hasil generalisasi induktif 
yang tidak sempurna (al-istiqrā’ al-nāqiṣ) dan sistem operasi 
silogisme (al-qiyās). Dengan demikian, analogi dioperasikan 
sama seperti silogisme, perbedaannya hanya pada premis-
premisnya. Premis dalam silogisme adalah pengetahuan apriori, 
sedang premis dalam analogi adalah pengetahuan aposteriori, 
yaitu hasil generalisasi induktif tak sempurna.

34 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 292.
35 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 220.
36 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 163.
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Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa analogi induktif 
adalah metode inferensi yang menyamakan satu peristiwa in-
dividual dengan peristiwa individual lain dengan berpegang 
pada hubungan sebab akibat yang sistem operasionalnya se-
rupa dengan silogisme. Agar kajian ini sejalan dengan konteks 
penalaran hukum, maka lebih lanjut analogi diulas dalam sub 
pembahasan al-qiyās al-fiqhī.

3. Al-Qiyās al-fiqhī
Menurut Imam al-Ghaza� lī�, apa yang disebut oleh ahli 

fikih sebagai al-qiyās, sebenarnya adalah analogi induktif (al-
tamṡīl).37 Oleh karena itu, istilah al-qiyās yang dipakai oleh 
ahli fikih harus dibedakan dari istilah al-qiyās di kalangan ahli 
logika. Bisa dilihat pada uraian berikutnya, al-qiyās al-fiqhī 
dioperasikan sebagaimana layaknya silogisme yang disebut 
al-qiyās al-manṭiqī. Jadi ahli fikih melakukan perpaduan 
antara silogisme dengan generalisasi. Hal ini bisa dilakukan 
karena hukum juga memiliki sisi empiris yang dapat memberi 
pengetahuan aposteriori. Imam al-Ghaza� lī� menyatakan:38

Hukum itu memiliki hakikatnya sendiri dan memiliki bagian-bagian, 
yaitu bagian yang relasinya dengan al-Ḥākim—yaitu al-Syāri‘, bagian 
yang relasinya dengan al-maḥkūm ‘alaih—yaitu mukallaf, bagian 
yang relasinya dengan al-maḥkūm fīh—yaitu perbuatan mukallaf, 
dan bagian yang relasinya dengan yang melahirkan hukum—yaitu 
al-sabab dan al-‘illah. Saat hakikat hukum itu sendiri dikaji, jelaslah 
hukum itu ibarat dari khiṭāb al-Syāri‘, bukan sifat bagi perbuatan 
dan bukan kebaikan atau keburukan. Bahkan tidak ada jalan masuk 
bagi akal, dan tidak ada hukum sebelum datang syariat.

37 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 90.
38 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2000), hlm. 8.
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Relasi hukum dengan al-Ḥākim memperjelas hakikat 
hukum sebagai makna39 yang memberi daya ikat (mulzim) dan 
membatasi kehendak bebas. Dari relasi hukum dan perbuatan 
dapat diketahui ragam jenis perbuatan hukum, sebab perbuatan 
hukum adalah bagian dari sistem hukum pada aspek kultur 
hukum.40 Dari itu bisa diketahui filosofi, nilai dan hikmahnya 
(dibahas pada Bab 10 dan 11). Adapun dalam relasi hukum 
dengan al-sabab dan al-‘illah didapati landasan konseptual bagi 
al-qiyās al-fiqhī, al-Ghaza� lī� menyatakan:41

Ketahuilah, manakala sulit bagi manusia untuk mengetahui 
khiṭāb Allah pada semua keadaan, lebih-lebih setelah wahyu 
terhenti, maka Allah meng-iẓhār khiṭāb-Nya bagi makhluk-Nya 
melalui perkara-perkara inderawi yang dijadikannya sebagai 
sebab bagi hukum-hukum-Nya, sama seperti korelasi kausalitas 
natural terhadap akibat. Maksud kami dengan sebab di sini adalah 
sesuatu yang disandarkan hukum padanya.

Berdasar landasan konseptual ini, maka relasi hukum de-
ngan al-sabab dan al-‘illah menjadi sarana untuk mengetahui 
adanya daya ikat (mulzim) bagi perbuatan hukum serupa di da-
lam satu genus. Jadi kunci perluasan hukum adalah al-sabab dan 
al-‘illah yang oleh Imam al-Sya� t�ibī� didefinisikan sebagai berikut:42

39 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, cet. I 
(Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 149. Menurut Bernard Arif Sidharta, ilmu hukum 
adalah ilmu tentang makna-makna, maka objek formal ilmu hukum adalah konsep 
hukum yang hakikat ontologisnya adalah makna-makna.

40 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, cet. III 
(Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 17. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari 
struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

41 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm. 74.
42 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jld. I (Kairo: Maktabah al-

Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 216.
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Al-Sabab adalah sesuatu yang ditetapkan secara syar‘ī bagi hukum 
karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan al-‘illah 
adalah hikmah-hikmah dan maslahat yang memiliki korelasi 
dengan perintah dan larangan.

Untuk memahaminya mari mengulas contoh. Misalnya 
pada perintah menjauhi khamar, dogmatika hukum Islam 
berbunyi:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminun) khamr, 
berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
(QS. al-Ma�’idah: 90).

Pada ayat ini terdapat tiga unsur berikut: 1) al-sabab, yaitu 
perbuatan minum khamar yang menimbulkan mafsadat; 2) al-
‘illah, yaitu mafsadat yang timbul dari perbuatan hukum minum 
khamar, disebut juga al-ma‘nā al-munāsib atau al-ḥikmah, yaitu 
mengalami mabuk; 3) maqāṣid, tujuan pemberi norma (maqāṣid 
al-Syāri‘), yaitu mewujudkan maslahat melalui larangan minum 
khamar.43 Ketiga hal ini bisa diuraikan sebagaimana poin-poin 
berikut:
- Penyebab (al-sabab) bagi timbulnya hukum (perintah men-

jauhi khamar) adalah perbuatan hukum (minum khamar);
- Alasan (al-‘illah) bagi hukum (perintah menjauhi khamar) 

adalah potensi mafsadat di dalam perbuatan (mengalami 
mabuk);

- Tujuan (maqāṣid) hukum (perintah menjauhi khamar) adalah 
agar terhindar dari efek mafsadat khamar (mengalami mabuk).

43 Mus�t�afa�  Syalabī�, Ta‘līl al-Aḥkām (Beirut: Da� r al-Nahd� ah al-‘Arabiyyah, 
1981), hlm. 130. Menurut Mus�t�afa�  Syalabī�, pada setiap ketetapan hukum selalu 
terdapat tiga unsur, yaitu: 1) sifat yang jelas dan terukur (waṣf ẓahīr munḍabiṭ) seperti 
perbuatan zina atau perbuatan mencuri; 2) sesuatu yang merupakan efek perbuatan, 
yaitu maṣāliḥ atau mafāsid yang disebut al-ḥikmah; 3) sesuatu yang merupakan tujuan 
dari penetapan hukum, disebut maslahat atau maqāṣid al-tasyrī‘.
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Tampak al-sabab adalah perbuatan konkret, yaitu memi-
num khamar. Sedang al-‘illah meng-ada secara abstrak, berupa 
potensi yang terkandung dalam perbuatan hukum, yaitu meng-
alami mabuk. Mengingat yang abstrak itu terkandung pada 
yang konkret, maka dikatakan bahwa al-sabab adalah tempat 
(maḥl) bagi al-‘illah. Al-‘illah adalah esensi, hakikat terdalam 
yang mengikat perbuatan di bawah genus minum minuman 
memabukkan. Generalisasi dilakukan terhadap perbuatan hu-
kum, lalu diyakini ketentuan terhadap khamar adalah keten-
tuan terhadap genusnya pula. Berikut ilustrasinya:

Gb. 9.2. Generalisasi perbuatan hukum berdasar esensinya
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Dalam relasi hukum dengan al-sabab dan al-‘illah, hukum 
digantungkan pada salah satu di antara keduanya. Maka harus 
dilakukan ta‘līl untuk mengetahui tempat bergantung hukum. 
Menurut al-Ghaza� lī�:44

Kami katakan: bukanlah kami menghindari itu, tetapi asal ta‘līl 
adalah: bahwa sesuatu yang dapat dinalar adanya al-‘illah, 
maka yang diikuti adalah al-‘illah, sampai ditemukan dalil yang 
menunjukkan keharusan mengikuti al-sabab yang mengandung 
al-‘illah, bukan mengikuti al-‘illah itu sendiri (nafs al-‘illah).

Al-Ghaza� lī� berpendirian bahwa al-‘illah adalah asal, dari 
itu jika al-‘illah pada suatu hukum telah diketahui, maka hu-
kum tersebut dapat diperluas, sebaliknya hukum tidak bisa 
diperluas jika tidak ditemukan al-‘illah-nya. Mengingat ta‘līl 
diketahui dalam relasi hukum dengan al-sabab, maka ta‘līl dila-

44 Al-Ghaza� lī�, Syifā’ al-Ghalīl; Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta‘līl 
(Beiru� t: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 36.
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kukan terhadap hukum, bukan terhadap al-sabab. Karena ta‘līl 
hukum berarti memperluas (ta‘diyyah) keberlakuan hukum. 
Sedang men-ta‘līl al-sabab berarti menggugurkannya dari tem-
pat bergantung hukum (manāṭ al-ḥukm).45 Manakala al-‘illah 
sebagai tempat bergantung hukum (manāṭ al-ḥukm) diketahui, 
maka bisa dilakukan generalisasi dan penyimpulan seperti sis-
tem operasional silogisme. Imam al-Ghaza� lī� menyatakan:46 

Ketahuilah apabila al-‘illah telah tetap, maka keberadaannya ber-
sifat umum. Oleh karena itu, apabila telah ditetapkan makanan se-
bagai al-‘illah, maka darinya tersusun proposisi: “Setiap makanan 
adalah ribawī, buah jeruk adalah makanan, maka buah jeruk ada-

45 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm. 331. Misalnya al-Syāri‘ mengharamkan 
khamr, maka khamar adalah al-sabab, lalu dicari tempat bergantung hukum (manāṭ 
al-ḥukm). Ketika diketahui bahwa sifat memabukkan adalah tempat bergantung 
hukum, maka di-ta‘diyah-kan pada nabīż, maka berhimpunlah nabīż pada khamar 
dalam keharaman. Pada contoh ini, tidak terjadi pergeseran khamar sebagai tempat 
bergantung hukum. Berbeda jika dikatakan bahwa rajam diwajibkan syarak atas 
zina karena al-‘illah tertentu, artinya bukan zina itu sendiri sebagai al-‘illah. Maka 
menghubungkan hal lain dengan zina berarti mengugurkan zina dari posisinya sebagai 
tempat bergantung hukum. Lalu bagaimana ia di-ta‘līl dengan al-‘illah, sementara 
al-‘illah mengeluarkannya dari posisi manāṭ al-ḥukm? Padahal tujuan ta‘līl adalah 
memperjelas posisi sesuatu sebagai manāṭ al-ḥukm (taqrīr) bukan mengubahnya 
(taghyīr). Dengan ini, diketahui secara ḍarūrī bahwa ta‘līl al-sabab berarti mengubah 
posisi al-sabab. Apabila suatu sifat diakui sebagai al-sabab, maka men-ta‘līl ketika ia 
tiada berarti membatalkannya sebagai al-sabab.

46 Al-Ghaza� lī�, Asās al-Qiyās (Riyad: Maktabah al-‘Ubayka�n, 1993), hlm. 43.
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lah ribawī.” Apabila telah ditetapkan bahwa mabuk adalah al-‘illah, 
maka darinya tersusun proposisi: “Setiap minuman memabukkan 
adalah haram, nabīż adalah minuman memabukkan, maka nabīż 
adalah haram.” Demikianlah pada setiap al-‘illah yang ditunjuk oleh 
dalil bahwa ia tempat bergantung hukum, maka darinya tersusun 
proposisi umum yang berlaku seperti lafaz dari umum syarak. Bah-
kan lebih kuat, karena keumuman lafaz masih mungkin dianulir 
oleh takhṣīṣ. Sedangkan al-‘illah, apabila ia merupakan manifestasi 
dari sandaran hukum (manāṭ al-ḥukm) maka ia menjadi penghim-
pun bagi semua sifat dan kait lainnya sehingga tidak ada peluang 
takhṣīṣ, sebab takhṣiṣ berarti meruntuhkan keumumannya.

Tampak di sini penyimpulan dilakukan dengan metode 
yang serupa dengan silogisme, yaitu terdiri dari premis mayor, 
premis minor dan konklusi. Al-‘illah menjadi sarana untuk 
menyusun premis mayor, yaitu proposisi analitik yang tidak 
mengandung pengetahuan baru.47 Hanya saja proposisi analitik 
di sini tidak apriori, sebab ia hasil generalisasi terhadap 
perbuatan hukum di dalam satu genus. Misalnya subjek pada 
premis mayor berikut: “Setiap minuman yang memabukkan 
adalah haram”, ini merupakan pengetahuan aposteriori hasil 
generalisasi tak sempurna terhadap perbuatan hukum yang 
sama genus. Jadi subjek pada premis minor: “Nabīż adalah 
minuman yang memabukkan” telah dicakup oleh subjek pada 
premis mayor. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan 
terhadap khamar diyakini sebagai ketentuan terhadap genus, 
maka berlaku terhadap nabīż yang merupakan partikularia 
dari genus minuman memabukkan. Inilah al-qiyās al-fiqhī yang 
memadukan silogisme dan generalisasi.

Sistem operasi analogi pada contoh ini berpijak pada 
asumsi, bahwa perintah menjauhi khamar berarti perintah men-
jauhi seluruh minuman yang memabukkan. Jadi hukum yang di-
sematkan kepada nabīż bukanlah ketetapan yang baru, dari itu 
al-Ghaza� lī� memandang al-qiyās bersifat tawqīfī, ia menyatakan:48

47 Mundiri, Logika..., hlm. 55.
48 Al-Ghaza� lī�, Asās al-Qiyās..., hlm. 11. 
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Kami katakan: akan kami jelaskan pada masalah yang ketiga 
bahwa tidak ada beda, sungguh bukanlah kias syarak jika yang 
dimaksud tidak masuk dalam perkara tawqīfī, bahkan syariat 
seluruhnya tawqīfī.

Pandangan ini menjadi dasar penggolongan al-qiyās se-
bagai salah satu dalil hukum bersama Al-Qur’an, al-Sunnah dan 
ijmak. Hal ini karena pada al-qiyās terdapat khiṭāb dari aṣl, lalu 
khiṭāb tersebut diyakini berlaku terhadap furū‘. Berbeda halnya 
pada al-istiṣlāḥ yang tidak didasarkan pada aṣl mu‘ayyan, aki-
batnya hukum ditetapkan pada furū‘ sebagai ketentuan baru, 
jadi al-istiṣlāḥ tidak tawqīfī.

Dilihat dari segi penetapannya oleh al-Syāri‘ berdasar 
khiṭāb, maka penetapan al-sabab juga berarti penetapan al-‘illah, 
keduanya sama-sama ditetapkan sebagai tempat bergantung 
hukum (manāṭ al-ḥukm). Hanya saja al-‘illah diketahui dari 
korelasi (al-munāsib), sedangkan al-sabab diketahui dari khiṭāb 
itu sendiri. Tetapi al-sabab yang tidak diketahui korelasinya, 
dipastikan terkandung hikmah tersembunyi yang tak akan 
lepas dalam keadaan apapun. Maka tidak janggal jika al-sabab 
disebut sebagai al-‘illah secara majāzī.49

Adapun al-‘illah ditetapkan dengan cara-cara berikut:50

1. Melalui koherensi (muṭṭarid) dan konsistensi (mun‘akis). 
Bagi al-Ghaza� lī� cara ini tidak menghasilkan keyakinan 
kuat, sebab generalisasi sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm) tak 
mungkin dicapai, maka tidak tertutup pintu bagi kemung-
kinan sebaliknya.

2. Melalui seleksi dan klasifikasi (al-sibr wa al-taqsīm). Ini 
juga tidak sampai pada keyakinan kuat, sebab terdapat ke-
mungkinan al-‘illah bukan yang ditetapkan, tapi hal lain 
yang tak diketahui.

Metode penemuan al-‘illah ini dibahas oleh uṣūliyyūn 
dalam kajian yang disebut masālik al-‘illah. Konsep metode ini 
mengikuti pola seleksi dan klasifikasi (al-sibr wa al-taqsīm) 
yang oleh Imam al-Ghaza� lī� disebut al-ta‘anud.51 Oleh Imam al-

49 Al-Ghaza� lī�, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 139.
50 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 90.
51 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 108.
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Ghaza� lī�, macam metode penemuan al-‘illah ini dikelompokkan 
dalam tiga lapangan ijtihad, yaitu ijtihad takhrīj manāṭ al-ḥukm, 
ijtihad tanqīḥ manāṭ al-ḥukm dan ijtihad taḥqīq manāṭ al-ḥukm.52 
Bagi yang berminat terhadap kajian ini dapat membaca buku 
kami yang berjudul Menalar Hukum Tuhan.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Rangkaian kajian ini telah memperkenalkan dua macam 

metode inferensi induktif, yaitu generalisasi (al-istiqrā’) dan 
analogi (al-tamṡīl). Uraian di atas juga memperjelas tentang 
al-qiyās al-fiqhī yang hakikatnya adalah analogi induktif (al-
tamṡīl), hanya saja ia dibangun berdasarkan premis-premis 
yang aposteriori, yaitu hasil generalisasi tak sempurna terhadap 
perbuatan hukum.

Dilihat dalam konteks penalaran hukum, analogi induktif 
(al-qiyās al-fiqhī) berguna bagi hakim dalam melakukan pe-
nemuan hukum. Terutama saat melakukan konstruksi hukum 
melalui metode yang disebut analogi, yaitu metode penemuan 
hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari 
sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang te-
lah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada per-
aturannya. Dalam menerapkan metode ini, hakim berpegang 
pada hasil generalisasi tak sempurna, lalu menerapkan pro-
sedur silogisme yang menggunakan premis mayor dan premis 
minor yang mengantarkan pada konklusi.

Selain untuk konstruksi hukum di peradilan, metode 
analogi induktif juga diperlukan dalam rangka penyusunan 
naskah akademik peraturan perundang-undangan. Demikian 
pula bagi akademisi yang melakukan penelitian hukum. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa metode generalisasi in-
duktif dan analogi induktif merupakan kebutuhan praktisi 
hukum dan peneliti hukum.
C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-
kakan beberapa rangkuman berikut: 

52 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan, cet. I (Banda Aceh: LKaS, 2009), hlm. 
109.
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1. Inferensi induktif adalah proses penyimpulan yang dila-
kukan berdasar hasil pengamatan terhadap sejumlah fe-
nomena individual. Dalam inferensi induktif terdapat dua 
macam metode, yaitu generalisasi (al-istiqrā’) dan analogi 
(al-tamṡīl).

2. Hakikat induksi adalah generalisasi (al-istiqrā’) yang dila-
kukan berdasar pengetahuan aposteriori. Untuk mengena-
li konsep, membedakan, mengetahui hubungan dan cara 
penggunaan konsep, maka dilakukan klasifikasi, kategori 
serta penetapan genus dan spesies.

3. Generalisasi adalah proses di mana penalaran bertolak dari 
sejumlah fenomena individual menuju pada kesimpulan 
umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan 
fenomena individual yang sedang diselidiki.

4. Generalisasi sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm) adalah sesuatu 
yang secara sempurna mencakup semua partikularia atau 
bagian sesuatu yang merupakan objek kajian. Adapun ge-
neralisasi tak sempurna adalah generalisasi berdasar se-
bagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang 
berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki.

5. Generalisasai berlandaskan dua prinsip, yaitu prinsip kau-
salitas (‘illiyyah atau sababiyyah) dan prinsip koherensi (al-
iṭṭirād).

6. Guna mewaspadai potensi keliru, kegiatan penalaran di-
lakukan dalam tiga tahapan berikut: 1) tahap percobaan dan 
observasi (marḥalah al-tajrībah wa al-mulāḥaẓah); 2) tahap 
penetapan hipotesis (marḥalah al-furūḍ al-‘ilmiyyah); dan 
3) tahap pembuktian hipotesis (marḥalah taḥqīq al-furūḍ).

7. Dalam perumusan simpulan, dapat digunakan metode in-
ferensi sebagai berikut: 1) metode persesuaian (method 
of agreement/al-naẓar fī al-ittifāq); 2) metode perbedaan 
(method of difference/al-naẓar fī al-ikhtilāf); 3) metode 
persesuaian dan perbedaan (join method of agreement 
and difference/al-naẓar fī al-ittifāq wa al-ikhtilāf ma‘an); 
4) metode variasi kesamaan (the method of concomitant 
variations/al-naẓar fī al-taghayyurāf al-nasabī); 5) metode 
residu (method of residues/al-naẓar fī al-bawāqi).



Bab Sembilan - Inferensi Induktif 217

8. Analogi induktif adalah metode inferensi yang menyamakan 
satu peristiwa individual dengan peristiwa individual lain 
dengan berpegang pada hubungan sebab akibat, sistem 
operasionalnya serupa dengan silogisme.

9. Apa yang disebut oleh ahli fikih sebagai al-qiyās, sebenarnya 
adalah analogi induktif (al-tamṡīl). Al-Qiyās al-fiqhī diope-
rasikan sebagaimana layaknya silogisme yang disebut juga 
al-qiyās al-manṭiqī. Jadi ahli fikih melakukan perpaduan 
antara silogisme dengan generalisasi.

10.Dilihat dalam konteks penalaran hukum, analogi induktif 
(al-qiyās al-fiqhī) berguna bagi hakim dalam melakukan 
konstruksi hukum. Analogi induktif juga dipakai dalam pe-
nyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan 
dan penelitian hukum.

D. Saran Bacaan 
Al-Ghaza� lī�. Al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl. Beirut: Da� r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2000.
Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah. Ḍawābiṭ al-

Ma‘rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāẓarah. Damaskus: 
Da�r al-Qalam, 1993.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian inferensi induktif. 
2. Berikan alasan mengapa generalisasi sempurna meng-

hasilkan ilmu, sedang generalisasi tak sempurna meng-
hasilkan ẓann. 

3. Buatlah perbedaan kontras antara generalisasi induktif 
dan analogi induktif. 

4. Berikan argumen ringkas tentang perbedaan kontras 
antara al-qiyās al-fiqhī dengan al-qiyās al-manṭiqī.

5. Sebutkan macam-macam metode inferensi induktif.
6. Induksi adalah proses inferensi dari...

a.  yang umum kepada yang khusus. 
b. yang khusus kepada yang khusus.
c.  yang khusus kepada yang umum. 
d. yang umum kepada yang umum.
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7. Penalaran dilakukan dalam tahapan berikut, kecuali...
a.  tahap penetapan judul.
b. tahap percobaan dan observasi.
c.  tahap penetapan hipotesis. 
d. tahap pembuktian hipotesis.

8. Analogi induktif disebut juga...
a.  al-qiyās al-manṭiqī.
b. al-qiyās al-fiqhī.
c.  al-tamṡīl.
d. b dan c benar.

9. Analogi (al-tamṡīl) adalah perpaduan antara...
a.  generalisasi dan kategorisasi.
b. silogisme dan klasifikasi.
c.  silogisme dan generalisasi.
d. kategorisasi dan silogisme.

10.Unsur hukum yang menentukan boleh tidaknya hukum 
pada aṣl diperluas kepada furū‘ adalah....
a.  al-sabab.
b. al-‘illah.
c.  al-maqāṣid.
d. al-ijtihād.

F. Daftar Istilah
Generalisasi (al-istiqrā’): mengikuti semua partikularia (juz’iy-

yāt) atau sebagian dari partikularia untuk sampai 
pada hukum (kesimpulan) umum yang mencakupnya 
semua.

Hipotesis adalah suatu usaha penjelasan tentang hal yang telah 
diamati (diobservasi).

Verifikasi adalah upaya pembuktian bahwa hipotesis yang di-
ajukan merupakan penjelasan sebenarnya.

Ẓann adalah keyakinan yang jelas dari dua sisi yang diyakini.



BAB SEPULUH
AL-ISTIQRĀ’ AL-MA‘NAWĪ

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis 

(C4) relevansi al-istiqrā’ al-ma‘nawī dengan penalaran hukum. Un-
tuk itu diberi wawasan tentang al-istiqrā’ al-ma‘nawī, baru meng-
analisis relevansinya. Kompetensi ini berada pada level Higher 
Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi berikut:
1. Pengertian al-istiqrā’ al-ma‘nawī dan perbedaannya dengan 

al-istiqrā’ al-manṭiqī;
2. Penerapan dan relevansi al-istiqrā’ al-ma‘nawī dengan pena-

laran hukum.
Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 

sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu memadukan 
antara konsep dasar al-istiqrā’ al-ma‘nawī dengan penalaran 
hukum. Kajian ini bersifat filosofis, maka kuliah dilaksanakan 
dengan metode berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pengertian al-istiqrā’ 

al-ma‘nawī dan perbedaannya dengan al-istiqrā’ al-manṭiqī; 
2. Membangun skema tentang relevansi al-istiqrā’ al-ma‘nawī 

dengan penalaran hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Al-Istiqrā’ Al-Ma‘nawī
Telah dijelaskan pada Bab 2 bahwa logika ada dua ma-

cam, yaitu logika formal (manṭiq al-ṣuwarī) dan logika material 
(manṭiq al-maddī).1 Bentuk-bentuk proposisi yang benar dikaji 
dalam logika formal, sedang kebenaran isi dikaji dalam logika 
material.2 Logika formal (manṭiq al-ṣuwarī) telah dibahas pada 
Bab 8, maka kajian Bab 10 ini berkisar pada logika material 
(manṭiq al-maddī).

Telah dibahas pada Bab 7, bahwa penalaran deduktif ber-
pijak pada premis-premis yang diterima sebagai kebenaran se-
cara apriori (ḍarūrī), antara lain terdiri dari:3

1. ide bawaan (al-awwaliyyāt/inneat ideas);
2. amatan indera (al-maḥsūsat);
3. hasil eksperimen/abstraksi (al-tajrībāt);
4. nukilan banyak orang (al-mutawatirāt);
5. proposisi yang term tengahnya akrab dalam pikiran;
6. praduga (al-wahmiyyāt);
7. hal yang telah diketahui dan diterima oleh masyarakat 

secara luas (al-masyhūrāt, al-maqbūlāt, al-musallamāt);
8. probabilitas (al-maẓnūnāt); dan
9. khayalan (al-mukhayyalāt).

Menurut al-Ghaza� lī�, proposisi dalam silogisme harus be-
nar pada dirinya sendiri secara meyakinkan. Ia menyatakan:4

1 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 16.
2 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, cet. 

XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18.
3 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah, tahkik: Sulayma�n Dunya� , cet. III (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1960), hlm. 102.
4 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r al-Ma‘a� rif, 

1961), hlm. 182. 
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Telah kami jelaskan tentang format al-qiyās, gabungan dan susu-
nannya secara memadai. Maka sekarang kami membicarakan ten-
tang isinya (al-māddah), yaitu pengetahuan. Ini bukanlah semba-
rang pengetahuan, tapi pengetahuan sintesis yang benar dalam 
dirinya sendiri. Dan bukan pula sembarang benar, melainkan be-
nar secara meyakinkan. Kadang kala sesuatu itu benar pada di-
rinya di sisi Allah, tapi belum tentu meyakinkan bagi yang meng-
kajinya, maka tidak patut baginya dijadikan māddah al-qiyās yang 
tujuannya menghasilkan konklusi yang meyakinkan. Bukan sem-
barang yakin, melainkan yakin yang universal, yaitu sesuatu yang 
begitu adanya dalam segala keadaan. Manakala kami katakan isi 
(al-māddah) bagi al-qiyās adalah premis-premis, maka di satu sisi 
itu adalah metafor, sebab premis adalah ibarat dari ucapan secara 
lisan yang mencakup atas prediket dan subjek.

Kutipan pernyataan al-Ghaza� lī� ini berbicara pada ranah 
logika material, yaitu tentang kebenaran pengetahuan di dalam 
premis yang menjadi unsur silogisme (al-qiyās al-manṭiqī). Meng-
ingat silogisme merupakan metode inferensi deduktif, maka pro-
posisinya bersifat metafisis dan dianggap benar secara apriori.

Menurut al-Ghaza� lī�, empat dari sembilan hal tersebut di atas 
adalah premis apriori yang benar, meyakinkan dan wajib diterima:5 
1. ide bawaan (al-awwaliyyāt/inneat ideas), yaitu hal yang 

secara apriori dibenarkan oleh akal berdasarkan instink 
(gharīzah). Seperti pernyataan: Dua lebih banyak dari satu, 
atau: Universalia itu lebih besar dari partikularia, atau: Hal 
yang serupa dengan sesuatu berarti keduanya sama;6 

2. hasil amatan indera (al-maḥsūsat), seperti pernyataan: Ma-
tahari itu bercahaya; 

3. hasil eksperimen/abstraksi (al-tajrībāt), yaitu hal yang di-
5 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 186-193.
6 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 102.
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hasilkan dari abstraksi secara rasional atau generalisasi dari 
eksperimen secara empiris, misalnya pernyataan: Api itu 
membakar;7 

4. proposisi yang term tengahnya (term M/terminus medius/
ḥadd al-awsaṭ) akrab dalam pikiran sehingga nyaris serupa 
dengan ide bawaan (al-awwaliyyāt/inneat ideas). Misalnya 
mengetahui: Dua dari empat adalah setengah, ini berdasar 
term tengah berikut:8 
- Premis mayor: Setengah adalah salah satu dari dua bagian 

yang besarannya sama.
- Premis minor: Dua dari empat adalah salah satu dari dua 

bagian yang besarannya sama.
- Konklusi: Dua dari empat adalah setengah.

Selain empat hal ini, beberapa yang lainnya boleh digunakan 
sebagai premis apriori dalam fikih yang z�anniyyah, di antaranya:9

1. perkara yang telah diketahui oleh masyarakat awam secara 
luas (al-masyhūrāt). Misalnya pengetahuan tentang baiknya 
memberi salam, bersedekah makanan, menyambung sila-
turrahim, konsisten berkata benar, bersikap adil dalam hu-
kum, dan sebagainya. Begitu pula yang negatif, seperti pe-
ngetahuan tentang buruknya menyakiti orang lain, buruknya 
perbuatan membunuh hewan dan sebagainya. Perkara yang 
masyhur bisa berbeda karena faktor geografis, begitu pula 
hal yang masyhur di satu bidang ilmu belum tentu masyhur 
di bidang ilmu lain. Tidak diragukan sebagian dari ide bawa-
an, hasil amatan indera, hasil eksperimen dan nukilan ada 
yang telah masyhur, tapi dalam hal ini, yang diperhatikan 
hanya sisi masyhurnya. Lawan dari perkara yang masyhur 
adalah hal yang tidak diketahui umum (al-syanī‘), tapi tidak 
tertutup kemungkinan, justru al-syanī‘ yang benar.10 

2. premis apriori fikih lain yang boleh digunakan adalah per-
kara yang telah diterima secara luas oleh masyarakat (al-

7 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 103.
8 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 104.
9 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 193.
10 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 107.
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maqbūlāt). Ini terkait dengan kebenaran nukilan sejumlah 
orang yang tidak mungkin berdusta, atau satu orang yang pe-
riwayatannya diterima karena ia terpercaya. Misalnya Hadis 
Ahad yang perawinya adil dan dapat dipercaya, ini termasuk 
maqbūlāt yang boleh dijadikan premis apriori dalam al-qiyās 
al-fiqhī, tetapi tidak bisa digunakan sebagai premis dalam 
perkara-perkara ‘aqliyyah.11 Pendapat para sahabat dan ula-
ma juga termasuk maqbūlāt, dengan syarat adanya bukti ke-
benaran riwayat, atau tertulis dalam kitab yang dipastikan 
tidak keliru dalam menisbatkan tulisan kepada penulisnya.12

Ada kalanya pada perkara masyhūrāt dan maqbūlāt di-
temukan isyarat bagi kemungkinan benar lawannya (naqīḍuh). 
Jika ini tampak, maka peringkatnya sebagai premis dalam pena-
laran fikih malah turun pada taraf probabilitas (maẓnūnah), atau 
bahkan dusta. Misalnya pada premis yang telah dikenal luas:13 

Patutlah engkau menolong saudaramu, baik ia menzalimi atau dizalimi.
Proposisi yang mengandung kesamaran (musyābahāt) 

seperti ini tidak boleh digunakan sebagai premis apriori dalam 
penalaran. Sampai di sini jelaslah pemis-premis dalam silogi-
sme adalah proposisi yang apriori. Beda halnya premis dalam 
analogi (al-tamṡīl), justru berpijak pada proposisi yang beru-
pa hasil generalisasi tak sempurna, jadi premis-premis analo-
gi dilandaskan pada pengetahuan aposteriori. Tetapi hasil ge-
neralisasi tak sempurna tidak sampai pada taraf pengetahuan 
meyakinkan, maka timbul subjektivitas kebenaran materi pada 
premis-premis analogi (al-tamṡīl).

1. Pengertian al-istiqrā’ al-ma‘nawī 
Masalah subjektivitas kebenaran materi pada premis-

premis analogi (al-tamṡīl) tidak bisa diselesaikan, sebab analogi 
berpijak pada hasil generalisasi empiris yang tidak sempurna, 
maka al-tamṡīl tetap saja ẓannī. Dalam kondisi al-tamṡīl tidak 

11 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 193.
12 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 107.
13 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 198.
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bisa dioperasikan para uṣūliyyūn menempuh solusi lain yang 
memadukan pola penalaran deduktif dan induktif. Menurut 
Louay Safi, al-Sya� t�ibī� telah berhasil melakukan sintesis antara 
prosedur deduksi, dan induksi dalam satu metode yang utuh 
yang disebut al-istiqrā’ al-ma‘nawī.14

Kata istiqrā’ secara etimologis berarti keseluruhan (al-
jumal).15 Secara terminologis, istiqrā’ berarti mengikuti semua 
partikularia (juz’iyyāt) atau sebagian dari partikularia tersebut 
untuk sampai pada hukum (kesimpulan) umum yang menca-
kupnya semua.16 Ini makna istiqrā’ dalam arti manṭiqī, adapun 
definisi al-istiqrā’ al-ma‘nawī, menurut Fahmī� Muh� ammad 
‘Ulwa�n adalah sebagai berikut:17 

Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī adalah metode yang tidak berpegang pada 
satu dalil saja, tapi menyatukan semua dalil, baik yang bersifat 
umum, terbatas, maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan ber-
sama petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu.

Adapun kata al-ma‘na, menurut Ibn Manz�u� r sama ar-
tinya dengan al-tafsīr dan al-ta’wīl, kata al-ma‘na juga berarti 
maksud (al-maqṣid).18 Inilah yang dihimpun oleh al-Sya� t�ibī� 
untuk digeneralisasi secara sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm), ia 
menyatakan:19

14 Louay Safi, The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic and 
Western Methods of Inquiry (Malaysia: International Islamic University Press, 1996), 
hlm. 91-92. However, Al-Sya� tibī� was the first to include istiqrā’ as a methodical tool 
for deriving principles. Similarly, Al-Sya� tibī� was the first to integratade inductive and 
deductive reasoning into a unified methodology.

15 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. VII (Beirut: Da� r al-Fikr, 1990), hlm. 287. 
16 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 

al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 188.
17 Fahmī� Muh� ammad ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid al-Tasyrī‘ al-

Islāmī (Kairo: al-Hay’ah al-Mas�riyyah: 1989), hlm. 63. 
18 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab..., jld. II, hlm. 492. 
19 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jld. I (Kairo: Maktabah al-

Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 26. 
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Sesungguhnya dalil yang muktabar di sini adalah hasil generali-
sasi dari sejumlah dalil ẓanniyyah yang menyatu menjadi satu 
makna sehingga bisa diperoleh dalil yang qaṭ‘ī darinya.

Diyakini generalisasi sempurna bisa dilakukan terhadap 
nas-nas partikular (juz’iyyāt) menjadi satu universalia (kullī) 
sebagai satu kesatuan utuh (al-wihdah).20 Apalagi nas yang di-
maksud dibatasi pada bidang hukum saja, yaitu ayat Al-Qur’an 
dan Hadis hukum yang mengandung khiṭāb serta yang memiliki 
kaitan dengannya. Al-Sya� t�ibī� sendiri telah memberi pembatas-
an yang jelas dalam kitabnya al-Muwāfaqāt, berikut kutipan 
pernyataannya:21 

Maka jawabannya adalah; sesungguhnya pembicaraan filosof ber-
ada dalam ranah al-qaṣd al-khalqī al-takwīnī, padahal kami tidak 
membicarakan itu. Sesungguhnya pembicaraan kami berada dalam 
ranah al-qaṣd al-tasyrī‘ī, dan jelas perbedaan keduanya pada tem-
patnya dalam kitab perintah dan larangan. Dan dimaklumi, bahwa 
secara umum, syariat ditetapkan untuk tujuan maslahat makhluk. 

Tampak al-Sya� t�ibī� membedakan pembahasannya dari ka-
jian para filosof tentang etika. Ini merupakan kajian terhadap 
aksiologi syariat yang melahirkan pengetahuan sistematis ten-
tang filosofi hukum Islam.22 Dengan pembatasan pada al-qaṣd 
al-tasyrī‘ī, maka generalisasi yang dilakukan terkonsentrasi pada 
nas syariat yang memberi penetapan hukum. Generalisasi inilah 

20 ‘Abd al-H� amī�d al-‘Alamī�, Manhaj al-Dars al-Dilālī ‘ind al-Imām al-Syāṭibī 
(Maroko: al-Mamlakah al-Maghrī�biyyah; Wiza� rat al-Awqa� f wa Syu’u� n al-Isla�miyyah, 
2001), hlm. 416. 

21 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 24. 
22 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah, cet. I (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), 

hlm. 11.
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yang di kemudian hari dikenal sebagai al-istiqrā’ al-ma‘nawī. 
Menurut Fahmī� Muh� ammad ‘Ulwa�n, al-istiqrā’ al-ma‘nawī 

merupakan temuan baru dari al-Sya� t�ibī�, ia menyatakan:23

Hal baru di sini adalah beralihnya al-Sya� tibī� kepada menjadi-
kan fitrah akal sehat manusia (common sens) dan pengalaman 
langsung sebagai ukuran untuk menerima berbagai pemikiran. 
Manakala akal sehat tidak menerima satu pemikiran kecuali 
apabila mengantar kepada amal, maka sesungguhnya pemikiran 
esensial tertolak dari sudut pandang al-Sya� t�ibī�.

Tampak ‘Ulwa�n mengidentifikasi kebaruan gagasan al-
Sya� t�ibī� pada penyatuan antara akal sehat berupa insight yang 
deduktif dan pengalaman langsung yang induktif. Menurut 
‘Ulwa�n, keberhasilan al-Sya� t�ibī� terletak pada usahanya menu-
runkan pembahasan maqāsid dari ranah filsafat ke dalam reali-
tas umat.24 Menurut Louay Safi, al-Sya� t�ibī� berpijak pada realitas 
empiris dalam jangkauan pengalaman, memadukan prinsip da-
sar logika dengan generalisasai terhadap nas yang bisa dilaku-
kan secara sempurna (al-istiqrā’al- tāmm).25

Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī adalah generalisasi terhadap uni-
versalia yang mengikat partikularia di bawahnya agar sampai 
pada univesalia yang lebih umum lagi. Generalisasi ini dilaku-
kan terhadap nas-nas syariat yang terbatas jumlahnya, oleh 
karena itu menjadi sempurna dan meyakinkan.26 Berbeda 
halnya al-istiqrā’ al-manṭiqī, dilakukan terhadap realitas indera-

23 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah…, hlm. 51.
24 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah…, hlm. 52.
25 Louay Safi. The Foundation of Knowledge..., hlm. 91. These laws could be 

known by a comprehensive survey of the Shari‘ah statement. By resorting to the 
procedure of complete induction (istiqrā’ kullī), one can move from the particular 
rules to the universal laws of the Shari‘ah.

26 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah..., hlm. 62. Al-Istiqrā’ al-manṭiqī bersifat 
probabilitas (iḥtimālī) jadi tidak qaṭ‘ī.
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wi (maḥsūs) sehingga tidak sempurna dan tidak meyakinkan. 
Tujuan al-istiqrā’ al-manṭiqī adalah melakukan abstraksi agar 
objek menjadi konsep-konsep di dalam pikiran (al-ma‘qūl). 
Dari itu hasil yang dicapai pada al-istiqrā’ al-ma‘nawī dan al-
istiqrā’ al-manṭiqī berbeda, ‘Ulwa�n menyatakan:27

Adapun perbedaan antara al-istiqrā’ al-ma‘nawī dan istiqrā’ 
Aristoteles tampaknya karena yang pertama bisa menghasilkan 
pengetahuan yakin sedangkan yang kedua tidak.

Perlu dicatat bahwa kepastian yang dihasilkan dari al-
istiqrā’ al-ma‘nawī adalah pastinya hasil istiqrā’ itu sendiri, bu-
kan kepastian cakupan terhadap partikularia yang baru. Sebab 
anggapan mencakup partikularia baru, sama artinya menyata-
kan istiqrā’ belum sempurna. Jadi di sini terdapat dua masalah: 
1) tentang kualitas hasil istiqrā’ yang mencapai derajat pasti 
(qaṭ‘ī); 2) tentang cakupan hasil istiqrā’ terhadap partikularia 
baru. Masalah pertama berkaitan dengan logika material, yai-
tu tentang kebenaran proposisi. Sedang masalah kedua terkait 
dengan pendekatan dalam metode inferensi. Masalah kedua di-
bahas pada bab berikutnya, tentang pendekatan maqāṣidī.

Sampai di sini tersimpul bahwa al-istiqrā’ al-ma‘nawī 
adalah perpaduan antara generalisasi tafsir yang induktif dan 
temuan akal sehat yang deduktif. Dengan demikian, penalaran 
dilakukan dalam dua tahapan, yaitu: 1) melakukan generalisasi 
tafsir; 2) melakukan verifikasi terhadap pemikiran yang diha-
silkan akal sehat.

2. Tahap generalisasi tafsir
Telah dijelaskan al-istiqrā’ al-ma‘nawī dapat mengha-

silkan pengetahuan yang benar secara aposteriori. Menurut 
al-Kha�dimī�, ini disebut al-istiqrā’ al-maqāṣidī, atau al-maqāṣid 
al-istiqrā’iyyah.28 Ibn ‘A� syu� r membedakan al-istiqrā’ al-ma‘nawī 
atau al-istiqrā’ al-maqāṣidī ini dari tafsir satu ayat (juz’ī). Sebab 

27 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah..., hlm. 83. 
28 Nu� r al-Dī�n Mukhta� r al-Kha�dimī�, al-Istiqrā’ wa Dawruhu fī Ma‘rifah al-

Maqāṣid al-Syarī‘ah, cet. I (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007), hlm. 41.



Logika Penalaran Hukum228

pada tiap satu ayat Al-Qur’an atau satu Hadis hukum ditemu-
kan tujuan khusus (al-maqāṣid al-khāṣṣah), walau di dalamnya 
juga terkandung tujuan umum yang menjadi eksplisit setelah 
digeneralisasi. Menurut Ibn ‘A� syu� r, definisi maqāṣid al-syarī‘ah 
al-khāṣṣah adalah sebagai berikut:29

Maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah adalah cara-cara yang dimaksud-
kan oleh al-Syāri‘ untuk memastikan tujuan manusia yang ber-
manfaat, atau untuk memelihara maslahat umum manusia dalam 
aktivitasnya yang khusus.

Tampak maqāṣid al-khāṣṣah adalah tujuan yang konkret 
dan langsung menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Mi-
salnya pada nas konkret yang melarang minum khamar, dite-
mukan tiga maqāṣid yang berbeda tingkat abstraksinya, yaitu: 
1) wasf zahīr munḍabit berupa atribut partikular yang dekat 
(awsāf al-far‘iyyat al-qarībah), yaitu al-‘illah seperti sifat ma-
buk pada khamar; 2) al-hikmah yang disebut oleh Ibn ‘A� syu� r 
sebagai tujuan yang dekat (al-maqāsid al-qarībah), seperti pe-
meliharaan akal; 3) tujuan tertinggi (al-maqāsid al-‘āliyyah), 
yaitu maslahat dan mafsadat itu sendiri.30

Masalahnya nas syariat konkret yang memberi perintah 
atau larangan sangat terbatas dan telah terhenti seiring tuntas-
nya masa pewahyuan. Mengingat maksud khiṭāb adalah mem-
beri daya ikat (mulzim), maka perintah atau larangan pada aṣl 
mu‘ayyan bisa diketahui secara eksplisit pada teks nas. Berbeda 
halnya pada tujuan umum syariat (al-maqāṣid al-syar‘iyyat al-
āmmah) yang dihasilkan dari generalisasi terhadap nas syariat, 
ia berupa makna-makna yang ada secara konseptual. Oleh ka-
rena itu, pada tujuan umum syariat tak bisa ditunjukkan ada-
nya khiṭāb secara eksplisit. Menurut Ibn ‘A� syu� r, definisi tujuan 
umum syariat adalah sebagai berikut:31

29 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 
al-Sala�m, 2005), hlm. 142.

30 Ibn ‘A� syu� r, Maqāṣid..., hlm. 104.  
31 Ibn ‘A� syu� r, Maqāṣid..., hlm. 49. 
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Maqāṣid al-syarī‘at al-‘āmmah adalah makna-makna dan hikmah-
hikmah yang menjadi perhatian bagi al-Syāri‘ dalam semua ke-
adaan pensyariatan, atau dalam kebanyakan pensyariatan di 
mana al-hikmah tak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat 
tertentu secara khusus. 

Tampak bahwa tujuan umum syariat adalah hasil gene-
ralisasi berbagai nas, di mana teks diabstraksi menjadi konsep 
yang abstrak. Menurut Poespoprodjo, abstraksi adalah immate-
rialisasi yang berarti meninggalkan aspek fisis dari objek yang 
diabstraksikan.32 Istiqrā’ terhadap nas syariat menghasilkan 
tiga maqāṣid yang dikonversi menjadi tiga peringkat nilai, yai-
tu: 1) nilai khusus (al-qiyam al-khāṣṣah), nilai sarana (al-qiyam 
al-wasīliyyah), dan nilai tujuan (al-qiyam al-ghā’iyyah).33 Beri-
kut ilustrasinya:

  
Gb.10.1. Pertingkatan maqāṣid yang dikonversi menjadi nilai

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tiga peringkat nilai ini timbul karena manusia melaku-
kan tiga tingkat abstraksi, yaitu: 1) abstraksi fisik; 2) abstraksi 
matematis; dan 3) abstraksi metafisis.34 Dengan demikian, al-
maqāṣid al-‘āliyyah pada ilustrasi di atas merupakan peringkat 
nilai tertinggi dan yang paling abstrak. Adapun al-maqāṣid al-
qarībah berada pada tataran generalisasi matematis, ia tergo-
long abstrak karena tidak ditemukan khiṭāb. Ini merupakan 

32 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 69.

33 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah..., hlm. 98. 
34 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 69.



Logika Penalaran Hukum230

tujuan Allah yang oleh al-Sya� t�ibī� disebut sebagai al-maqāṣid al-
aṣliyyah. Al-Sya� t�ibī� menyatakan:35

Al-Maqāṣid al-aṣliyyah ialah sesuatu yang di dalamnya tidak ada 
porsi bagi keterlibatan mukallaf, ia adalah nilai-nilai maslahat 
primer yang muktabar dalam semua agama. Kami katakan tidak 
ada peran manusia di dalamnya dari sisi sifatnya sebagai sesuatu 
yang tak terhindarkan (ḍarūrah), karena ia adalah penegakan 
maslahat umum secara mutlak.

Tampak menurut al-Sya� t�ibī� al-maqāṣid al-aṣliyyah adalah 
nilai yang sifatnya apriori (ḍarūrī), yaitu penegakan maslahat se-
cara mutlak. Tujuan syariat sebagai mutlak maslahat ini sangat-
lah abstrak, maka tidak aplikatif. Imam al-Sya� t�ibī� menyatakan:36 

Sesungguhnya jika partikularia tidak diiktibar dalam pembentu-
kan universalia, maka universalia tersebut tidak sah sama sekali. 
Alasannya karena universalia dari sisi universalnya, tidak sah 
dijadikan taklīf, sebab ia kembali pada perkara abstrak (ma‘qūl) 
yang tidak mewujud dalam realitas, kecuali dalam kandungan 
partikularia-partikularia (juz’iyyāt). Maka menjadikan universa-
lia sebagai tujuan taklīf berarti memberi taklīf yang tidak mung-
kin dilaksanakan, dan ini tidak mungkin terjadi seperti yang akan 
dijelaskan, Insya Allah. Maka sebagaimana (universalia) itu tidak 
mungkin terwujud kecuali dengan adanya partikularia-partiku-
laria, maka tujuan syariat pun tertuju kepada partikularia.

35 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 150.
36 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, 2003), hlm. 51.
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Mengingat pada universalia tidak berlaku taklīf, maka 
tidak aplikatif bagi peristibatan hukum. Bagi Ibn ‘A� syu� r, istiqrā’ 
terhadap tujuan umum syariat telah tuntas melalui taqṣīd 
terhadap khiṭāb, maka ia fokus pada taqṣīd terhadap hukum. 
Ibn ‘A� syu� r menghimpun hasil abstraksi fisik, yaitu al-‘illah yang 
terdapat dalam ayat Al-Qur’an dan Hadis hukum. Lalu dilakukan 
generalisasi tafsir untuk menemukan tujuan syariat khusus, 
inilah taqṣīd hukum.

Secara umum generalisasi tafsir bisa dilakukan dengan 
metode tafsir tematik (tafsir mawḍu‘i). Metode ini muncul di 
abad ke-14 H, para ulama tafsir mendefinisikannya sebagai 
berikut:.37 

Al-Tafsīr al-mawḍu‘i adalah ilmu yang mencakup berbagai topik 
sesuai dengan maksud al-Qur’an dalam berbagai surat.

Menurut Mus�t�afa�  Muslim, metode al-tafsīr al-mauḍū‘i 
terdiri dari delapan langkah berikut: 38

1. Menentukan tema setelah mengetahui batas luas sempit 
informasi yang tersedia dalam ayat-ayat al-Qur’an.

2. Mengumpulkan ayat al-Qur’an yang membahas tema di-
maksud, termasuk ayat-ayat yang memiliki persinggungan 
dengan tema yang sedang dikaji.

3. Mengurutkan ayat-ayat menurut masa turunnya (zaman al-
nuzul). Biasanya ayat-ayat yang turun di Mekah lebih umum 
dan terkait dengan ajaran-ajaran dasar yang tidak terbatas, 
seperti perintah berinfak, zakat, berbuat baik dan sebagainya.

4. Melakukan kajian yang menyeluruh (wafiyyah) dengan me-
rujuk pada kitab-kitab tafsir taḥlīlī dan asbabunnuzul (jika 
ada). Kajian juga masuk pada aspek semantik dan sintaksis, 
serta hubungan antarlafaz dalam penggunaannya pada 
kalimat yang berbeda, ayat yang berbeda dan surat yang 
berbeda (dalam tema yang sama). 

5. Setelah menjangkau makna ayat yang terkumpul, peneliti 

37 Mus�t�afa�  Muslim, Mabāḥiṡ fī al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī (Damaskus: Da� r al-Qalam, 
2005), hlm. 16.

38 Mus�t�afa�  Muslim, Mabāḥiṡ..., hlm. 37-38.
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beralih pada istinbat unsur-unsur dasar bagi tema dimak-
sud berdasar arah yang ditunjuk oleh ayat. Peneliti harus 
mengedepankan unsur-unsur utama yang mengemuka ber-
dasarkan tuntunan ayat, atau tuntutan rasionalitas.

6. Langkah berikutnya adalah kembali pada metode penafsiran 
yang umum (al-tafsīr al-ijmālī) sesuai dengan pola penalar-
an yang dituntut oleh objek pembahasan. Hal ini perlu agar 
peneliti tidak terpaku pada makna semantik (dilālat al-alfāẓ 
al-lughawiyyah), dan di saat yang sama ia bisa mencapai 
petunjuk yang terkandung dalam nas al-Qur’an. Misalnya, 
mengungkap kandungan makna yang diisyaratkan teks al-
Qur’an dengan merujuk Hadis Nabi saw., atau pemahaman 
sahabat. Jika diduga ada kontradiksi, maka dugaan ini harus 
dihilangkan dengan cara menunjukkan hikmah ilahiyah da-
lam keberadaan ayat-ayat seperti itu. 

7. Peneliti harus berpegang teguh pada metodologi ilmiah, 
baik dalam penelitian maupun penulisan.

8. Peneliti harus berkomitmen untuk mengungkap kandungan 
al-Qur’an yang hakiki.

Kiranya langkah-langkah ini cukup ideal dijadikan metode 
melakukan generalisasi tafsir, bedanya hanya pada tema, sebab 
fokus pada ayat-ayat hukum yang mengandung khiṭāb.

Menurut Isma�‘ī�l al-H� asanī�, hal baru yang dilakukan oleh 
Ibn ‘A� syu� r adalah taqṣīd terhadap khiṭāb dan taqsīd terhadap 
hukum.39 Kata taqṣīd digunakan pertama kali oleh al-Sya� t�ibī� 
ketika membahas batasan al-tafsīr bi al-ra’yi.40 Lalu digunakan 
oleh Ibn ‘A� syu� r untuk menunjukkan usaha penemuan maqāṣid 
melalui al-istiqrā’. Dari taqṣīd terhadap khiṭāb ditemukan tu-
juan umum syariat (maqāṣid al-syari‘at al-‘āmmah), adapun 
taqṣīd terhadap hukum (taklīfī/waḍ‘ī) mengantarkan pada te-
muan maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah.41

Menurut Ibn ‘A� syu� r langkah pertama penerapan al-
istiqrā’ al-ma‘nawī adalah melakukan inventarisasi terhadap 

39 Isma�‘ī�l al-H� asanī�, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘ind al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir 
ibn ‘Āsyūr (Herndon, USA: IIIT, 1995), hlm. 133.

40 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 360. 
41 Ibn ‘A� syu� r, Maqāṣid..., hlm. 142.
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semua ketetapan hukum yang ada, barulah kemudian dilaku-
kan generalisasi. Ibn ‘A� syu� r melakukan penemuan maqāṣid al-
syarī‘at al-khāṣṣah dengan cara memilah dan mengelompokkan 
ketetapan-ketetapan dari nas syariat ke dalam topik-topik khu-
sus seperti ketentuan syariat dalam hal penentuan hak, keten-
tuan syariat dalam bidang hukum keluarga, jinayah dan lain-
lain.42 Semua al-‘illah yang ada pada nas syariat digeneralisasi 
untuk mengetahui tujuan khusus. Misalnya:43

1. Al-Syāri‘ melarang jual beli makanan sebelum dilakukan 
serah-terima. Diketahui bahwa al-‘illah pada larangan ini 
karena syariat menghendaki lancarnya sirkulasi barang di 
pasar.

2. Al-Syāri‘ melarang jual beli makanan dengan makanan se-
cara riba (  nasī’ah). Menurut jumhur ulama al-‘illah di sini 
agar tidak ada barang yang tertinggal dalam tanggungan 
(żimmah) sehingga menghambat sirkulasi barang di pasar.

3. Al-Syāri‘ melarang monopoli (ihtikār), al-‘illah pada larangan 
ini adalah efek hilangnya barang dari peredaran di pasar.

Ketetapan-ketetapan al-Syāri‘ yang kasuistik ini di-istiqrā’ 
bersama dalil-dalil terkait lainnya, maka diketahui bahwa perbuat-
an tersebut dilarang untuk memudahkan konsumen dalam mem-
peroleh kebutuhannya, dan agar sirkulasi barang berjalan lancar.

Perhatikan pada contoh ini, Ibn ‘A� syu� r melakukan istiqrā’ 
terhadap hukum waḍ‘ī, yaitu ketetapan al-Syāri‘ yang menjadi-
kan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai al-sabab bagi hu-
kum. Dengan demikian, berdasarkan hasil istiqrā’, ditemukan 
hukum waḍ‘ī yang kullī sebagai maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah, 
bahwa perbuatan yang menghambat sirkulasi barang di pasar 
adalah sebab dilarangnya semua perbuatan tersebut. Jadi dida-
pat proposisi universal: Semua perbuatan yang menghambat 
sirkulasi barang adalah dilarang.

Istiqrā’ yang menghasilkan maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah 
ini menimbulkan ide tentang ketentuan yang sama untuk ka-
sus serupa. Ini karena akal sehat terinspirasi untuk melihat 

42 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah..., hlm. 176, dst.
43 Ibn ‘A� syu� r, Maqāṣid..., hlm. 17.
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potensi larangan pada kasus serupa. Insight ini harus diverifi-
kasi dengan berpegang pada hasil istiqrā’. Dengan demikian pe-
ngetahuan yang diperoleh melalui akal sehat dapat diantarkan 
pada peringkat ẓannī.

3. Tahap verifikasi akal sehat
Telah dijelaskan sebelumnya al-istiqrā’ al-ma‘nawī adalah 

perpaduan generalisasi tafsir yang induktif dan temuan akal se-
hat yang deduktif. Generalisasi didasarkan pada esensi perbuat-
an hukum yang berupa al-‘illah, seperti menghambat sirkulasi 
barang pada contoh di atas. Mengingat tidak ada nas tertentu 
(aṣl mu‘ayyan) yang menetapkan hukum yang serupa, maka ti-
dak bisa dianalogikan (al-tamṡīl/al-qiyās al-fiqhī). Bahkan mo-
nopoli (ihtikār) juga tidak serupa dengan perbuatan menimbun 
barang. Lalu dari hasil generalisasi ditemukan kesamaan esensi 
(al-‘illah), bahwa perbuatan menimbun menimbulkan akibat 
yang sama dengan sekelompok perbuatan yang telah nyata di-
larang, yaitu menghambat sirkulasi barang di pasar. Ini dilihat 
oleh akal sehat (common sense) sebagai terlarang pula.

Penglihatan (insight) akal sehat ini harus diverifikasi, 
agar sampai pada pengetahuan zannī. Inilah tahapan kedua pe-
nerapan al-istiqrā’ al-ma‘nawī, yaitu tahap verifikasi akal sehat. 
Menurut Fahmī� Muh� ammad ‘Ulwa�n, ada dua asas bagi al-istiqrā’ 
al-ma‘nawī, yaitu: 1) akal sehat (al-żawq al-fiṭrī/common sense); 
dan 2) potensi khayalan pada diri manusia (malakah al-takhyīl 
wa tamṡīl fī al-żihn).44 Keduanya merupakan indera batin.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, Indera batin ter-
diri dari lima potensi: 1) akal sehat (common sense/al-ḥiss 
al-musytarak); 2) imaji (al-taṣawwurah); 3) khayalan (al-
takhayyulah); 4) fiksi (al-wahmiyyah); dan 5) ingatan (al-
żākirah).45 Terhadap objek inderawi (maḥsūs), indera batin 
menangkap rupa objek sebagai gambaran di dalam pikiran, 
lalu dihasilkan konsep melalui potensi intelek (al-quwwah 
al-naẓariyyah). Lebih kurang proses serupa juga berlaku saat 
memahami teks dan fenomena sosial. Hanya saja yang digali 

44 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah…, hlm. 66.
45 Al-Ghaza� lī�, Maqāsid al-Falāsifah..., hlm. 356-358.
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pada teks adalah konsep, jadi objeknya bersifat abstrak. Itulah 
sebab mengapa generalisasi pada al-istiqrā’ al-ma‘nawī disebut 
berangkat dari yang umum menuju yang lebih umum.

Menurut Fahmī� Muh� ammad ‘Ulwa�n, akal sehat memiliki 
dua sisi, yaitu: 1) sisi yang berpegang pada instink (al-ṭabī‘ī); 
2) sisi yang berpegang pada bahasa bersama (al-lughah al-
musytarikah) dan hal-hal yang menyempurnakan pemahaman 
terhadap makna. Sisi yang instinktif berhubungan erat dengan 
pemahaman bersama (al-fahm al-musytarak) yang dicapai 
melalui bahasa.46 Jadi dalam memahami makna nas syariat, 
akal sehat juga berupa insight dalam batin.

Verifikasi berdasar al-istiqrā’ al-ma‘nawī menjadikan in-
sight benar secara koherensi.47 Menurut teori koherensi suatu 
pernyataan dianggap benar jika ia koheren atau konsisten de-
ngan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap 
benar. Sebaliknya menurut teori korespondensi, suatu pernya-
taan dianggap benar jika berhubungan dengan objek yang ditu-
ju oleh pernyataan tersebut.48

Tampak di sini hasil al-istiqrā’ al-ma‘nawī bisa dipakai 
untuk menguji penafsiran individual terhadap nas syariat yang 
menjadi bagian dari universalianya. Jadi tafsir bisa dikatakan 
keliru jika menyimpang dari kaidah universal hasil istiqrā’. Ini 
berbeda dengan contoh kasus penimbunan barang di atas, sebab 
yang diuji justru hal yang tidak tercakup dalam nas syariat yang 
telah di-istiqrā’. Dengan demikian, untuk konteks penemuan 
tujuan khusus syariat (maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah), tidak 
mungkin ada generalisasi sempurna.

46 ‘Ulwa�n, al-Qiyam al-Ḍarūriyyah…, hlm. 67.
47 Verhaak. C dan R. Haryono Imam. Filsafat Ilmu Pengetahuan; Telaah Atas 

Cara Kerja Ilmu-ilmu (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 122. Sampai dengan abad ke-19 
di antara para ilmuwan kiranya dapat kita temukan dua pandangan dasar, yang dapat 
digolongkan sebagai anggapan yang paling mementingkan objek yang diketahui serta 
bagaimana berlangsungnya pengetahuan itu. Kedua pandangan klasik tersebut dapat 
dicirikan sebagai teori tentang kebenaran sebagai persesuaian antara si pengenal 
dengan apa yang dikenal (correspondence theory of truth), dan teori tentang kebenaran 
sebagai keteguhan (coherence theory of truth).

48 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 55, 57.
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Jika ditelisik lebih dalam lagi, sebenarnya koherensi hanya 
menunjukkan kebenaran hasil generalisasi, bukan membenar-
kan tercakupnya partikularia baru ke dalam hasil generalisasi 
yang telah dibuat. Benar yang dikatakan oleh A.C. Ewing, bahwa 
penilaian-penilaian dianggap benar bukan karena keterkaitan 
mereka dengan penilaian-penilaian yang lain.49 Jadi verifikasi 
berdasar hasil istiqrā’ hanya menunjukkan kaitan partikularia 
baru dengan sekelompok partikularia yang telah digeneralisasi.

Sampai di sini, jelas bahwa verifikasi harus dilakukan 
terhadap temuan akal sehat yang belum tercakup ke dalam ke-
lompok partikularia yang telah digeneralisasi. Hal ini memberi 
tantangan ilmiah yang berat bagi ilmu hukum. Agar terhayati 
dengan baik, maka hal ini dibahas dalam relevansinya dengan 
penalaran hukum.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Mengawali kajian ini, mari mengingat kembali bahwa hu-

kum digantungkan pada al-sabab dan al-‘illah. Penyebab dite-
tapkannya hukum adalah al-sabab, yaitu perbuatan hukum ter-
tentu yang disebut dalam dogmatika hukum, baik ayat Al-Qur’an 
maupun Hadis hukum. pada dasarnya hukum digantungkan 
pada esensi perbuatan hukum, yaitu al-‘illah yang terkandung di 
dalamnya. Namun ada pula suatu ketetapan yang al-‘illah pada 
perbuatan hukum tidak diketahui, maka diyakini hukum digan-
tungkan pada al-sabab yang mengandung al-ḥikmah yang tidak 

49 A.C. Ewing. Persoalan-persoalan Mendasar Fisafat, terj. Uzair Fauzan dan 
Fika Iffati Farikha, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82. Menurut A.C. 
Ewing, untuk mengatakan bahwa A melekat pada B sama saja dengan mengatakan 
bahwa A konsisten dengan B atau bahwa A pasti mengikuti B, atau sesuatu yang lebih 
kompleks yang bisa didefinisikan dalam istilah konsistensi atau “niscaya mengikuti.” 
Tetapi gagasan-gagasan ini sendiri sudah terlebih dahulu mengasumsikan gagasan 
kebenaran. Mengatakan bahwa A konsisten dengan B sama saja dengan mengatakan 
bahwa A dan B mungkin sama-sama benar; mengatakan bahwa A pasti mengikuti B 
sama saja dengan mengatakan bahwa jika B benar, maka A pasti benar. Oleh karena 
itu, tampaknya siapa pun yang mendefinisikan kebenaran dari sisi koherensi sedang 
mendefinisikan kebenaran dari sisi kebenaran itu sendiri, sehingga membuat suatu 
lingkaran setan. Akhirnya, sangatlah jelas bahwa penilaian-penilaian dianggap benar 
bukan karena keterkaitan mereka dengan penilaian-penilaian yang lain, melainkan 
karena keterkaitan mereka dengan sesuatu yang objektif yang bukan merupakan 
penilaian itu sendiri. Hal ini akan membawa kita kembali pada teori korespondensi 
mengenai kebenaran.



Bab Sepuluh - Al-Istiqra' al-Ma'nawi 237

akan lepas dalam keadaan apapun.
Mari kembali pada contoh yang telah disebutkan di atas. 

Setelah melakukan taqṣīd terhadap hukum, diperoleh maqāṣid 
al-syarī‘at al-khāṣṣah, bahwa syariat bermaksud melarang se-
mua perbuatan yang menghambat sirkulasi barang di pasar. 
Maqāṣid ini benar, sebab ia digeneralisasi dari berbagai ke-
tentuan hukum syariat yang memiliki al-‘illah yang sama. Se-
mentara di sisi lain, akal sehat menemukan adanya praktik pe-
nimbunan barang yang menjadi sebab bagi efek serupa, yaitu 
menghambat sirkulasi barang di pasar.

Merujuk kajian pada Bab 9, verifikasi dilakukan dengan 
cara observasi, perumusan hipotesis dan verifikasi hipotesis. 
Ini lazim dilakukan dalam ilmu alam, dan berbeda dengan 
tuntutan dalam ilmu kemanusiaan, termasuk ilmu hukum. 
Tapi ilmu hukum juga memiliki aspek empiris, terutama dalam 
penemuan hukum tak tertulis.50 Pada contoh ini, verifikasi 
dilakukan terhadap insight akal sehat; bahwa menimbun barang 
termasuk perbuatan terlarang.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memas-
tikan keterbatasan teks dogmatika hukum. Ini bisa dilakukan 
bersamaan dengan tahap generalisasi tafsir. Sebab keterbatas-
an teks dogmatika hukum hanya bisa diketahui setelah mengin-
ventaris semua bahan hukum, barulah bisa ditetapkan bahwa 
hal tersebut belum diatur. Langkah kedua dan ketiga adalah 
memahami dan menginterpretasi.

Secara detail langkah-langkah ini dikaji pada buku Meto-
dologi Penelitian, di sini hanya dibicarakan garis besarnya saja. 
Hal yang perlu dicamkan, penemuan hukum dilakukan terha-
dap realitas sosial, di mana peneliti berhadapan dengan subjek 
hukum yang menjadi subjek penelitian. Untuk memverifikasi 
insight akal sehat, peneliti harus memahami dan menginter-
pretasi realitas sosial yang terdiri dari tempat (place), pelaku 
(actors) dan aktivitas (activity).51

50 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif; dalam 
Justifikasi Teori Hukum, cet. III (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 103. 

51 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. XII (Bandung: Alfabeta, 
2016), hlm. 50. 
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Secara terminologis, memahami adalah mengetahui apa 
yang dialami orang lain lewat suatu tiruan (nachbild) terhadap 
pengalaman yang dialami orang lain.52 Proses peniruan ini 
berlangsung dalam hubungan antara subjek (peneliti) dengan 
subjek lain (yang diteliti) yang dilihat sebagai teks hidup (das 
leben). Dari sini bermula taraf pemahaman mekanis yang 
menuntut pendalaman lebih jauh.

Selanjutnya, dari pemahaman terhadap subjek-subjek, 
dapat dicapai pengorganisasian eksternal suatu masyarakat.53 
Ini mengantar peneliti pada taraf pemahaman ilmiah. Caranya, 
peneliti masuk pada penemuan struktur berdasarkan pema-
haman terhadap subjek-subjek, maka sampailah peneliti pada 
objek penelitian yang berupa makna.

Proses memahami objek yang berupa makna dalam diri 
subjek penelitian, dimungkinkan terjadi karena adanya ekspre-
si si subjek.54 Berpedoman pada ekspresi, maka peneliti bisa 
memulai proses memahami yang terdiri dari tiga tahap opera-
sional, yaitu: 1) tahap internalisasi stimulus; 2) tahap interna-
lisasi respon; 3) tahap aplikasi maksim-maksim tingkah laku.55 
Tahapan ini juga bisa disebut tahap simbolik, tahap penggalian 
makna, dan tahap konstruktif. 56

52 Poespoprodjo, W., Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatinya, 
cet. I (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 57. 

53 Josef Bleicher, Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode, 
Filsafat dan Kritik, cet. III (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2997), hlm. 28. 

54 Poespoprodjo, Interpretasi..., hlm. 57. Ekspresi adalah hasil kegiatan jiwa, 
atau refleksi dari gejala mental dalam diri subjek penelitian, yaitu tiga macam ekspresi 
berikut:
a. Ekspresi yang mengungkapkan ide-ide, konstruksi-konstruksi pikiran yang 

isinya sudah tetap identik dalam kaitan mana pun.
b. Ekspresi yang meliputi tingkah laku manusia sehingga dapat dimengerti 

maksudnya. 
c. Ekspresi yang merupakan ungkapan jiwa yang sifatnya spontan seperti de-

cak kagum, senyum pelototan mata dan lain-lain.
55 Josef Bleicher, Hermeneutika Kontemporer..., hlm. 64.
56 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, 

Budaya, Filsafat, Seni Agama dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 181, 
dst. Memahami berlangsung dalam tahapan berikut ini: 
a. Tahap simbolik, di mana peneliti menghadapi objek material/simbol yang 

bisa saja berupa bahasa, aktivitas, karya seni dan sebagainya yang diinven-
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Setelah memahami, peneliti masuk pada langkah inter-
pretasi, yaitu proses memerantarai dan menyampaikan pesan 
yang termuat dalam realitas. Peneliti berperan sebagai inter-
pretator yang bertugas menerjemahkan pesan realitas se-
hingga terartikulasi dengan jelas.57 Perlu diingat, interpretasi 
diperuntukkan bagi upaya pemecahan problem epistemologis 
memahami.58 Dari itu, kegiatan memahami tidak akan tuntas 
tanpa interpretasi.

Inilah tiga langkah umum dalam proses verifikasi insight 
akal sehat yang terkait dengan realitas sosial. Ketiga langkah 
ini adalah tuntutan dari fitrah akal sehat manusia. Menurut Ibn 
A� syu� r, yang termasuk dalam fitrah akal sehat hanyalah hal-hal 
yang tidak bercampur dengan praduga dan khayalan, karena pra-
duga dan khayalan adalah lawan dari fitrah (khilāf al-fitrah).59

Berdasar uraian ini, tampak metode al-istiqrā’ al-ma‘nawī 
cukup relevan dengan konstruksi hukum yang disebut fiksi hukum, 
yaitu metode yang mengemukakan fakta-fakta baru. Hal ini diba-
has lebih mendalam pada Bab 11.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī adalah metode yang tidak berpegang pada 

satu dalil saja, tapi menyatukan semua dalil, baik yang umum, 
terbatas, maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama 
petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu.

2. Generalisasi sempurna bisa dilakukan terhadap nas-nas 

tarisasikan sebagai data empirik. 
b. Tahap penggalian makna, di mana data yang telah terkumpul itu dipahami 

dimensi-dimensinya, unsur-unsurnya serta keterkaitan data dengan sistem 
nilai, seperti agama, moralitas dan lain-lain.  

c. Tahap konstruktif, menghubungkan simbol-simbol dengan nilai sehingga 
terbangun pemahaman berdasar insight serta akal budi.

57 Poespoprodjo, Interpretasi..., hlm. 192. 
58 Josef Bleicher, Hermeneutika Kontemporer..., hlm. 74. 
59 Ibn ‘A� syu� r. Maqāsid…, hlm. 57. Fitrah manusia yang sesungguhnya adalah 

perbuatan yang didasarkan pada pertimbangan akal sehat, yaitu akal yang bekerja 
sesuai dengan fitrahnya, bukan akal yang melanggar fitrah akal itu sendiri.
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partikular (juz’iyyāt), yaitu ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis 
hukum yang mengandung khiṭāb serta nas terkait lainnya, 
sehingga menjadi satu universalia (kullī) sebagai satu 
kesatuan utuh (al-wihdah). 

3. Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī memberi kepastian bagi hasil istiqrā’ itu 
sendiri, bukan kepastian cakupannya terhadap partikularia 
yang baru. Sebab anggapan mencakup partikularia baru 
sama artinya menyatakan istiqrā’ belum sempurna.

4. Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī adalah perpaduan antara generalisasi 
tafsir yang induktif dan temuan akal sehat yang deduktif.

5. Ibn ‘A� syu� r melakukan taqṣīd terhadap khiṭāb dan taqsīd 
terhadap hukum. Dari taqṣīd terhadap khiṭāb ditemukan 
tjuan umum syariat (maqāṣid al-syari‘at al-‘āmmah), ada-
pun taqṣīd terhadap hukum (taklīfī/waḍ‘ī) mengantarkan 
pada temuan tujuan syariat yang khusus (maqāṣid al-syarī‘at 
al-khāṣṣah).

6. Tujuan umum syariat adalah hasil generalisasi berbagai nas, di 
mana teks diabstraksi menjadi konsep yang abstrak. Ia menja-
di mutlak maslahat yang tidak aplikatif bagi kegiatan istinbat.

7. Taqṣīd hukum dilakukan dengan cara menghimpun ayat-
ayat Al-Qur’an dan Hadis hukum yang mengandung khiṭāb, 
lalu dilakukan generalisasi tafsir untuk menemukan tujuan 
syariat khusus (maqāṣid al-syarī‘ah al-khāṣṣah).

8. Generalisasi tafsir bisa dilakukan dengan metode tafsir te-
matik (tafsir mawḍu‘i).

9. Penemuan maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah dilakukan dengan 
cara memilah dan mengelompokkan ketetapan-ketetapan 
dari nas syariat ke dalam topik-topik khusus seperti keten-
tuan syariat dalam hal penentuan hak, ketentuan syariat 
dalam bidang hukum keluarga, jinayah dan lain-lain. Semua 
al-‘illah yang ada pada nas syariat digeneralisasi untuk me-
ngetahui tujuan khusus. 

10.Verifikasi akal sehat dilakukan dalam tiga langkah: pertama, 
memastikan keterbatasan teks dogmatika hukum; langkah 
kedua, memahami fenomena dalam realitas sosial yang di-
amati; dan ketiga, menginterpretasinya.
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D. Saran Bacaan 
Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r. Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah. 

Kairo: Da� r al-Sala�m, 2005.
Mus�t�afa�  Muslim. Mabāḥiṡ fī al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī. Damaskus: Da� r 

al-Qalam, 2005.
Poespoprodjo, W. Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan 

Filsafatinya, cet. I. Bandung: Remadja Karya, 1987.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian al-istiqrā’ al-ma‘nawī. 
2. Jelaskan konsep dasar taqṣīd terhadap khiṭāb dan taqsīd 

terhadap hukum. 
3. Buatlah perbedaan kontras antara al-istiqrā’ al-ma‘nawī 

dan al-istiqrā’ al-manṭiqī. 
4. Berikan argumen tentang kepastian temuan atau hasil 

dari al-istiqrā’ al-ma‘nawī.
5. Berikan uraian ringkas tentang dua tahapan dalam me-

nerapkan al-istiqrā’ al-ma‘nawī.
6. Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī disebut juga...

a.  al-istiqrā’ al-nāqiṣ. 
b. al-istiqrā’ al-maqāṣidī.
c.  al-maqāṣid al-istiqrā’iyyah. 
d. b dan c benar.

7. Tiga peringkat maqāṣid dikonversi menjadi peringkat 
nilai di bawah ini, kecuali...
a.  al-qiyam al-asasiyyah.
b. al-qiyam al-ghā’iyyah.
c.  al-qiyam al-wasīliyyah. 
d. al-qiyam al-khāṣṣah.

8. Tahap generalisasi tafsir dapat dilakukan dengan me-
tode...
a.  al-tafsīr al-taḥlīlī.
b. al-tafsīr al-mawḍu‘i.
c.  al-tafsīr al-fiqhī.
d. tafsir bil ra’yī.
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9. Ibn ‘A� syu� r menerapkan al-istiqrā’ al-ma‘nawī untuk...
a.  menemukan al-maqāṣid al-syarī‘ah al-‘āmmah.
b. menemukan al-maqāṣid al-syarī‘ah al-khāṣṣah.
c.  menemukan al-maqāṣid al-syarī‘ah al-‘āliyyah.
d. menemukan al-maqāṣid al-syarī‘ah al-wasīliyyah.

10.Berikut ini adalah langkah-langkah dalam tahap verifika-
si akal sehat, kecuali...
a.  memastikan kertersediaan teks dogmatika hukum.
b. memastikan keterbatasan teks dogmatika hukum.
c.  memahami fenomena dalam realitas sosial.
d. menginterpretasi fakta yang ditemukan.

F. Daftar Istilah
Maqāṣid al-syarī‘at al-‘āmmah adalah makna-makna dan hik-

mah-hikmah yang menjadi perhatian bagi al-Syāri‘ 
dalam semua keadaan pensyariatan, atau dalam keba-
nyakan pensyariatan di mana al-hikmah tak hanya 
berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara 
khusus.

Maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah adalah cara-cara yang dimak-
sudkan oleh al-Syāri‘ untuk memastikan tujuan manu-
sia yang bermanfaat, atau untuk memelihara maslahat 
umum manusia dalam aktivitasnya yang khusus.



BAB SEBELAS
PENALARAN HUKUM INTEGRATIF

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu menginte-

grasikan (C4) logika penalaran hukum yang berkembang dalam 
hukum Islam dengan hukum umum. Untuk itu mahasiswa dibe-
ri orientasi dan wawasan, lalu melakukan analisis tentang inte-
grasi yang dimaksud. Kompetensi ini berada pada level Higher 
Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi berikut:
1. Integrasi perspektif, pendekatan dan metode;
2. Relevansi integrasi penalaran dengan kajian hukum. 

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu menginte-
grasikan antara konsep integrasi di kalangan ahli hukum Islam 
dengan penalaran hukum umum. Kajian ini bersifat filosofis, 
maka kuliah dilaksanakan secara dialektik dengan metode se-
bagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang integrasi perspektif, 

pendekatan dan metode; 
2. Membangun skema tentang relevansi integrasi perspektif, 

pendekatan dan metode dengan kajian hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Penalaran Hukum Integratif 
Bab ini mengintegrasikan logika penalaran yang berlaku 

di kalangan ahli hukum Islam dan hukum umum. Pada Bab 9, 
tampak ahli hukum Islam merumuskan al-qiyās al-fiqhī dari 
perpaduan generalisasi dan prosedur silogisme. Lalu pada Bab 
10, dijelaskan adanya temuan baru, yaitu al-istiqrā’ al-ma‘nawī 
yang merupakan perpaduan antara penalaran deduktif dan 
induktif. Kedua penalaran ini digunakan oleh ahli hukum 
Islam dalam rangka penemuan hukum. Posisi keduanya dapat 
diilustrasikan sebagai berikut:

Gb. 11,1. Dua Pola Penalaran Khusus Hukum Islam
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tampak perpaduan pada al-qiyās al-fiqhī dilakukan 
terhadap prosedur penyimpulan, sedang konsep dasarnya tidak 
berbeda dari analogi sehingga tetap disebut al-tamṡīl. Adapun 
pada al-istiqrā’ al-ma‘nawī, dilakukan pengembangan lebih 
lanjut dari prosedur yang ada. Pada inferensi langsung, akal 
sehat bekerja memberi insight ke dalam isi proposisi melalui 
prosedur oposisi dan konversi. Lalu pada al-istiqrā’ al-ma‘nawī, 
dilakukan pengembangan di mana akal sehat diarahkan kepada 
insight ke dalam realitas perbuatan hukum.

Sementara pada generalisasi, dilakukan pengembangan 
dengan membuat prosedur baru yang dapat memenuhi tuntutan 
metodologis generalisasi terhadap teks nas syariat. Prosedur ini 
berbeda dengan generalisasi induktif yang dilakukan terhadap 
realitas yang teramati secara inderawi (maḥsūs). Seperti yang 
dicontohkan pada Bab 9, tentang generalisasi sifat memabukkan 
pada khamar, nabīż dan tuak yang hasilnya dijadikan premis 
mayor pada analogi (al-tamṡīl).

Berbeda halnya al-istiqrā’ al-ma‘nawī, generalisasi dila-
kukan terhadap ayat Al-Qur’an dan Hadis hukum. Di satu sisi, 
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teks nas syariat bersifat empiris karena bisa dibaca dan dide-
ngar, maka ia bisa digeneralisasi. Di sisi lain, teks yang dige-
neralisasi adalah al-dalīl al-sam‘ī berupa dalil nukilan (ayat 
Al-Qur’an dan Hadis). Mengingat nas syariat adalah sumber 
pengetahuan yang benar, maka kebenaran hasil generalisasi di-
kuatkan secara koherensi.1 Lalu hasil al-istiqrā’ al-manṭiqī di-
aplikasikan melalui al-qiyās al-fiqhī, sedang hasil dari al-istiqrā’ 
al-ma‘nawī diaplikasikan melalui metode yang disebut qiyās 
maṣlaḥat kulliyyah, berikut perbandingannya:

Tabel 11.1. Perbandingan generalisasi manṭiqī dan ma‘nawī

Metode Prosedur Hasil Aplikasi hasil

Al-Istiqrā’ al-manṭiqī generalisasi aposteriori Analogi/al-qiyās al-fiqhī
Al-Istiqrā’ al-ma‘nawī generalisasi apriori Qiyās maṣlaḥat kulliyyah

Sumber tabel: diadaptasi dari berbagai sumber.

Tampak di sini adanya batasan antara lapangan operasional 
al-qiyās al-fiqhī dan qiyās maṣlaḥat kulliyyah. Al-Qiyās al-fiqhī dapat 
dioperasikan selama ada khiṭāb dari teks dogmatika hukum (aṣl 
mu‘ayyan) yang dapat diberlakukan pada kasus baru. Jika tidak ada, 
maka ia menjadi wilayah operasional qiyās maṣlaḥat kulliyyah.

Telah dijelaskan pada Bab 10, generalisasi pada al-istiqrā’ 
al-ma‘nawī dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis 
hukum untuk menemukan al-maqāṣid al-khāṣṣah. Ibn ‘A� syu� r 
yakin taqṣīd terhadap hukum dapat menghasilkan ketetapan 
hukum bagi kasus baru yang sejenis, maka ia merumuskan 
qiyās maṣlaḥat kulliyyah.

Metode ini memadukan antara generalisasi yang induktif 
dan insight akal sehat yang deduktif. Penerapannya dilakukan 
dalam dua tahap, yaitu generalisasi tafsir dan verifikasi akal 
sehat. Oleh karena yang menjadi fokus kajiannya adalah 
perbuatan hukum yang diatur dalam teks dogmatika hukum 
dan perbuatan hukum dalam realitas, maka dalam metode 
ini terintegrasi pola penalaran deduktif dan induktif. Untuk 
memahami pola penalaran yang berlaku di dalamnya, maka 
harus dipahami adanya tiga macam integrasi, yaitu integrasi 
perspektif, integrasi pendekatan dan integrasi metode.

1 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah, cet. I (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), 
hlm. 207.
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1. Integrasi perspektif
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi 

berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau 
bulat.2 Adapun kata perspektif, menurut KBBI berarti sudut 
pandang atau pandangan.3 Jadi integrasi perspektif dapat 
diartikan pembauran sudut pandang hingga menjadi kesatuan 
yang utuh atau bulat.

Maksud pembauran di sini bukan campur aduk, tapi 
perpaduan di mana masing-masing perspektif memberi sum-
bangsih dan saling melengkapi sehingga didapat pandangan 
yang menyeluruh dan utuh. Perspektif yang ada harus dimode-
rasi sehingga tidak terjadi dikotomi yang mengakibatkan cara 
pandang ekstrem. Tujuan moderasi agar perspektif terintegrasi 
sehingga didapat pandangan multiperspektif dan multidimen-
sional. Dengan demikian seorang pengemban hukum dapat 
berbuat bijaksana, sebab ia telah mendapatkan pandangan 
yang menyeluruh terhadap isu hukum yang dihadapinya.

Menurut Bernard Arif Sidharta, hukum terdiri dari tiga 
unsur, yaitu: 1) dogmatika hukum; 2) konsep hukum; dan 3) 
filsafat hukum,4 Bagi ilmu hukum, ketiga unsur ini merupakan 
kesatuan utuh, di mana konsep hukum dan filsafat hukum 
terkandung di dalam dogmatika hukum. Konsep dan filsafat 
hukum bersifat ruhani, ia baru disadari setelah disingkap 
oleh praktisi atau ilmuwan hukum melalui cara yang disebut 
abstraksi. Berikut ilustrasinya:

2 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 
2008), hlm. 543.

3 Tim Penyusun, Kamus Besar..., hlm. 1062. Persepektif adalah cara melukiskan 
suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 
dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).

4 Bernard Arif Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, cet. I (Bandung: 
Mandar Maju, 1999), hlm. 117. Melihat dari sisi abstraksinya, ilmuwan hukum menya-
takan adanya hirarki tiga unsur hukum mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. 
Pertama, dogmatika hukum, yaitu hukum dalam arti positif, seperti pada kajian seja-
rah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum (unsur ini 
semakna dengan pengertian hukum dalam arti sempit). Kedua, teori hukum, unsur ini 
adalah hasil proses abstraksi terhadap dogmatika hukum. Dengan kata lain, para sar-
jana hukum menyarikan konsep-konsep teoretis yang abstrak dari hukum positif yang 
konkret. Ketiga, filsafat hukum, unsur ini merupakan abstraksi tertinggi dari hukum.
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Gb. 11.2. Unsur-unsur hukum yang diabstraksi secara hirarkis
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Dilihat dari cara pandang sistem hukum, tiga unsur ini 
adalah struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.5 
Tiga unsur ini bisa disederhanakan ke dalam tiga poin berikut:
1. dogmatika hukum (bagian dari struktur hukum);
2. konsep hukum (bagian dari substansi hukum);
3. perbuatan hukum (bagian dari kultur hukum).

Memperhatikan tiga poin ini, tampak Ilmu Hukum 
menjadikan konsep hukum sebagai objek formalnya.6 Seperti 
pendapat Aulis Aarnio yang dikutip oleh Bernard Arif Sidharta, 
bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna.7 Konsep 
hukum sebagai objek formal ilmu hukum tidak boleh diubah 
atau diganti, sebab ia adalah pembeda dari ilmu lain. Konsep 
hukum adalah realitas konseptual (mawjūd fīl ażhān) yang 
di satu sisi mewujud secara fisis ke dalam dogmatika hukum 
(realitas teks), dan di sisi lain ke dalam perbuatan hukum 
(realitas sosial). Jadi objek formal ilmu hukum bisa dilihat 
sebagai kandungan teks dogmatika hukum dan juga bisa dilihat 
sebagai kandungan perbuatan hukum. Berikut ilustrasinya:

5 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, cet. III 
(Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 17. 

6 Tim Penyusun Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu; Sebagai Dasar 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Klaten: Intan Pariwara, 1997), hlm. 13. Objek 
formal adalah cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang 
peneliti terhadap objek material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. 
Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan ilmu, bahkan sekaligus 
membedakannya dari bidang kajian ilmu lain. Satu objek material dapat ditinjau dari 
berbagai sudut pandangan sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda.

7 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm. 149.
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Gb. 11.3. Kategori pengetahuan berdasar objeknya
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa konsep hukum adalah 
makna yang berupa ide atau gagasan yang bisa diketahui melalui 
dogmatika hukum dan perbuatan hukum. Dari itu di satu sisi, ia 
bisa dilihat dari perspektif ilmu alam dan di sisi lain bisa dilihat 
dari perspektif ilmu sosial. Bagi ilmu hukum, penglihatan kedua 
ilmu ini adalah tinjauan dari perspektif eksternal.8 Namun 
begitu, perspektif ini menimbulkan perbedaan pandangan 
ilmuwan tentang hakikat hukum.

Filsafat hukum tidak sepi dari perdebatan dua aliran yang 
cukup dominan mempengaruhi pemikiran tentang hukum. 
Pertama aliran positivisme hukum yang digagas oleh Hans 
Kelsen pada abad ke-19. Kedua aliran sosiologisme hukum 
yang digagas oleh Roscoe Pound pada abad ke-20.9 Aliran 
positivisme hukum membatasi hukum pada yang terkodifikasi 
saja.10 Sebaliknya aliran sosiologisme hukum memaknai hukum 
sebagai gejala sosial semata. Kedua aliran ini sama-sama 
ekstrem sehingga saling beroposisi.11

Dilihat dalam hukum Islam, juga muncul dua aliran 
pemikiran mainstream, yaitu aliran Fukaha yang cenderung 
pada sosiologisme hukum, dan aliran Mutakallimin yang 
cenderung pada positivisme hukum. Fukaha diikuti oleh ahli 

8 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., hlm. 125.
9 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif; dalam 

Justifikasi Teori Hukum, cet. III (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 82. 
10 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. VI (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 128.
11 Diantha, Metodologi..., hlm. 82.
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fikih bermazhab H� anafī�, sedangkan Mutakallimin diikuti oleh 
kebanyakan ahli fikih Ma� likī�, Sya� fi‘ī� dan H� anbalī�. Hanya saja 
dalam Islam muncul kelompok moderat yang menengahi dua 
pemikiran ekstrem, pertama ahli hukum yang disebut sebagai 
madrasah takhrīj al-furū‘ alā al-uṣūl, sedangkan yang kedua 
disebut madrasah maqāṣid al-syar‘iyyah.12

Memasuki abad ke-21, muncul aliran hukum kritis (criti-
cal legal studies) yang menganut pluralisme hukum.13 Kelompok 
ini menolak pandangan kaum neopositivisme yang memper-
lakukan hukum secara normatif, karena menafikan pluralitas. 
Demikian pula para pegiat budaya menolak positivisme yang 
membatasi eksistensi hukum dalam kodifikasi saja.14 Kritik ini 
ikut memberi sumbangsih bagi kesadaran; bahwa hukum adalah 
kesatuan utuh dari fakta (fact), konsep (idea) dan nilai (value).15

Berdasar pola inferensi langsung, pernyataan: Norma posi-
tif adalah hukum, beroposisi dengan: Norma yang tidak dipositif-
kan adalah bukan hukum. Jika disadari hukum adalah kesatuan 
fakta, konsep dan nilai, maka oposisi ini tidak menunjukkan pene-
gasian moral dari hukum. Inferensi langsung ini mengantar pada 
konklusi adanya perbedaan kategori di bawah genus hukum. 

Kesadaran ini menjadi landasan bagi integrasi perspektif, 
di mana perspektif positivisme dan sosiologisme dilihat seba-
gai dua sisi yang saling melengkapi. Sebab untuk memahami 
konsep hukum harus ditempuh melalui teks dogmatika hukum, 
tapi konsep hukum hanya utuh dipahami dengan menyertakan 
hasil amatan terhadap perbuatan hukum. Dengan demikian, 
dua perspektif ini ditempatkan sesuai porsi masing-masing 
sehingga saling melengkapi. Moderasi perspektif seperti inilah 
yang mengantar pada integrasi pendekatan.

12 Syahrizal Abbas, dkk., Filsafat Hukum Islam, cet. I (Banda Aceh: Ar-Ranriy 
Press, 2021), hlm. 84 dan 96.

13 Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, cet. I (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2005), hlm. 11, 52.

14 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia, 
cet. I (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 41. Ajaran hukum murni dari Hans Kelsen itu 
absurd, sebab konsep kebudayaan saling menyusupi.

15 Diantha, Metodologi..., hlm. 77.
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2. Integrasi pendekatan
Menurut (KBBI), kata pendekatan berarti proses atau cara 

perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb.).16 
Maksud pendekatan di sini adalah cara memperlakukan objek 
yang diteliti sehingga ia menampakkan diri apa adanya kepada 
peneliti. Setiap pendekatan yang dipakai dalam penelitian 
memiliki pola penalaran tersendiri, dan berbeda antara satu 
dan lain pendekatan. Mengingat hukum ada dalam bahasa dan 
fenomena sosial, lalu bisakah dipahami melalui pendekatan 
bahasa saja, atau pendekatan sosial semata?

Jawabannya tidak, sebab bahasa hanya menjelaskan konsep 
hukum dari satu perspektif. Demikian pula pendekatan sosial, 
hanya menjelaskan konsep hukum secara monoperspektif. Tapi 
perpaduan kedua perspektif ini bisa memberi pandangan yang 
utuh tentang konsep hukum. Jadi konsep hukum yang berupa 
makna-makna hanya bisa utuh dipahami melalui perpaduan 
teks dan konteksnya. Menurut ilmu sintaksis, terdapat macam-
macam konteks sebagai berikut:17

•	 Konteks kalimat adalah terbentuknya makna karena proses 
morfologi, misalnya kata “terbawa” yang bermakna tidak se-
ngaja setelah ada imbuhan prefiks “ter” pada kata dasar bawa. 

•	 Konteks situasi adalah makna yang timbul karena perbedaan 
situasi, walau pada ujarannya sama. Misalnya ujaran: “sudah 
hampir pukul 12,” jika diucapkan oleh ibu kos, berarti; sudah 
habis masa berkunjung, tapi jika diucapkan oleh ustazd di 
pesantren berarti; hampir tiba waktunya salat zuhur. 

•	 Konteks prosodi adalah perbedaan makna yang timbul 
akibat adanya perbedaan tekanan, nada dan durasi. Misalnya 
kalimat: kucing/makan tikus mati, beda maknanya dengan 
kalimat kucing makan tikus/mati. 

Tampak pada poin-poin ini konteks kalimat dan konteks 
prosodi adalah aspek internal bahasa, sedang konteks situasi 
adalah aspek eksternal bahasa. Melihat khazanah keilmuan 
Islam, konteks situasi disebut ‘ilm asbābun nuzūl dalam ilmu-

16 Tim Penyusun, Kamus Besar..., hlm. 306.
17 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), cet. I (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), hlm. 2-3. 
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ilmu Al-Qur’an, dan dalam ilmu-ilmu hadis disebut ‘ilm asbābul 
wurūd. Adapun dalam ilmu Usul Fikih, konteks situasi dikaji 
untuk penemuan al-‘illah.18 Selain tiga macam konteks di atas, 
dikenal pula adanya konteks wacana.19 Dalam keilmuan hukum 
Islam, konteks wacana disebut maqāṣid al-tasyrī‘, atau ‘ilm 
maqāṣid.20 Berikut ilustrasinya:

Gb. 11.4. Macam-macam konteks
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Meski teks dan konteks sama-sama berada dalam reali-
tas fisis-materil, namun masing-masing harus didekati dengan 
cara berbeda. Kedua pendekatan harus dimoderasi dan diin-
tegrasikan dengan cara memberi porsi dan ditempatkan pada 
posisinya masing-masing agar bisa saling melengkapi dalam 
memperjelas konsep hukum.

a. Integrasi pendekatan dalam penalaran teks
Sejak awal mula perkembangan ilmu hukum, kecenderun-

gan ekstrem pada pendekatan teks dan konteks telah muncul. 
Masalah ini berpunca pada asumsi dasar tentang objektivitas 
makna yang dipetik oleh penafsir. Bagi yang berasumsi penafsi-
ran itu objektif, maka ekstrem berpegang pada teks sehingga 
cenderung meninggalkan konteks. Sebaliknya yang berasumsi 
tidak objektif, maka ekstrem memegang konteks sehingga cen-
derung meninggalkan teks.

Mengawali diskusi ini, mari mengingat kembali kajian 

18 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah..., hlm. 27.
19 Jorgensen, Marianne W. dan Phillips, Louise J., Analisis Wacana; Teori dan 

Metode, terj. Imam Suyitno, Lilik Wahyuni dan Suwarno, cet. V (Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2010), hlm. 2, 16. Secara terminologis, kata wacana berarti cara tertentu untuk 
membicarakan atau memahami dunia. Misalnya peristiwa banjir, bisa dibicarakan 
dalam wacana fenomena alam, bisa juga dalam wacana meteorologi, atau wacana efek 
rumah kaca, wacana kesalahan kebijakan politik, dan lain-lain.

20 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah..., hlm. 39.
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pada Bab 4 tentang relasi kata dengan makna; bahwa ada tiga 
macam dilālah (muṭābaqah, taḍammun dan iltizām); bahwa 
tidak selamanya kata digunakan sesuai konvensi. Hal yang juga 
harus diingat kembali adalah kajian pada Bab 5 tentang makna 
gramatikal. Telah dijelaskan bahwa saat digunakan di dalam 
kalimat, makna sebuah term dapat berubah karena terjadi 
pergeseran komprehensi dan ekstensi.

Melihat dalam konteks hukum Islam, al-Sya� t�ibī� men-
yatakan bahwa syariat diturunkan dalam bahasa Arab untuk 
dipahami oleh umat (waḍ‘ al-syarī‘ah li al-ifhām).21 Jika nas 
syariat ditujukan untuk memberi pemahaman (al-ifhām), lalu 
apakah sesuatu yang dipahami (al-fahm) adalah apa yang di-
pahamkan? Dengan kata lain, apakah al-fahm itu objektif atau 
malah subjektif? Lalu mungkinkah memperoleh pemahaman 
yang objektif dari teks?

Al-Zarkasyī� (w. 794 H/1392 M) dalam kitab al-Baḥr al-
Muḥīṭ, menukil pendapat Ibn Sī�na�  (w. 428 H/ 1037 M)22 yang 
menyatakan bahwa al-fahm adalah al-ifhām itu sendiri. Menurut 
al-Zarkasyī�, sebenarnya al-fahm adalah sifat bagi pendengar 
(al-sāmi‘), sedang al-ifhām adalah sifat bagi pembicara (al-
mutakallim), atau secara metafor (majāzī) disebut sifat bagi 
lafaz.23 Jadi apa yang dipahami dari teks tidak otomatis objektif 
sehingga harus dimoderasi.

Menurut al-Sya� t�ibī�, kandungan makna (al-ma‘nā) 
merupakan maksud dari ucapan (khitāb), adapun teks (sīghat) 
adalah perantara (wasīlah) untuk menyampaikan makna yang 
dimaksud.24 Jadi teks sebagai sarana tidak boleh ditinggalkan, 
sebab ia adalah wadah di mana makna berada. Tetapi makna 
yang disimpulkan dari satu teks individual tidak bisa dikatakan 

21 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jld. II (Kairo: Maktabah al-
Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 54.

22 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 66. 
Ibn Sī�na� , nama lengkapnya Abu�  ‘Alī� al-H� usein ibn ‘Abd Alla�h ibn H� asan ibn ‘Alī� ibn Sī�na� . 
Lahir tahun 370 H/980 M, di Desa Efsyanah, Bukhara. Ia dikenal sebagai filosof besar 
Islam, ahli kedokteran, matematika, fisika, dan logika, wafat tahun 428 H/1037 M).

23 Al-Zarkasyī�, al-Baḥr al-Muḥīṭ, cet. III, jld. I (Kairo: Da� r al-Kutub, 2005), hlm. 
268.

24 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 73.
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objektif, maka harus diverifikasi dengan teks-teks lainnya yang 
membicarakan tema yang sama.

Umumnya yang dianggap sebagai konteks adalah situasi 
yang mengiringi lahirnya sebuah teks, yaitu asbābun nuzūl 
dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dan asbābul wurūd dalam ilmu 
hadis. Dalam ilmu hukum Islam, dua konteks situasi tersebut 
dipakai dalam penemuan al-‘illah. Seperti dijelaskan pada Bab 
9, al-‘illah adalah esensi, atau hakikat terdalam yang mengikat 
perbuatan hukum dalam satu genus. 

Melihat pada contoh perbuatan hukum meminum 
khamar, dilakukan generalisasi terhadap perbuatan hukum 
serupa, yaitu meminum nabīż, tuak dan lain-lain. Tetapi hasil 
generalisasi ini hanya bisa digunakan dalam operasional al-
qiyās di mana hukum didasarkan pada aṣl mu‘ayyan. Mengingat 
ada masalah yang tidak bisa di-qiyās, maka ahli hukum Islam 
beranjak lebih jauh lagi dengan menemukan konteks wacana  
hukum, yaitu maqāṣid al-tasyrī‘. 

Perlu ditegaskan, konteks situasi (asbābun nuzūl dan 
asbābul wurūd) dan konteks wacana (maqāṣid) adalah aspek 
eksternal dari bahasa. Hanya saja konteks situasi bersifat 
eksplisit, sebab ia realitas empiris, sedang konteks wacana 
bersifat implisit.25 Sebagai konteks wacana, maqāṣid terkandung 
dalam berbagai teks dalam satu tema yang sama, baik teks 
tersebut Al-Qur’an, Sunnah ataupun ijmak.26

Analisis wacana fokus pada bahasa di balik kata, klausa, 
frasa dan kalimat yang dibutuhkan untuk kesuksesan suatu 
komunikasi.27 Jadi analisis wacana bekerja pada konsep-
konsep yang abstrak, bukan pada aspek lahiriah bahasa. Inilah 
yang dilakukan oleh al-Sya� t�ibī� melalui prosedur generalisasi 
teks nas syariat. Jadi penalaran berpola deduktif dalam tafsir 

25 Yayat Sudaryat, Makna dalam Wacana; Prinsip-prinsip Semantik dan 
Pragmatik, cet. I (Bandung: Yrama Widya, 2008), hlm. 141.

26 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 179. 

27 Brian Paltridge, Discourse Analysis (New York: Continuum International 
Publishing Group, 2006), hlm. 2. Discourse analysis focuses on knowledge about 
language beyond the word, clause, phrase and sentence that is needed for successful 
communication.
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individu terhadap nas syariat, dipadu dengan konteks wacana 
hukum (maqāṣid al-tasyrī‘) yang dihasilkan dari pola penalaran 
induktif, yaitu al-istiqrā’ al-ma‘nawī.

Hal ini hanya mungkin apabila integrasi pendekatan 
berhasil dilakukan dalam penalaran hukum. Konsep dasarnya; 
penafsir harus menunda kebenaran tafsir individual, sampai ia 
mengkonfirmasinya dengan wacana hukum hasil generalisasi 
ayat-ayat hukum.

b. Integrasi pendekatan dalam penalaran konteks
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep hukum 

hanya bisa dipahami secara utuh dengan menyertakan pema-
haman terhadap perbuatan hukum dalam realitas sosial. Sebab 
ia merupakan salah satu sisi perwujudan hukum ke dalam rea-
litas. Berikut ilustrasinya:

Gb. 11.5. Perwujudan konsep hukum ke dalam realitas fisis-materil
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tampak pada ilustrasi ini, hakikat hukum yang berupa 
konsep hukum (mawjūd fī al-ażhān) mewujud ke dalam teks 
hukum dan perbuatan hukum (mawjūd fī al-a‘yān). Sementara 
itu, teks hukum terhubung secara tak langsung dengan 
perbuatan hukum, sebab ia adalah konteks situasi teks hukum 
(digambar dengan garis putus-putus). Berdasarkan ilustrasi ini, 
bisa disimpulkan bahwa dogmatika hukum itu sendiri tak bisa 
utuh dipahami tanpa ikut sertanya konteks situasi. Masalahnya, 
tak jarang ditemukan penelitian hukum yang melepas konteks 
situasi hukum dari teks hukum itu sendiri.

Misalnya seorang sosiolog dalam penelitian hukum em-
piris, bisa saja menggunakan pendekatan historis, pendekatan 
antropologis, pendekatan sosiologis atau pendekatan ekono-
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mi.28 Masing-masing pendekatan memiliki teori sendiri dan 
kerangka teoretik (theoretical framework). Kerangka ini berpe-
ran seperti ideologi, ia mengarahkan penelitian sejak dari pen-
carian teori, pemilihan kerangka teoretik, pengumpulan data, 
analisis, sampai pada penyimpulan.29

Perlu digarisbawahi, teori dan kerangka teoretik (theo-
retical framework) merupakan syarat utama dalam penelitian. 
Sebab tanpa teori dan kerangka teoretik, peneliti tidak bisa 
memutuskan data apa yang harus dikumpulkannya, mana yang 
penting dan mana yang dimungkinkan untuk dihimpun.30 Jadi 
kerangka teoretik mutlak diperlukan dalam penelitian. Masa-
lahnya, teori-teori dalam keilmuan sosial berpotensi kontradik-
tif dengan dimensi teoretik hukum (legal theories) dan filsafat 
hukum (legal philosophies).

Secara kronologis, pertentangan terjadi ketika peneliti 
hukum empiris menerapkan pola berpikir reflektif terhadap 
aspek-aspek paradigmatif hukum, yaitu: 1) tujuan dan fungsi 
hukum; 2) sumber hukum; 3) wilayah hukum; 4) hubungan 
antara fakta dan hukum; 5) gagasan terkait kausalitas hukum; 
dan 6) perspektif keseluruhan.31 Misalnya tentang ‘hubungan 
fakta dan hukum’ di mana ilmu hukum melihat supremasi hukum 
adalah syarat yang transenden dalam memberi preskripsi 
terhadap fakta. Sementara ilmu sosial melihat fakta dan hukum 
sebagai dua hal yang saling mempengaruhi sehingga supremasi 
hukum dianggap tidak punya landasan selain fakta sosial itu 
sendiri, maka dianggap tidak ada syarat transenden.32

28 Vago, S., & Barkan, S. E., Law and Society, edisi kedelapan (New York: 
Routledge, 2018), hlm. 280.

29 Webley, L.. THE WHY AND HOW TO OF CONDUCTING A SOCIO-LEGAL 
EMPIRICAL RESEARCH PROJECT, dalam: N. Creutzfeldt, M. Mason, & K. McConnachie 
(Ed.), Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods, (New York: Routledge, 
2020), hlm. 62.

30 Vincent A. Anfara Jr. dan Norma T. Mertz (ed.), Theoretical Frameworks in 
Qualitative Research, edisi kedua (Los Angeles: SAGE Publications, 2015), hlm. 26.

31Vries, U. de. (2013). Kuhn and Legal Research: A Reflexive Paradigmatic View 
on Legal Research. Law and Method, 3, 7–25, hlm. 16.

32 Troper, M.. The Fact and the Law, dalam: F. Nerhot, Patrick (Ed.), 
LAW, INTERPRETATION AND REALITY Essays in Epistemology, Hermeneutics and 
Jurisprudence, edisi pertama (Dordrecht: Springer Science, 1990), hlm. 35.
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Kontradiksi pada contoh ini justru meruntuhkan teori 
ilmu hukum itu sendiri, dan ini tidak disadari oleh selain ahli 
hukum. Jika landasan supremasi hukum adalah fakta sosial, 
maka secara serta merta konsensus sekelompok orang dapat 
menjadi hukum. Padahal menurut teori hukum, aspek normatif 
konsensus justru terletak pada kebenaran yang terkandung di 
dalamnya, jadi bukan kesepakatan itu sendiri yang membuatnya 
berlaku. Dari perspektif hukum Islam, ini berpotensi mengubah 
syariat berdasar ijmak ahlul batil.33

Kiranya contoh ini cukup gamblang mendemonstrasikan 
potensi pertentangan antara teori yang digunakan dalam mende-
kati konteks situasi dengan teori hukum itu sendiri. Hal ini me-
nuntut moderasi melalui dua langkah berikut ini: 1) dengan kritik 
terhadap pendekatan yang digunakan, alat kritiknya adalah teori 
ilmu hukum (rechtstheorie); 2) menempatkan penelitian terha-
dap konteks situasi dalam kerangka teoretik penelitian hukum.

Langkah pertama merupakan sinkronisasi antara pen-
dekatan terhadap teks dengan pendekatan terhadap konteks 
situasi. Adapun langkah kedua, mengintegrasikan pendekatan 
terhadap teks dengan pendekatan terhadap konteks. Pola 
dasarnya, kedua pendekatan itu ditempatkan dalam kerangka 
teoretik penelitian hukum, yaitu untuk menemukan kejelasan 
konsep hukum, Dengan demikian, pendekatan sosial dapat 
menjalankan perannya sebagai pendukung penelitian hukum 
dan terjaga dari pertentangan dengan teori ilmu hukum.34

Dua cara ini bisa dilakukan dengan kemampuan memo-
derasi dan mengintegrasikan pendekatan. Sebab masing-ma-
sing pendekatan ini memiliki logika penalaran berbeda-beda. 
Misalnya dalam rangka memahami teks diperlukan pendekatan 
hermeneutis, di sisi lain untuk memahami konteks situasi eks-
ternal diperlukan pendekatan sosiologis. Masing-masing dari 
dua pendekatan ini memiliki teori, kerangka teoretik dsan me-
miliki logika penalaran sendiri-sendiri.

33 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm. 153.
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III (Jakarta: UII Press, 

1986), hlm. 127. Kerangka teori penelitian hukum empiris harus didasarkan pada 
kerangka acuan hukum, kalau tidak hanya berguna untuk ilmu sosial.
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Perhatikan dalam pendekatan terhadap teks, berlaku lo-
gika penalaran; bahwa teks adalah sarana mencapai ‘makna’. 
Tapi logika penalaran ini bisa dibawa pada tataran yang lebih 
tinggi lagi, yaitu mencapai ‘konsep’ yang lebih abstrak. Seperti 
dibahas pada Bab 10, hal ini telah berhasil dilakukan oleh al-
Sya� t�ibī� melalui metode al-isiqra’ al-ma‘nawī. Lalu Ibn ‘A� syu� r, 
membawanya pada generalisasi al-‘illah untuk menemukan 
tujuan khusus syariat (maqāṣid al-syarī‘at al-khāṣṣah). Jika 
perlu, silakan merujuknya kembali.

Sementara pada pendekatan terhadap konteks situasi 
eksternal, berlaku logika penalaran; bahwa dari pemahaman 
terhadap subjek-subjek, dapat dicapai pengorganisasian eks-
sternal suatu masyarakat. Logika penalaran ini juga bisa diba-
wa pada tataran yang lebih tinggi di atasnya, yaitu mencapai ke-
jelasan makna atau nilai-nilai yang lebih abstrak dari sekadar 
organisasi eksternal masyarakat.

Dapat disimpulkan, bahwa logika penalaran yang berlaku 
dalam pendekatan terhadap teks dan konteks situasi eksternal, 
dapat bersatu pada level lebih tinggi dan lebih abstrak. Jadi pen-
dekatan-pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dan menja-
di saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu, masing-masing pendekatan harus diberi porsi 
yang sesuai dan ditempatkan pada posisinya masing-masing.

Satu hal yang juga harus diperhatikan, dalam pengintegra-
sian pendekatan ini berlaku logika penalaran hukum yang lebih 
universal. Logika penalaran hukum dimaksud adalah mewujudkan 
maslahat yang diketahui dari konteks wacana hukum (maqāṣid al-
syarī‘ah), yaitu mewujudkan maslahat yang spesifik (al-maqāṣid 
al-khāṣṣah), maslahat menengah (al-maqāṣid al-qarībah) dan 
maslahat tertinggi (al-maqāṣid al-‘aliyyah). Ini hampir serupa 
dengan logika deontik yang dikenal dalam hukum umum. Logi-
ka ini mengasumsikan saling dukungnya berbagai potensi untuk 
mewujudkan tujuan hukum.

3. Integrasi metode
Uraian di atas menunjukkan, bahwa untuk integrasi per-

spektif, diperlukan perspektif yang lebih luas sehingga men-
gakomodasi dan menempatkan perspektif-perspektif terkait. 
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Adapun pada integrasi pendekatan, perlu tujuan yang lebih uni-
versal di mana pendekatan-pendekatan itu bisa berkontribusi 
untuk tujuan bersama. Peneliti memperluas cara pandang se-
hingga menjadi multiperspektif dan menyusun tujuan berjen-
jang sehingga pendekatan-pendekatan yang partikular menjadi 
pengantar kepada jenjang universal.

Integrasi metode juga dilakukan berjenjang dalam dua 
tahap, yaitu tahap penelitian deskriptif dan tahap penelitian 
preskriptif. Pada tahap deskriptif, peneliti memilih metode 
pengumpulan data dan metode analisis data yang tepat. Adapun 
topik yang diteliti bisa mencakup emosi, tujuan, sikap dan 
disposisi subjektif para pelaku.35 Metode yang digunakan bisa 
jenis penelitian biografis, studi kasus, etnografi, fenomenologi, 
grounded theory atau jenis-jenis metode penelitian lain yang 
sesuai dengan tuntutan objek penelitian.

Jika yang melakukan penelitian hukum adalah praktisi 
hukum atau ilmuwan hukum, maka demi objektivitas, ia harus 
bersikap seperti ‘orang luar’. Dengan kata lain ia harus mengubah 
posisinya dari partisipan (medespeler) menjadi pengamat 
(toeschouwer).36 Hasil penelitian pada tahap deskriptif dibawa 
ke tahap preskriptif. Tapi pada tahap ini peneliti harus berperan 
sebagai ‘orang dalam’, seperti layaknya praktisi hukum atau 
ilmuwan hukum profesional.

Metode penelitian sosial berkarakter deskriptif, bukan 
bersifat preskriptif. Dilihat dari outputnya, semua metode pe-
nelitian sosial hendak mengungkap fakta seobjektifnya.37 De-

35 Anthony Giddens & Jonathan Turner (eds.), Social Theory Today, terj, Yudi 
Santoso (Yogyakarta: Pelajar, 2008), hlm. 664. 

36 Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku Satu: Akar 
Filosofis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 137. Maka penggunaan metode 
sosial-empiris berarti mengubah posisi dari partisipan menjadi pengamat. Sebagai 
partisipan (medespeler), peneliti adalah pelaku yang keberadaannya bersifat internal, 
tapi sebaliknya keberadaan pengamat (toeschouwer) bersifat eksternal. Dari itu, adopsi 
metode sosial-empiris ke dalam penelitian hukum, menghendaki agar peneliti—yang 
sebenarnya orang dalam—untuk berperilaku seperti orang luar.

37 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj. 
Alimandan, cet. IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13, 37, dan 69. Gejala 
sosial bersifat deskriptif, baik gejala dalam arti fakta sosial, definisi sosial, atau 
perilaku sosial. 
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ngan demikian, yang harus diperhatikan dan disikapi secara 
berhati-hati adalah metode analisis data. Harus dijaga agar 
analisis terhadap temuan di lapangan tidak melebihi batas ke-
mampuan deskripsi metode. Baru kemudian hasil deskripsi ini 
dibawa pada tahap analisis preskriptif.

Masuk pada tahap preskriptif, pengemban hukum ber-
urusan dengan logika formal dan logika material. Dalam hal 
logika formal, menurut Imam al-Ghaza� lī� tidak ada beda antara 
penalaran keilmuan hukum (al-fiqhiyyāt) dan ilmu rasional (al-
‘aqliyyāt). Perbedaannya terletak pada logika material, yaitu 
pada proposisi yang dijadikan sebagai premis mayor. Kriteria-
nya sebagai berikut:38

1. proposisi yang boleh digunakan sebagai premis mayor pada 
ilmu rasional, juga boleh digunakan dalam ilmu hukum;

2. proposisi yang boleh digunakan dalam ilmu hukum belum 
tentu boleh digunakan dalam ilmu rasional, misalnya pro-
posisi ẓannī;

3. proposisi yang tidak boleh digunakan sebagai premis mayor 
pada keduanya adalah proposisi yang kabur (al-musyābahāt) 
dan proposisi yang keliru (al-mughallaṭāt).

Menurut al-Ghaza� lī�, tak jarang proposisi partikular di-
gunakan sebagai premis mayor dalam fikih, yaitu tiga proposisi 
berikut:39

1. ayat Al-Qur’an dan Hadis yang membicarakan persoalan 
khusus atau riwayat terhadap perbuatan Rasulullah saw.;

2. pernyataan para ulama yang berupa kesepakatan bersama 
(ijmak);

3. pernyataan satu orang sahabat.
Tiga macam proposisi ini boleh dijadikan premis dalam 

fikih selama memenuhi ketentuan-ketentuan dalam usul fikih, 
terutama segi kejelasan lafaz dan jalur periwayatan. Propo-
sisi ini diperlakukan sebagaimana layaknya ide bawaan (al-
awwaliyyāt) dalam penalaran ilmu rasional, yaitu ditempatkan 
sebagai premis apriori. Proposisi ini diperlakukan sebagai kon-

38 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 202.
39 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 202.
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disi seharusnya (the ought) yang menjadi ladasan preskripsi 
bagi fakta (the is). Maka yang harus dilakukan adalah meng-
uraikan ada tidaknya deviasi antara premis minor (the is) de-
ngan premis mayor (the ought).

Premis mayor memuat term universal, sedang premis 
minor memuat term partikular. Oleh karena itu, tiga macam 
term di atas harus digali aspek universalitasnya. Menurut Imam 
al-Ghaza� lī�, term tersebut bisa berada dalam empat kondisi 
berikut ini:40

1. universal yang dikehendaki universal;
2. partikular yang tetap dalam kondisi partikular;
3. universal yang dikehendaki partikular;
4. partikular yang dikehendaki universal.

Agar dapat dijadikan sebagai premis mayor, mujtahid harus 
menemukan aspek universal dari term. Misalnya Hadis berikut:41

Seseorang memberitahu Nabi saw. bahwa ia kerap dicurangi 
dalam jual beli. Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: “Apabila 
kamu menjual sesuatu katakanlah tidak ada penipuan.” (HR. Al-
Bukha� rī�).

Berdasar Hadis ini dan nas terkait lainnya, para ulama 
menarik satu term universal (al-kullī), yaitu bay‘ al-gharar. 
Maka kerja penalaran adalah menganalisis partikularia (al-
juz’ī) yang diikat oleh term bay‘ al-gharar. Al-Ghaza� lī� memba-
ginya tiga kategori:42

1. perkara yang pasti keluar dari cakupan term bay‘ al-gharar;
2. perkara yang masuk dalam cakupan term tersebut; dan
3. perkara yang samar (tasyābuh).  

40 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 202.
41 Muh� ammad ibn Isma�‘ī�l Abu�  ‘Abd Alla�h al-Bukha�rī� al-Ja‘fī�, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: 

al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar, tahkik: Mus�t�afa�  Dī�b, jld. II (Beirut: Da� r Ibn Kas�ī�r, 1407 
H/1987 M), hlm. 745.

42 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan (Banda Aceh: LKaS,2009), hlm. 109.
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Tugas berat hakim/mujtahid adalah pada hal yang samar 
ini, al-Ghaza� lī� menyatakan:43

Sebagian darinya merupakan perkara yang samar (tasyābuh), 
dan tahkik terhadapnya merupakan pendapatan berdasar akal 
semata, dan itu adalah sembilan puluh persen dari nalar fikih. 
Oleh karena itu, sembilan puluh persen dari fikih merupakan 
penalaran akal semata.

Inilah aktivits penalaran hukum pada tahap preskriptif. 
Untuk memahami logika penalaran hukum yang berlaku di 
dalamnya, maka pembahasan ini diramu dalam relevansinya 
dengan kajian hukum.

4. Relevansi dengan kajian hukum
Penelitian terhadap realitas sosial tahap deskriptif ber-

ujung pada analisis maslahat. Konsep dasarnya seperti yang di-
jelaskan oleh ‘Izz al-Dī�n ibn ‘Abd al-Sala�m, ia menyatakan:44

Kebanyakan maslahat dan mafsadat duniawi bisa diketahui 
dengan akal sehat, demikian pula halnya kebanyakan ketentuan 
syariat.

Tampak akal sehat (common sense) adalah sarana me-
motret keterwujudan maslahat dalam realitas. Menurut Ibn 
‘A� syu� r, maslahat menurut akal sehat didasarkan pada kebiasa-
an umum (‘urfiyyah ‘āmmah) dan disimpulkan melalui empat 
indikator, ia menyatakan:45

Maqāṣid al-syarī‘ah terbagi dua, makna hakiki dan makna secara ke-
biasaan umum. Keduanya harus memenuhi syarat: tetap (al-ṡubūt), 
jelas (al-ẓuhūr), terukur (al-inḍibāṭ) dan konsisten (al-iṭṭirād).

Jika indikator ini terpenuhi, maka dilakukan verifikasi akal 
sehat berdasar al-istiqrā’ al-ma‘nawī yang berpijak pada kebe-

43 Al-Ghaza� lī�, Asās al-Qiyās (Riyad: Maktabah al-‘Ubayka�n, 1993), hlm. 40.
44 ‘Izz al-Dī�n ibn ‘Abd al-Sala�m, Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, jld. I 

(Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 8.
45 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 

al-Sala�m, 2005, hlm. 49-50.
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naran koherensi. Logika penalaran hukum yang berlaku di da-
lamnya adalah sebagaimana pernyataan al-Sya� t�ibī� berikut ini:46

Maslahat yang ditetapkan dalam dunia ini, harus diperhatikan 
dari dua sisi, yaitu sisi keterwujudannya dalam realitas dan sisi 
keterkaitannya dengan al-khiṭāb al-syar‘ī.

Dilihat dari keterwujudan perbuatan hukum di dalam 
realitas, generalisasi tak sempurna dapat mendukung kebena-
ran insight akal sehat secara koherensi. Tetapi dalam hal keter-
kaitannya dengan khiṭāb al-Syāri‘, tidak cukup kebenaran ko-
herensi saja, sebab al-istiqrā’ al-ma‘nawī tidak pasti mencakup 
partikularia yang baru. Maka timbul perbedaan pendapat di ka-
langan uṣūliyyūn tentang daya ikat pada perbuatan yang tidak 
ada khiṭāb.

Melihat dalam konteks hukum umum, berlaku logika de-
ontik yang melihat kewajiban timbul dari keharusan moral.47 
Jadi logika deontologis bukan berpijak pada kausalitas perbuat-
an dengan akibat yang ditimbulkan.48 Bahkan kewajiban mela-
kukan timbul dalam diri seseorang sebagai bentuk kehendak 
bebas. Dengan demikian, logika deontologis berpegang pada 
norma akhlāqī, bukan qaḍā’ī.

Berbeda dari logika deontologis, sebagian uṣūliyyūn me-
yakini kewajiban berbuat maslahat tercakup dalam perintah 
umum syariat, yaitu perintah mewujudkan maslahat.49 Namun 
seperti dijelaskan pada Bab 10, tidak adanya khiṭāb eksplisit 
pada hasil generalisasi nas syariat membuatnya tidak pasti 
mengikat. Tapi perbedaan pendapat ini bisa dimoderasi dengan 
adanya kewenangan ulil amri yang dapat memutus perdebatan. 
Melalui penetapan oleh ulil amri, hal-hal yang sifatnya akhlāqī 
dapat menjadi qaḍā’i. Namun begitu hukum yang ditetapkan 

46 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 20. 
47 Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 53.
48 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika , cet. IV (Jakarta: Kencana. 

2010), hlm. 62.
49 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah..., hlm. 84.
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oleh ulil amri harus memenuhi syarat kedaulatan syarak se-
hingga rakyat wajib menuruti perintah mematuhi ulil amri.50

Kedaulatan syarak didasarkan pada konsep sarana-tujuan 
(wasā’il-maqāṣid), sebab al-Syāri‘ meletakkan ketentuan hukum 
detail untuk mewujudkan tujuan umum. Menurut Ibn ‘A� syu� r:51

Wasā’il adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan 
hukum-hukum yang lain.

Berdasar konsep ini, maka berlaku logika penalaran; bah-
wa maslahat pada kasus tertentu (al-maqāsid al-juz‘iyyah) da-
pat menjadi sarana (wasā’il) untuk mewujudkan tujuan umum 
syariat (maqāsid al-syarī‘at al-‘āmmah).

Ibn ‘A� syu� r mengoperasikan logika sarana-tujuan pada 
metode qiyās maṣlaḥat kulliyyah. Ini serupa dengan apa yang 
disebut oleh Noeng Muhadjir sebagai metode deduktif inter-
pretif, yaitu metode yang diperkenalkan oleh Karl. R. Popper. 
Bangun silogismenya berangkat dari konsep deduktif kebenar-
an universal, lalu dijadikan sebagai premis mayor di mana ka-
sus baru diposisikan sebagai premis minor.52 Silakan menelaah 
kembali contoh penerapan qiyās maṣlaḥat kulliyyah pada Bab 
10, yaitu tentang perbuatan menimbun barang.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa di abad modern 
telah lahir metode inferensi baru yang mengintegrasikan pola 
penalaran deduktif dan induktif. Al-Syaykh Muh� ammad al-
T�a�hir ibn ‘A� syu� r menyebut metode ini sebagai qiyās maṣlaḥat 
kulliyyah, tapi ada pula yang menyebutnya al-qiyās al-kullī.53 Di 
dalam metode ini terjadi moderasi serta integrasi perspektif, 
pendekatan dan metode. Oleh karena itu, Ibn ‘A� syu� r yakin me-
tode ini dapat menjawab masalah hukum pada kasus baru.54

50 Syahrizal Abbas, dkk., Filsafat Hukum Islam..., hlm. 169, 180.
51 Ibn ‘A� syu� r, Maqāṣid…, hlm. 144.  
52 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi, Axiologi First Order, 

Second Order & Third Order of Logics, dan Mixing Paradigms Implementasi Methodologik, 
edisi pengembangan 2011 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 237. 

53 Nu� r al-Dī�n ibn Mukhta�r al-Kha�dimī�, al-Ijtihād al-Maqāṣidī; Ḥujjiyatuhu, 
Ḍawābiṭuhu, wa Majālātuhu, jld. I (Qatar: Kita�b al-Ummah, 1998), hlm. 117.

54 Ibn ‘A� syu� r, Maqāṣid..., hlm. 81.
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C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Al-Qiyās al-fiqhī dapat dioperasikan selama ada khiṭāb dari 

teks dogmatika hukum (aṣl mu‘ayyan) yang dapat diberla-
kukan pada kasus baru. Jika tidak ada, maka ia menjadi wila-
yah operasional qiyās maṣlaḥat kulliyyah.

2. Qiyās maṣlaḥat kulliyyah memadukan antara generalisasi 
induktif dan insight akal sehat yang deduktif. Dalam metode 
ini terjadi tiga macam integrasi, yaitu integrasi perspektif, 
integrasi pendekatan dan integrasi metode.

3. Integrasi berarti pembauran sehingga menjadi kesatuan yang 
utuh atau bulat. Pembauran bukan campur aduk, melainkan 
perpaduan yang memberi sumbangsih dan saling melengkapi.

4. Perspektif positivisme dan sosiologisme dengan kesadaran 
bahwa hukum adalah kesatuan dari fakta, konsep dan nilai. 
Memahami konsep hukum harus ditempuh melalui teks dog-
matika hukum dan hasil amatan terhadap perbuatan hukum. 
Dengan demikian, perspektif positivisme dan sosiologisme 
harus ditempatkan sesuai porsi masing-masing sehingga sa-
ling melengkapi. Dalam rangka integrasi perspektif, diper-
lukan perspektif yang lebih luas yang mengakomodasi dan 
menempatkan perspektif-perspektif terkait.

5. Sebagian ahli hukum cenderung ekstrem pada pendekatan 
teks sehingga nyaris meninggalkan konteks. Sebagian lagi 
cenderung ekstrem memegang konteks sehingga tampak 
meninggalkan teks.

6. Integrasi pendekatan teks-konteks dibangun berdasar konsep 
dasar: Penafsir harus menunda kebenaran tafsir individual, sam-
pai ia mengkonfirmasinya dengan wacana hukum (maqāṣid).

7. Logika penalaran yang berlaku dalam integrasi pendekatan 
teks dan konteks adalah; bahwa kedua pendekatan tersebut 
bersatu pada level yang lebih tinggi dan lebih abstrak. Jadi 
pendekatan-pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dan 
menjadi saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama 
yang lebih tinggi. Peneliti memperluas pandangan sehingga 
menjadi multiperspektif dan menyusun tujuan berjenjang 
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sehingga pendekatan-pendekatan yang partikular menjadi 
pengantar kepada jenjang universal.

8. Integrasi metode juga dilakukan berjenjang dalam dua ta-
hap, yaitu tahap penelitian deskriptif dan tahap penelitian 
preskriptif. 

9. Konsep dasar pada tahap deskriptif adalah: Kebanyakan 
maslahat dan mafsadat duniawi bisa diketahui dengan akal 
sehat, demikian pula halnya kebanyakan ketentuan syariat.

10.Logika penalaran hukum yang berlaku pada tahap preskriptif 
adalah: Maslahat yang ditetapkan dalam dunia ini, harus 
diperhatikan dari dua sisi, yaitu sisi keterwujudannya dalam 
realitas dan sisi keterkaitannya dengan al-khiṭāb al-syar‘ī.

D. Saran Bacaan 
Ibn ‘A� syu� r, Muh� ammad al-T�a�hir. Maqāsid al-Syarī‘at al-

Islāmiyyah. Kairo: Da� r al-Sala�m, 2005.
Jabbar Sabil, Maqasid Syariah, cet. I. Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2022.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian integrasi dan penalaran hukum integratif. 
2. Buatlah perbedaan kontras antara integrasi perspektif, 

integrasi pendekatan dan integrasi metode. 
3. Jelaskan konsep dasar dalam integrasi teks-konteks. 
4. Berikan uraian tentang logika penalaran yang berlaku 

dalam integrasi pendekatan teks dengan konteks.
5. Uraikan konsep dasar dan logika penalaran hukum yang 

berlaku dalam integrasi metode.
6. Berikut ini unsur integratif qiyās maṣlaḥat kulliyyah, kecuali...

a.  integrasi perspektif. 
b. integrasi objek penelitian.
c.  integrasi pendekatan. 
d. integrasi metode.

7. Konteks yang digunakan oleh uṣūliyyūn untuk menemu-
kan al-‘illah adalah...-
a.  konteks kalimat.
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b. konteks prosodi.
c.  konteks situasi.
d. konteks wacana.

8. Dalam pandangan ilmu bahasa, maqāṣid al-syarī‘ah me-
rupakan konteks...
a.  konteks kalimat.
b. konteks prosodi.
c.  konteks situasi. 
d. konteks wacana.

9. Amatan ilmu sosial terhadap hukum disebut...
a.  perspektif internal.
b. perspektif eksternal.
c.  perspektif sosial.
d. a dan b benar.

10.Tokoh yang merumuskan metode qiyās maṣlaḥat kulliy-
yah adalah...
a.  Karl. R. Popper.
b. Nu� r al-Dī�n ibn Mukhta� r al-Kha�dimī�.
c.  Abu�  Ish� a�q al-Sya� t�ibī�.
d. Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r.

F. Daftar Istilah
Integrasi berarti pembauran sehingga menjadi kesatuan yang 

utuh atau bulat.
Metode deduktif interpretif adalah metode yang berangkat dari 

konsep deduktif kebenaran universal, lalu dijadikan 
sebagai premis mayor di mana kasus baru diposisikan 
sebagai premis minor.



BAB DUA BELAS
SESAT PIKIR

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengin-

ternalisasi (C4) peran logika penalaran dalam aktivitas sehari-
hari pengemban hukum. Untuk itu mahasiswa diberi wawasan 
tentang sesat pikir dalam perspektif Al-Qur’an, pengertian dan 
macam sesat pikir. Kompetensi ini berada pada level Higher 
Order Thinking Skills (HOTS), maka disajikan materi berikut:
1. Sesat pikir dalam perspektif Al-Qur’an. 
2. Pengertian dan macam-macam sesat pikir;

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu menginte-
grasikan antara perspektif Al-Qur’an terhadap sesat pikir dan 
relevansinya dengan kajian hukum. Kajian ini bersifat filosofis, 
maka kuliah dilaksanakan secara dialektik dengan metode se-
bagai berikut:
1. Ceramah untuk memberikan orientasi awal; 
2. Responsi untuk mendapat umpan balik sebagai sarana evalua-

si kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi untuk mengindentifikasi tingkat kompetensi inte-

grasi sikap mahasiswa dalam ranah afektif;
Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 

memberi reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas ter-
struktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang sesat pikir dalam 

perspektif Al-Qur’an;
2. Membangun skema tentang relevansi perspektif Al-Qur’an 

tentang sesat pikir dengan kajian hukum.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang didasar-

kan pada pertimbangan dosen, sebab terkait dengan aspek pe-
ngembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem ases-
men yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu ranah 
kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Sesat Pikir
Kajian ini dikemas dalam rangka internalisasi logika pe-

nalaran hukum. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
internalisasi berarti penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin 
atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan 
kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan 
perilaku.1 Seperti dijelaskan pada Bab 2, belajar logika juga dapat 
mengantar manusia pada sikap yang objektif, tegas dan berani.2 
Hal ini bisa terwujud jika logika penalaran hukum dihayati dan 
diterapkan dalam sikap dan perilaku. Mengingat hukum Islam 
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, maka internalisasi harus 
dimulai dari kesadaran akan nilai-nilai qurani dan diwujudkan 
melalui proses yang diacu dari perspektif Al-Qur’an.

1. Sesat pikir dalam perspektif Al-Qur’an
Jika penalaran hukum adalah kegiatan berpikir pro-

blematis,3 maka ini mendapat dorongan kuat dari Al-Qur’an, 
bahkan diminta pertanggungjawaban akhirat, antara lain pe-
rintah berikut:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-
sangka (kecurigaan) karena sebagian dari purba-sangka itu dosa... 
(QS. Al-Hujurat [49]: 12). 

Menurut Ibn ‘A� syu� r, maksud dosa di sini adalah rentetan 
dari ẓann, yaitu timbulnya prasangka yang menstimulus 
perbuatan dosa. Jika terkait dengan Allah, maka seseorang 
berdosa karena berburuk sangka kepada Allah. Jika terkait 
dengan manusia, maka rugilah bertindak berdasar ẓann yang 
tidak diverifikasi kebenarannya.4

Ẓann adalah gejala mental, ia timbul dengan sendirinya 
dalam batin tanpa bisa dihindari. Maka perintah ayat ini bukan-

1 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 
2008), hlm. 543.

2 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 17.
3 Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku Satu: Akar Filosofis 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 124.
4 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, jld. XXVI, 

(Tunisia: Da� r al-Tu� nisiyyah, 1984), hlm. 251.
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lah menjauhi ẓann itu sendiri, sebab berarti perintah yang tidak 
bisa dilaksanakan. Perintah di sini justru berarti wajib memve-
rifikasi ẓann berdasar alat ukur yang sahih, sehingga selamat 
dari risiko terjerumus ke dalam dosa.5 Hal ini sejalan dengan 
larangan pada ayat berikut ini:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihat-
an dan hati, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban-
nya. (QS. Al-Isra’ [17]: 36). 

Maksud pengetahuan pada ayat ini adalah pengetahuan 
yang tidak diverifikasi, baik itu pengetahuan konseptual (al-
taṣawwur) maupun pengetahuan sintesis (al-taṣdīq). Oleh ka-
rena itu seorang pengemban hukum tidak boleh melakukan 
penyimpulan, apalagi menetapkan suatu keputusan sebelum 
melakukan verifikasi.

Menurut Ibn ‘A� syu� r, pada ayat ini terdapat tiga poin pen-
ting (al-ihtimām): 1) kata “kullu” didahulukan dari “ūla’ika” 
yang berarti cakupan dari semula; 2) menggunakan kata tun-
juk “ūla’ika”, bukan ḍamīr sehingga mempertajam perbedaan 
ketiganya dari anggota tubuh lainnya; 3) mendahulukan kata 
“’anhu” dari kata “mas’ūla” sehingga menunjukkan penekanan 
khusus agar diberi perhatian lebih. Ketiga penekanan menegas-
kan bahwa pendengaran, penglihatan dan hati, masing-masing 
menjadi saksi mandiri yang menjelaskan posisi pemiliknya ber-
dasarkan apa yang dialami masing-masing. Secara balaghah, 
dilukiskan di akhirat kelak, ketiganya berperilaku seperti ma-
khluk hidup yang mampu menjawab saat pertanyaan diajukan. 
Maka kekeliruan pemiliknya terungkap secara gamblang.6

Larangan ini menjadi indikator adanya sistematika dan 
ukuran kebenaran sebuah penalaran. Sebab bagaimana mung-
kin manusia dimintai tanggung jawab, jika benar dan salahnya 
tidak ada ukuran. Dengan adanya alat ukur, maka seseorang 

5 Ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr..., hlm. 252.
6 Ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr..., jld. XV, hlm. 101-103.
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yang menetapkan pilihan bisa dinyatakan salah atau benar. 
Jadi dari alat ukur yang ada, bisa diprediksi balasan apa yang 
berhak diterimanya.

Tiga indera yang disebutkan pada ayat di atas, mewakili 
tiga sarana bagi manusia dalam memperoleh pengetahuan. 
Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, pengetahuan diantarkan 
ke dalam pikiran manusia (al-ażhān) melalui tiga jalan, yaitu 
indera (ḥawās), perasaan (masyā‘ir) dan nukilan (mā yunqal). 
Berikut poin-poinnya:7

1. pendengaran, yaitu sarana bagi pengetahuan nukilan (mā 
yunqal). Sebab pengetahuan konseptual atau ide disampai-
kan melalui lisan, maka indera yang menerimanya adalah 
pendengaran;

2. penglihatan, ini mewakili indera (ḥawās) yang menjadi 
sarana dalam memperoleh pengetahuan empiris, di mana 
objek yang diamati adalah alam natural; dan

3. hati, ini mewakili perasaan (masyā‘ir), yaitu sarana mem-
peroleh pengetahuan di dalam realitas sosial yang objeknya 
adalah apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain.

Tiga indera ini merupakan sarana memperoleh penge-
tahuan dari tiga realitas, yaitu realitas konseptual, realitas alam 
natural dan realitas sosial. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai 
berikut:

Gb. 12.1. Tiga indera untuk memperoleh pengetahuan dari tiga realitas
Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Terhadap perolehan pengetahuan dari tiga realitas ini, ma-
nusia dilarang mengikuti takhyul (al-‘aqliyyat al-kharāfiyyah), 

7 Al-Mī�da�nī�, ‘Abd al-Rah� ma�n H� asan al-H� abnakah, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah wa Uṣūl 
al-Istidlāl wa al-Munāẓarah (Damaskus: Da� r al-Qalam, 1993), hlm. 17.
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taklid buta (al-‘aqliyyat al-muqallidah), dugaan (al-‘aqliyyat 
al-mutakharrisah) dan hawa nafsu (al-‘aqliyat al-mutbi‘ah li al-
hawā).8 Fitrah manusia menuntut adanya metode yang menjadi 
sarana verifikasi ẓann. Maka pengetahuan yang bersih dari pra-
duga dan khayalan dapat dinyatakan sejalan dengan tuntutan 
fitrah manusia.9

Selain itu, Al-Qur’an juga menuntun pada cara berargu-
men yang sejalan dengan konteks suatu pengetahuan. Menurut 
Yu� suf al-Qarada�wī�, Al-Qur’an mencontohkan empat jenis argu-
men berikut:10 
1. argumen yang berdasarkan fakta-fakta empirik yang ter-

amati secara inderawi (al-burhān al-ḥissī), seperti pada ayat 
berikut: 

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu ada-
lah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang 
perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-
malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan me-
reka akan dimintai pertanggungjawaban. (QS. al-Zukhruf [43]: 19)

Tampak pada ayat ini yang diminta adalah pembuktian 
berdasar realitas empirik yang terindera.
2. argumen yang berupa nukilan (al-burhān al-sam‘ī), antara 

lain: 

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 
“Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demiki-
an itu, dan Allah menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.” 

8 Yu� suf al-Qarada�wī�, al-‘Aql wa al-‘Ilm fī al-Qur’ān al-Karīm, cet. I (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 249. Menurut Yu� suf al-Qarad� a�wī�, Al-Qur’an 
memerintahkan penerapan rasionalitas ilmiah (al-‘aqliyyat al-‘ilmiyyah).

9 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 
al-Sala�m, 2005, hlm. 57. Akal sehat adalah akal yang bekerja sesuai dengan fitrahnya, 
bukan akal yang melanggar fitrah akal itu sendiri.

10 Yu� suf al-Qarada�wī�, al-‘Aql wa al-‘Ilm…, hlm. 271, dst.
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Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamu ketahui? (Q.S. al-A‘ra� f [7]: 28) 

Tampak di sini nukilan (al-burhān al-sam‘ī) dijadikan 
argumen; bahwa tradisi yang mereka warisi adalah benar.
3. argumen historis (al-burhān al-tārīkhī), antara lain ayat 

berikut:

Katakanlah; “Terangkan kepadaku tetang apa yang kamu sem-
bah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah mere-
ka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (de-
ngan Allah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku Kitab 
yang sebelum (Al-Qur’an) ini atau peninggalan dan pengetahuan 
(orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar. 
(QS. al-Ahqa� f [46]: 4)

Tampak pada ayat ini bukti-bukti historis dijadikan dasar 
untuk membuktikan kebenaran dakwa yang dikemukakan.
4. argumen rasional (al-burhān al-naẓarī aw al-‘aqlī), antara 

lain:

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: 
“Unjukkanlah hujjahmu!” (Al-Qur’an) ini adalah peringatan bagi 
orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang 
yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka itu tiada me-
ngetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. (QS. al-Anbiya� ’ 
[21]: 24) 

Berdasarkan uraian ini, tampak Al-Qur’an mewajibkan 
upaya kritis dan memerintahkan agar pengetahuan diverifi-
kasi sehingga lepas dari praduga atau ẓann yang dapat menje-
rumuskan ke dalam kekeliruan dan dosa. Maka dapat disim-
pulkan bahwa sesat pikir menurut Al-Qur’an adalah ẓann yang 
tidak diverifikasi sehingga jatuh ke dalam dosa. Oleh karena 
itu Al-Qur’an mendorong aktivitas penalaran secara sistematis 
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dan terukur. Dorongan ini menghendaki penghayatan terhadap 
sistematika dan alat ukur (mi‘yār) seperti yang dibahas dalam 
jalinan bab-bab di belakang.

2. Pengertian sesat pikir
Istilah yang mewakili pengertian sesat pikir ini berasal 

dari bahasa Latin, yaitu kata fallacia yang berarti kekeliruan 
penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang 
tidak sahih.11 Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia men-
jadi kata falsifikasi yang berarti kekeliruan.12 Istilah lain yang 
berarti kekeliruan adalah sofisme, yaitu pemikiran yang menye-
satkan, karena tampaknya ia benar, tapi sebenarnya tidak. Pe-
ngertian kekeliruan dapat diterapkan pada setiap aksi akal budi 
yang tidak sah, karena kekeliruan itu disebabkan oleh tidak 
dipatuhinya hukum-hukum atau aruran-aturan pemikiran.13 
Menurut KBBI, kata sofisme berarti alasan (argumen) palsu 
yang dimaksudkan untuk menipu atau memperdaya orang lain; 
ucapan yang muluk-muluk, tetapi hampa.14

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, sofisme terjadi karena sebagian 
orang menolak ide bawaan (penganut realisme) dan sebagian 
yang lain menolak hasil amatan indera (penganut idealisme). 
Mereka yang menolak ide bawaan (al-awwaliyyāt) mengalami 
kerancuan berpikir, karena terlalu banyak kebimbangan dalam 
penalaran. Sementara mereka yang menolak hasil amatan inde-
ra (al-ḥissiyyāt), menghadapi persoalan tumpang tindihnya da-
lil yang tak mampu diurai. Bukannya mengevaluasi diri, mereka 
malah menganggap tidak ada jalan keluar sama sekali, padahal 
syarat penalaran belum dipenuhi.15

11 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis, 
cet. XVII (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 92. Maksud tidak sahih di sini adalah 
melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta 
penekanan kata yang, secara sengaja atau tidak, telah menyebabkan pertautan atau 
asosiasi gagasan tidak tepat.

12 Tim Penyusun, Kamus Besar..., hlm. 387.
13 Poespoprodjo, W., Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007)., hlm. 252.
14 Tim Penyusun, Kamus Besar..., hlm. 1327.
15 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya�  (Kairo: Da� r 

al-Ma‘a� rif, 1961), hlm. 218-219.
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Beranjak dari analisis al-Ghaza� lī� ini, dapat dipahami bah-
wa sesat pikir berkaitan erat dengan persoalan moralitas, yaitu 
berjiwa besar sehingga mau mengevaluasi diri dan memperbaiki 
kekeliruan. Menyadari sofisme berkaitan dengan moralitas, maka 
di kalangan umat Islam disusun etika diskusi (adāb al-baḥṡ wa 
al-munāẓarah). Definisi al-munāẓarah adalah sebagai berikut:16

Munāẓarah adalah diskusi dua pihak tentang satu topik di mana 
masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda dengan 
pihak lain. Para pihak berupaya meneguhkan pendapatnya dan 
meruntuhkan pendapat lawan dengan harapan terungkapnya ke-
benaran yang akan mengundang pengakuan dan penerimaan.

Bagi umat Islam, munāẓarah merupakan kegiatan mulia 
dalam rangka mendekati kebenaran, yaitu diskusi dengan cara-
cara yang baik sebagaimana perintah Allah kepada Rasul pada 
ayat berikut:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. al-Nahl 
[16]: 125).

Ayat ini mengandung hikmah yang oleh ulama dirumus-
kan menjadi kaidah-kaidah munāẓarah sebagai berikut:17

1. Para pihak harus menghindari fanatisme (al-ta‘aṣṣub) ter-
hadap pendapat pendahulunya;

2. Para pihak harus berbicara sopan, tidak merendahkan pan-
16 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 371.
17 Al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah..., hlm. 363, dst.
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dangan pihak lain apalagi menghinanya;
3. Berkomitmen menerapkan pemikiran logis yang sahih dengan 

cara mendahulukan dalil yang rajih dan riwayat yang sahih;
4. Menghindari ungkapan yang bertentangan dengan pendapat 

yang dikemukakan. Jika terjadi demikian, maka harus jujur 
mengakui bahwa apa yang dikemukakan menjadi tertolak;

5. Menghindari pertentangan dalam dalil yang dikemukakan;
6. Dalil tak boleh bertentangan dengan masalah yang dibahas;
7. Dalil yang dipegang harus logis dan sejalan dengan kaidah 

yang disepakati oleh para pihak;
8. Mengungkapkan penerimaan secara eksplisit terhadap pro-

posisi yang diterima sebagai kebenaran;
9. Menerima konklusi yang dihasilkan dari dalil yang jelas.

Tampak kaidah ini menjadi penuntun agar tak terjerumus 
ke dalam sesat pikir. Dengan demikian, munāẓarah bermanfaat 
untuk tolong-menolong dalam rangka mencapai pengetahuan 
yang lebih dekat dengan kebenaran. Mengingat kaidah ini ber-
sumber dari nas syariat, maka mengamalkannya adalah ibadah.

3. Macam-macam sesat pikir
Sesat pikir dapat terjadi karena kekeliruan dalam pengguna-

an bahasa, kesalahan formal yang terkait dengan prosedur penyim-
pulan dan kesalahan material yang berkaitan dengan isi proposisi. 
Ketiga macam sesat pikir ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sesat pikir karena bahasa 
Sesat pikir karena bahasa diakibatkan oleh kekeliruan 

dalam penempatan makna term. Imam al-Ghaza� lī� mengingat-
kan, tak jarang kekeliruan terjadi karena kekaburan term uni-
vok, term equivok dan term analogis.18 Masing-masing term ini 
mencakup lebih dari satu makna, dan semuanya merupakan 
makna yang sah. Dari itu dituntut pemahaman terkait perge-
seran makna dalam metafora (musta‘ārah), pemindahan kata 
(manqūlah) dan analogis (musytarakah).

Metafora (musta‘ārah) adalah kondisi di mana kata yang 
telah ditetapkan maknanya—sementara waktu karena ada 
kesesuaian—ia digunakan untuk hal lain tanpa mengubah 

18 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar (Beirut: Da� r al-Minha� j, 2016), hlm. 68.



Logika Penalaran Hukum276

ketetapan asal.19 Misalnya kata ibu (al-umm) yang secara 
metafor digunakan untuk menyebut bumi sebagai ibu manusia 
(umm al-basyar), tanpa mengubah makna asal kata ibu yang 
ditetapkan berdasar konvensi (waḍ‘ lughawī).

Pemindahan kata (manqūlah) adalah kondisi di mana 
satu kata yang telah ditetapkan untuk satu makna, dipindahkan 
penggunaannya untuk makna lain secara tetap sehingga kata 
memiliki lebih dari satu makna.20 Misalnya kata al-ṣalāh yang 
asal mulanya bermakna doa, lalu dipindahkan (menjadi ism 
manqūl) pada perbuatan shalat yang dilakukan oleh umat 
Islam. Bedanya dengan metafora adalah pada sifat yang tetap 
sehingga menambah makna baru bagi kata.

Adapun term analogis (musytarakah) adalah kata yang 
dari semula ditetapkan untuk beberapa makna berdasarkan 
konvensi linguistik, dan tidak ada yang lebih utama di 
antaranya.21 Misalnya kata mata (al-‘ayn) yang berarti mata 
air dan juga mata kepala, tanpa adanya penetapan yang lebih 
dahulu seperti pemindahan kata (manqūlah), atau lebih utama 
seperti pada metafora (musta‘ārah).

Pergeseran makna harus diwaspadai, sebab bisa menim-
bulkan kekeliruan dalam penalaran. Dari itu al-Ghaza� lī� meng-
ingatkan agar metafora dihindari dalam argumentasi dan pe-
nalaran. Sementara ism manqūl dibolehkan karena kebutuhan, 
asal digunakan dengan penuh kewaspadaan. Adapun term 
analogis (lafẓ musytarak), diwaspadai dengan memperhatikan 
konteks penggunaannya. Berikut ini dibahas ragam kekeliruan 
karena faktor bahasa.

1) Kekeliruan term
Telah dijelaskan pada Bab 4, bahwa terdapat tiga macam 

term, yaitu: 1) term univokal (lafẓ mutawaṭi’); 2) term equivokal 
(lafẓ musyakkakan); dan 3) term analogis (lafẓ musytarak).22 
Ketiga term ini bermakna universal, hanya saja beda pada 

19 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 85.
20 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 86.
21 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 86.
22 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 27, dst.
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pola cakupan terhadap satuan partikularia di bawahnya. Term 
univokal mencakup satuan-satuan sejenis di bawahnya secara 
setara, term equivok mencakup satuan-satuan sejenis yang 
berbeda-beda kualitas, sedangkan term analogis mencakup 
satuan-satuan berbeda-beda yang bukan hanya tidak serupa, 
bahkan bisa saling bertentangan. Mengingat besarnya potensi 
keliru pada term analogis, maka diangkat contoh potensi keliru 
dalam penalaran terhadap term analogis.

Term analogis ditetapkan dari semula untuk makna yang 
lebih dari satu, tinggal bagaimana penggunaannya secara kasuis-
tik. Seperti kasus orang yang dipaksa membunuh (al-mukrah), 
menurut Imam al-Sya� fi‘ī� dikenakan kisas, karena terbukti ia mam-
pu melakukan (al-mukhtār). Sedangkan menurut Imam H� anafī� 
tidak dikenakan kisas, sebab ia tidak menghendakinya (ghayr al-
mukhtār). Lalu apa yang dimaksud dengan al-mukhtār di sini?

Perbedaan ini timbul karena kata al-mukhtār adalah term 
analogis (lafẓ musytarak), sebab di satu sisi bermakna kuasa/
mampu (al-qādir), maka orang yang dipaksa untuk membunuh 
itu mampu melakukan perbuatan membunuh. Tapi di sisi lain, 
kata al-mukhtār berarti berbuat berdasarkan kehendak (al-
irādah), maka orang yang dipaksa membunuh berbuat bukan 
berdasar kehendaknya.23 Jadi dua pendapat ini berbeda per-
spektif dalam memaknai kata al-mukhtār.

Ketiadaan kehendak pada orang yang dipaksa menem-
patkan pemaksa pada posisi pelaku langsung (muqābalat 
al-mubāsyarah), maka pemaksalah yang dikisas. Menurut al-
Sarakhsī�, pendirian Abu�  H� anī�fah ini juga terlihat pada kasus 
pembuat sumur yang disamakan hukumannya dengan si pelaku 
langsung, yaitu al-dāfi‘ (pendorong korban ke dalam sumur).24 
Dengan melihat pada kehendak, maka inisiator penggalian su-
mur sebagai otak pelaku dikenai hukuman. Jadi inisiator dan 
pemaksa dihukum karena berkehendak, sedang al-dāfi‘ dihu-
kum sebagai pelaku langsung. Tetapi orang yang dipaksa tidak 
dikenakan hukuman, walau ia pelaku langsung.

23 Al-Ghaza� lī�, Miḥakk al-Naẓar..., hlm. 70.
24 Al-Sarakhsī�, Kitâb al-Mabsūṭ, jld. XXVII (Beirut: Da�r al-Fikr, 1989), hlm. 15.
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Adapun Imam al-Sya� fi‘ī� mengabaikan faktor kehendak 
yang tak mudah dibuktikan, ia malah fokus pada pelaku lang-
sung. Sikap ini juga terlihat pada kasus saksi yang membatal-
kan kesaksiannya setelah eksekusi dilaksanakan. Bagi Imam 
al-Sya� fi‘ī�, ini sama artinya melakukan jināyah terhadap kor-
ban, maka hakim boleh menetapkan hukuman kisas terhadap 
si saksi.25 Meski yang membunuh langsung adalah eksekutor, 
tapi saksi ditempatkan sebagai pelaku langsung (muqābalat 
al-mubāsyarah), tanpa melihat kehendaknya. Jadi saksi dan pe-
maksa diposisikan sebagai pelaku langsung, sedangkan orang 
yang dipaksa dihukum sebagai pelaku langsung. Tetapi ekseku-
tor yang juga pelaku langsung tidak dikenakan hukuman.

Tampak pada contoh ini term analogislah yang menim-
bulkan perspektif berbeda, lalu berakibat pada perbedaan pe-
nalaran. Mereka yang tidak menyadari bahwa perspektif inilah 
sumber masalahnya, maka tidak akan bisa memoderasinya. Bagi 
yang memaknai kata al-mukhtār dengan makna al-qādir secara 
rigit dan kaku, maka tidak bisa menjerat otak pelaku pembu-
nuhan yang modusnya mendorong korban ke dalam sumur. Pa-
dahal perasaan keadilan tidak terpuaskan dengan menghukum 
pelaku langsung saja. Sebaliknya bagi yang memaknai kata al-
mukhtār dengan makna al-irādah secara kaku, tidak bisa men-
jerat orang yang dipaksa. Padahal ada kalanya politik hukum 
menuntut dihukumnya al-mukrah, seperti pemaksaan melalui 
fasilitas online yang sulit dilacak pelakunya. Dari itu ada benar-
nya pendapat sebagian pengikut mazhab al-Sya� fi‘ī� yang melihat 
pemaksa dan yang dipaksa sebagai mitra kerja sama.26

Menyadari kata al-mukhtār sebagai term analogis, maka 
jelas dari semula ia ditetapkan untuk makna al-qādir di satu 
sisi, dan untuk makna al-irādah di sisi lain. Tinggal sekarang 
kemampuan pengemban hukum dalam menempatkan, kapan 
dan pada kasus yang mana diperlukan perspektif kehendak, 
dan dalam kondisi bagaimana harus dipakai perspektif pelaku 
langsung. Maka seorang pengemban hukum dapat bertindak 

25 Al-Sya� fi‘ī�, al-Umm, jld. VII (Beirut: Da� r al-Fikr, 1403H/1983M), hlm. 57.
26 Al-Nawawī�, Minhâj al-Ṭālibīn, jld. IV (Kairo: Mus�t�afa� , t.th.), hlm. 101.
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bijaksana dalam memuaskan rasa keadilan masyarakat dan 
juga bisa memenuhi tuntutan politik hukum.

2) Kekeliruan metaforis
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, metafora (musta‘ā-

rah) adalah kondisi di mana kata yang telah ditetapkan mak-
nanya digunakan untuk hal lain tanpa mengubah ketetapan 
asal. Misalnya penggunaan kata yang menunjukkan bagian 
dari makhluk hidup untuk benda mati, seperti kata mata yang 
dipakai untuk mata air (‘ayn al-mā’).27 Sesat pikir yang dise-
babkan oleh metafora disebut sesat pikir metaforisasi (fallacy 
of metaphorization).28 Misalnya:

- Mencuri adalah tindak pidana
- Semua tindak pidana harus dihukum 
- Maka pencuri hati harus dihukum

Imam al-Ghaza� lī� mengingatkan agar metafor dihindari da-
lam berargumen, tapi dianjurkan dalam pidato, nasehat dan syair.29

3) Kekeliruan aksentuasi
Kekeliruan aksentuasi adalah kekeliruan equivokasi, se-

babnya adalah perubahan aksen atau tekanan.30 Dalam bahasa 
Indonesia, ada kata-kata yang apabila aksennya diubah, akan 
memiliki arti yang berbeda. Misalnya apel, jika tekanan pada hu-
ruf ‘a’ artinya ialah pohon/buah apel, tetapi jika tekanan terletak 
pada suku kata ‘pel’, artinya ialah apel bendera, dan sebagainya. 
Ini disebut sesat pikir aksen (fallacy of accent).31 Misalnya:

- Beruang tidak berakal
- Koruptor adalah beruang
- Maka koruptor tidak berakal

Kata beruang pada contoh ini akan bermakna memiliki 
banyak uang jika aksennya diberi tekanan pada ‘ber’ sehingga 
ia menjadi awalan. Tetapi jika tidak diberi tekanan, maka ia 
bermakna hewan tertentu sehingga menjadi metafor. Jika pre-

27 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 87.
28 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 93.
29 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 86.
30 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 254.
31 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 93.
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mis ini dipahami dalam arti yang hakiki, maka terjadi sesat 
pikir. Sebab term tengah pada dua premis tersebut adalah dua 
hal yang berlainan.

4) Kekeliruan kalimat bermakna ganda
Uraian di atas menunjukkan kekeliruan karena kata itu 

sendiri, namun ada kalanya kekeliruan terjadi karena susunan 
kata yang bisa menimbulkan makna ganda.32 Misalnya ayat ini:

...padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. 
dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman 
kepada ayat-ayat yang mutasyabihat”...

Menurut al-Qurt�ubī�, sebagian ulama menyatakan bahwa 
kata “wa al-rāsikhūn...” adalah pokok pikiran baru yang terputus 
dari redaksi di belakangnya. Sementara sebagian ulama lainnya 
meyakini bahwa kalimat tersebut merupakan kesatuan.33 Me-
nurut Imam al-Ghaza� lī� kalimat pada ayat ini harus diputus, 
sebab jika disambung akan menjadi proposisi yang keliru.34

Kalimat yang bermakna ganda disebut amfibologi,35 ini 
terjadi apabila suatu kalimat tersusun sedemikian rupa sehing-
ga artinya dapat ditafsirkan berbeda-beda. Misalnya:36 
              Konklusi               Premis minor                                        Premis mayor
          
 Maka ia seperti batu      Yg berakal tahu batu        Setiap yg berakal tahu, maka seperti yg ia tahu

Potensi keliru pada contoh ini terjadi karena ḍamīr (fa-
huwa) pada konklusi bisa ditujukan kepada al-‘āqil, maka kon-
klusinya: Orang yang berakal itu seperti batu. Ini sesat pikir, 
sebab mustahil jika yang seperti batu itu orangnya. Sebaliknya 
jika ḍamīr ditujukan kepada al-ma‘qūl, maka konklusinya: Se-
suatu yang dipikirkan itu seperti batu. Makna ganda juga ber-
akibat pada sesat pikir formal, sebab term tengah menjadi tidak 

32 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 207.
33 Al-Qurt�ubī�, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, jld. IV (Kairo: Maktabah al-

Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 15.
34 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 201.
35 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 253.
36 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 208.
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jelas keberadaannya, apakah pada subjek atau pada prediket. 
Berikut uraian sesat pikir formal.

b. Sesat pikir formal 
Sesat pikir formal terjadi karena pelanggaran terhadap 

bentuk (form) silogisme sebagaimana figura (al-syakl) dan 
modus (al-ḍurūb) yang dijelaskan pada Bab 8. Kekeliruan juga 
bisa terjadi karena tak memenuhi ketentuan term dan premis 
sehingga silogisme tidak bisa menghasilkan konklusi yang sah, 
berikut uraiannya.

1) Sesat pikir empat term
Bentuk sah silogisme adalah yang memiliki tiga term, 

maka tidak sah sebuah silogisme yang di dalamnya terdapat 
empat term, sebab melanggar ketentuan term.37 Masalahnya, 
tak selamanya sesat pikir empat term ini disadari, bahkan bisa 
terselubung, misalnya:38

 Konklusi Premis mayor Premis minor

 Maka sedikit manusia berakal Setiap penulis berakal Sedikit manusia penulis

Jika kata qalīl (sedikit) tidak dimaknai menegasi yang 
banyak, maka konklusi ini benar. Sebab kata al-nās (manusia) 
adalah term universal, maka benar adanya bahwa ‘āqil yang 
sedikit itu tercakup di dalam universalitas term al-nās. Tapi jika 
yang dimaksud hanya yang sedikit, yaitu kātib dan ‘āqil, maka 
susunan silogisme menjadi kacau. Sebab menjadikan premis 
minor (qalīl min al-nās kātib) mengandung dua buah term 
secara potensial, yaitu:
 Term kedua: Term pertama:

                                
 Bahwa sebagian tersebut adalah sedikit Sebagian manusia adalah penulis

Kedua term ini menghadirkan dua prediket (maḥmūl) 
bagi kata al-ba‘ḍ yang merupakan subjek (mawḍū‘). Akibatnya, 
yang terjadi pada premis mayor (wa kullu kātib ‘āqil) adalah 
penetapan terhadap salah satu dari dua prediket, yaitu kātib, 
bukan ‘āqil. Kalau begitu, tidak mungkin pada konklusi terjadi 

37 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 93.
38 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 210.
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penetapan terhadap kedua prediket, yaitu kātib dan ‘āqil 
sekaligus. Inilah sesat pikir dalam rusaknya format silogisme 
karena empat term.

2) Sesat pikir proses tak sah
Proses yang tidak sah (illicit process) dapat terjadi karena 

term premis tidak berdistribusi tetapi term konklusi berdistri-
busi.39 Ini melanggar ketentuan term seperti dijelaskan pada 
Bab 8, misalnya:

- Beberapa menteri bukan sarjana
- Semua pimpinan departemen RI adalah sarjana

Sesat pikir karena proses yang tidak sah dapat terjadi 
karena term tengah tidak terbedakan dengan jelas, misalnya:40

 Konklusi Premis mayor Premis minor

               
 Maka sedikit manusia berakal Setiap penulis berakal Sedikit manusia penulis

Pada contoh ini, term tengah (al-ḥadd al-awsaṭ) yaitu kata 
basyar, adalah term minor (al-ḥadd al-aṣghar) yang beda kata 
tapi sama maknanya. Dengan kata lain, al-ḥadd al-awsaṭ adalah 
al-ḥadd al-aṣghar itu sendiri. Dari itu, keberadaan term tengah 
dalam premis minor menjadi samar, apakah ada pada subjek atau 
pada prediket, akibatnya proses penyimpulan menjadi cacat.

3) Sesat pikir term tengah yang tak berdistribusi
Sesat pikir ini terjadi karena term tengah tidak berdi-

stribusi, padahal untuk memperoleh konklusi yang benar term 
tengah sekurang-kurannya satu kali berdistribusi.41 Misalnya: 

- Sebagian hewan adalah kerbau
- Semua anjing adalah hewan

4) Sesat pikir dua premis negatif
Sesat pikir ini terjadi karena menarik konklusi dari dua 

buah premis negatif. Padahal dari dua premis negatif tidak da-
pat ditarik konklusi yang benar, misalnya;42

39 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 59, 93.
40 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 211.
41 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 58, 94.
42 Al-Ghaza� lī�, Mi‘yār al-‘Ilm..., hlm. 211.
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 Premis mayor: Premis minor:
                         
 Tertolak bahwa batu itu hewan Tertolak bahwa manusia itu batu

Konklusi:

Tertolak bahwa manusia adalah hewan

Premis pada contoh ini merupakan proposisi negatif, pre-
mis minor, perhatikan premis minor sebenarnya bermakna:

Premis minor:

Tak ada satu pun manusia itu batu

Dengan makna seperti ini, maka cukuplah argumen 
bahwa premis-premis yang menyusun silogisme ini adalah 
negatif sehingga tidak dapang menghasilkan konklusi.

c. Sesat pikir material
Sesat pikir material ialah sesat pikir yang terjadi bukan 

karena bahasa atau bentuk penalaran yang tidak sahih, melain-
kan yang terjadi pada materi atau isi penalaran itu sendiri. Sesat 
pikir material ini bisa saja terjadi karena mencampur aduk hal 
yang kebetulan dengan yang sebenarnya, memutlakkan sesua-
tu yang relatif, atau sengaja menghindar dari pokok persoalan 
(ignoratio elenchi).43 Berikut ini diurai beberapa bentuk sesat 
pikir material: 

1) Argumen terhadap orangnya (argumentum ad hominem)
Sesat pikir ini terjadi karena argumentasi yang diberikan 

tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi 
terarah kepada pribadi orang yang menjadi lawan bicara.44 
Terkait dengan masalah ini, Poespoprodjo mengatakan:45

Sebenarnya dalam perdebatan, kita jangan memandang siapa yang 
berkata, tetapi apa yang menjadi persoalan. Akan tetapi, tidak 
jarang dalam prakteknya, seseorang tergoda mengorek-ngorek 
hak yang kurang baik yang menjadi latar belakang atau perangai 
lawan supaya kata-kata lawan menjadi kurang mendapatkan 
perhatian atau respek.

43 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 255.
44 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
45 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 255.
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Poespoprodjo mengungkap sebenarnya sesat pikir seper-
ti ini terjadi karena tidak ada niat baik dari pelaku.

2) Argumen mempermalukan (argumentum ad verecundium)
Ini merupakan suatu seruan untuk membangkitkan rasa 

malu.46 Sesat pikir ini terjadi karena argumentasi yang dibe-
rikan memang sengaja tidak terarah kepada persoalan yang 
sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk membang-
kitkan perasaan malu si lawan bicara. Misalnya: “Jika Anda 
benar-benar seorang pembela kebenaran, Anda pasti akan 
membenarkan saya karena apa yang saya katakan selalu benar”. 
Hal itu sering pula dilakukan oleh pemasang iklan. Misalnya: 
“Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang selalu 
menggunakan produk kami”.47 

3) Argumen kewibawaan (argumentum auctoritatis)
Menurut Poespoprodjo, sesat pikir ini disebut juga ipse 

dixit, sebab terjadi karena memberhalakan pemikiran.48 Jadi 
argumen yang dikemukakan tidak berdasarkan penalaran se-
bagaimana mestinya, tetapi didasarkan pada kewibawaan si 
pembicara terdahulu.49

4) Argumen ancaman (argumentum ad baculum)
Argumen ancaman mendesak orang untuk menerima 

suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika menolak 
akan membawa akibat yang tidak diinginkan.50 

5) Argumen belas kasih (argumentum ad misericordiam)
Menurut Poespoprodjo, ini merupakan seruan untuk 

membangkitkan belas kasihan.51 Menurut J.H. Rapar, sesat pikir 
ini sengaja terarah untuk membangkitkan rasa belas kasihan la-
wan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan.52 

46 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 256.
47 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
48 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 260.
49 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
50 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
51 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 256.
52 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
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6) Argumen demi rakyat (argumentum ad popullum)
Sesat pikir ini terjadi karena hendak membangkitkan 

prasangka kelompok.53 Argumen ini dibuat untuk menghasut 
massa, rakyat, kelompok untuk membakar emosi mereka de-
ngan alasan bahwa pemikiran yang melatarbelakangi suatu usul 
atau program adalah demi kepentingan rakyat atau kelompok 
itu sendiri. Argumen ini bertujuan untuk memperoleh dukungan 
atau membenarkan tindakan si pembicara.54 

7) Argumen ketidaktahuan (argumentum ad ignorantiam)
Sesat pikir ini terjadi karena berkesimpulan bahwa A 

harus diterima karena non-A tidak dapat ditunjukkan, atau tidak 
dapat dibuktikan.55 Apabila kita memastikan bahwa sesuatu itu 
tidak ada karena kita tidak mengetahui apa pun juga mengenai 
sesuatu itu, hal itu adalah sesat pikir. Belum tentu bahwa apa 
yang tidak diketahui itu benar-benar tidak ada. Sesat pikir yang 
demikian disebut argumentun ad ignorantiam.56

4. Relevansi dengan kajian hukum
Sebagaimana dijelaskan pada awal bab, kegiatan pena-

laran hukum mendapat dorongan kuat dari Al-Qur’an, bahkan 
diminta tanggung jawab akhirat. Dari itu—bagi seorang mu-
slim—penalaran bukan hanya rutinitas dalam profesi hukum, 
bahkan ibadah. Dengan menyadarinya sebagai ibadah, maka 
logika penalaran hukum harus dihayati dan diterapkan dalam 
perilaku profesi hukum.

Penghayatan dan penerapan logika penalaran hukum 
dapat membentuk membentuk karakter pengemban hukum 
berintegritas, di mana terjadi integrasi antara apa yang diyakini 
dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Ketika seorang 
pengembang hukum meyakini suatu kebenaran, maka ia akan 
berkata dan berbuat benar.

Mengingat kebenaran dan keadilan merupakan konsep 
yang abstrak, maka logika penalaran hukum diperlukan untuk 

53 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 255.
54 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
55 Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 258.
56 Rapar, Pengantar Logika..., hlm. 94.
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menurunkan konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi logika 
penalaran hukum adalah sarana konkretisasi konsep keadilan 
dan kebenaran, sekaligus sebagai sarana membangun integritas 
calon pengemban hukum.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemukakan 

beberapa rangkuman berikut: 
1. Mempelajari logika dapat mengantar manusia pada sikap 

yang objektif, tegas dan berani. Ini bisa dicapai jika logika 
penalaran hukum dihayati dan diwujudkan ke dalam sikap 
dan perilaku.

2. Al-Qur’an memerintahkan manusia menjauhi ẓann yang 
berakibat dosa, sebab ẓann menimbulkan prasangka apriori 
dan menjadikan ẓann sebagai dasar perbuatan dapat 
menimbulkan kerugian.

3. Ẓann yang timbul dalam batin tidak bisa dihindari, oleh 
karena itu perintah menjauhi ẓann berarti kewajiban me-
lakukan sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari ẓann 
yang berakibat dosa, yaitu mengkritisi atau melakukan 
verifikasi berdasar alat ukur yang sahih sehingga benar 
salah suatu ẓann terungkap jelas.

4. Al-Qur’an melarang berpegang pada pengetahuan yang ti-
dak diverifikasi kebenarannya, dari  itu pendengaran, peng-
lihatan dan hati dimintai pertanggungjawaban.

5. Manusia dilarang mengikuti takhyul (al-‘aqliyyat al-kharāfiyyah), 
taklid buta (al-‘aqliyyat al-muqallidah), dugaan (al-‘aqliyyat al-
mutakharrisah) dan hawa nafsu (al-‘aqliyat al-mutbi‘ah li al-
hawā). Untuk dapat menghindarinya, maka diperlukan metode 
yang sekaligus menjadi sarana verifikasi ẓann.

6. Istilah sesat pikir berasal dari bahasa Latin, yaitu kata 
fallacia, artinya kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh 
pengambilan kesimpulan yang tidak sahih. Kata ini diserap 
ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata falsifikasi yang juga 
berarti kekeliruan.

7. Istilah lain yang juga berarti kekeliruan adalah sofisme. yaitu 
pemikiran yang menyesatkan, karena tampaknya benar, 
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tetapi sebenarnya tidak. Pengertian ini dapat diterapkan 
pada setiap aksi akal budi yang tidak sah, karena kekeliruan 
itu disebabkan tidak mamatuhi hukum-hukum atau aruran-
aturan pemikiran.

8. Sesat pikir karena bahasa terjadi karena keliru menggunakan 
term, atau keliru dalam menggunakan aksen yang membe-
dakan arti suatu kata, atau terjadi karena keliru dalam 
menggunakan konstruksi kalimat yang bermakna ganda.

9. Sesat pikir formal terjadi karena penggunaan proses yang 
tidak sah, atau tidak memenuhi ketentuan term dan premis.

10. Sesat pikir material terjadi karena penggunaan argumen 
terhadap orangnya (argumentum ad hominem), penggunaan 
argumen yang mempermalukan (argumentum ad verecundium), 
penggunaan argumen kewibawaan (argumentum auctorita-
tis), penggunaan argumen ancaman (argumentum ad ba-
culum), penggunaan argumen belas kasih (argumentum ad 
misericordiam), penggunaan argumen demi rakyat (argu-
mentum ad popullum), penggunaan argumen ketidaktahuan 
(argumentum ad ignorantiam).

D. Saran Bacaan 
Al-Ghaza� lī�. Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Manṭiq, tahkik: Sulayma�n Dunya� . 

Kairo: Da� r al-Ma‘a� rif, 1961.
Rapar, Jan Hendrik. Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran 

Sistematis, cet. XVII. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian sesat pikir. 
2. Jelaskan maksud perintah mejauhi ẓann dalam ayat 12 

Surah al-Hujurat. 
3. Bedakan secara kontras hakikat term metaforis dan analogis.
4. Buatlah perbedaan kontras antara sesat pikir karena 

kesalahan formal dengan kesalahan material. 
5. Berikan argumen ringkas tentang pentingnya internalisasi 

logika penalaran hukum.
6. Dalam metafora (musta‘ārah) terjadi...

a.  pemindahan kata. 
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b. analogi.
c.  pergeseran makna. 
d. penetapan makna asal.

7. Pemindahan kata (manqūlah) adalah penggunaannya 
satu kata untuk makna lain secara...
a.  tetap.
b. sementara.
c.  analogis.
d. metaforis.

8. Perhatikan proposisi berikut: Hal yang disukai semua 
orang adalah baik; Bunga disukai semua orang; Maka 
bunga bank adalah baik. Di sini terjadi kekeliruan...
a.  aksentuasi.
b. term bermakna ganda.
c.  premis negatif. 
d. metaforis.

9. Perhatikan premis berikut:Menyadap adalah perbuatan pi-
dana; Semua perbuatan pidana harus dihukum; Maka petani 
yang mneyadap harus dihukum. Di sini terjadi kekeliruan...
a.  aksentuasi.
b. term bermakna ganda.
c.  premis negatif.
d. metaforis.

10.Integritas berarti kesesuaian antara keyakinan dengan...
a.  perkataan.
b. perbuatan.
c.  a dan b salah.
d. a dan b benar.

F. Daftar Istilah
Metafora (musta‘ārah) adalah kata yang telah ditetapkan 

maknanya,  tapi sementara waktu—karena ada kese-
suaian—digunakan untuk hal lain tanpa mengubah 
ketetapan asal.

Sofisme berarti alasan (argumen) palsu yang dimaksudkan 
untuk menipu atau memperdaya orang lain; ucapan 
yang muluk-muluk, tetapi hampa.
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CONTOH MODUS 
YANG MENGHASILKAN KONKLUSI

Bagian ini merupakan kelanjutan, sekaligus pendalaman 
bagi kajian pada Bab 8, maka difokuskan pada contoh-contoh 
modus (ḍurūb). Dari empat figura (asykāl) yang melahirkan 
256 modus, dikemukakan contoh untuk 19 modus yang 
menghasilkan konklusi. Detailnya, 4 modus pada Figura 1, 4 
modus pada Figura 2, 6 modus pada Figura 3, dan 5 modus 
pada Figura 4, berikut uraiannya.
A. Modus dalam Figura 1

Telah dijelaskan pada Bab 8, bahwa term M pada Figura 
1 berada pada kolom 2 dan 3 (lihat: Tabel 8.2), yaitu berposisi 
sebagai prediket (maḥmūl), pada premis minor dan subjek 
(mawḍū‘) pada premis mayor. Figura 1 adalah bentuk paling 
sempurna dari modus silogisme karena tiga alasan berikut ini:
1. Pergerakan nalar berangkat dari premis yang minor ke yang 

mayor;
2. Konklusi jelas dengan sendirinya dalam proposisi;
3. Menghasilkan empat proposisi yang berkonklusi;

Tiga hal ini menjadikan Figura 1 sangat sempurna, 
perhatikan contoh berikut ini:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

akan masuk syurga Setiap mukmin yg sah iman mukmin yang sah iman Ali

term mayor term tengah term tengah t minor
Konklusi:

Prediket Subjek

akan masuk syurga Ali

Agar dapat menghasilkan konklusi, Figura 1 harus me-
menuhi dua prinsip sebagai syaratnya, yaitu:
1. kualitas premis minor adalah afirmatif;
2. kuantitas premis mayor adalah universal. 

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini ditabulasikan 
modus-modus yang berkonklusi dalam Figura 1:
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Tabel 1. Modus (ḍurūb) yang Berkonklusi dalam Figura 1

Modus Premis minor Premis mayor Konklusi
Pertama Universal afirmatif Universal afirmatif Universal afirmatif

Kedua Universal afirmatif Universal negatif Universal negatif
Ketiga Partikular afirmatif Universal afirmatif Partikular afirmatif

Keempat Partikular afirmatif Universal negatif Partikular negatif
Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Untuk memberikan gambaran yang utuh, berikut ini 
dibuat ilustrasi dari keseluruhan modus dalam Figura 1:

Tabel 2. Enam Belas Modus (ḍurūb) dalam Figura 1

Mayor

Minor

Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Universal 
afirmatif

(Proposisi A)
X

Universal 
negatif

(Proposisi E)
X

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)
X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X

Universal 
negatif

(Proposisi E)
X X X X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X X X X

Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Tampak pada tabulasi ini figura satu memiliki enam 
belas modus silogisme, tetapi hanya empat modus saja yang 
menghasilkan konklusi. Berikut contohnya:
1. Modus pertama (al-ḍarb al-awwal), tersusun dari premis mi-

nor dan premis mayor universal afirmatif. Modus ini mengha-
silkan konklusi universal afirmatif. Berikut contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

yg bertaubat Sebaik-baik yg berbuat salah berbuat salah Setiap anak adam
term mayor term tengah term tengah term minor

Konklusi:
Prediket Subjek

adalah yang bertaubat Sebaik-baik anak adam
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka masuk bulan puasa Jika terlihat anak bulan Ramadan

Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) maka wajiblah puasa Jika telah masuk bulan puasa

Term mayor Term tengah

Konklusi
(Al-Natījah)

maka wajiblah puasa Jika terlihat anak bulan Ramadan

2. Modus kedua (al-ḍarb al-ṡānī), tersusun dari premis minor 
yang universal afirmatif dan premis mayor yang universal 
negatif. Modus ini menghasilkan konklusi yang universal 
negatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

kecuali ia 
berkehendak

tidak ada yg mendapat 
balasan atas perbuatan

mendapat 
balasan

Setiap orang berdasar 
apa yg diperbuatnya

term mayor term tengah term tengah term minor
Konklusi

Prediket Subjek

kecuali ia berkehendak Tidak ada orang yang berbuat

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā)

sebagian mendustai dan 
yg lain membunuhnya

Manakala Rasul menyampaikan 
hal yg tak disukai oleh mereka

Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) mereka lepas dari azab Tak seorangpun yang mendustai 

Rasul atau membunuhnya
Term mayor Term tengah

Konklusi
(Al-Natījah)

mereka lepas dari azab Tidak sama sekali jika Rasul me-
nyampaikan hal yg tak disukai



Logika Penalaran Hukum300

3. Modus ketiga (al-ḍarb al-ṡāliṡ), tersusun dari premis minor 
yang partikular afirmatif dan premis mayor yang universal 
afirmatif. Modus ini menghasilkan konklusi partikular 
afirmatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

Halal bangkainya Setiap ikan adalah ikan Sebagian hewan
term mayor term tengah term tengah term minor

Konklusi
Prediket Subjek

Halal bangkainya Sebagian hewan

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) Maka ia menjadi alim Ada kala jika pelajar mempelajari 

ilmu syariah
Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) Ada yg beramal atau tidak Selalu saja orang alim itu

Term mayor Term tengah

Konklusi
(Al-Natījah) Adalah ia mengamalkan 

ilmu atau tidak
Maka kadang kala jika pelajar 

mempelajari ilmu syariah

4. Modus keempat (al-ḍarb al-rābi‘), tersusun dari premis mi-
nor partikular afirmatif dan premis mayor yang universal ne-
gatif. Ini menghasilkan konklusi partikular negatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

itu rugi Tak seorangpun yg berbuat baik berbuat baik Sebagian orang

t mayor term tengah term tengah term minor
Konklusi

Prediket Subjek

tidak merugi Sebagian orang
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) Maka ia mempersiapkan diri Ada kala jika mujtahid tidur

Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) Dianggap malas bekerja Tak seorangpun yang 

mempesiapkan  diri
Term mayor Term tengah

Konklusi
(Al-Natījah)

Dianggap malas bekerja Bukanlah kala mujtahid tidur

B. Modus dalam Figura 2 
Telah dijelaskan pada Bab Delapan, bahwa term M 

(terminus medius/al-ḥadd al-awsāṭ) pada Figura 2 berada pada 
kolom 2 dan 4 (lihat: Tabel 8.2), yaitu berposisi sebagai prediket 
(maḥmūl), baik pada premis minor maupun pada premis mayor. 
Agar dapat menghasilkan konklusi, Figura 2 harus memenuhi 
dua prinsip sebagai syaratnya, yaitu sebagai berikut:
1. kualitas (afirmatif/negatif) pada dua proposisi yang 

menyusunnya harus berbeda;
2. kuantitas premis mayor harus universal. 

Agar dapat memahaminya dengan baik, berikut ini dibuat 
tabulasi modus-modus dari Figura 2 yang berkonklusi:

Tabel 3. Modus (ḍurūb) yang Berkonklusi dalam Figura 2

Modus Premis minor Premis mayor Konklusi

Pertama Universal afirmatif Universal negatif Universal negatif

Kedua Universal negatif Universal afirmatif Universal negatif

Ketiga Partikular afirmatif Universal negatif Partikular negatif

Keempat Universal negatif Universal afirmatif Partikular negatif
Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Tampak di sini terdapat empat modus (ḍurūb) pada Figura 
2 yang menghasilkan konklusi. Untuk memberikan gambaran 
yang utuh, berikut ini ditampilkan ilustrasi dari keseluruhan 
modus Figura 2 dalam tabulasi berikut:
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Tabel 4. Enam Belas Modus (ḍurūb) dalam Figura 2

Mayor

Minor

Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
Universal 
afirmatif

(Proposisi A)
X X

Universal 
negatif

(Proposisi E)
X

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)
X X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Universal 
negatif

(Proposisi E)
X X X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X X X

Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

1. Modus pertama (al-ḍarb al-awwal), tersusun dari premis 
minor universal afirmatif dan premis mayor universal 
negatif. Modus ini menghasilkan konklusi universal negatif. 
Berikut contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

adalah senang Tak ada orang sedih adalah senang Setiap orang yg tertawa
term tengah Term mayor term tengah term minor

Konklusi
Prediket Subjek

adalah sedih Tidak ada orang yang tertawa

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka ia masih hidup Jika orang sakit bernafas

Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) Memiliki kehidupan Tidak satu pun dari benda

Term tengah Term mayor

Konklusi
(Al-Natījah)

itu benda Bukanlah orang sakit yg bernafas
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2. Modus kedua (al-ḍarb al-ṡānī), tersusun dari premis minor 
yang universal negatif dan premis mayor universal afirmatif. 
Modus ini menghasilkan konklusi universal negatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

adalah senang Setiap orang yang tertawa adalah senang Bukanlah yg sedih

term tengah Term mayor term tengah term minor
Konklusi

Prediket Subjek

itu orang yang tertawa Bukanlah yg sedih

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka ia mati Sama sekali bukan jika jasad bergerak 

berdasarkan kehendak
Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) adalah mati Tiap jasad yg tak makan dan tak bernafas

Term tengah Term mayor

Konklusi
(Al-Natījah) maka ia tidak makan 

dan tidak bernafas
Maka tidak sama sekali jika jasad 
bergerak berdasarkan kehendak

3. Modus ketiga (al-ḍarb al-ṡāliṡ) dalam Figura 2, tersusun 
dari premis minor partikular afirmatif dan premis mayor 
universal negatif. Ini menghasilkan konklusi partikular 
negatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

adalah penulis Tidak satupun yg buta huruf penulis Sebagian manusia

term tengah Term mayor term tengah term minor
Konklusi

Prediket Subjek

adalah buta huruf Maka bukanlah sebagian manusia
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka ia berkulit putih Ada kala benar, jika orang itu Eropa

Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) berkulit putih Tak satupun dari orang Negro

Term tengah Term mayor

Konklusi
(Al-Natījah) maka ia salah seorang 

dari bangsa Negro
Maka bukanlah, jika orang itu 

berbangsa Eropa

4. Modus keempat (al-ḍarb al-rābi‘), tersusun dari premis 
minor yang partikular negatif dan premis mayor universal 
afirmatif. Modus ini menghasilkan konklusi yang kuantitasnya 
partikular dan kualitasnya negatif. Berikut contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

akan masuk syurga Tiap orang beriman tidak masuk syurga Sebagian manusia
term tengah Term mayor term tengah term minor

Konklusi
Prediket Subjek

bukanlah orang beriman Sebagian manusia

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka ia berkulit hitam Ada kala bukan, jika orang itu tinggi

Term tengah Term minor

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) berkulit hitam Setiap orang Negro

Term tengah Term mayor

Konklusi
(Al-Natījah)

maka ia orang Negro Maka ada kala, jika orang itu tinggi
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C. Modus dalam Figura 3 
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa term M pada Figura 

3 berada pada kolom 1 dan 3, (lihat: Tabel 8.2), yaitu sebagai 
subjek (mawḍū‘) pada premis minor dan juga sebagai subjek 
(mawḍū‘) pada premis mayor. Agar dapat menghasilkan 
konklusi, Figura 3 harus memenuhi dua prinsip sebagai 
syaratnya, yaitu:
1. premis minor harus berkualitas afirmatif;
2. salah satu dari dua premisnya harus berkuantitas universal. 

Berikut ini modus yang berkonklusi dalam Figura 3:

Tabel 5. Modus (ḍurūb) yang Berkonklusi dalam Figura 3

Modus Premis minor Premis mayor Konklusi
Pertama Universal afirmatif Universal afirmatif Partikular afirmatif

Kedua Universal afirmatif Universal negatif Partikular negatif
Ketiga Universal afirmatif Partikular afirmatif Partikular afirmatif

Keempat Universal afirmatif Partikular negatif Partikular negatif
Kelima Partikular afirmatif Universal afirmatif Partikular afirmatif

Keenam Partikular afirmatif Universal negatif Partikular negatif
Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Tampak di sini terdapat enam modus pada Figura 3 yang 
menghasilkan konklusi. Perhatikan, konklusi pada modus dalam 
Figura 3 semuanya berkuantitas partikular, baik kualitasnya afir-
matif maupun negatif. Untuk memberikan gambaran yang utuh, be-
rikut ini dibuat ilustrasi dari keseluruhan modus dalam Figura 3:

Tabel 6. Enam Belas Modus (ḍurūb) dalam Figura 3

Mayor

Minor

Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)
X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X

Universal 
negatif

(Proposisi E)
X X X X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X X X X

Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.
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1. Modus pertama (al-ḍarb al-awwal), tersusun dari premis 
minor universal afirmatif dan premis mayor universal afir-
matif. Modus ini menghasilkan konklusi partikular afirmatif, 
misalnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

قابل للعلم وصنعة الكتابة
dapat menerima ilmu & menulis

و كل إنسان
Setiap manusia

حيوان
adalah hewan

كل إنسان
Tiap manusia

term mayor term tengah term minor term tengah
Konklusi

Prediket Subjek

قابل للعلم وصنعة الكتابة
dapat menerima ilmu dan menulis

بعض الحيوان
Sebagian hewan

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka masuk bulan puasa Jika terlihat anak bulan Ramadan

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) maka wajiblah puasa Jika telah masuk bulan puasa

Term mayor Term tengah

Konklusi
(Al-Natījah)

maka wajiblah puasa Jika terlihat anak bulan Ramadan

2. Modus kedua (al-ḍarb al-ṡānī), tersusun dari premis minor 
yang universal afirmatif dan premis mayor universal negatif. 
Modus ini menghasilkan konklusi partikular negatif. Berikut 
contohnya:
Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)

Prediket Subjek Prediket Subjek

dibebani hukum tiada orang tidur Inderanya tak berfungsi Tiap orang tidur
term mayor term tengah term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

dibebani hukum Tidaklah sebagian yg inderanya tak berfungsi
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā)

maka ia dapat menerima ilmu 
dan dapat menulis

Mana kala adalah hewan itu 
manusia

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) maka ia adalah burung Tidak sama sekali jika hewan 

adalah manusia
Term mayor Term tengah 

Konklusi
(Al-Natījah)

maka ia adalah burung
Maka kadang kala tidak adalah 

jika ia dapat menerima ilmu 
dan dapat menulis

3. Modus ketiga (al-ḍarb al-ṡāliṡ) dari Figura 3, tersusun dari pre-
mis minor universal afirmatif dan premis mayor partikular afir-
matif. Ini menghasilkan konklusi partikular afirmatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

Ahli tulisan Sebagian kaligrafer Ahli pekerjaan tangan Setiap kaligrafer
term mayor term tengah term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

Adalah ahli tulisan Sebagian ahli pekerjaan tangan

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka adalah ia bahagia Mana kala jiwa diridhai

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) adalah takwa dan beriman Sebagian jiwa yang diridhai

Term mayor Term tengah 

Konklusi
(Al-Natījah) maka adalah ia takwa dan 

beriman
Maka kadang kala, adalah jika 

jiwa itu bahagia
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4. Modus keempat (al-ḍarb al-rābi‘) dari Figura 3 ini, tersusun 
dari premis minor yang universal afirmatif dan premis mayor 
yang partikular negatif, konklusinya partikular negatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

Sah shalatnya tiada sebagian anak tidak dibebani syariat Kanak-kanak
term mayor term tengah term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

Sah shalatnya Tiada sebagian yang tidak dibebani syariat

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā)

Adalah ia dituntut 
oleh syariat

Manakala adalah ilmu itu bermanfaat 
bagi agama dan dunia

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā)

adalah bagian dari 
ilmu syariat

Kadangkala tiadalah ilmu itu 
bermanfaat bagi agama dan dunia

Term mayor Term tengah 

Konklusi
(Al-Natījah) adalah bagian dari 

ilmu syariat
Maka tiadalah apabila ilmu itu dituntut 

secara syariat

5. Modus kelima (al-ḍarb al-khāmis) dari Figura 3 ini, tersusun dari 
premis minor yang partikular afirmatif dan premis mayor yang 
universal afirmatif, konklusinya partikular afirmatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

bergerak berdasar kehendak Setiap hewan adalah manusia Sebagian hewan
term mayor term tengah term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

bergerak berdasar kehendak Sebagian manusia
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) atau sujut Sewaktu-waktu orang yg shalat itu rukuk

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) Ia rendah diri pada Tuhan Setiap orang shalat yang rukuk

Term mayor Term tengah 

Konklusi
(Al-Natījah) atau merendah diri 

kepada Tuhannya
Maka sewaktu-waktu orang yang 

shalat itu sujud

6. Modus keenam (al-ḍarb al-sādis) dari Figura 3, tersusun 
dari premis minor partikular afirmatif dan premis mayor 
universal negatif. Modus ini menghasilkan konklusi yang 
kuantitasnya partikular dan kualitasnya negatif. Berikut 
contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

adalah darah Tak satupun dari mawar adalah merah Sebagian mawar
term mayor term tengah term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

bukan darah Maka sebagian merah

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) maka ia hidup Hendaknya jika adalah ikan di dalam air

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) adalah burung Tiada satupun dari ikan

Term mayor Term tengah 

Konklusi
(Al-Natījah)

adalah ia itu burung Maka kadang kala tiadalah jika ikan hidup
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D. Modus dalam figura 4
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa term M pada Figura 

4 berada pada kolom 2 dan 4 (lihat: Tabel 8.2), yaitu berposisi 
sebagai subjek (mawḍū‘) pada premis minor dan sebagai pre-
diket (maḥmūl) pada premis mayor. Agar dapat menghasilkan 
konklusi yang benar, disyaratkan agar tidak berhimpundua 
perkara, yaitu kualitas negatif dengan kuantitas partikular, baik 
pada kedua premis maupun salah satu premisnya. Misalnya 
premis minor atau premis mayor adalah partikular negatif, atau 
premis minor partikular sedang premis mayor negatif. Kecuali 
dalam kondisi konsisten dan koheren, maka premis minor par-
tikular afirmatif bersama premis mayor universal negatif dapat 
menghasilkan konklusi. Berikut modus yang berkonklusi:

Tabel 7. Modus (ḍurūb) yang Berkonklusi dalam Figura 4
Modus Premis minor Premis mayor Konklusi

Pertama Universal afirmatif Universal afirmatif Partikular afirmatif
Kedua Universal afirmatif Partikular afirmatif Partikular afirmatif
Ketiga Universal afirmatif Universal negatif Partikular negatif

Keempat Universal negatif Universal afirmatif Universal negatif
Kelima Partikular afirmatif Universal negatif Partikular negatif

Sumber tabel: diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.

Tampak di sini terdapat lima modus pada Figura 4 yang 
menghasilkan konklusi. Untuk memberikan gambaran yang utuh, 
berikut ini dibuat ilustrasi dari keseluruhan modus dalam Figura 4:

Tabel 8. Enam Belas Modus (ḍurūb) dalam Figura 4

Mayor

Minor

Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
Universal 
afirmatif

(Proposisi A)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X

Partikular 
afirmatif

(Proposisi I)
X X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X

Universal 
negatif

(Proposisi E)

Universal 
negatif

(Proposisi E)
X X X

Partikular 
negatif

(Proposisi O)
X X X X

Sumber tabel: : diadaptasi dari al-Mī�da�nī�, Ḍawābiṭ al-Ma‘rifah.
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1. Modus pertama (al-ḍarb al-awwal) dari Figura 4, tersusun 
dari premis minor universal afirmatif dan premis mayor 
universal afirmatif. Modus ini menghasilkan konklusi parti-
kular afirmatif. Berikut contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

itu bintang tiap benda langit yg bercahaya itu perhiasan langit Setiap bintang
t tengah term mayor term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

adalah benda bercahaya Sebagian perhiasan langit

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) didapati engkau oleh mati Di mana pun kamu berada

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) Datang di mana kau berada Setiap ajalmu

Term tengah Term mayor 

Konklusi
(Al-Natījah)

Maka telah datanglah ajalmu Kadang adalah jika didapati 
engkau oleh mati

2. Modus kedua (al-ḍarb al-ṡānī), tersusun dari premis minor 
yang universal afirmatif dan premis mayor partikular afir-
matif. Ini menghasilkan konklusi partikular negatif. Contoh:
Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)

Prediket Subjek Prediket Subjek

adalah telur Sebagian yang pecah memiliki cangkang rapuh Setiap telur
term tengah term mayor term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

adalah pecah Sebagian yang memiliki cangkang rapuh
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) atau tidak beruntung Selamanya ada kala bahwa anak itu 

beruntung
Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā)

adalah yang 
beruntung

Sebagian yang berhasil dalam 
hidupnya

Term tengah Term mayor 

Konklusi
(Al-Natījah)

atau tidak beruntung Maka ada kala anak itu berhasil dalam 
hidupnya

3. Modus ketiga (al-ḍarb al-ṡāliṡ) dari Figura 4, tersusun dari 
premis minor universal afirmatif dan premis mayor partikular 
negatif. Ini menghasilkan konklusi partikular negatif. Contoh:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

adalah unta Tak satupun yg menggali lubang berleher panjang Setiap unta
term tengah term mayor term minor term tengah

Konklusi
Prediket Subjek

tidak menggali lubang Sebagian yang berleher panjang

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) matahari jauh dari tengan langit Ketika bayang memanjang

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) itu bayangan memanjang Sama sekali tidak ada bagi angin

Term tengah Term mayor 

Konklusi
(Al-Natījah)

adalah angin itu memiliki 
bayangan

Kadang tiadalah jika matahari 
jauh dari tengah langit
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4. Modus keempat (al-ḍarb al-rābi‘), tersusun dari premis 
minor universal negatif dan premis mayor universal afirmatif. 
Modus ini menghasilkan konklusi universal negatif. Berikut 
contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

هو من الناس
bagian dari manusia

وكل ضاحك
Setiap yang tertawa

هو سمك 
adalah ikan

لا أحد من الناس
Tak satupun manusia

term tengah term mayor term minor term tengah
Konklusi

Prediket Subjek

هو ضاحك
adalah yang tertawa

فلا أحد من السمك
Tidak satupun dari ikan

Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)
Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā)

فهو ذو رائحة الطيب ليس البتة كلما كان النبات زهرا
maka ia beraroma 

harum
Tidaklah mana kala tumbuhan itu 

bunga
Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā)

زهر وكل تفتح الثمر فبل عقده
adalah bunga Setiap yang mekar sebelum waktunya
Term tengah Term mayor 

Konklusi
(Al-Natījah) فهو تفتح الثمر فبل عقده فليس البتة كلما كان النبات ذا رائحة الطيب

maka ia bukan mekar 
sebelum waktunya

Maka tidaklah mana kala tumbuhan 
memiliki aroma yang baik

5. Modus kelima (al-ḍarb al-khāmis), tersusun dari premis mi-
nor partikular afirmatif dan premis mayor universal negatif. 
Modus kelima ini menghasilkan konklusi yang kuantitasnya 
partikular dan kualitasnya negatif. Berikut contohnya:

Premis mayor (muqaddimah kubrā) Premis minor (muqaddimah sughrā)
Prediket Subjek Prediket Subjek

بإنسان
Adalah manusia

ولا أحد من الملائكة
Tak satupun dari malaikat

مؤمين
adalah beriman

بعض الناس
Sebagian manusia

term tengah term mayor term minor term tengah
Konklusi

Prediket Subjek

ليسوا بملائكة
adalah bukan malaikat

فبعض المؤمنين
Sebagian orang beriman
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Berikut ini contoh silogisme hipotetik:
Premis/konklusi Konsekuen (al-tālī) Anteseden (al-muqaddam)

Premis minor 
(Muqaddimah 
sughrā) atau shalat malam Kadang kala ahli ibadah berpuasa

Term minor Term tengah 

Premis mayor 
(Muqaddimah 
kubrā) adalah orang yg puasa Tak satupun yang minum air

Term tengah Term mayor 

Konklusi
(Al-Natījah)

atau meminum air Maka bukanlah ada kalanya ahli 
ibadah itu shalat malam






